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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku ini, Manajemen Mutu 

Terpadu di Lembaga Pendidikan Islam (Konsep dan Implementasi), dapat 

terselesaikan. Buku ini disusun sebagai panduan para pendidik, mahasiswa, dan 

semua pihak yang terlibat  dalam dunia pendidikan sebagai  upaya untuk memberikan 

pemahaman mengenai penerapan manajemen mutu terpadu (Total Quality 

Management/TQM) dalam lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat madrasah, 

pesantren, maupun perguruan tinggi Islam. 

Manajemen mutu terpadu adalah sebuah pendekatan yang menekankan 

perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek organisasi, mulai dari proses pengajaran, 

pengelolaan sumber daya manusia, hingga layanan kepada peserta didik. Dalam 

konteks pendidikan Islam, TQM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran akademik, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas akhlak dan karakter 

peserta didik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajemen mutu harus selaras dengan 

nilai-nilai Islam, seperti ihsan (berbuat baik), amanah (kepercayaan), dan taqwa 

(ketaatan kepada Allah), yang menjadi dasar bagi setiap keputusan dan tindakan yang 

diambil di lembaga pendidikan. 

Buku ini hadir dengan harapan dapat memberikan panduan praktis bagi 

pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang dan menerapkan sistem 

manajemen mutu yang terintegrasi. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia 

pendidikan Islam, baik dari segi kualitas pengajaran, infrastruktur, hingga 

pengelolaan sumber daya manusia, perlu diatasi dengan pendekatan yang holistik dan 

berbasis pada prinsip-prinsip TQM. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi 

yang bermanfaat, tidak hanya bagi pengelola lembaga pendidikan, tetapi juga bagi 

para pendidik, peserta didik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini tidak lepas dari kekurangan, baik 

dalam segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan 

datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan 

pendidikan Islam yang berkualitas, mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya 

cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga unggul dalam akhlak dan moral. 
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Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan Islam demi masa depan yang lebih baik. 

 

                                      

Penulis 
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KONSEP DASAR MANAJEMEN MUTU 

 

 

 

 

A. Pengertian Manajemen Mutu 

Dalam konteks pendidikan, manajemen mutu tidak hanya berfokus pada 

pencapaian standar akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, nilai-

nilai moral, dan keterampilan sosial siswa sebagai bagian dari pembentukan manusia 

seutuhnya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hidayat dan Wahyudi (2021) 

yang menekankan bahwa mutu pendidikan Islam harus mencakup dimensi intelektual, 

spiritual, dan moral agar mampu mencetak insan yang berilmu sekaligus berakhlak. 

Konsep dasar manajemen mutu mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip, 

elemen-elemen, dan praktik terbaik yang diterapkan secara sistematis untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh (Evans & Lindsay, 2014; Fattah 

& Syahrul, 2022). 

Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, lembaga pendidikan 

dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga adaptif 

terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu terpadu 

(Total Quality Management) menjadi kebutuhan strategis dalam mencapai 

keunggulan kompetitif lembaga pendidikan. Menurut Khalid dan Ahmed (2023), 

integrasi nilai-nilai Islam dalam TQM berperan penting dalam membentuk karakter 

peserta didik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial. Dengan 

penerapan sistem manajemen mutu yang efektif, lembaga pendidikan dapat 

merumuskan visi dan misi yang jelas, menetapkan tujuan yang terukur, serta 

mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Al-Khars 

& Al-Zahrani, 2022). 

Secara konseptual, manajemen mutu merupakan pendekatan sistematis yang 

memastikan bahwa produk atau layanan pendidikan memenuhi atau bahkan 

melampaui harapan pelanggan (stakeholders) secara konsisten. Hal ini melibatkan 

seluruh komponen organisasi dan menekankan budaya perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement) sebagai prinsip utama (Oakland, 2014; Idris & Alwi, 2021; 

Hasan & Zubaidah, 2024). 

 Untuk memahami secara spesifik pengertian manajemen mutu maka terlebih 

dahulu akan diuraikan secara terpisah tentang pengertian manajemen dan pengertian 

mutu sebagaimana berikut ini. 
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1. Konsepsi Manajemen 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari 

aktivitas manajemen karena pada dasarnya setiap tindakan yang terencana 

membutuhkan proses pengaturan dan pengorganisasian sumber daya. Baik 

dalam konteks individu, organisasi pemerintah, maupun lembaga swasta, 

manajemen berperan penting dalam mengarahkan setiap kegiatan agar selaras 

dengan tujuan yang telah direncanakan (Robbins & Coulter, 2012; Wheelen & 

Hunger, 2012). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep dasar manajemen 

menjadi fondasi dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi 

mencapai hasil yang optimal. 

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin manus 

yang berarti “tangan” dan agere yang berarti “melakukan”, yang kemudian 

berkembang menjadi kata maneggiare dalam bahasa Italia dan management 

dalam bahasa Inggris, yang berarti “mengatur” atau “menangani” (Terry, 

1975). Dalam pengertian modern, manajemen tidak hanya dipahami sebagai 

proses pengaturan, tetapi juga mencakup kegiatan analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan terhadap sumber daya organisasi untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja (Mathis & Jackson, 2011; Evans, 

2004). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat dan Wahyudi (2021), 

manajemen dalam konteks pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas, 

mencakup pengelolaan visi, misi, dan strategi lembaga pendidikan agar selaras 

dengan nilai-nilai moral dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, 

konsep manajemen bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan juga 

seni dalam mengoptimalkan potensi manusia untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan bersama (Muhtar & Anwar, 2018; Fattah & Syahrul, 2022). 

Banyak para pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka 

tentang pengertian manejemen. Untuk mengetahui pengertian manajemen 

maka berikut ini diketengahkan beberapa pendapat untuk membantu dalam 

memahami konsep dasar manajemen. Secara umum aktivitas manajemen ada 

dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasis secara 

efektif dan efesien. Terry (1973) menjelaskan “management is performance of 

conceiving and avhieving desired results by means of group efforts consisting 

of utilizing human talent and resources”. Proses mengarahkan dan 

menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, 

uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan pendapat Parker, manajemen adalah seni dalam mencapai 

sesuatu melalui orang lain. Sedangkan menurut Sapre, manajemen adalah 

rangkaian aktivitas yang diarahkan pada pendayagunaan sumber daya 

organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Hughes, et, al, manajemen berkenaan dengan efisiensi, perencanaan, 

dokumen, prosedur, pelaksanaan peraturan, pengawasan, dan konsistensi 

(Husaini Husman, 2014: 5-6). 
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Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan “management is a process 

of working with amd through individuals and groups and other resources to 

accomplish organizational goals”. Proses Mengoptimalkan Pengelolaan 

Organisasi Secara Efektif dan Efesien 15 bekerja sama antara individu dan 

kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah 

sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya 

ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, 

pemerintahan, sekolah, industri dan lain-lain. 

Sejalan dengan pendapat di atas Mondy & Premeaux (1995) 

mengemukakan “management is the process of gettings thing done through the 

efforts of other people”. Dengan demikian pada hakekatnya proses manajemen 

dilakukan para manajer di dalam suatu organisasi, dengan cara-cara atau 

aktivitas tertentu mereka mempengaruhi para personil atau anggota organisasi, 

pegawai, karyawan atau buruh agar mereka bekerja sesuai prosedur, pembagian 

kerja, dan tanggung jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar tersebut maka manajemen 

dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni dalam proses pengelolaan sumber 

daya organisasi dan mengendalikan seluruh personil yang ada agar dapat 

bekerja sama  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal untuk 

mencapai tujuan  yang telah ditetapkan. 

Ada 4 hal utama yang dapat di ambil dari pengertian manajemen 

sebagaimana yang diuraikan di atas, yaitu: 

a. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Manajemen disebut sebagai 

ilmu karena memiliki seperangkat prinsip, teori, dan metodologi yang 

dapat dipelajari dan diterapkan secara sistematis untuk mencapai tujuan 

organisasi. Namun, manajemen juga merupakan seni karena setiap 

manajer memiliki gaya dan keunikan tersendiri dalam mengelola sumber 

daya dan memimpin orang lain (Robbins & Coulter, 2012; Terry, 1975). 

Ilmu memberikan kerangka konseptual, sedangkan seni menunjukkan 

keterampilan praktis dalam menerapkannya di dunia nyata. 

b. Manajemen berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya. Untuk 

menghasilkan keluaran (output) yang berkualitas, manajer harus mampu 

mengelola sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi 

secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi sangat 

ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan seluruh 

sumber daya yang tersedia (Mathis & Jackson, 2011; Wheelen & 

Hunger, 2012). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Evans (2004) yang 

menegaskan bahwa efektivitas manajemen tergantung pada keselarasan 

antara sumber daya organisasi dan tujuan strategis yang ingin dicapai 

c. Manajemen berorientasi pada pencapaian tujuan. Setiap organisasi, baik 

lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga pendidikan, memiliki 

tujuan yang ingin dicapai. Manajemen berperan penting dalam 



4 | Manajemen Mutu Terpadu 

merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan seluruh aktivitas agar 

sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dalam konteks lembaga 

pendidikan Islam, peran manajemen tidak hanya memastikan pencapaian 

tujuan akademik, tetapi juga pengembangan nilai-nilai spiritual dan 

moral peserta didik (Hidayat & Wahyudi, 2021; Fattah & Syahrul, 2022). 

d. Manajemen merupakan kegiatan yang dikerjakan secara kelompok. 

Keberhasilan suatu organisasi tidak mungkin dicapai oleh individu 

secara sendiri, melainkan melalui kerja sama tim yang terkoordinasi. 

Oleh karena itu, manajemen menuntut adanya koordinasi, komunikasi, 

dan kolaborasi antarpersonel dalam organisasi untuk memastikan bahwa 

setiap bagian bekerja sesuai perannya menuju tujuan bersama (Muhtar & 

Anwar, 2018; Maxwell, 2007). Kegiatan berkelompok ini juga 

mendorong pembagian tugas (job description) yang jelas, yang pada 

gilirannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. 

2. Mutu (kualitas) 

Kata mutu sering pula digunakan dengan kata kualitas. Mutu 

menggambarkan tingkat atau derajat keunggulan suatu proses, produk, jasa, 

serta sistem berdasarkan syatndar yang telah ditetapkan. Pada umumnya 

mutumencerminkan kualitas dan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna atau 

konsumen barang ataupun jasa. Semakin tinggi mutu, semakin baik pula suatu 

barang atau jasa dalam memenuhi fungsinya secara berkinambungan. 

Terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan mutu yang 

dikeluarkan oleh para ahli mutu ataupun oleh organisasi yang mengurus mutu. 

Di bawah ini akan diberikan definisi yang berkaitan dengan mutu. 

ISO – 9000 mendefinisikan mutu sebagai derajat dari serangkaian 

karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau harapan yang 

dinyatakan atau diwajibkan. ISO menambahkan kata diwajibkan untuk 

menitikberatkan bahwa mutu produk, selain bertujuan memenuhi keinginan 

konsumen, juga harus memperhatikan standar yang dibuat atau ditetapkan oleh 

negara. 

Menurut Suciani, dkk (2023) mutu dalam konteks pendidikan 

didefinisikan sebagai kemampuan suatu proses pembelajaran untuk memenuhi 

kebutuhan dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa secara berkelanjutan. 

Penelitian tindakan kelas menjadi salah satu metode strategis untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran. Sedangkan Susilowati (2018) 

mengemukakan bahwa mutu adalah tingkat kesesuaian produk atau layanan 

terhadap standar yang telah ditetapkan serta mampu memenuhi harapan 

pelanggan atau pengguna akhir secara konsisten. Senada dengan pendapat 

tersebut Prihantoro dan Hidayat (2019) mengemukakan bahwa mutu 

merupakan ukuran keberhasilan suatu produk atau jasa dalam memenuhi 

persyaratan teknis maupun kebutuhan pelanggan sehingga dapat memberikan 

kepuasan maksimal. 



Manajemen Mutu Terpadu | 5  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian manajemen dan 

pengertian mutu, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu diartikan 

sebagai serangkaian aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan 

mengendalikan sumber daya suatu organisasi dalam menghasilkan produk baik 

berupa barang maupun layanan dengan memenuhi standar yang ditetapkan 

sehingga memberi kepuasan maksimal. Ini mencakup perencanaan mutu 

(quality planning), pengendalian mutu (quality control), jaminan mutu (quality 

assurance), dan peningkatan mutu (quality improvement). Tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai keunggulan 

kompetitif. 

Setelah memahami definisi mutu, maka harus diketahui pula apa saja 

yang termasuk dalam dimensi mutu. Garvin  mendefinisikan delapan dimensi 

yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kinerja atau performa (performance). 

b. Features, ciri-ciri atau keistimewaan dan karakteristik pelengkap. 

c. Keandalan (reliability). 

d. Konformitas (conformance). 

e. Daya tahan (durability). 

f. Kemampuan pelayanan (service ability). 

g. Estetika (aesthethic). 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

Kualitas suatu produk atau jasa terdiri dua elemen, yaitu penyerahan dan 

interaksi. Kedua elemen tersebut dijabarkan sebagai berikut. 
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3. Elemen-Elemen Utama Manajemen Mutu 

Dalam upaya mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang 

tinggi, organisasi perlu memahami dan menerapkan elemen-elemen utama 

dalam manajemen mutu. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai fondasi yang 

mendukung sistem manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan. Dengan 

mengintegrasikan elemen-elemen ini ke dalam budaya organisasi, perusahaan 

tidak hanya dapat memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga menciptakan 

lingkungan yang mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap 

elemen memiliki peran yang signifikan dan saling terkait, membentuk suatu 

kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan mutu.            

Elemen-elemen utama manajemen mutu meliputi: 

a. Fokus pada pelanggan: 1).Memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, 

2).berusaha untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan  tersebut, 

3).mengukur tingkat mepuasan secara teratur. 

b. Kepemimpinan: 1).Pemimpin menetapkan visi dan arah mutu. 

2).Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan mutu, 

3).Memberikan  sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan mutu. 

c. Keterlibatan Orang: 1).Melibatkan semua karyawan dalam upaya 

peningkatan mutu. 2).memberikan pelatihan dan pengembangan yang 

relevan. 3).Mendorong partisipasi dan inovasi. 

d. Pendekatan Proses: 1).Mengelola aktivitas sebagai proses yang saling 

terkait. 2).Memahami bagaimana proses berkontribusi pada hasil mutu. 

3).Mengoptimalkan proses untuk efisiensi dan efektivitas. 

e. Peningkatan Berkelanjutan: 1).Berkomitmen untuk terus meningkatkan 

mutu produk, layanan, dan proses., 2).menggunakan siklus PDCA (Plan-

Do-Check-Act) atau metode serupa. 3).Mencari peluang untuk inovasi 

dan perbaikan. 

f. Pengambilan Keputusan Berbasis Fakta: 1).Mengambil keputusan 

berdasarkan data dan analisis yang akurat. 2).Menggunakan metrik dan 

indikator kinerja untuk memantau kemajuan. 3).Menghindari keputusan 

yang didasarkan pada intuisi atau asumsi. 

g. Manajemen Hubungan: 1).Membangun hubungan yang saling 

menguntungkan dengan pemasok dan mitra. 2).Berkolaborasi untuk 

meningkatkan mutu rantai pasokan. 3).informasi dan sumber daya untuk 

mencapai tujuan bersama. 

4. Komponen Manajemen Mutu 

Manajemen mutu merupakan suatu disiplin yang kompleks dan 

terintegrasi, yang melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung 

untuk mencapai tujuan mutu yang diinginkan. Komponen-komponen ini 
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berfungsi sebagai alat dan metode yang membantu organisasi dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan kualitas produk 

dan layanan mereka. Dengan memahami dan menerapkan komponen-

komponen ini secara efektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka tidak 

hanya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, tetapi juga beradaptasi 

dengan perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Manajemen Mutu terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan mutu: 

a. Perencanaan Mutu (Quality Planing): 1).Menetapkan tujuan mutu dan 

persyaratan. 2).mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. 3). 

mengidentifikasi  sumber daya yang diperlukan. 

b. Pengendalian Mutu (Quality Control): 1).Memantau dan mengukur 

karakteristik mutu. 2).membandingkan hasil dengan standar yang 

ditetapkan. 3).Mengambil tindakan korektif jika diperlukan. 

c. Jaminan Mutu (Quality Assurance): 1).Memberikan    keyakinan bahwa 

persyaratan mutu akan dipenuhi, 2).membangun sistem dan proses yang 

mencegah cacat, 3).Melakukan audit dan evaluasi untuk memastikan 

efektivitas. 

d. Peningkatan Mutu (Quality Improvement): 1).Mencari peluang untuk 

meningkatkan mutu produk, 2).layanan, dan proses. 3).Menggunakan 

metode dan alat peningkatan mutu. 4).Menerapkan perubahan dan 

memantau hasilnya. 

 

B. Sejarah Singkat Perkembangan Manajemen Mutu 

Manajemen mutu telah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia bisnis 

dan industri, berperan krusial dalam memastikan bahwa produk dan layanan 

memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. Sejarah perkembangan 

manajemen mutu mencerminkan evolusi pemikiran dan praktik yang telah 

berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari pendekatan tradisional yang 

bergantung pada keterampilan individu hingga sistem manajemen yang kompleks dan 

terintegrasi saat ini. 

Dalam perjalanan ini, berbagai tokoh dan konsep telah muncul, memberikan 

kontribusi signifikan terhadap cara kita memahami dan menerapkan manajemen 

mutu. Dari revolusi industri yang mengubah cara produksi hingga pengembangan 

metodologi modern seperti Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma, setiap 

fase dalam sejarah ini menunjukkan bagaimana organisasi beradaptasi dengan 

perubahan kebutuhan pasar dan harapan pelanggan. 
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Sejarah manajemen mutu mencerminkan evolusi pemikiran dan praktik dalam 

memastikan kualitas produk dan layanan. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 

beberapa periode penting yang menunjukkan perubahan paradigma dalam pendekatan 

terhadap manajemen mutu. 

1. Era Pra-Industri (sebelum abad ke 18) 

Sebelum revolusi industri, kualitas produk ditentukan oleh keterampilan 

individu pengrajin. Setiap produk dibuat secara manual, dan kualitas sangat 

bergantung pada keahlian dan pengalaman pembuatnya. Pada masa ini, tidak 

ada sistem formal untuk mengelola mutu, tetapi pengrajin sering kali 

mengandalkan tradisi dan praktik terbaik yang diwariskan dari generasi ke 

generasi. 

Pada Era Pra-Industri, sebelum munculnya revolusi industri yang 

mengubah lanskap produksi secara drastis, manajemen mutu beroperasi dalam 

konteks yang sangat berbeda. Pada masa ini, kualitas produk ditentukan oleh 

keterampilan dan keahlian individu pengrajin, yang menghasilkan barang-

barang secara manual. Berikut adalah beberapa aspek penting dari era ini: 

a. Produk Manual dan Keterampilan Pengrajin: Setiap produk dibuat oleh 

pengrajin yang memiliki keterampilan khusus. Kualitas barang sangat 

bergantung pada pengalaman, teknik, dan dedikasi pengrajin. Misalnya, 

seorang pandai besi atau tukang kayu akan menghasilkan produk yang 

unik dan berkualitas tinggi berdasarkan keahlian mereka. Produksi 

dilakukan dalam skala kecil, sering kali untuk memenuhi permintaan 

lokal. Barang-barang seperti pakaian, peralatan, dan perabotan dibuat 

sesuai pesanan, sehingga memungkinkan pengrajin untuk mengontrol 

kualitas secara langsung. 

b. Praktik Tradisional dan Warisan Budaya: Keterampilan dan teknik 

produksi sering kali diwariskan dari generasi ke generasi. Pengrajin 

muda belajar dari mentor mereka, yang mengajarkan tidak hanya teknik 

tetapi juga nilai-nilai kualitas dan keandalan. Meskipun tidak ada sistem 

formal untuk mengelola mutu, pengrajin sering kali memiliki standar 

kualitas yang diakui dalam komunitas mereka. Barang yang tidak 

memenuhi standar ini biasanya ditolak oleh pelanggan, yang mendorong 

pengrajin untuk mempertahankan kualitas. 

c. Keterbatasan Dalam Pengendalian Mutu: Karena setiap produk dibuat 

secara manual, ada tingkat variabilitas yang tinggi dalam kualitas. Dua 

produk yang tampak serupa mungkin memiliki perbedaan signifikan 

dalam hal kekuatan, daya tahan, dan estetika. Tidak ada sistem 

pengendalian mutu yang terstruktur. Pengrajin mengandalkan 

pengalaman dan intuisi mereka untuk memastikan bahwa produk yang 

dihasilkan memenuhi harapan pelanggan. 
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d. Pengaruh Lingkungan dan Sumber Daya: Ketersediaan bahan baku dan 

alat juga mempengaruhi kualitas produk. Pengrajin yang memiliki akses 

ke bahan berkualitas tinggi dan alat yang baik cenderung menghasilkan 

produk yang lebih baik. Faktor-faktor ekonomi dan sosial, seperti 

permintaan pasar dan kondisi kehidupan masyarakat, juga 

mempengaruhi praktik produksi dan kualitas barang. Dalam masyarakat 

agraris, misalnya, kualitas produk sering kali dipengaruhi oleh musim 

dan hasil pertanian. 

Era Pra-Industri merupakan periode di mana manajemen mutu berfokus 

pada keterampilan individu dan praktik tradisional. Meskipun tidak ada sistem 

formal untuk mengelola mutu, pengrajin memiliki pemahaman yang mendalam 

tentang kualitas dan berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan melalui 

keterampilan dan dedikasi mereka. Dengan munculnya revolusi industri di 

akhir abad ke-18, paradigma manajemen mutu mulai berubah, mengarah pada 

pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam pengelolaan kualitas. 

2. Revolusi Industri (abad 18 – 19) 

Revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi, dengan 

pengenalan mesin dan proses massal. Pada periode ini, perhatian terhadap 

kualitas mulai meningkat, terutama karena produk yang dihasilkan dalam 

jumlah besar. Beberapa tokoh penting muncul, seperti: 

a. Eli Whitney: Memperkenalkan sistem produksi massal dan penggunaan 

bagian yang dapat dipertukarkan, yang membantu meningkatkan 

konsistensi produk. 

b. Frederich Taylor: Menciptakan prinsip manajemen ilmiah yang 

menekankan efisiensi dan pengukuran kinerja, yang menjadi dasar bagi 

pengendalian mutu. 

3. Awal Abad ke-20: Fokus pada Pengendalian Mutu 

Pada awal abad ke-20, perhatian terhadap pengendalian mutu semakin 

meningkat. Beberapa tokoh kunci yang berkontribusi pada perkembangan 

manajemen mutu selama periode ini meliputi: 

a. Walter A. Shewhart: Dikenal sebagai "bapak pengendalian mutu," ia 

mengembangkan konsep diagram kontrol dan statistik untuk memantau 

dan mengendalikan proses produksi. 

b. W. Edward  Deming: Memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen mutu 

yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan. Ia 

juga mengembangkan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang menjadi 

dasar bagi banyak sistem manajemen mutu modern. 
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4. Pertengahan Abad ke-20: Jaminan Mutu dan Standar 

Setelah Perang Dunia II, perhatian terhadap kualitas semakin meningkat, 

terutama di Jepang. Perusahaan Jepang mulai menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen mutu yang dipelajari dari Deming dan tokoh lainnya. Pada periode 

ini, beberapa perkembangan penting terjadi: 

a. Total Quality Manajemen (TQM): Konsep ini muncul sebagai 

pendekatan holistik untuk manajemen mutu, yang melibatkan seluruh 

organisasi dalam upaya peningkatan mutu. 

b. ISO 9000: Pada tahun 1987, Organisasi Internasional untuk 

Standardisasi (ISO) memperkenalkan standar ISO 9000, yang 

memberikan kerangka kerja untuk sistem manajemen mutu dan menjadi 

acuan global bagi organisasi dalam mengelola mutu. 

5. Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21: Peningkatan  

Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, fokus manajemen 

mutu beralih ke peningkatan berkelanjutan dan inovasi. Organisasi mulai 

menyadari bahwa kualitas bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi juga 

tentang menciptakan nilai bagi pelanggan dan beradaptasi dengan perubahan 

pasar. Beberapa perkembangan penting meliputi: 

a. Six Sigma: Metodologi yang dikembangkan oleh Motorola pada tahun 

1980-an, yang berfokus pada pengurangan cacat dan peningkatan proses 

melalui penggunaan statistik. 

b. Lean Manufacturing: Pendekatan yang berfokus pada pengurangan 

pemborosan dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi. 

c. Manajemen Mutu Berbasis Resiko: Pendekatan yang menekankan 

identifikasi dan pengelolaan risiko dalam proses manajemen mutu. 

6. Tren Terkini Dalam Manajemen Mutu 

Saat ini, manajemen mutu terus berkembang seiring dengan kemajuan 

teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan. Beberapa tren terkini meliputi: 

a. Digitalisasi dan Otomatisasi: Penggunaan teknologi informasi dan 

otomatisasi dalam pengendalian mutu dan analisis data. 

b. Sustainability dan anggung Jawab Sosial: Fokus pada keberlanjutan dan 

tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen mutu. 

c. Agile Quality Manajement:  Pendekatan yang mengutamakan 

fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis 

yang dinamis. 
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C. Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu 

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, manajemen mutu 

telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. 

Manajemen mutu tidak hanya berfokus pada produk atau layanan yang dihasilkan, 

tetapi juga mencakup seluruh proses yang terlibat dalam penciptaan nilai bagi 

pelanggan. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi perlu memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen mutu yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan 

kinerja dan kepuasan pelanggan. 

Prinsip-prinsip manajemen mutu, yang diadopsi dari standar internasional 

seperti ISO 9000, memberikan panduan yang jelas bagi organisasi dalam mengelola 

dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencakup fokus 

pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, peningkatan 

berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan. 

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi tidak hanya dapat 

memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga menciptakan budaya mutu yang kuat yang 

mendukung inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. 

Prinsip-prinsip-prinsip manajemen mutu, yang didasarkan pada standar ISO 

9000: 

1. Fokus pada Pelanggan (Customer Fokus) 

Organisasi bergantung pada pelanggannya dan oleh karena itu harus 

memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan, memenuhi 

persyaratan pelanggan, dan berusaha melebihi harapan pelanggan.  

Prinsip ini menekankan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci 

keberhasilan jangka panjang. Organisasi harus secara aktif mendengarkan 

umpan balik pelanggan, memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta 

merancang produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan 

tersebut. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan dapat dilakukan dengan: 

a. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala. 

b. Membangun saluran komunikasi yang efektif untuk menerima umpan 

balik pelanggan. 

c. Menganalisis data umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi area 

yang perlu ditingkatkan. 

d. Melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk dan layanan. 
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2. Kepemimpinan (Lidership) 

Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Mereka 

harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal di mana orang dapat 

terlibat penuh dalam mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk menciptakan budaya 

mutu di seluruh organisasi. Pemimpin harus memberikan visi yang jelas, 

menetapkan tujuan yang terukur, dan memberikan dukungan dan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pimpinan: 

a. Menetapkan visi dan misi yang jelas terkait dengan mutu. 

b. Mengembangkan strategi mutu yang selaras dengan tujuan organisasi. 

c. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan tentang 

prinsip-prinsip mutu. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan perbaikan 

berkelanjutan. 

3. Keterlibatan Orang (Engagement of People) 

Orang-orang di semua tingkatan adalah esensi dari suatu organisasi dan 

keterlibatan penuh mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan 

untuk keuntungan organisasi. 

Karyawan yang terlibat dan termotivasi adalah aset berharga bagi 

organisasi. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan 

dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi, organisasi dapat 

meningkatkan kinerja dan inovasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melibatkan sumber daya 

manusia : 

a. Memetakan proses-proses utama dalam organiasi; 

b. Mengidentifikasi input, output, dan kontrol untuk setiap proses. 

c. Mengukur kinerja proses dan mencari peluang untuk perbaikan. 

d. Mengelola interaksi antar proses untuk memastikan efisiensi dan 

efektivitas 

4. Pendekatan Proses (Process Aproach) 

Hasil yang diinginkan dicapai lebih efisien ketika kegiatan dan sumber 

daya terkait dikelola sebagai suatu proses. Pendekatan proses melibatkan 

identifikasi dan pengelolaan proses-proses yang saling terkait dalam organisasi. 
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Dengan memahami bagaimana proses-proses ini berinteraksi, organisasi dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

Langkah-langkah pendekatan proses: 

a. Memetakan proses-proses utama dalam organisasi. 

b. Mengidentifikasi input, output, dan kontrol untuk setiap proses. 

c. Mengukur kinerja proses dan mencari peluang untuk perbaikan. 

d. Mengelola interaksi antar proses untuk memastikan efisiensi dan 

efektivitas 

5. Peningkatan (Improvement) 

Peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan 

tetap organisasi. Penongkatan berkelanjutan merupakan inti dari manajemen 

mutu, oleh karena itu organiasi harus terus-menerus mencari cara ntuk 

meningkatkan proses, produk, dan layanan. 

Upaya yang dilakukan terkait dengan peningkatan kinerka: 

a. Menerapkan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

b. Melakukan audit mutu secara berkala. 

c. Mendorong karyawan untuk memberikan saran perbaikan. 

d. Menggunakan data dan informasi untuk mengidentifikasi peluang 

perbaikan. 

6. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Bukti (Evidence-Based Decision 

Making) 

Pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan informasi lebih 

mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang 

efektif harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan. 

Dengan menganalisis data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih 

baik dan mengurangi risiko. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan data: 

a. Mengumpulkan data yang  relevan dan akurat. 

b. Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola. 

c. Menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. 

d. Memantau hasil keputusan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. 
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7. Membangun Hubungan dengan Masyarakat (Publik Relation) 

Untuk keberhasilan yang berkelanjutan, organisasi mengelola 

hbungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Hubungan yang baik dengan stakeholders sangat penting untuk keberhasilan 

jangka panjang. Dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan, 

organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko. 

Upaya-upaya dalam membangun hubungan dengan masyarakat: 

a. Mengidentifikan pihak-pihak yang berkepentingan dan kebutuhan 

mereka. 

b. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

c. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

d. Bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai 

tujuan bersama. 

 

D. Model dan Pendekatan dalam Manajemen Mutu 

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa manajemen mutu adalah suatu 

pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dalam suatu 

organisasi. Manajemen mutu dalam organiasasi bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja dan layanan serta memenuhi harapan pelanggan. Dalam era 

globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk tidak hanya 

memenuhi standar kualitas, tetapi juga untuk berinovasi dan beradaptasi dengan 

perubahan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang 

model dan pendekatan dalam manajemen mutu menjadi sangat krusial. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika pasar, 

konsep manajemen mutu telah mengalami evolusi yang signifikan. Berbagai model 

dan pendekatan telah dikembangkan untuk membantu organisasi dalam merancang, 

menerapkan, dan mengevaluasi sistem manajemen mutu yang efektif. Model-model 

ini tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses yang 

terlibat dalam penciptaan nilai bagi pelanggan. 

Penerapan manajemen mutu yang efektif tidak hanya berdampak pada 

peningkatan kualitas produk dan layanan, tetapi juga berkontribusi pada kepuasan 

pelanggan, loyalitas, dan reputasi organisasi. Dalam konteks ini, pemilihan model dan 

pendekatan yang tepat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 

berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

manajemen mutu. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa model dan 

pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen mutu. 
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1. Model manajemen mutu terpadu 

a. Total Quality Manajemen, adalah pendekatan manajemen yang berfokus 

pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam semua aspek 

organisasi. TQM melibatkan partisipasi semua anggota organisasi dalam 

upaya untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. D 

Dalam TQM yang menjadi fokus utama: 1) Fokus pada pelanggan, 2) 

Keterlibatan karyawan, 3) Pendekatan berbasis proses, 4) Peningkatan 

berkelanjutan. 

Dalam implentasinya TQM mengharuskan organisasi untuk menciptakan 

budaya kualitas, di mana setiap individu bertanggung jawab atas kualitas 

dalam pekerjaan mereka. 

b. Six Sigma, adalah metodologi yang bertujuan untuk mengurangi cacat dan 

variasi dalam proses dengan menggunakan alat statistik. Metode ini 

berfokus pada peningkatan kualitas melalui pengurangan variasi dan 

peningkatan efisiensi. Adapun yang menjadi prinsip utama dallam six 

sigma, yaitu: 1) Pengukuran dan analisis data, 2). Peningjatan proses 

berbasis fakta, 3) Pendekatan berbasis proyek. 

Dalam implementasinya Six Sigma menggunakan siklus DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, Control) untuk mengidentifikasi dan 

mengatasi masalah dalam proses. 

c. ISO 9001, adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu 

yang menetapkan persyaratan untuk organisasi dalam menyediakan 

produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan 

yang berlaku. 

Adapun yang menjadi prinsip utama dala ISO 9001 yaitu: 1) fokus pada 

pelanggan, 2) kepemimpinan, 3) keterlibatan orang, 4) pendekatan proses, 

5) peningjatan berkelanjutan. 

Dalam implementasinya Organisasi yang menerapkan ISO 9001 harus 

melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan 

terhadap standar.  

2. Pendekatan dalam Manajemen Mutu 

a. Pendekatan Proses, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami 

dan mengelola proses yang terlibat dalam penciptaan produk dan layanan. 

Fokusnya adalah pada efisiensi dan efektivitas proses. Dalam 

implementasinya Organisasi harus memetakan proses, mengidentifikasi 

titik-titik kritis, dan melakukan analisis untuk meningkatkan kinerja 

proses. 

b. Pendekatan Berbasis Sistem, Pendekatan ini melihat organisasi sebagai 

sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait. Fokusnya 
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adalah pada interaksi antara berbagai elemen dalam organisasi. Organisasi 

harus mengembangkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi, di mana 

semua bagian berkontribusi pada pencapaian tujuan mutu. 

c. Pendekatan Berbasis Data, Pendekatan ini menekankan penggunaan data 

dan analisis untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan manajemen 

mutu. Data digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja, 

dan mengevaluasi hasil. Dalam implementasinya Organisasi harus 

mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang berbasis fakta. 

Model dan pendekatan dalam manajemen mutu bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas produk dan layanan dalam suatu organisasi. Dengan 

menerapkan model seperti TQM, Six Sigma, dan ISO 9001, serta pendekatan 

berbasis proses, sistem, dan data, organisasi dapat mencapai keunggulan 

kompetitif dan memenuhi harapan pelanggan. Penerapan yang efektif dari 

model dan pendekatan ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

 

E. Peran Manajemen Mutu dalam Pendidikan 

Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya berpengaruh pada perkembangan 

individu, tetapi juga pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara 

keseluruhan. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh 

institusi pendidikan semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan 

perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya inovasi dan adaptasi dalam sistem 

pendidikan. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu yang efektif menjadi sangat 

krusial untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya relevan, 

tetapi juga berkualitas tinggi. 

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang optimal, manajemen mutu 

berperan dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum, peningkatan 

kompetensi pengajar, hingga pengelolaan sumber daya yang ada. Dengan menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen mutu, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif, meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua, serta 

mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global. 

Manajemen mutu dalam pendidikan adalah suatu pendekatan sistematis yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran penting manajemen 

mutu dalam konteks pendidikan: 

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

a. Standar Pendidikan. Manajemen mutu membantu dalam menetapkan 

standar pendidikan yang jelas dan terukur, sehingga semua pihak dapat 

memahami ekspektasi yang harus dicapai. 
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b. Evaluasi Berkelanjutan. Melalui evaluasi yang rutin, institusi pendidikan 

dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan 

mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pendikan dan Pelatihan. Manajemen mutu mendorong pelatihan 

berkelanjutan bagi pengajar dan staf administrasi untuk meningkatkan 

kompetensi dan keterampilan mereka. 

b. Keterlibatan Stakeholder. Melibatkan semua pemangku kepentingan, 

termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam proses pengambilan 

keputusan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. 

3. Peningkatan Kepuasan Siswa dan Orang Tua 

a. Umpan Balik. Mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk 

memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta menyesuaikan program 

pendidikan sesuai dengan masukan tersebut. 

b. Layanan yang Responsif. Menerapkan sistem manajemen yang responsif 

terhadap keluhan dan saran, sehingga menciptakan pengalaman 

pendidikan yang lebih positif. 

4. Pengelolaan Proses Pendidikan 

a. Perencanaan Strategis. Mengembangkan rencana strategis yang jelas 

untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. 

b. Pengawasan. Menerapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan 

bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang 

telah ditetapkan. 

5. Inovasi dan Adabtasi 

a. Penggunaan Tehnologi. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

b. Adabtasi Terhadap Perubahan. Mampu beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk tetap 

relevan. 

6. Akreditasi dan Pengakuan 

a. Proses Akreditasi. Manajemen mutu berperan dalam mempersiapkan 

institusi pendidikan untuk proses akreditasi, yang merupakan pengakuan 

resmi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. 

b. Reputasi Institusi. Meningkatkan reputasi institusi pendidikan melalui 

penerapan praktik manajemen mutu yang baik. 
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        Peran manajemen mutu dalam pendidikan sangat krusial untuk memastikan 

bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas tinggi, relevan, dan mampu memenuhi 

kebutuhan siswa serta masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

mutu, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan 

berkelanjutan.  
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KONSEP MANAJEMEN MUTU TERPADU DI 

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 

A. Definisi Manajemen Mutu Terpadu  

Dalam dunia modern Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan konsep   

manajemen modern yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan 

berkelanjutan di seluruh aspek organisasi. Dalam era persaingan global yang semakin 

ketat, penerapan MMT menjadi salah satu strategi utama bagi organisasi untuk 

mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada produk atau jasa semata, 

tetapi juga melibatkan seluruh proses kerja, sumber daya manusia, serta budaya 

organisasi agar tercipta sinergi dalam mencapai mutu terbaik. 

Manajemen mutu terpadu (Integrated Quality Management) merupakan suatu 

pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek manajemen untuk mencapai 

tujuan kualitas yang optimal dalam suatu organisasi. Dalam era globalisasi dan 

persaingan yang semakin ketat, penting bagi organisasi untuk tidak hanya fokus pada 

produk atau layanan yang dihasilkan, tetapi juga pada proses yang mendukung 

pencapaian kualitas tersebut. Manajemen mutu terpadu berupaya untuk menciptakan 

sinergi antara berbagai elemen dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia, 

proses, dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan yang 

memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. 

Definisi manajemen mutu terpadu mencakup berbagai prinsip dan praktik yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar departemen dan pemangku 

kepentingan, serta penerapan sistem yang terstruktur untuk memantau dan 

mengevaluasi kinerja. Dengan demikian, manajemen mutu terpadu tidak hanya 

berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan budaya organisasi yang 

mendukung perbaikan berkelanjutan. 

Frans Gana (2021) mendefinisikan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) sebagai 

suatu pendekatan manajerial yang berfokus pada peningkatan kualitas secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam seluruh aspek organisasi. MMT bertujuan untuk 

memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan terus-menerus pada produk, 

jasa, proses kerja, serta lingkungan kerja. Sedangkan Hadari Nawari (2015), 

mendefinisikan MMT sebagai manajemen fungsional dengan pendekatan sistematis 

yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas agar produk atau 
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layanan sesuai dengan standar kualitas masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan 

tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. 

Manajemen Mutu  Terpadu  (MMT) menurut Pulungan (2017) menyatakan 

bahwa MMT merupakan filosofi dan sistem pengembangan berkelanjutan terhadap 

jasa atau produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal melalui 

keterlibatan seluruh sumber daya organisasi. Selanjutnya Djailani (2023) menjelaskan 

bahwa Manajemen Mutu Terpadu adalah suatu konsep pengelolaan mutu yang 

melibatkan semua bagian organisasi secara terpadu untuk mencapai keunggulan 

kompetitif melalui perbaikan proses bisnis secara terus-menerus serta fokus pada 

kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal. 

Dari definisi yang dikemukakan di atas maka dpst disimpulkan bahwa 

Manajemen Mutu Terpadu adalah sebuah pendekatan sistematis dan menyeluruh 

dalam mengelola mutu di seluruh aspek organisasi dengan tujuan utama 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan baik dari sisi 

produk/jasa maupun proses internalnya. Konsep ini menekankan keterlibatan semua 

elemen organisasi serta integrasi fungsi-fungsi manajerial agar tercipta budaya mutu 

yang kuat sebagai fondasi keunggulan kompetitif jangka panjang. 

 

B. Karakteristik Manajemen Mutu Terpadu 

Manajemen Mutu Terpadu (TQM) merupakan suatu pendekatan manajerial 

yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di seluruh aspek 

organisasi dengan melibatkan semua anggota organisasi. TQM bertujuan untuk 

mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan proses yang berkelanjutan dan 

pengendalian mutu yang ketat. Adapun karakteristik utama TQM yaitu: 

1. Fokus pada Pelanggan 

Kepuasan pelanggan menjadi pusat perhatian utama dalam TQM. 

Organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta berusaha 

memenuhinya secara konsisten. Menurut Oakland (2014), fokus utama TQM 

adalah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai kunci 

keberhasilan organisasi. Organisasi harus memahami suara pelanggan dan 

mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis agar dapat memberikan produk 

atau layanan berkualitas tinggi. 

2. Keterlibatan semua Anggota Organisasi 

Semua karyawan, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional, 

dilibatkan aktif dalam upaya peningkatan mutu dan pengambilan keputusan. 

Evans & Lindsay (2017) menegaskan bahwa keberhasilan TQM sangat 

bergantung pada partisipasi aktif seluruh karyawan, mulai dari manajemen 

puncak hingga staf operasional, sehingga budaya mutu dapat tertanam secara 

menyeluruh. 
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3. Pendekatan Proses 

Kegiatan organisasi dipandang sebagai serangkaian proses yang saling 

terkait, sehingga perbaikan dilakukan dengan mengoptimalkan setiap proses 

tersebut agar menghasilkan output berkualitas tinggi. Menurut Dale et al. 

(2016), TQM memandang organisasi sebagai kumpulan proses yang saling 

terkait dimana setiap proses harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan 

output berkualitas tinggi secara konsisten. 

4. Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 

Filosofi Kaizen atau perbaikan terus-menerus menjadi inti dari TQM, 

dimana setiap aspek kerja selalu dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis. 

Deming’s PDCA Cycle, yang dikembangkan lebih lanjut oleh banyak ahli 

seperti Sila & Ebrahimpour (2020), menjadi landasan filosofi perbaikan 

berkelanjutan dalam TQM—melakukan Plan-Do-Check-Act secara terus 

menerus untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. 

5. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data dan Fakta  

Keputusan manajerial didasarkan pada analisis data objektif untuk 

memastikan efektivitas tindakan yang diambil. Menurut Zairi & Youssef 

(2018), keputusan dalam implementasi TQM harus didasarkan pada data 

objektif dan analisis fakta agar tindakan korektif tepat sasaran serta efektif 

meningkatkan mutu. 

6. Pendekatan Sismatik Terhadap Manajemen 

Organisasi dipandang sebagai sistem terpadu dimana berbagai fungsi 

saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yaitu kualitas total.  

7. Komitmen Pimpinan 

Peran aktif pimpinan sangat penting dalam menciptakan budaya mutu 

dan memberikan arahan strategis bagi implementasi TQM. Sousa & Voss 

(2019) menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam menciptakan visi 

mutu serta menyediakan sumber daya yang diperlukan demi suksesnya 

penerapan TQM di seluruh tingkatan organisasi. 

8. Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan intensif merupakan 

bagian integral agar mereka mampu menjalankan prinsip-prinsip mutu dengan 

baik. Menurut Talib et al.,(2021) pelatihan intensif bagi karyawan sangat 

penting agar mereka memiliki kompetensi teknis maupun pemahaman prinsip-

prinsip mutu sehingga mampu menjalankan tugas sesuai standar kualitas 

perusahaan. 
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9. Kemitraan dengan Pemasok 

Hubungan jangka panjang dengan pemasok dibangun berdasarkan 

kepercayaan guna menjamin bahan baku berkualitas tinggi serta efisiensi rantai 

pasokan. 

 

C. Konsep Dasar TQM Dalam Pendidikan 

Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, mutu pendidikan 

menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing 

tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu pendekatan manajemen 

yang efektif dan menyeluruh dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

pelayanan, serta pengelolaan institusi pendidikan. Total Quality Management (TQM) 

hadir sebagai salah satu konsep manajemen yang menekankan pada perbaikan kualitas 

secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen organisasi. 

Penerapan TQM dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menciptakan budaya 

mutu yang berfokus pada kepuasan peserta didik, orang tua, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip TQM, lembaga 

pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, 

pengelolaan sumber daya, serta pelayanan pendidikan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar TQM dalam konteks pendidikan sangat 

penting sebagai landasan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan mutu 

yang berkelanjutan. 

1. Pengertian TQM dalam Konteks Pendidikan 

Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan adalah suatu 

pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam seluruh aspek lembaga pendidikan, 

dengan tujuan utama untuk memenuhi dan melampaui harapan peserta didik, 

orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. TQM menekankan keterlibatan 

semua pihak dalam organisasi pendidikan, mulai dari manajemen, guru, staf, 

hingga siswa, untuk bersama-sama meningkatkan mutu proses pembelajaran, 

pelayanan, dan pengelolaan institusi. 

Menurut Dale H. Besterfield dkk. (2003),TQM adalah suatu filosofi 

manajemen yang mengintegrasikan semua fungsi dan proses organisasi untuk 

mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks 

pendidikan, pelanggan utama adalah siswa dan masyarakat yang mengharapkan 

mutu pendidikan yang tinggi. 

Sementara itu, Evans dan Lindsay (2005), menyatakan bahwa TQM di 

pendidikan adalah pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh anggota 

lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara 

konsisten dan berkelanjutan. Lebih spesifik, menurut Sallis (2002), TQM dalam 
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pendidikan menekankan pada budaya mutu yang melibatkan perbaikan proses 

pembelajaran, pengembangan profesional guru, dan peningkatan kepuasan 

peserta didik sebagai pusat perhatian utama. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disumpulkan 

pengertian TQM dalam monteks pendidikan adalah suatu pendekatan 

manajemen yang menyeluruh dan sistemik, yang melibatkan seluruh komponen 

lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran, pelayanan, dan pengelolaan institusi. Tujuan utamanya adalah 

memenuhi dan melampaui harapan peserta didik, orang tua, dan pemangku 

kepentingan lainnya dengan menciptakan budaya mutu yang berfokus pada 

perbaikan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan pendidikan. 

2. Metode dan Alat Pendukung untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

a. Outcome-Based Education (OBE), adalah suatu pendekatan dalam sistem 

pendidikan yang menekankan pada pencapaian hasil belajar (outcomes) 

yang jelas dan terukur sebagai fokus utama proses pembelajaran. Spady 

(1994) mendefinisikan OBE sebagai suatu sistem pendidikan yang 

berfokus pada apa yang dapat dilakukan siswa setelah mereka 

menyelesaikan proses belajar, bukan hanya pada apa yang diajarkan. 

Dengan OBE, seluruh komponen pendidikan mulai dari perencanaan 

kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi yang dirancang untuk 

memastikan siswa mencapai kompetensi atau hasil belajar yang telah 

ditetapkan. 

Manfaat OBE dalam pendidikan: 1) meningkatkan elevansi pembelajaran 

dengan dunia nyata, 2) memudahkan mengukur keberhasilan belajar siswa 

secara objektif, 3) memberi aerah yang jelas bagi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran, dan 4) mendorong perbaikan berkelanjutan dalam 

sistem pendidikan. 

b. Continuous Quality Improvement (CQI), adalah suatu pendekatan 

sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas secara 

berkelanjutan dalam suatu organisasi, termasuk di bidang pendidikan. CQI 

menekankan proses evaluasi, analisis, dan perbaikan yang terus-menerus 

untuk mencapai hasil yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan 

stakeholder secara efektif.Menurut Daming (1986) CQI adalah pendekatan 

manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan 

melalui siklus perbaikan yang berkelanjutan. 

Manfaat CQI dalam pendidikan: 1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

dalam pembelajaran, 2) memperbaiki kualitas layanan pendidikan secara 

berkelanjutan, 3) mendorong budaya kerja yang proaktif dan inovatif, dan 

4) memastikan kepuasan siswa dan stakeholder lainnya. 
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c. Manajemen Proses dan Lean Education. Manajemen proses adalah 

pendekatan sistematis untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh 

rangkaian aktivitas atau proses yang terjadi dalam suatu organisasi, 

termasuk di institusi pendidikan. Tujuannya adalah memastikan setiap 

proses berjalan efisien, efektif, dan menghasilkan output yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Manajemen Proses fokus pada 

pemetaan proses, identifikasi hambatan atau pemborosan, serta perbaikan 

berkelanjutan agar proses berjalan lebih baik dan hasil belajar meningkat. 

d. Sedangkan Lean Education adalah penerapan prinsip-prinsip lean 

management yang berasal dari industri manufaktur ke dalam dunia 

pendidikan. Lean bertujuan menghilangkan pemborosan (waste) dalam 

proses pendidikan dan meningkatkan nilai tambah bagi siswa sebagai 

"pelanggan" utama. Prinsip Utama adalah mengidentifikasi dan 

menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti 

proses yang berulang, birokrasi berlebihan, atau waktu tunggu yang lama. 

Lean Education mendorong efisiensi, transparansi, dan perbaikan 

berkelanjutan dalam proses belajar mengajar dan manajemen sekolah. 

3. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan TQM dalam Pendidikan 

Evaluasi dan pengukuran keberhasilan Total Quality Management 

(TQM) dalam pendidikan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana 

penerapan prinsip-prinsip TQM berhasil meningkatkan mutu layanan 

pendidikan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan analisis terhadap 

berbagai aspek, seperti kinerja guru, hasil belajar siswa, kepuasan siswa dan 

orang tua, serta efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan. 

Evaluasi dalam TQM Pendidikan: 

a. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data terkait 

pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada kualitas. 

b. Dalam konteks TQM, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir 

(output), tetapi juga pada proses pembelajaran, manajemen, dan layanan 

pendidikan. 

c. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap 

aspek pendidikan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. 

d. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang 

tua, dan manajemen sekolah untuk mendapatkan gambaran yang 

komprehensif. 

Pengukuran Keberhasilan TQM 

a. Pengukuran keberhasilan adalah proses menentukan tingkat pencapaian 

tujuan mutu pendidikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. 
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b. Indiktor pengukuran dapat berupa hasil belajar siswa, tingkat kepuasan 

siswa dan orang tua, efektivitas pengajaran, efisiensi administrasi, dan 

inovasi dalam proses pembelajaran. 

c. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti 

survei, observasi, tes, dan analisis data kinerja. 

d. Hasil  pengukuran digunakan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. 

 

D. Tujuan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga 

Pendidikan Islam 

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, 

lembaga pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya agar mampu 

bersaing dan memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan sumber daya manusia 

yang unggul. Lembaga Pendidikan Islam sebagai salah satu pilar penting dalam sistem 

pendidikan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang 

tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang 

kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam.    

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di lembaga pendidikan Islam menjadi suatu 

kebutuhan strategis untuk menjamin kualitas proses pembelajaran, manajemen, dan 

pelayanan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui MMT, lembaga 

pendidikan dapat mengintegrasikan berbagai aspek mutu mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi secara sistematis dan terstruktur. Dengan 

demikian, tujuan utama penerapan Manajemen Mutu Terpadu adalah untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, memastikan 

kepuasan seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan visi dan misi lembaga 

pendidikan Islam secara optimal.   

Penerapan Manajemen Mutu Terpadu di lembaga pendidikan Islam bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Menurut Mujib Chalil (2022) dalam tulisannya tentang manajemen mutu terpadu dan 

implementasinya, tujuan utama MMT adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses 

pendidikan berjalan efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak 

hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. MMT membantu lembaga pendidikan dalam 

mengintegrasikan berbagai aspek mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, hingga evaluasi, sehingga dapat memenuhi harapan pemangku 

kepentingan seperti siswa, orang tua, guru, dan masyarakat luas. 

Selain itu, penerapan MMT di lembaga pendidikan Islam juga bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan seluruh pihak terkait melalui peningkatan kualitas layanan 

pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan sistem pendidikan 

yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, MMT menjadi alat strategis untuk 
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mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan Islam dalam mencetak generasi yang 

unggul secara intelektual dan spiritual. 

Dengan demikian tujuan manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan 

Islam meliputi: 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

2. Untuk memastikan seluruh proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. 

3. Menghasilkan lulusan yang cerdas dari  aspek intelektual, spritual, dan 

emosional, berkarakter, memiliki moral yang sesuai nilai-nilai Islam. 

4. Membantu lembaga dalam mengintegrasikan berbagai asepek mutu dari aspek 

perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. 

 

E. Manfaat TQM bagi Lembaga Pendidikan Islam 

Dalam menghadapi tantangan perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

kompleks dan dinamis, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas layanan dan proses pembelajarannya. Total Quality Management (TQM) 

sebagai suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan mutu secara 

menyeluruh dan berkelanjutan, menjadi solusi strategis bagi lembaga pendidikan 

Islam untuk mencapai tujuan tersebut. 

Implementasi TQM di lembaga pendidikan Islam idak hanya membantu 

lembaga dalam meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai 

keislaman yang menjadi landasan utama dalam proses pendidikan. Dengan 

mengintegrasikan prinsip-prinsip TQM, lembaga pendidikan Islam dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan 

seluruh pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga masyarakat 

luas. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan manfaat TQM sangat penting untuk 

mendukung keberhasilan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam dalam mencetak 

generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual. 

Penerapan otal Quality Management (TQM) di lembaga pendidikan Islam 

memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara 

menyeluruh. Menurut Mujib Chalil (2022), TQM membantu lembaga pendidikan 

Islam untuk mengelola proses pembelajaran dan manajemen secara sistematis 

sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, efisiensi operasional, serta 

kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan prinsip perbaikan 

berkelanjutan dan keterlibatan seluruh elemen organisasi, TQM mendorong 

terciptanya budaya mutu yang kuat di lingkungan pendidikan Islam.  

Selanjutnya dalam penerapan TQM di lembaga pendidikan Islam juga berperan 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan standar mutu pendidikan 

modern, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik 

tetapi juga berakhlak mulia. Dengan demikian dalam penerapannya TQM tidak 
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semata fokus pada aspek teknis manajemen, tetapi juga berorientasi pada 

pengembangan karakter dan spiritual peserta didik. 

Manfaat lain yang diungkapkan oleh Febry Darmansyah (2019) adalah 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan, 

yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi 

pendidikan Islam tersebut. Dengan demikian, TQM menjadi alat strategis untuk 

mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing. 

Dengan demikiian maka manfaat TQM bagi lembaga pendidikan Islam 

meliputi: 

1. Membantu lembaga pendidikan Islam untuk mengelola proses pembelajaran 

dan manajemen secara sistematis. 

2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan efisiensi dalam operasional. 

3. Mendorong budaya mutu di lembaga pendidikan Islam. 

4. Mengindegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar mutu pendidikan modern. 

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. 

6. Sebagai alat strategis untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, 

profesional,  dan berdaya saing tinggi. 
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PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN MUTU 

TERPADU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 

A. Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan 

Topik tentang kepemimpinan merupakan salah satu kajian yang selalu dicari, 

walaupun kajian tersebut sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan 

kepemimpinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberhasilan sebuah 

organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah dan pengambil 

keputusan, tetapi juga sebagai figur yang mampu memberikan inspirasi serta motivasi 

kepada seluruh anggota organisasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang efektif 

menjadi kunci utama dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi dan misi 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat keberhasilan organisasi akan sangat 

ditentukan oleh efektifitas kepemimpinan organisasi tersebut. 

Faktor lain yang menyebabkan topik  kepemimpinan menjadi kajian yang selalu 

dilakukan oleh akademisi dikarenakan keterkaitan dengan perkembangan sosial, 

dampak sosial yang terjadi di masyarakat sering dikatkan langsung dengan 

kepemimpinan. 

Selain kemampuan memimpin, komitmen pimpinan juga memegang peranan 

yang sangat penting. Komitmen tersebut mencerminkan keseriusan dan tanggung 

jawab seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Komitmen 

yang kuat dari pimpinan akan menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan 

loyalitas anggota, serta mendorong tercapainya kinerja yang optimal. Tanpa adanya 

komitmen yang kokoh, berbagai strategi dan kebijakan yang telah dirancang 

berpotensi gagal dalam implementasinya. 

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan antara 

kepemimpinan dan komitmen pimpinan menjadi sangat penting untuk membangun 

organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang visioner dan 

komitmen yang tinggi, organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan serta 

perubahan lingkungan dengan lebih adaptif dan responsif. 

1. Pengertian  Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu proses di mana seorang individu 

mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, 

kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, 
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melainkan lebih pada kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan dan 

menginspirasi anggota organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien. 

Menurut John C. Maxwell (1993), kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk memperoleh pengikut, yaitu orang-orang yang bersedia mengikuti arahan 

dan visi seorang pemimpin. Maxwell menekankan bahwa kepemimpinan sejati 

tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan atau otoritas, melainkan oleh 

kemampuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan 

para pengikutnya. Sedangkan menurut Jacobs dan Jaques (1990) 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memberikan tujuan yang 

bermakna (purpose) kepada usaha kolektif dan mendorong pelaksanaan usaha 

tersebut secara sukarela untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini 

menegaskan bahwa kepemimpinan melibatkan pemberian arah yang jelas dan 

penciptaan motivasi internal dalam diri anggota kelompok agar mereka 

berkontribusi secara optimal. 

Menurut Sudadi (2020) Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

menggerakan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 

menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan 

menghukum (kalau perlu)’ serta membina agar maksud manusia sebagai media 

manajemen akan bekerja dalam rangka mencapai tujuan adinistrasi secara 

efektif dan efisien. 

Kepemimpinan juga dapat dipandang sebagai seni dan ilmu dalam 

mengelola sumber daya manusia, termasuk kemampuan komunikasi, 

pengambilan keputusan, serta penyelesaian konflik, yang semuanya bertujuan 

untuk mencapai visi dan misi organisasi secara efektif. Kepemimpinan yang 

efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan 

produktivitas, dan membangun budaya organisasi yang positif. Dengan 

demikian, kepemimpinan bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan sebuah 

proses dinamis yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam 

rangka mencapai tujuan bersama secara harmonis dan berkelanjutan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Dalam era yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang cepat 

seperti saat ini, kemampuan seorang pemimpin untuk memilih dan menerapkan 

gaya kepemimpinan yang tepat menjadi sangat krusial. Gaya kepemimpinan 

tidak hanya memengaruhi motivasi dan kinerja anggota tim, tetapi juga 

membentuk budaya kerja serta iklim organisasi secara keseluruhan. 

Gaya kepemimpinan, sebagai cara atau pendekatan yang digunakan oleh 

seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola anggota 

tim, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk dinamika kerja 

serta budaya organisasi. Berbagai teori dan model kepemimpinan telah 

dikembangkan untuk menjelaskan beragam gaya yang dapat diterapkan, mulai 

dari gaya otoriter yang menekankan kontrol dan pengambilan keputusan 

terpusat, hingga gaya demokratis yang mengutamakan partisipasi dan 
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kolaborasi anggota tim. Selain itu, gaya kepemimpinan transformasional yang 

menginspirasi perubahan dan inovasi, serta gaya kepemimpinan situasional 

yang menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik, 

menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya konsep ini. 

Pemahaman mendalam tentang berbagai gaya kepemimpinan ini sangat 

penting bagi para pemimpin maupun calon pemimpin agar dapat memilih dan 

mengadaptasi gaya yang paling efektif sesuai dengan karakteristik tim, tujuan 

organisasi, serta tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, seorang 

pemimpin tidak hanya mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas, tetapi 

juga membangun iklim kerja yang positif, memperkuat motivasi, dan 

mengembangkan potensi setiap individu dalam organisasi. Di era yang penuh 

dengan perubahan cepat dan ketidakpastian seperti sekarang, fleksibilitas 

dalam gaya kepemimpinan menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai 

situasi dan memastikan keberlanjutan organisasi. 

Menurut Suryadarma (2020), gaya kepemimpinan dipandang sebagai 

faktor kunci dalam menciptakan perubahan dan inovasi dalam organisasi. Ia 

menekankan gaya kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi 

dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat 

tinggi. Buku ini juga membahas bagaimana pemimpin dapat mengembangkan 

gaya kepemimpinan yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan organisasi. 

Macam-macam gaya kepemimpinan,meliputi: 

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter (Auotcatic Leadership) 

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana pemimpin mengambil 

keputusan secara sendiri tanpa melibatkan anggota tim dalam proses 

pengambilan keputusan. Pemimpin mengontrol penuh dan mengarahkan 

bawahan dengan instruksi yang jelas dan tegas. 

Karakteristi gaya kepemimpinan otoriter:  

1) Pengambilan keputusan berpusat pada pemimpin. 

2) Komunikasi satu arah, dari atas kebawah. 

3) Aturan dan prosedur ketat. 

4) Mnim partisipasi bawahan atau anggota tim.  

Gaya ini efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan cepat dan 

tegas diperlukan, misalnya dalam militer atau krisis. Namun, jika 

diterapkan terus-menerus, dapat menurunkan motivasi dan kreativitas 

anggota tim. 
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b. Gaya Kepemimpinan Demokratis (Democratic Leadership) 

Gaya ini menekankan partisipasi anggota tim dalam pengambilan 

keputusan. Pemimpin mengajak diskusi, mendengarkan masukan, dan 

mempertimbangkan pendapat bawahan sebelum membuat keputusan 

akhir. 

Karakteristik gaya keoemiminan Demokratis: 

1) Pengambillan keputusan bersama 

2) Komunikasi dua arah yang terbuka. 

3) Mendorong kolaborasi dan kreativitas. 

4) Meningkatkan motivasi dan rasa memiliki organisasi. 

Gaya kepemimpinan ini sesuai untuk lingkungan kerja yang 

membutuhkan inovasi, kerja sama tim, dan ketika waktu memungkinkan 

untuk diskusi. Gaya ini membangun hubungan yang baik antara 

pemimpin dan anggota. 

c. Gaya Kepemimpinan Delegatif (Deelegative Leadership) 

Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk 

mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri, dengan 

sedikit atau tanpa campur tangan. 

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Delegatif: 

1) Minim pengawasan langsung. 

2) Anggota organisasi diberi otoritas tinggi. 

3) Kemimpin berperan sebagai fasilitator. 

Gaya kepemimpinan delegatif ini untuk tim yang sangat mandiri dan 

berkompeten. Efektif jika anggota tim memiliki kemampuan dan 

motivasi tinggi, seperti dalam tim riset atau kreatif. Namun, bisa 

menimbulkan kebingungan jika anggota kurang disiplin atau tidak jelas 

tugasnya. 

d. Gaya Kepemimpinan Transformasional (Transformational 

Leadership) 

Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi anggota tim 

untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat tinggi dan perubahan 

positif. Mereka fokus pada pengembangan individu dan inovasi. 
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Karakteristik gaya kepemimpinan Transformasional: 

1) Memiliki visi yang jelas dan menginspirasi 

2) Memiliki visi yang jelas dan menginspirasi 

3) Memberikan perhatian pada kebutuhan dan perkembangan anggota. 

4) Membangun komitmen dan loyalitas. 

Gaya Kepemimpinan Transformasional ini sesuai dalam organisasi yang 

ingin berkembang dan berinovasi, serta menghadapi perubahan besar. 

Gaya ini meningkatkan motivasi dan kinerja jangka panjang. 

e. Gaya Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership) 

Gaya kepemimpinan Situasional adalah gaya kepemimpinan yang 

menyesuaikan pendekatan kepemimpinan dengan situasi dan tingkat 

kesiapan anggota organisasi. Pemimpin dapat berganti-ganti antara gaya 

otoriter, demokratis, atau delegatif sesuai kebutuhan. 

Karakreristik Gaya Kepemimpinan Situasional: 

1) Fleksibel dan adabtif 

2) Menilai kemampuan dan motivasi anggota sebelum menentukan 

gaya kepemimpinan. 

3) Mengkombinasikan berbagai gaya sesuai konteks. 

Gaya kepemimpinan situasional sangat efektif dalam lingkungan yang 

dinamis dan beragam, di mana kebutuhan dan kondisi anggota tim 

berubah-ubah. 

f. Gaya Kepemimpinan Karimasmastik (Charismatic Leadership) 

Pemimpin karismatik menggunakan daya tarik pribadi dan kepribadian 

kuat untuk mempengaruhi dan menginspirasi pengikutnya. Mereka 

sering menjadi pusat perhatian dan mampu membangkitkan semangat 

tinggi. 

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Karismatik: 

1) Memiliki pesona dan daya tarik pribadi. 

2) Mampu memotivasi dengan visi yang kuat. 

3) Pengikut cenderung loyal dan menginspirasi. 

Gaya kepimimpinan karimastik ini sesuai dengan situasi yang 

membutuhkan motivasi tinggi dan perubahan besar, namun risiko 

ketergantungan pada pemimpin sangat besar. 
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g. Gaya Kepemimpinan Servant (Servant Leadership) 

Pemimpin servant menempatkan kebutuhan anggota tim di atas 

kepentingan pribadi dan berfokus pada pelayanan untuk membantu 

anggota berkembang dan sukses. 

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Servant: 

1) Mengutamakan empati dan perhatian. 

2) Mendukung perkembangan individu. 

3) Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. 

Gaya kepemimpinan servant ini  sesuai dalam organisasi yang 

menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan sumber daya 

manusia. Singkatnya, kepemimpinan servant adalah tentang memimpin 

dengan hati, mengutamakan pelayanan, dan memberdayakan orang lain 

untuk mencapai keberhasilan bersama secara berkelanjutan. 

Dalam kajian kepemimpinan modern, dalam teori Full Range Leadership 

Teory (FRLT) yang dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2026) yang 

mengklasifikasikan gaya kepemimpinan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 

a. Kepemimpinan Transmaforsional (Transmafortional Leadership) 

Gaya kepemimpinan ini menekankan perubahan positif dan 

pengembangan individu serta organisasi melalui inspirasi dan motivasi. 

Pemimpin transformasional berperan sebagai panutan yang 

menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi 

tujuan bersama. 

Komponen utama kepemimpinan transformasional: 

1) Idealized Influence: Pemimpin menjadi teladan yang menunjukkan 

integritas dan etika tinggi, sehingga membangun kepercayaan dan 

rasa hormat. 

2) Insprational motivasion: Pemimpin mengkomunikasikan visi yang 

menggugah semangat dan memberikan makna pada pekerjaan. 

3) Intellectual Stimulation: Mendorong kreativitas dan pemikiran 

kritis untuk memecahkan masalah. 

4) Individualized Consideration: Memberikan perhatian khusus pada 

kebutuhan dan perkembangan individu. 

Gaya Kepemimpinan Transformasional memberi pengaruh dalam 

meningkatkan komitmen jangka panjang, loyalitas, motivasi intrinsik, 

dan keterlibatan emosional pengikut. 
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b. Kepemimpinan Transaksional (Transactional Leadership) 

Gaya kepemimpinan ini berfokus pada pengelolaan tugas dan 

pencapaian tujuan melalui sistem pertukaran yang jelas antara pemimpin 

dan pengikut, seperti reward (hadiah) dan punishment (hukuman). 

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Transaksional: 

1) Contingent Reward: Pemimpin memberikan penghargaan 

berdasarkan pencapaian target. 

2) Management by Exeption (Active): Pemimpin aktif mengawasi dan 

mengintervensi jika terjadi kesalahan. 

3) Management by Exeption (Pasive): Pemimpin hanya bertindak jika 

masalah sudah terjadi. 

Gaya Kepemimpinan Transaksonal ini memberi pengrauh  dalam 

Mendorong komitmen jangka pendek yang bersifat instrumental dan 

berorientasi pada pencapaian hasil, namun kurang mampu membangun 

loyalitas emosional yang mendalam. 

c. Kepemimpinan Laissez-Fire (Avoidant Leadership) 

Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan sikap menghindari tanggung 

jawab dan pengambilan keputusan. Pemimpin laissez-faire cenderung 

tidak terlibat aktif dalam proses kepemimpinan dan membiarkan 

pengikut mengatur diri sendiri. 

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Lasses-Fire: 

1) Tidak memberi arahan ata dukungan yang memadai. 

2) Menghindari keputusan penting. 

3) Kurang bertanggung jawab atas hasil kerja. 

Gaya kepemimpinan ini dianggap paling tidak efektif karena dapat 

menurunkan motivasi, komitmen, dan kinerja pengikut. 

Kepemimpinan transformational sangat efektif untuk membangun 

pimpinan yang kuat dan berkelanjutan, terutama dalam lingkungan yang 

dinamis dan penuh tantangan. Sementara itu, kepemimpinan transactional 

efektif untuk situasi yang membutuhkan stabilitas dan pencapaian hasil jangka 

pendek. Kombinasi kedua gaya ini dapat mengoptimalkan peran pimpinan 

dalam membangun komitmen yang tidak hanya formal tetapi juga emosional 

dan psikologis. 
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3. Komitmen Pimpinan 

Komitmen pimpinan adalah tingkat kesungguhan, tanggung jawab, dan 

dedikasi yang dimiliki oleh seorang pimpinan (pemimpin) dalam menjalankan 

peran dan tugasnya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi atau 

kelompok yang dipimpinnya. Komitmen ini mencerminkan seberapa besar 

pimpinan berpegang pada nilai-nilai organisasi serta kesediaannya untuk 

berupaya secara konsisten demi keberhasilan bersama. 

Komitmen pimpinan meliputi beberapa aspek penting, antara lain: 

a. Kesetiaan terhadap tujuan organisasi 

Pimpinan yang berkomitmen selalu mengutamakan pencapaian tujuan 

organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 

b. Konsisten dalam pengambilan keputusan dan tindakan 

Komitmen terlihat dari keteguhan pimpinan dalam menjalankan 

kebijakan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. 

c. Tanggap jawab penuh atas proses dan hasil 

Pimpinan yang berkomitmen tidak menghindar dari tanggung jawab, 

bahkan ketika menghadapi tantangan atau hambatan. 

d. Kemampuan menginspirasi da memotivasi bawahan 

Komitmen pimpinan juga tercermin dalam kemampuannya 

membangkitkan semangat dan dedikasi anggota tim. 

e. Pengembangan diri dan Tim 

Pimpinan yang berkomitmen terus berupaya meningkatkan kompetensi 

diri dan mendukung pengembangan anggota tim agar dapat berkontribusi 

optimal. 

Komitmen pimpinan sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam 

membangun kepercayaan, menjaga stabilitas organisasi, dan mendorong 

pencapaian hasil yang berkelanjutan. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi 

biasanya mampu menciptakan iklim kerja yang positif, meningkatkan loyalitas 

anggota, serta menghadapi perubahan dan tantangan dengan sikap yang 

proaktif dan penuh tanggung jawab. 

Singkatnya, komitmen pimpinan adalah wujud nyata dari kesungguhan 

dan tanggung jawab seorang pimpinan dalam memimpin dengan integritas dan 

dedikasi demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan bersama. 
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4. Hubungan antara Kepemimpinan dengan Komitmen Pimpinan 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, dalam 

berbagai study yang dilakukan oleh para akademisi terkait dengan 

kepemimpinan. Dalam kontek manajemen dan organisasi, kekepimimpinan 

tidak hanya berfungsi sebagai proses pengarahan dan pengendalian, tetapi juga 

sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang mampu menggerakan individu 

maupun keompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang 

efektif tidak hanya mengatur strategi dan operasional organisasi, tetapi juga 

mampu membangun  komitmen yang kuat dari anggota organisasi. 

Komitmen pimpinan menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat 

loyalitas, keterlibatan dan dedikasi anggota terhadap visi dan misi organisasi. 

Komitmen tersebut menverminkan kesungguhan dan tanggung jawab seorang 

pemimpina dalam menjalankan peran dan fngsinya secara konsisten 

berkesinambungan. Komitmen organisasi dapat dipahami sebagai keterikatan 

emosional, identifikasi, dan keterlibatan indisvidu dalam terhadp organisasi 

tempat mereka bekerja.  

Komitmen menjadi indikator penting dalam menilai efektifitas 

kepemimpinan karena menunjukan sejauh mana seorang pimpinan  mampu 

mempengaruhi dan pengarahkan prilaku bahawannya untuk berkontribusi 

secara optimal.   Dalam berbagai  studi hubungan antara kepemimpinan dan 

komitmen organisasi telah menjadi fokus utama karena kedianya memiliki 

hubungan erat dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 

harmonis. 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu 

atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen pimpinan 

merujuk pada tingkat kesungguhan, dedikasi, dan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi serta 

terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. 

Hubungan antara kepemimpinan dan komitmen pimpinan sangat erat dan 

saling mempengaruhi. Komitmen pimpinan menjadi fondasi utama yang 

menentukan efektivitas kepemimpinan. Seorang pemimpin yang memiliki 

komitmen tinggi akan menunjukkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, 

keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk memotivasi 

dan menginspirasi bawahannya. Komitmen ini juga mencerminkan integritas 

dan loyalitas pemimpin terhadap organisasi, yang pada gilirannya 

meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota tim. Sebaliknya, 

kepemimpinan yang efektif dapat memperkuat komitmen pimpinan itu sendiri. 

Melalui interaksi yang positif dengan anggota tim, pencapaian hasil yang nyata, 

dan pengembangan budaya organisasi yang sehat, seorang pemimpin dapat 

semakin memperkokoh rasa tanggung jawab dan dedikasinya. 
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Secara ringkas hubungan Kepemimpinan dengan Komitmen dapat 

di;ihat tiga aspek, yaitu: 

a. Kepemimpinan sebagai pondasi komitmen 

Seorang pemimpin yang efektif menunjukan nilai, visi, dan arah yang 

jelas. Hal ini menjadi  dasar terbentuknya komitmen, baik ddari dirinya 

sendiri mapun dari orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang 

kkuat akan mendorong pemimpin untuk: 

1) Konsisten dalam tinfakan dan keputusan. 

2) Bertanggung jawab atas hasil. 

3) Menunjukan dedikasi terhadap tujuan organisasi. 

b. Komitmen sebagai Cermin Kualitas Kepemimpinan 

Tingkat komitmen seorang pimpinan mencerminkan kualitas 

kepemimpinannya. Pemimpin yang berkomitmen tinggi akan: 

1) Memprioritaskan kepentingan organisasi. 

2) Menjadi teladan bagi bawahannya. 

3) Menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. 

c. Pengaruh Timbal Balik 

Kepemimpinan yang baik meningkatkan komitmen, dan seballiknya 

komitmen yang kuat memperkuat efektifitas kepemimpinan. Hubungan 

ini membentuk lingkaran ppositif yang meningkatkan kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

Dengan demikian ditegaskan bawa kepemimpinan dan komitmen 

pimpinan saling berkaitan erat. Pemimoin yang baik memiliki komitmen yang 

tinggi, dan komitmen tinggi akan memperkuat kredibilitas serta efektifitas 

kepemimpinannya. 

5. Peran Komitmen Pimpinan dalam Meningkatkan Kineja Organisasi 

Kineja organisasi dipahami sebagai salah satu tolok ukur kualitas 

pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu kinerja organisasi 

akan banyak dipengaruhi oleh komitmen pimpinan. Dengan demikian peran 

komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi sangat krusial dan 

memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek organisasi. 
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Berikut ini beberapa peran komitmen pimpinan dalam meningkatkan 

kinerja organisasi: 

a. Fondasi Keterikatan Organisasi 

Komitmen pimpinan mencerminkan tingkat keterikatan dan dedikasi 

seorang pemimpin terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Komitmen 

ini menjadi fondasi utama yang mempengaruhi seluruh dinamika 

organisasi, termasuk motivasi dan loyalitas karyawan. 

b. Meningkatkan Produktivitas dan Kepuasan Kerja 

Pemimpin yang berkomitmen tinggi mampu menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas karyawan, dan 

menumbuhkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa didukung dan 

diarahkan dengan baik oleh pimpinan yang berkomitmen cenderung 

lebih loyal dan berkontribusi maksimal. 

c. Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Komitmen pimpinan berperan dalam pengembangan gaya 

kepemimpinan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Gaya kepemimpinan yang baik, seperti kepemimpinan transformasional, 

dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

d. Membangun Disiplin  dan Etos  Kerja 

Komitmen pimpinan juga tercermin dalam sikap disiplin dan konsistensi 

dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Sikap ini menjadi 

contoh bagi karyawan dan membantu membangun budaya disiplin yang 

mendukung peningkatan kinerja. 

e. Memperkuat Komunikasi dan Hubungan Kerja 

Komitmen pimpinan mendorong komunikasi yang efektif antara 

manajemen dan karyawan. Komunikasi yang baik memperkuat 

hubungan kerja, mengurangi konflik, dan meningkatkan kolaborasi 

dalam organisasi. 

f. Mendorong Inovasi dan Responsivitas 

Pemimpin yang berkomitmen tinggi cenderung mendorong inovasi dan 

adaptasi terhadap perubahan. Hal ini penting untuk menjaga daya saing 

organisasi dan meningkatkan kinerja jangka panjang. 

g. Strategi Pengembangan dan Penghargaan 

Komitmen pimpinan juga tercermin dalam upaya pengembangan 

karyawan melalui pelatihan, mentoring, dan pemberian penghargaan. 
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Strategi ini meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan, yang pada 

akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa komitmen pimpinan dapat 

menciptakan organisasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. 

Dengan komitmen yang kuat, pimpinan dapat mengarahkan organisasi menuju 

pencapaian tujuan secara efektif dan berkelanjutan. 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Pimpinan 

Dalam menentukan arah, tujuan dan keberlanjutan organisasi di tengah 

dinamika lingkungan sosial yang semakin kompleks dan kompetitif  

dipengaruhi oleh berapa besar tingkat komitmen pimpinan. Tingkat komitmen 

yang dimiliki oleh pimpinan tidak hanya mencerminkan dedikasi pribadi, tetapi 

juga mencerminkan hubungan timbal balik antara individu dengan berbagai 

faktor internal. 

Dalam konteks globalisasi, perubahan teknologi, dan tuntutan inovasi 

yang terus berkembang, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi komitmen pimpinan menjadi sangat penting untuk menciptakan 

organisasi yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, 

kajian terhadap berbagai aspek yang memengaruhi komitmen pimpinan tidak 

hanya relevan untuk meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga untuk 

membangun iklim kerja yang sehat dan berkelanjutan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen pimpin dalam sebuah 

organisasi atau institusi mencakup berbagai aspek internal dan eksternal, antara 

lain: 

a. Nilai dan Integritas Pribadi 

Prinsip moral dan etika pribadi sangat mempengaruji sejauh mana 

seorang pimpinan berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabmya. 

b. Visi dan Misi Organisasi 

Pimpinan yang memahami dan percaya pada visi dan misi organisasi 

cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk mencapainya. 

c. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan yang suportif, transparan, dan empatik sangat 

berperan dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Pimpinan yang 

mampu berinteraksi dengan tim secara terbuka, memberikan arahan yang 

jelas, serta mengapresiasi usaha bawahan cenderung meningkatkan 

komitmen pimpinan terhadap organisasi. Kepemimpinan 

transformasional, yang menginspirasi dan memotivasi, terbukti lebih 

efektif dalam membangun komitmen jangka panjang dibandingkan gaya 

kepemimpinan transaksional yang lebih berfokus pada imbalan dan 

hukuman. 
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d. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja yang tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

kompensasi yang adil, pekerjaan yang bermakna, dan lingkungan kerja 

yang sehat, meningkatkan loyalitas pimpinan terhadap organisasi. 

Ketidakpuasan dapat menyebabkan penurunan komitmen dan bahkan 

turnover. 

e. Kesembingan antara Tuntutan Kerja dan Kehidupan  

Pimpinan yang dapat mengelola keseimbangan antara tuntutan pekerjaan 

dan kehidupan pribadi cenderung memiliki tingkat komitmen yang lebih 

tinggi. Organisasi yang mendukung fleksibilitas dan menghargai waktu 

pribadi membantu mengurangi stres dan kelelahan. 

f. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi yang positif dan mendukung menciptakan rasa 

memiliki dan tujuan bersama. Pimpinan yang sejalan dengan nilai dan 

misi organisasi akan lebih berkomitmen. Sebaliknya, budaya yang toksik 

dapat merusak kepercayaan dan loyalitas. 

g. Peluang Pengembangan Karir 

Kesempatan untuk berkembang dan naik jabatan dalam organisasi 

meningkatkan motivasi dan komitmen pimpinan. Tanpa adanya prospek 

pertumbuhan, pimpinan mungkin merasa frustrasi dan mencari peluang 

di luar organisasi. 

h. Pengakuan dan Penghargaan 

Penghargaan atas kinerja dan kontribusi pimpinan memperkuat rasa 

dihargai dan loyalitas. Kurangnya pengakuan dapat menurunkan 

semangat dan komitmen. 

i. Keamanan Kerja 

Rasa aman dalam posisi dan pekerjaan yang stabil menjadi dasar penting 

bagi komitmen jangka panjang. Ketidakpastian seperti pemutusan 

hubungan kerja atau restrukturisasi dapat menimbulkan kecemasan dan 

mengurangi komitmen. 

j. Komunikasi Efektif 

Komunikasi yang terbuka dan transparan antara pimpinan dan anggota 

organisasi meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan. Informasi yang 

jelas mengenai tujuan, perubahan, dan harapan membuat pimpinan 

merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab. 
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k. Lingkungan Kerja Positif 

Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif mendukung 

produktivitas dan komitmen. Faktor seperti keselamatan kerja, desain 

ergonomis, dan suasana kolaboratif sangat penting. 

l. Dinamika Tim 

Hubungan kerja yang sehat dan kolaboratif antar anggota tim 

memperkuat rasa komunitas dan dukungan, yang berdampak positif pada 

komitmen pimpinan. 

m. Kompensasi yang Adil 

Kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan kontribusi pimpinan 

menjadi motivator utama untuk mempertahankan komitmen. 

Ketidakadilan dalam kompensasi dapat menimbulkan rasa tidak puas dan 

keinginan untuk meninggalkan organisasi. 

n. Keterlibatan anggota Organisasi 

Melibatkan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan dan 

memberi ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat meningkatkan 

rasa memiliki dan komitmen terhadap organisasi. 

Pada umumnya, komitmen pimpinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor 

internal seperti gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja, serta faktor eksternal 

seperti budaya organisasi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan yang efektif 

dan suportif, didukung oleh komunikasi yang baik dan pengakuan yang 

memadai, akan menghasilkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan. 

 

B. Partisipasi Aktif Semua Pihak  

Partisipasi aktif semua pihak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 

penerapan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM) di lembaga 

pendidikan Islam. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan peningkatan mutu 

pendidikan tidak hanya bergantung pada pimpinan atau tenaga pendidik saja, 

melainkan juga melibatkan seluruh komponen yang terkait, termasuk guru, tenaga 

kependidikan, peserta didik, orang tua, komite madrasah, dan masyarakat sekitar. 

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, partisipasi aktif ini menjadi sangat 

penting karena pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga 

pembentukan karakter dan spiritual yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena 

itu, keterlibatan semua pihak secara sinergis dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif dan mendukung pencapaian mutu pendidikan yang berkelanjutan. 

Partisipasi aktif ini diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti keterlibatan 

dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program peningkatan mutu, monitoring 

dan evaluasi proses pembelajaran, serta pemberian masukan dan dukungan secara 
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berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak, lembaga pendidikan dapat 

mengidentifikasi kebutuhan dan harapan secara lebih komprehensif, sehingga 

perbaikan yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. 

Selain itu, manajemen mutu terpadu menuntut adanya komunikasi yang terbuka 

dan transparan antar semua pihak, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung 

jawab bersama terhadap kualitas pendidikan. Pendekatan ini juga mendorong 

kolaborasi dan kerja sama tim yang solid, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi 

dan komitmen seluruh anggota lembaga pendidikan. 

Dalam kajian Manajemen Mutu Terpadu di lembaga pendidikan Islam bentuk-

bentuk partisipasi  bebagai pihak antara lain: 

1. Pimpinan Lebaga 

a. Menyusun Visi, Misi, dan Tujuan lembaga bebasis nilai-nilai Islam. 

b. Mendorong budaya mutu dan akuntabilitas. 

c. Menjadi teladan dan komitmen terhadap peningkatan mutu. 

2. Tenaga Pendidikan (Guru/Dosen) 

a. Merancang dan melaksanakan pembelajaran berkualitas dan berkarakter 

Islam. 

b. Mengikuti pelatihan profesional berkelanmjutan. 

c. Menilai dan mengevaluasi proses belajar dengan adil dan objektif. 

3. Tenaga Kependidikan/ Pegawai Administrasi 

a. Memberikan layanan administrasi yang cepat, tepat, dan ramah. 

b. Mendukung proses pembelajaran secara teknis dan operasional. 

c. Menjaga dokumentasi dan sistem informasi pendidikan dengan rapi. 

4. Peserta Didik (Siswa/Mahasiswa) 

a. Aktif dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 

b. Menunjukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. 

c. Memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. 

5. Orang Tua / Wali Murid 

a. Terlibat dalam kegiatan sekolah seperti rapat, diskusi, dan pengawasan 

belajar anak di rumah. 

b. Mendukung nilai-nilai Islam yang diajarkan di Sekolah. 
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c. Berperan dalam menyusun kebijakan sekolah jika dimungkinkan (melalui 

komite sekolah / forum orang tua mahasiswa). 

6. Komite Sekolah / Yayasan 

a. Membantu pengambilan keputuisan strategis. 

b. Mengawasi pelaksanaan program mutu. 

c. Mencarikan sumber daya tambahan bila diperlukan. 

7. Masyarakat dan Dunia Usaha 

a. Memberi masukan terhadap relevansi kurikulum. 

b. Menjadi mitra dalam program magang, pelatihan, dan kerja sama. 

c. Mendukung kegiatan sosial dan keagamaan lembaga pendidikan. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan semua pihak berkomitmen dan bekerja 

sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi, bernilai spiritual, dan 

berdaya guna bagi masyarakat umumnya. 

 

C. Fokus pada Kepuasan Stakeholder 

Fokus pada kepuasan stakeholder merupakan pendekatan manajemen strategis 

yang menempatkan kepentingan, harapan, dan kepuasan seluruh pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan 

dan operasional organisasi. Stakeholder pada lembaga pendidikan mencakup selurug 

tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, 

organisasi yang menaungi lembaga pendidikan,dan mitra lainnya yang terlibat atau 

terdampak oleh aktivitas pendidikan di sekolah. 

Stakehoder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam 

keberhasilan atau kegagalan suatu orgaisasi. Kepuasan satakeholder mengacu pada 

sejauh mana organisasi mampu memenuhi atau melampai harapan dan kebutuhan 

pada stakeholder tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

Kelly C, dkk (2001) mengidentifikasi tiga faktor kunci kepuasan stakeholder, yaitu:  

waktu, biaya, dan kualitas. 

Dimensi Utama dari Fokus pada Kepuasan Stakeholder 

1. Identifikasi Stakeholder di Lembaga Pendidikan 

a. Mengidentifikasi siapa saja yang menjadi stekeholder di lembaga 

pendidikan. 

b. Memahami peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholder 

tehadap lembaga pendidikan. 
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2. Analisis Kebutuhan dan Harapan 

a. Memetakan harapan eksplisit dan implisit dari stakeholder (misalnya 

prestasi akademik siswa, keterampilan yang dikuasai siswa, lulusan yang 

memiliki daya saing). 

b. Menerapkan pendekatan yang bebeda untuk kategori stakeholder. 

3. Komunikasi dan Keterlibatan 

a. Menjalin komunikasi dua arah secara aktif dan terbuka antara sekolah 

dengan stakeholder. 

b. Melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan penting. 

4. Penyelarasan Strategi 

a. Menhgintegrasikan kepentingan stakeholder dalam strategi sekolah. 

b. Menyeimbangan kepentingan bebagai pihak agar tercipta nilai jangka 

panjang. 

5. Pengukuran dam Evaluasi 

a. Menggunakan indikator kinerja untuk menilai tingkat kepuasan 

stakeholder. 

b. Melakukan survei, forul diskusi, audit sosial, dan metode lain untuk 

umpan balik. 

Menurut Kelly C, dkk (2001) mengidentifikasi tiga faktor kunci yang 

mempengaruhi kepuasan stakeholder, yaitu ketepatan waktu komunikasi,  kejujuran 

dan kelengkapan informasi, serta empati dan kesetaraan perlakuakn oleh manajemen. 

Menurut pendapat ini untuk meningkatkan kepuasan stakeholder menyarankan agar 

organisasi fokus terhadap ketiga aspek tersebut. 

Fokus pada kepuasan stakekholder bukan hanya penting untuk etika 

komunikasi, tetapi juga untuk keberlanjutan dan kinerja jangka panjang lembaga 

pendidikan. Dengan memahami dan memenuhi harapan berbagai stakeholder sekolah 

dapat menciptakan nilai bersama yang saling menguntungkan terutama dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 

 

D. Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 

Speningkatan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam 

manajemen mutu terpadu yang beroreantasi pada peningkatan mutu secara sistematis, 

konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan seluruh aspek operasional lembaga 

pendidikan, baik dalam bidang akademik, manajerial, maupun spiritual. Dalam 

konteks manajemen mutu terpadu peningkatan ini dilakukan secara terus menerus 

untuk mencapai mutu terbaik dengan meliatkan seluruh elemen lembaga. 
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Dlam perspektif pendidikan Islam, peningkatan mutu tidak hanya berorientasi 

pada hasil (output akademik), tetapi juga menyangkut demensi perilaku yang 

mencerminkan akhlak yang baik dan dimensi spiritualitas. 

1. Implementasi Peningkatan Berkelanjutan di Lembaga Pendidikan Islam. 

a. Penerapan Siklus PDCA, 

1) Plan (Perencanaan): Merancang kegiatan pembelajaran dan 

manajemen yang bermutu. 

2) Do (Pelaksanaan): Menerapkan rencana secara konsisten dan sesuai 

nilai-nilai Islam dan budaya bangsa Idonesia. 

3) Chek (Evaluasi) : Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil dari 

penerapan kegiatan pembelajaran dan manajerial. 

4) Act (Tindak lanjut): Menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan 

dan peningkatan mutu selanjutnya. 

b. Evaluasi Diri Berbasis Nilai 

1) Menilai kinerja lembaga dan indikator yang mencakup aspek sprititual, 

akhlak, akademik, dan sosial. 

2) Audit internal sebagai bentuk muhasabah institusional. 

c. Penguatan Kompetensi SDM 

1) Pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara berkala,. 

2) Pengembangan kepemimpinan di semua level, 

d. Keterlibatan Seluruh Komponen 

1) Pelibatan siswa, guru, tenaga kependidikan, pimpinan, komite sekolah, 

dan masyarakat dalam proses perbaiian. 

2) Membangun budaya partisipatif dan kolaboratif dalam pengambilan 

keputusan. 

e. Inovasi berbasis Nilai 

1) Pengembangan kurikulum integratif antara ilmu umum dan ilmu 

agama. 

2) Penggunaan teknologi informasi dengan pendekatan Islami/ 

3) Penyesuaian motode pembelajaran dengan kebutuhan zaman tanpa 

menghilangkan nila keislaman. 
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2. Tujuan dan Dampak Peningkatan Berkelanjutan 

a. Tujuan 

1) Mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul, relevan, dan 

terpercaya. 

2) Menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak 

mulia dan berdaya saing. 

3) Membangun budaya mutu yang berkenakjutan dan  berakar pada nilai-

nilai Islami. 

b. Dampak 

1) Meningkatnya mutu akademik dan non-akademik secara konsisten. 

2) Meningkkatnya kepuasan siswa, orang tua, dan masyarakat. 

3) Terbangunnya identitas lembaga sebagai pusat pendidikan Islam yang 

berkualitas tinggi. 

 

E. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek kritis 

dalam keberhasilan organisasi maupun lembaga, termasuk dalam dunia pendidikan, 

bisnis, dan sektor publik. SDM yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan 

kontribusi optimal dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Menurut Gary Dessler (2017), pengelolaan sumber daya manusia adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang 

berhubungan dengan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan 

pemeliharaan tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai  

Lebih lanjut, Mathis dan Jackson (2011) menekankan bahwa pengelolaan SDM 

tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tetapi juga dengan 

pengembangan kompetensi, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan  

Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya manusia harus dirancang secara 

sistematis dan berorientasi pada nilai-nilai strategis organisasi agar dapat 

memaksimalkan potensi setiap individu yang terlibat. Oleh karena itu, kajian tentang 

pengelolaan SDM sangat penting untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi, 

khususnya dalam menghadapi tantangan dinamika lingkungan yang terus berubah. 

1. Pengelolaan Sumber daya Manusia dalam MMT 

Pengelolaan SDM dalam manajemen mutu terpadu adalah proses 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan 
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untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Dalam lembaga pendidikan 

Islam, pengelolaan ini tidak hanya bersifat administratif dan profesional saja, 

akan tetapi juga dari aspek moral dan spiritual. 

Manajemen pendidikan Islam yang efektif di pendidikan Islam 

berlandaskan pada konsep integritas, profesional,  amanah, ikhlas,  

musyawarah, yang menjadi khas dalam membangun lembaga pendidikan yang 

berkualitas dan berkarakter. Sallis (2012) menekankan pentingnya peran 

kepemimpinan dan keterlibatan staf dalam proses peningkatan mutu 

pendidikan. Sementara Wiyani (2020) menekankan pengelolaan SDM untuk 

mencapai mutu pendidikan yang berkelanjutan. 

2. Tujuan Pengelolaan SDM dalam MMT di Lembaga Pendidikan Islam 

a. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan secara holistik. 

b. Membangun budaya mutu yang bersifat partisipatif dan spiritual. 

c. Menumbuhkan komitmen dan loyalitas terhadap visi dan misi lembaga 

pendidikan Islam. 

d. Mencetak SDM yang profesional, berakhlak mulia, dan mampu menjadi 

teladan. 

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan SDM Berbasis MMT 

a. Keterlibatan keseluruhan 

1) Semua guru dan staf terlibat aktif dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program mutu. 

2) Musyawarah dan partisipatif menjadi dasar pengambilan keputusan. 

b. Peningkatan Kompetensi 

1) Pelatihan rutin baik dalam aspek pedagogik, manajerial, maupun 

spiritual. 

2) Pembinnaan keislaman, seperti halaqah, kajian, dan pembiasaan 

ibadah. 

3) Penguatan kompetensi integratif antara ilmu umum dan ilmu 

keislaman. 

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang Adil 

1) Evaluasi kinerja guru dan staf dilakukan secara objektif dan terbuka. 

2) Aspek evaluasi mencakup kompetensi profesional dan integritas 

akhlak. 

3) Umpan balik diberikan untuk perbaikan dan pengembangan diri. 
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d. Motivasi dan Penghargaan 

1) Pemberian Apresiasi berbasis prestasi dan kontribusi nyata. 

2) Penguatan semangat kerja dengan pendekatan spiritual. 

3) Ssitem penghargaan yang medorong semangat profesional (kerja 

bersungguh-sungguh). 

e. Kepemimpinan yang Inspiratif 

1) Pemimpin lembaga menjadi  teladan dalam keilmuan, akhlak, dan 

manajemen. 

2) Mengedepankan komunikasi yang terbuka, empatik, dan 

membangun ukhuwah. 

4. Strategi Implementasi di Lembaga Pendidikan Islam 

a. RekruetmeBerbasis Nilai.  

Mdesatikan calon guru dan staf memiliki komitmen terhadap pendidikan 

sesuai nilai-nilai keislaman. 

b. Pelathan dan Pengembangan Terencana 

Menyusun program pelatihan kompetensi dan spiritual yang terukur. 

c. Penilaian Kinerja Terpadu 

Menggunakan indikator kinerja yang mencakup kualitas akademik, 

kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kerja. 

d. Kultur Organiasi Islami 

Membangun budaya kerja yang relegius, disiplin, dan kolaboratif. 

e. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan 

Memberikan perhatian terhadap  hak dan kesejahteraan guru dan staf 

sebagai bentuk penghargaan terhadap amanah mereka. 

5. Dampak Pengelolaan SDM yang Efektif 

a. Meningkatnya kinerja dan loyalita tenaga pendidik dan kependidikan. 

b. Terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan penuh semangat. 

c. Meningkatnya mutu pembelajaran dan kepuasan peserta didik serta orang 

tua. 

d. Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berdaya saing dan 

berintegritas. 
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F. Pengendalian Proses Pendidikan dan Evaluasi 

Pengendalian proses pendidikan dan evaluasi merupakan dua aspek yang tak 

terpisahkan dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Pengendalian 

proses pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran 

berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasil 

yang dicapai dapat maksimal dan berkualitas. Sedangkan evaluasi berfungsi sebagai 

alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses pendidikan serta sebagai dasar 

pengambilan keputusan perbaikan.  

Dalam konteks pendidikan modern, pengendalian dan evaluasi menjadi sangat 

penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan 

lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pengendalian 

proses dan evaluasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan 

yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 

1. Fookus pada Pelanggan  

Siswa, orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya adalah pelangan utama. 

Pendidikan harus memenuhi kebutuhan mereka.  

Implementasi dalam pengendalian pendidikan: 

a. Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebuthan 

masyarakat. 

b. Monioting hasill belajar yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat. 

2. Keterlibatan semua pihak 

Seeluruh komponen lembaga, guru, tenaga kependidikan, siswa, Kepala 

Sekolah/Madrasah, dan lain-;ain terlibat aktif dalam proses mutu. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Evaluasi berkala terhadap kinerja guru oleh ke[ala sekolah/madrasah dan 

siswa. 

b. Pembentukan Tim Mutu Internal yang aktif melakukan audit pendidikan. 

3. Pendekatan Proses (Process Approach) 

Proses pembelajaran adalah bagian dari sistem yang saling terkait dan harus 

dikendalikan secara menyeluruh. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Standarisasi proses belajar mengajar (SOP KBM). 

b. Pemantauan kegiatan pembelajaran melalui supervisi, observasi kelas, dan 

peer review. 
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4. Pendekatan Sistem terhadap Manajemen (Sistem Approach Management) 

Semua elemen endidikan harus saling bersenergi sebagai satu kesatuan sistem. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Integrasi kurikulum nasional dan kurikulum keislaman. 

b. Evaluasi sistemik gterhadap input, proses, dan output pendidikan. 

5. Perbaikan Berkelanjutan (Continual Improvement) 

Perbaikian mutu harus dilakukan terus menerus sebagai bagian dari amanah 

pendidikan. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Feedback loop dan evaluasi hasil belajar dan kinerja lembaga. 

b. Pelatihan rutin untuk guru dan peningkatan fasilitas. 

6. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta (Factual Decision Making) 

Keputusan dalam pengelolaan pendidikan harus berdasarkan data dan evaluasi 

yang valid. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Evaluasi akademik menggunakan data kuantitatif (nilai, kehadiran)  dan 

kualitatif (sikap, akhlak). 

b. Sistem informasi manajemen pendidikan (EMIS, RAPOR DIGITAL). 

7. Hubungan yang Saling Menguntungkan  

Kerjasama dengan pihak terkait (donator, pemerintah, orang tua, penerbit) 

harus saling menguntungkan. 

Implementasi dalam pengendalian: 

a. Melibatkan wali murid dalam evaluasi mtu pendidikan 

b. Kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatan kualitas SDM dan 

bahan ajar. 

Pengedalian proses pendidikan dan evalusi dalam prinsip manajemen mutu 

terpadu di lembaga pendidikan Islam menekankan bahwa mutu tidak hanya fokus 

kepada akademik saja, tetapi juga menyangkut tentang integritas, etika, dan nlai-nilai 

keislaman. Umar dan Mukhibat (2024) menekankan bahwa manajemen mutu terpadu 

dalam pendidikan Islam harus berorientasi pada peningkatan kualitas secara 

menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.  
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Dengan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu yang diterapkan secara 

konsisten, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi unggul secara 

ilmu, iman, dan Takwa. Oleh karena itu penting keterlibatan semua pihak dalam 

proses pendidikan untuk mencapai mutu sebagaimana yang diinginkan. 
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PERENCANAAN MUTU: VISI, MISI, DAN 

TUJUAN LEMBAGA  PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 

A. Pentingnya Visi, Misi, dan Tujuan dalam Perencanaan Mutu 

Di era globalisasi saat ini, dunia dengan berbagai aspek kehidupan yang terus 

berkembang dan semakin kompetitif, mutu menjadi salah satu tolok ukur utama dalam 

menilai keberhasilan suatu organisasi, baik dari sektor pendidikan, bisnis, maupun 

pemerintahan. Untuk mencapai mutu yang diharapkan diperlukan perencanaan yang 

terarah dan sistematis. Salah satu landasan utama dalam pderencanaan mutu adalah 

kejelasan visi, misi, dan tujuan. Ketiga elemen ini tidak hanya menjadi pedoman 

dalam menetapkan arah organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang 

memastikan setiap langkah dan kebijakan tetap berada pada jalur yang telah 

ditetapkan. 

Dengan memiliki Visi yang jauh ke depan, misi yang kuat, serta tujuan yang 

terukur, organisasi dapat menyusun strategi mutu yang berkelanjutan dan berorientasi 

pada pencapaian hasil yang terbaik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan visi, 

misi, serta tujuan secara tepat sangatl penting dalam membangun budaya mutu yang 

konsisten dan efektif. Visi, adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin 

dicapai oleh organisasi masa depan.Misi, menjelaskan alasan keberadaan organisasi, 

fokus layanan atau produk, dan cara organisasi menjalankan kegiatannya.Tujuan, 

adalah sasaran konkret dan terukur yang mendukung tercapainya visi dan misi 

organisasi. 

1. Peran Visi dalam Menentukan Arah Strategis Perencanaan Mutu. 

Visi merupakan gambaran ideal dan jangka panjang tentang apa yang 

hendak dicapai oleh suatu organisasi di masa depan. Dalam konteks 

perencanaan mutu, misi memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan 

utama dala menetapkan arah strategis dan tujuan jangka panjang. Visi 

memberikan inspirasi serta motivasi bagi seluruh anggota organisasi untuk 

bergerak ke arah yang sama dalam mencapai standar mutu yang diharapkan. 

Dalam konteks perencanaan mutu, visi berfungsi sebagai landasan 

strategis yang mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan organisasi menuju 

pencapaian stadar mutu yang diinginkan. Menurut Sallis (2010) Menggunakan 

pendekatan sistematis dalan merencanakan masa depan organisasi merupakan 

hal yang penting. Strategi harus didadasrkan pada kelompok pelanggan dan 
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harapan-harapan yang bervariasi. Selanjutnya dengan mengembangkan 

kebijakan-kebijakan serta rencana yang tepat mengantarkan organisasi pada 

pencapaian visinya. 

Melalui visi organisasi dapat mmenjawab pertanyaan yang mendasar 

seperti “Kemana kita akan menuju?” dan “Apa bentuk mutu terbaik yang ingin 

kita capai?”. Dengan memiliki yang jelas dan terarah, setiap strategi dan 

kebijakan mjtu yang dirancang akan memiliki konsestensi dan relevansi 

terhadap arah dan tujuan akhir organisasi. Hal ini mencegah terjadinya 

penyimpangan kebijakan atau program yang tidak mendukung pencapaian 

mutu secara keseluruhan. 

Selain itu, visi juga berfungsi sebagai alat komunikasi strategis yang 

menyatukan persepsi dan semangat kerja seluruh anggota organisasi. Ketika 

visi behasil diinternalisasikan, maka seluruh kegiatan operasional, baik 

ditingkat manajerial maupun pelaksana akan secara otomatis mengacu pada 

paya peningkatan mutu yang berkesinambungan. Dengan demikian visi bukan 

sekedar pernyataan formal, melainkan pedoman strategis yang mengarahkan 

seluruh proses perencanaan mutu agar lebih fokus, terukur, dan berorientasi 

pada masa depan yang berkualitas. 

2. Misi sebagai Fondasi Nilai dan Komitmen Organisasi Terhadap Mutu. 

Misi organisasi merupakan pernyataan fundamental yang menjelaskan 

tujuan utama keberadaan suatu organisasi. Misi bukan hanya sekedar kata-kata, 

tetapi sebagai fondasi strategis yang mencerminkan nilai-nilai inti, orietasi 

pelayanan, dan arah jangka panjang yang ingin dicapai. Dalam konteks 

peningkatan mutu, misi menjadi landasan moral dan operasional yang 

menuntun setiap anggota organisasi dalam mengambil keputusan, merancg 

strategi, serta menjalankan tanggung jawab secara konsisten dan berintegritas. 

Melalui misi yang kuat dan terinternalisasi, organisasi menegaskan 

komitmennya terhadap mutu dalam segala aspek, baik mutu pelayanan, mutu 

sistem manajemen, maupun mutu sumber  daya manusianya. Komitmen 

terhadap mutu yang bersumber dari misi akan mendorong terciptanya budaya 

kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continous improvement), 

kepuasan pelanggan, serta akuntabilitas  terhadap  hasil. Peter F. Ducker (1990) 

mengemukakan bahwa misi organisasi harus jelas dan konkret, karena tindakan 

yang tepat adalah ujian utama dari misi tersebut.  

 Dengan demikian misi bukan hanya sekedar deklarasi formal, 

melainkan  harus menjadi pedoman hidup organisasi yang diwujudkan dalam 

kebijakan, perilaku kerja, dan pencapaan kinerja. Dengan menjadikan misi 

sebagai pondasi, organisasi dapat membangun sistem mutu yang kokoh dan 

berkelanjutan, yang berakar pada nillai-nilai yang diyakini betsama.  
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3. Penyusunan Tujuan yang SMART dalam Perencanaan Mutu 

Penyusunan tyjuan yang SMART dalam perencanaan mutu merupakan 

pendekatan sistematis untuk menetapkan tujuan yang jelas, terkuru, dan 

realistis dalam upaya peningkatan mutu di berbagai bidang, seperti pendidikan, 

pelayanan publik, industri, atau organisasi non-propit. Tujuan yang dirancang 

dengan prinsip SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-

bound) akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, an 

evaluasi program mutu secara efektif. Locke & Latham (2002) menekankan 

bahwa tujuan yang spesifik dan menantang mendorong peningakatan perfoma, 

hal tersebut penting dalam manajemen mutu agar ada perbaikan berkelanjutan. 

Dalam hal perencanaan mutu, tujuan yang SMART memastikan bahwa 

setiap upaya perbaikan mutu didasarkan pada sasaran yang konkrit dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat membantu organisasi dalam 

memfokuskan sumber daya, mengukur kemajuan, dan melakukan perbaikan 

berkelenjutan secara lebih terarah. Dengan demikian, penerapan SMART 

dalam menyusun tujuan merupakan langkah penting dalam dalam menetapkan 

budaya mutu yang berorientasi pada hasil dan kinerja yang optimal. 

Dalam konteks perencanaan mutu, SMART membantu tim dan 

organisasi untuk: 

a. Menyeleraskan tujuan mutu dengan visi, misi, dan strategi organisasi. 

b. Memastikan bahwa indikator mutu yang dirancang memiliki dasar yang 

logis dan opersaional. 

c. Mendorong akuntabilitas dan pengukuran kinerja berdasarkan data yang 

objektif. 

d. Mengurangi pemborosan sumber daya akibat target yang tidak realistis 

atau tidak terukur. 

e. Memfasilitasi proses evaluasi dan tindak lanjut yang lebih terarah dan 

sistematis. 

4. Integrasi Visi, Misi, dan Tujuan dalam Sistem Manajemen Mutu 

Integrasi visi, misi, dan tujuan ke dalam sistem manajemen mutu 

memastikan bahwa mutu bukan hanya standar teknis, tetapi juga menjadi 

bagian dari strategi dan budaya organisasi. Dengan  integritas yang baik, 

organisasi dapat tumbuh secara berkelanjuta, mempertahankan kepercayaan 

publik dan bersaing secara sehat. Dengan demikian integrasi visi, misi, dan 

tujuan ke dalam manajemen mutu merupakan salah satu pilar penting da 

mendasar dalam menciptakan organisasi yang berorientasi pada perbaikan 

berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Dalam sistem 

manajemen mutu sebagaimana yang di atur dalam ISO 9001, adalah kerangka 

kerja yang digunakan organisasi untuk mengelola dan meningkatkan mutu 

produk atau layanan secara konsisten.  
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Integrasi tersbut menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa 

seluruh proses, kebijakan, serta sumber daya organisasi difokuskan untuk: 

a. Mewujudkan arah strategis organisasi. 

b. Menjamin konsistensi dan keselaasan antara tujuan jangka panjang dan 

operasional sehari-hari. 

c. Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi. 

d. Menjamin bahwa peningjatan mutu mendukung pertumbuhan organisasi 

secara berkelanjutan. 

Cara integrasi dilakukan dalam  sistem manajemen mutu, visi dan misi 

dijabarkan menjadi kebijakan mutu, kemudian diturunkan ke dalam tujuan 

mutu yang terukkur. Selanjutnya tujuan tersebut diterjemahkan ke alam 

program kerja, indikator kinerja, dan proses mutu operasional. Sedangkan 

kebijakan mutu yang tertulis harus mencerminkan nilai-nklai dan arah strategis 

organisasi seperti yang tercermin dalam visi dan misi. Sallis (2010) 

menggunakan pendekatan sistematis dalam merencanakan masa depan institusi 

merupakan hal yang penting. Strategi harus didasarkan pada 

kelompokpelanggan dan harapan  yang bervariasi, selanjutnya dengan 

mengembangkan kebijakan serta rencana yang dapat menganttarkan organisasi 

pada pencapaian visinya. 

Semua anggota organisasi, dari level manajemen hingga operasional, 

harus memahami visi, misi, dan tujuan serta bagaimana kontribusi mereka 

dalam mendukung sistem manajemen mutu. Oleh karena itu harus dilakukan 

peninjauan manajemen melalui audit internal secara berkala, hal tersebut 

dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan selaras dengan visi, misi, 

dan tujuan organiasasi. 

Adapun dampak positif dari integrasi yaitu: 

a. Konsistemsi arah organisasi, semua unit bergerak dalam arah yang sama. 

b. Peningkatan kepuasan pelanggan, karena sistem mmutu diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

c. Pengambilan keputusan bebasis data, evaluasi pencapaian tujuan mutu 

mendorong penggunaan data dan analisis. 

d. Peningkatan kinerja orgaisasi, baik dari aspek efisiensi internal maupun 

keunggulan eksternal. 

Integrasi visi, misi, dan tujuan dalam sistem manajemen mutu 

merupakan proses penylaras arah strategis organisasi dengan praktik-praktik 

mutu yang diterapkan di seluruh aspek operasional. Tujuannya adalah agar 

seluruh kegiatan dan proses kerja berjalan seiring dengan nilai dan cita-cita 
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organisasi, serta menghasilkan produk, dan mampu memenuhi harapan 

pelanggan. 

 

B. Pentingnya Visi dalam Lembaga Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi 

yangtidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual dan 

moral. Dalam konteks kelembagaan, keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam 

mencapai tujuan-tujuannya sangat ditentukan oleh adanya visi yang jelas dan teraarah. 

Visi merupakan landasan utama yang menggambarkan arah dan cita-cita jangka 

oanjang suatu lembaga, sekaligus menjadi pedoman dan arah dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan pendidikan. 

Menurut Suyanto (2006), visi dalam lembaga pendidikan merupakan gambaran 

ideal yang ingin dicapai di masa depan dan harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang 

menjadi karakter lembaga tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, visi tidak hanya 

berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian 

islami yang berakar pana nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Zuhairini (1993), yang menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan 

untuk membentuk manusia paripurna (insan kamil),  yang hanya dapat dicapai apabila 

lembaga pendidikan memiliki visi yang berlandaskan nilai-nilai ketauhidan dan 

kemanusiaan. 

Namun demikian dalam praktiknya masih banyak lembaga pendidikan Islam 

yang belum memiliki rumusan visi yang kuat atau belum mengintegrasikan visi 

tersebut dalam tata kelola institusi secara menyeluruh. Akibatnya, lembaga tersebyt 

cenderung berjalan tanpa arah yang jelas, lemah dalam inovasi, dan sulit bersaing 

dalam dinamika pendidikan global. Oleh karena itu, pembahasan mengenai 

pentingnya visi dalam pendidikan Islam menjadi sangat relevan, terutama dalam 

upaya memperkuat fondasi manajerial dan arah strategis. 

1. Konsep Visi dalam Perspektif Pendidikan Islam 

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses sistematis dalam 

perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya 

pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam 

knteks teoritis, manajemen pendidikan tidak hanya menyangkut aspek 

administratif semata, tetapi juga menyangkut strategi kepemimpinan, 

pengembangan kurikulum, pengelolaan tenaga kependidikan, dan pengambilan 

keputusan berbasis visi dan misi lembaga.  

Menurut Suryosubroto (2004), manajemen pendidikan adalah upaya 

pengelolaan seluruh komponen pendidikan agar berfungsi secara optimal 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini mencakup aspek aspek perencanaan 

program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

serta evaluasi hasil pendidikan. Sementaa itu, Mulyasa (2009) menekankan 

bahwa manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu dalam mengelola proses 
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pendidikan, yang mencakup kemampuan untuk merumuskan visi dan misi, 

menetapkan tujuan, menyusun program kerja, sertamembangun komunikasi 

dan pasrtisipasi seluruh komponen lembaga. Dalam pandangan ini, manajemen 

pendidikan tidak hanya teknis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai 

kepemimpinan dan budaya organisasi. 

Secara konseptual, teori manajemen pendidikan menggabungkan 

prinsip-prinsip dasar manajemen umum, seperti yang  dikembangkan oleh 

Fayol, Mintzberg, dan Ducker dengan karakteristik khas dunia pendidikan, 

termasuk kebutuhan akan nilai-nilai pedagogis, moral, dan kontekstual. Oleh 

karena itu, manajemen pendidikan harus bersifat fleksibel, partisipatif, dan 

berorientasi pada kualitas proses serta hasil pembelajaran. 

Dalam Islam, visi dapat diartikan sebagai pandangan jauh ke depan yang 

dilandasi oleh tujuan hidup seorang muslim yang selaras dengan ajaran Islam. 

Visi bukan sekedar cita-cita duniawi, melainkan pandangan menyeluruh yang 

mencakup aspek dunia dan akhirat. Adapun visi menurut pandangan Islam, 

yaitu: 

a. Visi sebagai tujuan hidup yang lurus. Dalam Islam, visi utama seorang 

muslim adalah mencapai keridhaan Allah SWT dan keselamatan. Hal ini 

tercermin dalam firman Allah: 

“tidaklah Aku ciptakan Dan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku.”  (QS. Adz-Dzariyat:56) 

Visi seorang muslim diarahkan untuk menjadi hama Allah yang taat 

kepada-Nya, yaitu dengan mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi 

semua larangan-Nya. 

b. Visi yang berdampak dunia dan akhirat. Visi dalam Islam harus 

mencakup keseimbangan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah 

SWT: 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bagianmu dari (kenikmatan) dunia...” (QS.Al-Qashashas:77). 

Seorang muslim boleh meiliki visi duniawi (seperti pendidikan tinggi, 

bisnis sukses, kemajuan teknologi, dll), selama niat dan tujuannya adalah 

ibadah dan membawa manfaat bagi umat. 

c. Visi  befbasis Tauhid dan Tanggung Jawab. Visi dalam Islam bukan 

sekedar mimpi pribadi, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai tauhid, 

amanah, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian visi seorang 

muslim mencerminkan: Keyakinan kepada Allah sebagai pusat orientasi 

hidup, kepedulian terhadap sesama dan memperjuangkan keadilan,dan 

komitmen untuk menebar kebaikan (rahmatan lil ‘alamin). 
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d. Visi sebagai motivasi untuk beramal. Islam memandang visi sebagai 

kekuatan pendorong (niat) untuk beramal shaleh: 

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya...” (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Dengan visi yang jelas dan benar, seorang muslim akan memiliki arah 

hidup yang pasti, konsisten dalam ibadah, serta semangat untuk 

berkontribusi positif di masyarakat. 

Dengan demikian, visi dalam perspektif Islam adalah pandangan jauh ke 

depan yang bersumber dari keimanan, dengan tujuan meraih Ridha Allah SWT, 

memakmurkan bumi, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Viisi 

ini mendorong umat Islam untuk hidup penuh makna, bertanggung jawab, dan 

memberi manfaat bagi orang lain. 

2. Urgensi Visi dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam 

Visi adalah gambaran ideal dan futuristik tentang arah dan tujuan yang 

ingin dicapai oleh lembaga pendidikan Islam dalam jangka panjang. Visi 

menjadi pedoman strategis yang memandu kebijakan, keputusan, dan tindakan 

organisasi agar tetap fokus dan terarah menuju tujuan besar yang ingin 

diwujudkan di masa depan. Oleh karenanya visi bukan hanya selogan, 

melainkan cerminan identitas, nilai, dan aspirasi bagi lembaga pendidikan 

Islam dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. 

Visi di lembaga pendidikan Islam sebagai landasan jangka panjang yang 

berfungsi untuk: 

a. Memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh elemen di lembaga 

pendidikan. 

b. Menyatukan pandangan dan komitmen bagi seluruh anggota organisasi. 

c. Menjadi inspirasi dan motivasi dalam menghadapi tantangan dan 

perubahan. 

d. Menjadi dasar perumusan misi, strategi, dan kebijakan lorganisasi. 

e. Menjamin keberlanjutan dan konsitensi gerak institusi dalam jangka 

panjang. 

Visi memberikan arah ya mencakupng jelas bagi seluruh aktivitas 

pendidikan. Dalam lembaga pendidikan Islam, visi biasanya mencerminkan 

nilai-nilai keislaman seperti keimanan, akhlak mulia, keilmuan, dan 

kebermanfaatan sosial.Visi juga menciptakan identitas unik lembaga, 

membedakannya dengan lembaga lain. Sbuah lembaga pendidikan Islam 

dengan visi yang kuat akan memiliki citra sebagai lembaga yang tidak hanya 

fokus pada akademik, tetapi juga membina rohani dan moral. 
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Visi juga sebagai dasar dalam membangun budaya kerja dan 

pembelajaran. Dalam konteks Islam, mencakup: 

a. Budaya Keilmuan: semangat menuntut ilmu sebagai ibadah. 

b. Budaya Akhlak: saling menghormati, amanah, integritas, , tanggung 

jawab, dan keteladanan. 

c. Budaya Spiritualitas: integrasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh 

aktivitas. 

Visi berfungsi pulasebagai perekat seluruh komponen lembaga,, baik 

unsur pimpinan, guru, orang, tua, masyarakat, dll, jika visi disosialisasi dan 

diinternalisasikan dengan baik akan tercipta kesamaan orientasi dan semangat 

kerja kolektif. Demikian pula konflik dan perbedaan pandangan dapat 

minimalkan karena semua mengacu pada nilai-nilai utama yang telah 

disepakati bersama. Visi yang jelas dan konsisten diimplementasikan akan 

memperkuat karakter lembaga dan mempercepat tercapaiannya tujuan 

pendidikan Islam yang ideal. 

Visi sebagai instrumen pemersatu dalam pelaksanaan tridharma 

pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

dengan memberikan arah dan tujuan bersama bagi seluruh civitas akademika. 

Dalam onteks ini, visi: 

a. Menyatukan orientasi dan semanga kerja.  

Mengintegrasikan nilai-nilai keimuan, moral, dan sosial. Visi yang 

islami menanamkan nilai-nilai tahuid, keadilan, amanah, dan kasih 

sayang sebagai basis pembentukan karakter peserta didik. Hal tersebut 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan Islam dalam membentuk 

insan kamil, serta menjadikan pembinaan akhlak sebagai bagian integrasi 

dari seluruh aktivitas pendidikan.  

b. Membangun senergi lintas bidang. 

Dengan demikian, visi menjadi fondasi yang mengarahkan tridharma 

sebagai satu kesatuan yang utuh, berkelanjutan dan bermakna.  

3. Integrasi Visi dengan Tujuan Pendidikan Islam 

Integrasi visi dengan  tujuan pendidikan Islam merupakan proses 

penyelarasan arah strategis lembaga pendidikan dengan nilai-nila dasar Islam 

yang ,emjadilandasar pendidikan. Visi tidak hanya menjadi gambaran masa 

depan organisasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan 

hakiki pendidikan Islam, yaitu membentuk insan beriman, berilmu, berakhlak 

mulia, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. 
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Adapun bentuk integrasi visi dengan tujuan pendidikan Islam meliputi: 

a. Penyatuan arah dan tujuan 

b. Landasan nilai dalam pengembangan karakter 

c. Penggerak sinergi antara ilmu dan iman. 

d. Penguatan peran sosial pendidikan 

Integrasi visi dengan tujuan pendidikan Islam menjamin bahwa setiap 

langkah lembaga pendidikan berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Visi 

menjadi panduan strategis yang mengarahkan pendidikan Islam tidak hanya 

mencetak para lulusan yang cerdas, tetapi juga yang bertakwa, berakhlak, dan 

siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Integrasi tersebut juga mendorong 

keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual. Visi yang mencerminkan 

integrasi ini menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah, dan mendorong riset dan inovasi yang beretika dan 

berlandaskan nilai-nilai qur’ani. 

4. Implikasi Visi terhadap Tata Kelola dan Kinerja Lembaga 

Visi menjadi dasar dalam penetapan arah strategis dan kebijakan 

lembaga. Visi yang jelas dan amisius mendorong manajemen menetapkan 

kebijakan yang selaras, rpgresif, dan adabtif terhadap perubahan lingkungan. 

Visi mempengaruhi bagaimana struktur dibentuk. Misalnya, lembaga yang 

berfokus pada inovasi (visi futuristik) mungkin memiliki struktur yang lebih 

fleksibel dan kolaboratif. Visi yang menginfirasi membentuk nilai-nilai dan 

budaya kerja. Ini menciptakan kesadaran kolektif terhadap tujuan janka panjang 

dan menumbuhkan koitmen dalam setiap lini organisasi. Dalam tata kelola 

yang baik, visi mendorong sistem akuntabilitas. Lembaga diarahkan untuk 

menjelaskan pencapaian terhadap visi secara terbuka kepada pemangku 

kepentingan, 

Implikasi terhadap kinerja lembaga visi memberikan fokus yang jelas 

sehingga dapat menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan. Hal 

tersebut mendorong efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan. Lembaga dengan visi progresif terdorong untuk berinovasi, 

beradabtasi dengan perkembangan, dan meningkatkan kualitas layanan serta 

proses internalnya secara berkelanjutan. Dengan visi yang kuat dapat 

meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai karena mereka merasa bagian 

dari sesuatu yang lebih esar dan bermakna. Demikian pula halnya visi yang 

diimplementasikan dengan baik akan ercermin dalam hasil kerja lembaga yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi institusi. 
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Visi bukan hanya sekedar pernyataan ideal, melaikan landasan strategis 

yang mempengaruhi bagaimana lembaga diatur (tata kelola) dan bagaimana 

hasilnya diukur (kinerja). Visi yang efektif yang efektif mengarahkan lembaga 

untuk begerak secara terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada hasil jangka 

panjang. 

5. Tantangan dalam Perumusan dan Implementasi di Lembaga Pendidikan 

Islam 

Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu 

pesat, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang 

kompleks, terutama dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. 

Sebagai lembaga yang mempunyai peran strategis dalam membentuk karakter 

dan intelektualitas generasi muda berbasis nilai-nilai Islam, lembaga 

pendidikan ini harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan perkembangan 

zaman dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi landasan utamanya. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek 

internal maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

mengenai tantangan-tantangan yang muncul dalam kperumusan dan 

implementasi di lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk menghasilkan 

solusi yang tepat dan efektif dalam mendukung kemajuan pendidikan Islam. 

Dalam perumusan dan implementasi kebijakan di lembaga pendidikan 

Islam, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi. Tantangan ini 

meliputi kesulitan dalam menyelaraskan nilai-nilai agama dengan tuntutan 

kurikulum modern, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta 

resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak internal dan eksternal. Selain 

itu, tantangan juga muncul dari aspek regulasi yang ketat dan kurangnya 

dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. 

a. Tantangan dalam Perumuan Kebijakan.  

1) Penyelerasan nilai agama dan kurikulum modern. Lembaga 

pendidikan Islam harus memastikan bahwa kebijakan yang 

dirumuskan tetap menjaga keaslian nilai-nilai Islam sekaligus 

memenuhi standar pendidikan nasional dan global. Ini sering 

menjadi dilema karena kurikulum modern kadang bertentangan atau 

sulit dikombinasikan dengan pendekatan keagamaan. 

2) Keterbatasan sumber daya manusia. Perumusan kebijakan 

membutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya memahami aspek 

pendidikan tetapi juga nilai-nilai Islam secara mendalam. Namun, 

keterbatasan tenaga pendidik dan pengelola yang punya kapasitas 

multidisipliner ini bisa menjadi hambatan signifikan. 

3) Resistensi terhadap perubahan. Perubahan kebijakan sering kali 

dihadapkan pada resistensi dari guru, staf, orang tua, atau bahkan 
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siswa karena ketidakpastian atau kekhawatiran kehilangan tradisi 

dan nilai lama yang dianggap sudah mapan. 

b. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan 

1) Pendanaan dan Infrastruktur. Lembaga pendidikan Islam sering 

mengalami keterbatasan dana, terutama untuk pengadaan sarana 

dan prasarana serta teknologi pendidikan yang penting untuk 

implementasi kebijakan modern. 

2) Kurangnya dukungan teknologi. Implementasi saat ini sangat 

bergantung pada teknologi, tetapi kurangnya infrastruktur IT dan 

pelatihan teknologi bagi staf menjadi kendala serius. 

3) Pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan kebijakan perlu diawasi dan 

dievaluasi secara berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan. Namun, 

kadang proses ini kurang optimal karena minimnya sistem 

monitoring yang efektif. 

4) Keterlibatan semua pihak. Implementasi yang berhasil memerlukan 

partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, tapi sering kali 

terjadi kurang koordinasi dan komunikasi yang menyebabkan 

kebijakan tidak berjalan sesuai rencana. 

c. Kendala konseptual dalam Perumusan dan Implementasi visi di 

lembaga pendidikan Islam 

1) Kendala pemahaman visi. Seringkali visi yang dirumuskan masih 

bersifat abstrak dan kurang konkret, sehingga sulit untuk dijadikan 

pedoman nyata dalam berbagai aktivitas kelembagaan. Pemahaman 

yang tidak mendalam terhadap makna visi ini menyebabkan 

interpretasi yang beragam di kalangan pengelola dan staf, sehingga 

kurang ada arah bersama. Visi lembaga pendidikan Islam 

seharusnya berakar kuat pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, 

tetapi kendala muncul jika visi yang dibuat terlalu sekuler atau tidak 

mengakomodasi nilai-nilai agama secara menyeluruh. Ini dapat 

menimbulkan ketidaksesuaian antara visi formal dengan praktik dan 

tujuan keagamaan lembaga.  

2) Kendala konsesus dan komunikasi. Visi yang kuat biasanya 

merupakan hasil diskusi dan kesepakatan seluruh pemangku 

kepentingan, seperti pimpinan, guru, orang tua, dan masyarakat. 

Namun, perbedaan pandangan atau kurangnya keterlibatan semua 

pihak dapat menyebabkan visi menjadi tidak didukung secara penuh 

atau menimbulkan konflik kepentingan. Setelah visi dirumuskan, 

penyampaian yang tidak jelas atau tidak intensif kepada seluruh 

warga lembaga akan menyebabkan ketidaktahuan atau pemahaman 

yang salah, sehingga visi tidak dapat diterapkan secara optimal. 
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3) Kendala dalam implementasi. Visi yang kuat harus diikuti oleh 

kesiapan institusi dalam hal sumber daya, struktur organisasi, dan 

sistem pendukung. Jika lembaga belum siap, baik dari sisi SDM 

maupun infrastruktur, visi sulit diwujudkan secara nyata. 

Implementasi visi yang membawa perubahan signifikan dapat 

menghadapi penolakan dan resistensi, terutama jika anggota 

lembaga merasa takut kehilangan posisi, peran, atau tradisi lama 

yang sudah melekat. 

d. Masalah ketidak sesuaian antara visi normatif dan praktik 

manajerial 

1) Perbedaan karakteristik visi dan praktik manajerial. Visi normatif 

biasanya dirumuskan berdasarkan nilai-nilai agama dan filosofi 

pendidikan Islam yang tinggi, menawarkan gambaran masa depan 

yang ideal dan inspiratif. Visi ini berfungsi sebagai panduan utama 

tetapi cenderung abstrak dan menyentuh aspek normatif yang luas. 

Manajemen operasional sehari-hari menghadapi keterbatasan 

sumber daya, waktu, dan tekanan pragmatis yang menuntut solusi 

cepat dan efisien. Praktik ini lebih banyak berorientasi pada rutinitas 

administratif dan pencapaian target jangka pendek. 

2) Dampak ketidak sesuaian. Ketika praktik manajerial tidak 

berkoordinasi atau berkonflik dengan visi, arah pengembangan 

lembaga menjadi kabur, membuat staf dan pemangku kepentingan 

bingung dan kehilangan motivasi. Visi yang menggambarkan nilai-

nilai Islam bisa terkikis jika manajemen terlalu pragmatis dan 

mengabaikan aspek keagamaan, sehingga mengancam keaslian dan 

kredibilitas lembaga pendidikan Islam. Konflik antara arah strategis 

(visi) dan kebutuhan operasional (praktik) dapat menyebabkan 

kebijakan yang tidak konsisten dan pengambilan keputusan yang 

tidak tepat sasaran. 

e. Tantangan konteks globalisasi, sekularisasi, dan perubahan sosial 

1) Tantangan Globalisasi. Globalisasi membawa arus informasi dan 

budaya dari berbagai belahan dunia yang sangat cepat. Lembaga 

pendidikan Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk membuka diri 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Kesulitan muncul dalam 

menentukan batasan dan cara integrasi yang tepat agar nilai 

keislaman tidak tergerus oleh budaya global yang sekuler atau 

materialis. Globalisasi menuntut lembaga pendidikan Islam untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di tingkat 

nasional maupun internasional. Standar pendidikan yang semakin 

tinggi sering kali memaksa institusi untuk melakukan perubahan 

signifikan dalam metode pengajaran dan kurikulum. 
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2) Tantangan Skularisasi. Sekularisasi yang menempatkan agama 

sebagai hal privat dan terpisah dari kehidupan sosial berpotensi 

melemahkan peran agama dalam pendidikan. Lembaga pendidikan 

Islam harus mampu mempertahankan dimensi spiritual dan moral 

dalam sistem pendidikan mereka di tengah dominasi pandangan 

sekuler yang lebih materialistis dan pragmatis. Sekularisasi 

membawa nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan ajaran 

Islam, seperti relativisme moral dan kebebasan tanpa batas. Hal ini 

menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi nilai-nilai Islam 

dalam pengajaran dan praktik kelembagaan. 

3) Tantangan perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat terutama 

terjadi pada generasi muda, yang cenderung lebih terbuka terhadap 

inovasi dan teknologi, namun sekaligus rentan terhadap pengaruh 

negatif yang bertentangan dengan nilai Islam. Lembaga pendidikan 

Islam perlu merespon perubahan ini dengan metode yang adaptif, 

relevan, dan menarik agar tetap menjadi pilihan utama. Perubahan 

sosial juga memperlihatkan ketimpangan dalam akses pendidikan 

dan sumber daya yang dapat menghambat efektivitas program 

pendidikan Islam. Perlunya perhatian khusus pada inklusivitas dan 

pemerataan pendidikan menjadi tantangan yang cukup besar. 

Lembaga pendidikan Islam juga harus menghadapi tekanan dari 

dinamika sosial-politik yang mungkin mempengaruhi kebijakan 

pendidikan, termasuk isu-isu keberagaman dan toleransi. 

6. Strategi Penguatan Visi Lembaga Pendidikan Islam 

Strategi penguatan visi lembaga pendidikan Islam adalah langkah-

langkah terencana dan sistematis yang bertujuan untuk memastikan visi 

tersebut menjadi panduan hidup dan penggerak utama dalam seluruh aktivitas 

lembaga. Strategi ini mencakup penguatan komunikasi visi, meningkatkan 

pemahaman dan komitmen seluruh stakeholders, penyelarasan visi dengan 

kebijakan dan program, serta evaluasi dan pengembangan berkelanjutan untuk 

menjaga relevansi visi dengan perkembangan zaman dan tantangan yang 

dihadapi. Dengan strategi yang tepat, visi lembaga pendidikan Islam dapat 

diwujudkan secara konsisten dan efektif dalam praktik kelembagaan. 

a. Penguatan Komunikasi Visi 

1) Penyebaran visi secara intensif. Visi harus dikomunikasikan secara 

jelas dan terus-menerus kepada seluruh anggota lembaga, mulai dari 

pimpinan, guru, staf, hingga siswa dan orang tua, menggunakan 

berbagai media seperti rapat, pelatihan, dan materi visual.  

2) Bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang 

sederhana, konkret, dan menggugah agar visi mudah dipahami dan 

diinternalisasi oleh semua pihak, sehingga visi tidak hanya menjadi 

slogan formal tapi benar-benar menjadi pegangan bersama. 
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b. Peningkatan pemahaman komitmen 

1) Pelatihan dan Worshop. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, 

seminar, atau workshop untuk membangun pemahaman mendalam 

tentang makna dan pentingnya visi, termasuk nilai-nilai Islam yang 

terkandung di dalamnya. 

2) Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan dalam proses review dan pembaharuan visi agar semua 

merasa memiliki visi tersebut dan berkomitmen untuk 

mewujudkannya. 

c. Penyelarasan dengan kebijakan dan program. 

1) Integrasi visi  dalam perencanaan. Memastikan setiap kebijakan, 

program, dan kegiatan pendidikan dirancang dan dijalankan sesuai 

dengan visi yang telah ditetapkan. 

2) Monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan berkala terhadap 

implementasi visi, serta evaluasi dampak visi terhadap kualitas 

pendidikan dan karakter peserta didik, untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

d. Adabtasi dan pengembangan berkelanjutan 

1) Responsif terhadap perubahan. Melakukan kajian dan revisi visi 

secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan dunia 

pendidikan, sosial, dan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai 

Islam. 

2) Penguatan budaya organisasi. Membangun budaya kerja yang 

mendukung pengamalan visi melalui penghargaan, motivasi, dan 

keteladanan dari pimpinan lembaga. 

 

C. Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Tujuan dalam Perencanaan 

Mutu 

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu lembaga 

pendidikan, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara visi, misi, dan 

tujuan menjadi sangat krusial. Visi menggambarkan gambaran ideal dan cita-cita 

jangka panjang lembaga, sedangkan misi menjabarkan peran dan tanggung jawab 

yang harus dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan, pada gilirannya, 

merupakan langkah-langkah konkrit yang terukur yang harus dicapai sebagai bagian 

dari perencanaan mutu.  

Menurut Robbins dan Coulter (2012), visi adalah pandangan jangka panjang 

mengenai posisi ideal organisasi di masa depan, sementara misi menjelaskan apa yang 

dilakukan organisasi saat ini untuk mencapai visi tersebut. Muhtar dan Anwar (2018) 
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menegaskan bahwa tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dan realistis agar dapat 

memandu implementasi strategi mutu secara efektif dalam mencapai visi dan misi 

organisasi. Keterpaduan antara ketiga elemen ini menjadi landasan strategis yang 

menentukan arah, fokus, dan keberhasilan proses peningkatan mutu pendidikan. Oleh 

karena itu, memahami hubungan erat antara visi, misi, dan tujuan adalah fondasi 

penting dalam membangun sistem perencanaan mutu yang efektif dan berkelanjutan. 

1. Peran Visi dalam Menentukan Perencanaan Mutu 

Visi berfungsi sebagai gambaran ideal tentang masa depan organisasi 

yang menjadi panduan utama dalam setiap proses perencanaan, termasuk 

perencanaan mutu. Visi mengarahkan seluruh sumber daya dan aktivitas 

organisasi menuju pencapaian standar mutu yang diharapkan. Dalam konteks 

mutu, visi membantu menetapkan kerangka kerja yang jelas dan inspiratif demi 

menciptakan produk atau layanan yang konsisten memenuhi atau melampaui 

ekspektasi pelanggan. Dengan adanya visi yang jelas, organisasi dapat 

menyusun kebijakan mutu, menetapkan tujuan mutu yang terukur, serta 

merancang strategi dan prosedur yang sesuai untuk menjamin keberlanjutan 

peningkatan mutu dalam jangka panjang. 

Visi memberikan arah strategis yang membimbing perencanaan mutu 

agar selaras dengan tujuan korporat yang lebih luas. Tanpa visi yang jelas, 

upaya perencanaan mutu bisa kehilangan fokus dan menjadi tidak efektif. Visi 

memotivasi seluruh jajaran organisasi untuk berkomitmen dalam meningkatkan 

mutu secara berkelanjutan. 

Visi organisasi mendasari penetapan tujuan dan sasaran mutu yang 

spesifik dan dapat diukur. Hal ini penting dalam memastikan bahwa rencana 

mutu tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dapat dicapai dan 

diimplementasikan dalam setiap lini operasi organisasi. 

2. Misi sebagai Landasan Operasional dalam Implementasi Mutu 

Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi serta menguraikan cara-

cara bagaimana organisasi menjalankan aktivitasnya sehari-hari untuk 

mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi mutu, misi 

berfungsi sebagai pedoman operasional yang memandu seluruh proses, 

kebijakan, dan prosedur mutu agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. 

Dengan misi yang jelas dan kuat, organisasi dapat menetapkan standar mutu 

yang realistis dan relevan dengan kebutuhan pelanggan serta kondisi internal, 

sehingga menjamin konsistensi dan efektivitas pelaksanaan manajemen mutu 

di semua lini organisasi. 

Misi menjembatani visi strategis dengan tindakan operasional melalui 

penerjemahan visi menjadi langkah-langkah dan proses yang nyata dalam 

pengelolaan mutu sehari-hari. Misi memberikan fokus khusus pada pencapaian 

kualitas layanan atau produk dalam kerangka nilai-nilai organisasi, sehingga 

mendukung budaya mutu di tingkat operasional. 
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Misi menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan mutu dan prosedur 

operasional yang bertujuan mengontrol dan meningkatkan kualitas. Hal ini 

memungkinkan organisasi untuk menerapkan standar mutu secara konsisten, 

sekaligus merespon dinamika kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan 

bisnis. 

3. Sinkronisasi Tujuan Strategis dengan Visi dan Misi dalam Perencanaan 

Mutu 

Sinkronisasi Tujuan Strategis dengan Visi dan Misi dalam Perencanaan 

Mutu merupakan langkah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas yang 

berorientasi pada mutu berada pada jalur yang sama dengan arah besar 

organisasi. Tujuan strategis adalah sasaran jangka menengah hingga panjang 

yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam konteks 

perencanaan mutu, sinkronisasi ini memastikan bahwa tujuan-tujuan yang 

ditetapkan tidak hanya realistis dan terukur, tetapi juga relevan dalam menjaga 

dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan. Dengan adanya 

keselarasan yang baik, perencanaan mutu menjadi terarah dan efektif, sehingga 

dapat menghasilkan capaian mutu yang optimal dan berkontribusi langsung 

pada keberhasilan strategi organisasi secara keseluruhan. 

Sinkronisasi antara tujuan strategis dengan visi dan misi memberikan 

keselarasan yang diperlukan untuk menghindari konflik dan redundansi dalam 

implementasi mutu. Tujuan strategis yang tidak selaras dapat menyebabkan 

kebingungan sumber daya dan prioritas, sehingga menurunkan efektivitas 

perencanaan mutu. 

4. Integrasi Visi, Misi, dan Tujuan dalam Sistem Manajemen Mutu 

Integrasi Visi, Misi, dan Tujuan dalam Sistem Manajemen Mutu adalah 

proses menyatukan ketiga elemen fundamental organisasi tersebut sebagai 

landasan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem 

manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan. Visi memberikan arah jangka 

panjang yang inspiratif, misi menjabarkan peran dan aktivitas organisasi, 

sementara tujuan menetapkan sasaran spesifik yang harus dicapai. Dalam 

sistem manajemen mutu, integrasi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan 

manajemen mutu — mulai dari penetapan kebijakan mutu, pengendalian 

proses, hingga evaluasi hasil — terpadu dalam sebuah kerangka kerja yang 

konsisten dan berorientasi pada pencapaian kepuasan pelanggan serta 

peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Integrasi memungkinkan keterpaduan semua elemen manajerial dan 

operasional agar tidak berjalan terpisah-pisah. Hal ini menghindari konflik 

antar kebijakan dan memastikan setiap aktivitas mutu selaras dengan nilai dan 

arah organisasi. 
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Dengan integrasi yang baik, organisasi mampu: 

a. Menyusun kebijakan mutu yang mencerminkan visi dan misi, 

b. Menetapkan tujuan mutu yang realistis dan terukur, 

c. Mengembangkan prosedur dan standar operasional yang menunjang 

pencapaian tujuan, 

d. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang konsisten dengan 

arah strategis organisasi. 

5. Dampak Ketidaksesuaian Visi, Misi, dan Tujuan terhadap Kegagalan 

Perencanaan Mutu 

Ketidaksesuaian visi, misi, dan tujuan memberikan dampak terhadap 

kegagalan perencanaan mutu  karena ketiga elemen ini merupakan fondasi 

strategis yang harus saling mendukung dan selaras dalam mengarahkan 

organisasi menuju pencapaian mutu yang unggul. Ketidaksesuaian antara visi, 

misi, dan tujuan dapat menyebabkan organisasi kehilangan fokus, sumber daya 

terbuang percuma, dan kebijakan mutu yang tidak konsisten, sehingga berujung 

pada kegagalan dalam mengimplementasikan perencanaan mutu secara efektif. 

Akibatnya, standar mutu yang diharapkan tidak tercapai, penurunan kepuasan 

pelanggan terjadi, dan organisasi kesulitan beradaptasi dengan perubahan serta 

persaingan di pasar. 

Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti: 

a. Kebingungan arah strategis: Tim dan manajemen tidak memiliki 

pedoman yang jelas sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan mutu 

menjadi tidak fokus. 

b. Kebijakan mutu yang bertentangan: Kebijakan dan prosedur yang dibuat 

tidak kohesif dan sulit diaplikasikan secara konsisten. 

c. Pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien: Upaya dan investasi dalam 

perbaikan mutu tidak tepat sasaran karena tujuan yang tidak selaras 

dengan visi dan misi. 

d. Motivasi dan komitmen menurun: Ketidaksesuaian memicu 

ketidakjelasan peran dan tujuan sehingga menurunkan semangat kerja 

dan komitmen seluruh anggota organisasi. 

Kegagalan perencanaan mutu akibat ketidaksesuaian ini dapat merembet 

ke aspek kinerja organisasional, antara lain: 

a. Menurunnya kualitas produk atau layanan yang diberikan. 

b. Meningkatnya jumlah keluhan dan ketidakpuasan pelanggan. 

c. Hilangnya kepercayaan pasar dan reputasi organisasi. 
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d. Kesulitan dalam mencapai sertifikasi mutu atau standar industri yang 

berlaku. 

 

D. Proses Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan yang Efektif 

Dalam menghadapi tantangan persaingan global dan tuntutan kualitas yang 

semakin tinggi, organisasi dituntut untuk memiliki arah yang jelas dan terstruktur 

dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu fondasi utama dalam mewujudkan 

keberhasilan organisasi adalah perumusan visi, misi, dan tujuan yang efektif. Proses 

perumusan ini tidak hanya menentukan arah strategis, tetapi juga menjadi landasan 

bagi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pencapaian 

mutu serta keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan 

metode yang tepat dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sangat penting untuk 

menciptakan sebuah sistem manajemen yang selaras dan mampu menghadapi 

dinamika lingkungan bisnis secara efisien. 

Menurut Wheelen dan Hunger (2012), perumusan visi dan misi yang efektif 

merupakan langkah awal yang krusial untuk memberikan arah dan motivasi yang jelas 

bagi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Sementara itu, 

David (2011) menegaskan bahwa tujuan yang dirumuskan secara jelas dan terukur 

menjadi kunci keberhasilan dalam menyatukan upaya organisasi menuju pencapaian 

visi dan misi tersebut. 

1. Tahapan Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan yang Efektif 

Dalam sebuah organisasi, keberhasilan pencapaian mutu dan keunggulan 

kompetitif sangat bergantung pada kejelasan arah dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Proses perumusan visi, misi, dan tujuan merupakan fondasi strategis 

yang menjadi panduan utama bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan 

pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi. Oleh karena itu, tahapan perumusan 

yang sistematis dan efektif sangat penting agar hasil rumusan tidak hanya 

menjadi dokumen formal tetapi benar-benar dapat mengarahkan organisasi 

menuju pencapaian cita-cita dan target yang realistis. Memahami tiap tahapan 

dalam proses perumusan ini membantu organisasi untuk menghasilkan 

rumusan yang inspiratif, operasional, dan terukur sehingga mampu menghadapi 

tantangan lingkungan yang dinamis. 

Tahapan perumusan visi, misi, dan tujuan yang efektif meliputi: 

a. Analisis Situasi dan Lingkungan 

Tahap awal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kondisi 

internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal 

(peluang dan ancaman). Analisis SWOT sering digunakan untuk 

memahami konteks strategis yang akan menjadi dasar perumusan. 
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b. Identifikasi Nilai dan Prinsip Organisasi 

Organisasi perlu mengklarifikasi nilai-nilai inti yang menjadi pegangan 

dan prinsip yang hendak dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini akan menjadi 

landasan etika dan budaya yang mendukung visi dan misi. 

c. Perumusan Visi 

Visi dirumuskan sebagai gambaran ideal dan aspiratif tentang masa 

depan organisasi yang ingin dicapai. Visi harus inspiratif, jelas, dan 

mampu memotivasi seluruh anggota organisasi. 

d. Perumusan Misi 

Misi menjelaskan tujuan dasar organisasi dan bagaimana organisasi akan 

memenuhi kebutuhan stakeholder. Ini meliputi peran, fungsi, dan 

komitmen organisasi dalam operasional sehari-hari serta pencapaian visi. 

e. Penentuan Tujuan Strategis 

Tujuan strategis harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 

dibatasi waktu (SMART). Tujuan ini berfungsi sebagai tolok ukur 

keberhasilan implementasi visi dan misi. 

f. Konsultasi dan Partisipasi Stakeholder 

Melibatkan berbagai pihak terkait (internal dan eksternal) untuk 

mendapatkan masukan dan komitmen bersama agar visi, misi, dan tujuan 

yang dirumuskan dapat diterima dan didukung secara luas. 

g. Komunikasi dan Sosialisasi 

Setelah rumusan disepakati, harus dilakukan komunikasi yang efektif 

kepada seluruh anggota organisasi agar visi, misi, dan tujuan dapat 

dipahami dan diinternalisasi. 

h.  Evaluasi dan Revisi Berkala 

Lingkungan bisnis dan organisasi selalu berubah, sehingga perlu 

dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan visi, misi, dan 

tujuan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika yang ada. 

2. Strategi Penyusunan Misi sebagai Landasan Operasional 

Strategi Penyusunan Misi merupakan langkah penting untuk memastikan 

bahwa misi organisasi tidak hanya menjadi pernyataan formal, tetapi juga 

berfungsi sebagai panduan operasional yang jelas dan praktis dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Penyusunan misi harus memuat peran 

organisasi, target utama, dan komitmen terhadap pemangku kepentingan secara 

spesifik sehingga dapat dijadikan landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

mutu. 
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a. Elemen Utama dalam Penyusunan Misi 

1) Kejelasan dan Fokus Misi harus dirumuskan secara singkat dan 

jelas, sehingga mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. 

Fokus pada apa yang menjadi inti dari fungsi dan tanggung jawab 

organisasi sangat penting agar misi dapat dijadikan acuan 

operasional. 

2) Relevansi terhadap Visi Misi harus mendukung pencapaian visi dan 

mencerminkan kontribusi organisasi dalam konteks visi tersebut. Ini 

menjaga konsistensi arah dan keselarasan tujuan strategis dengan 

aktivitas operasional. 

3) engakomodasian Stakeholder Misi perlu mencakup kepentingan 

berbagai pemangku kepentingan—baik internal maupun 

eksternal—sehingga memperjelas bagaimana organisasi 

berkontribusi dan berinteraksi dengan mereka. 

4) Spesifikasi Aktivitas dan Komitmen Misi harus menggambarkan 

bidang kerja utama, layanan atau produk yang dihasilkan, serta 

komitmen kualitas dan etika yang dijunjung oleh organisasi dalam 

aktivitas operasionalnya. 

b. Strategi Pelaksanaan Penyusunan Misi 

1) Melibatkan Tim Multidisiplin Penyusunan misi harus melibatkan 

berbagai perwakilan unit dan divisi agar perspektif yang beragam 

dapat terakomodasi dan misi menjadi inklusif. 

2) Workshop dan Diskusi Terfokus Mengadakan pertemuan atau 

workshop terstruktur untuk mendiskusikan dan merumuskan 

kalimat misi yang tepat, menghindari istilah yang ambigu dan 

kurang operasional. 

3) Pengujian Relevansi dan Praktikalitas Setelah draf misi dibuat, 

dilakukan pengujian melalui simulasi dan diskusi untuk 

memastikan misi dapat dijalankan dalam konteks operasional 

sehari-hari serta relevan dengan tuntutan organisasi. 

4) Sosialisasi dan Penanaman Nilai Misi yang telah final perlu 

disosialisasikan secara menyeluruh dan diinternalisasi oleh seluruh 

anggota agar menjadi landasan yang hidup dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

3. Perumusan Tujuan yang Spesifik, Terukur, dan Terjangkau 

Perumusan tujuan yang spesifik, terukur, dan terjangkau merupakan 

langkah kritis dalam manajemen mutu dan perencanaan strategis organisasi. 

Tujuan yang jelas dan konkrit akan memandu seluruh aktivitas organisasi 

dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta memudahkan evaluasi kinerja. 
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Dalam perumusan ini, prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Time-bound) sangat penting diterapkan untuk memastikan tujuan 

tidak hanya sekadar keinginan, tapi juga bisa dilaksanakan dan dipantau 

keberhasilannya. 

a. Karakteristik Tujuan yang Tepat 

1) Spesifik (Specific) Tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan 

terperinci, menyatakan dengan tepat apa yang ingin dicapai. Hal ini 

menghilangkan ambiguitas dan menyediakan fokus yang jelas bagi 

pelaksana. 

2) Terukur (Measurable) Tujuan perlu memiliki indikator yang 

memungkinkan pengukuran kemajuan dan hasil pencapaian. 

Pengukuran ini penting agar dapat menentukan apakah tujuan telah 

tercapai sesuai rencana. 

3) Terjangkau (Achievable) Tujuan harus realistis dan dapat dicapai 

dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. 

Tujuan yang terlalu ambisius tanpa dukungan memadai akan 

menimbulkan kekecewaan dan kegagalan. 

4) Relevan (Relevant) Tujuan harus relevan dengan visi dan misi 

organisasi serta mendukung pencapaian strategi jangka panjang. Ini 

memastikan tujuan tidak menyimpang dari arah organisasi. 

5) Batas Waktu (Time-bound) Penentuan batas waktu atau deadline 

untuk pencapaian tujuan sangat penting agar proses pencapaian 

dapat terencana dengan baik dan ada urgensi untuk pencapaian 

target. 

b. Proses Perumusan Tujuan 

1) Melibatkan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas dan 

sasaran sesuai kebutuhan dan potensi organisasi. 

2) Menyusun tujuan dalam format yang mudah dipahami dan diukur 

agar dapat menjadi pedoman operasional. 

3) Melakukan review ulang untuk memastikan tujuan tidak 

bertentangan dan dapat saling mendukung dalam pencapaian visi 

dan misi. 

4. Peran Partisipasi Stakeholder dalam Proses Perumusan 

Partisipasi stakeholder dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan 

sebagai salah satu  unsur  dalam menciptakan rumusan yang komprehensif, 

realistis, dan dapat diterima secara luas oleh seluruh pihak yang terkait. 

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik internal (manajemen, 

karyawan) maupun eksternal (pelanggan, mitra, komunitas) memberikan 
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perspektif yang beragam, memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi 

mencerminkan kebutuhan, harapan, dan realitas lingkungan organisasi secara 

menyeluruh. 

a. Manfaat Partisipasi Stakeholders 

1) Meningkatkan Akseptabilitas dan Komitmen Dengan melibatkan 

stakeholder dalam proses perumusan, mereka merasa dihargai dan 

memiliki kepemilikan terhadap hasil rumusan sehingga 

meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan. 

2) Memperkaya Perspektif dan Informasi Stakeholder membawa 

pengalaman dan pengetahuan berbeda yang dapat memperkaya 

kualitas visi, misi, dan tujuan sehingga menjadi relevan serta adaptif 

dengan perubahan lingkungan. 

3) Mengurangi Risiko Konflik dan Resistensi Keterlibatan sejak awal 

membantu mengantisipasi dan mengelola potensi konflik serta 

resistensi yang mungkin muncul akibat ketidakcocokan visi dan 

tujuan. 

4) Menghasilkan Rumusan yang Realistis dan Praktis Melalui dialog 

dan konsultasi, hasil perumusan lebih grounded dalam realitas 

operasional dan sumber daya yang ada. 

b. Strategi Mengotimalkan Partisipasi 

1) Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan Kunci Menentukan siapa 

saja stakeholder yang paling berpengaruh dan relevan untuk 

dilibatkan agar proses efektif dan efisien. 

2) Membangun Komunikasi Terbuka dan Transparan Menyediakan 

forum diskusi, workshop, dan konsultasi yang mendorong 

pertukaran ide secara terbuka dan konstruktif. 

3) Memberikan Peran yang Jelas untuk Setiap Stakeholder 

Mendefinisikan kontribusi dan tanggung jawab stakeholder dalam 

proses sehingga partisipasi mereka fokus dan produktif. 

4) Menyosialisasikan Hasil dan Memonitor Implementasi Setelah 

rumusan selesai, terus melibatkan stakeholder untuk evaluasi dan 

pembaruan guna menjaga relevansi dan komitmen. 

5. Penerapan Model dan Metode dalam Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan 

Dalam memastikan proses perencanaan strategi organisasi berjalan 

secara sistematis, terstruktur, dan menghasilkan rumusan yang efektif serta 

dapat diimplementasikan dalam penerapan model dan metode dalam 

perumusan visi, mkisi dan tujuan. Berbagai model dan metode ini membantu 

organisasi dalam mengorganisasi pemikiran, mengakomodasi berbagai 
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perspektif, dan mengantisipasi dinamika lingkungan yang kompleks sehingga 

rumusan yang dihasilkan tidak hanya ideal secara teori tetapi juga aplikatif di 

lapangan. 

Metode yang umu digunakan: 

a. Brainstorming dan Workshop Partisipatif Mengumpulkan berbagai ide 

dan perspektif dari pemangku kepentingan secara terbuka untuk 

memperoleh rumusan yang mencerminkan aspirasi bersama. 

b. Benchmarking Membandingkan praktik terbaik dan visi, misi, tujuan 

organisasi dengan organisasi lain yang unggul sebagai bahan 

pembelajaran dan inspirasi. 

c. Focus Group Discussion (FGD) Diskusi mendalam dengan kelompok-

kelompok pemangku kepentingan untuk menggali nilai-nilai inti dan 

harapan terhadap organisasi. 

d. Analisis Data dan Tren Lingkungan Menggunakan data kuantitatif dan 

kualitatif serta mengidentifikasi tren pasar, teknologi, dan sosial untuk 

memastikan visi dan tujuan relevan dan anticipative. 

e. Metode SMART dalam Perumusan Tujuan Membantu memastikan 

tujuan yang dirumuskan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 

berbatas waktu. 

Penerapan model dan metode ini tidak berdiri sendiri melainkan saling 

melengkapi. Misalnya, hasil analisis SWOT dan VRIO dapat digunakan dalam 

sesi brainstorming yang didukung oleh workshop partisipatif, kemudian 

hasilnya dapat dipetakan dalam Balanced Scorecard untuk merumuskan tujuan 

yang terukur dan strategis. Pendekatan ini memastikan perumusan yang holistik 

dan terintegrasi. 

6. Evaluasi dan Revisi Visi, Misi, dan Tujuan Secara Berkala 

Evaluasi dan revisi visi, misi, dan tujuan secara berkala merupakan 

proses strategis yang sangat krusial untuk memastikan bahwa arah dan landasan 

organisasi tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan internal dan 

eksternal. Organisasi yang sukses tidak hanya menetapkan visi, misi, dan tujuan 

secara statis, melainkan melakukan peninjauan secara periodik guna 

mengidentifikasi apakah perumusan tersebut masih sesuai dengan kondisi 

lingkungan bisnis, teknologi, sosial, dan ekonomi yang dinamis. Dengan 

adanya evaluasi yang rutin, organisasi dapat melakukan penyesuaian yang 

diperlukan agar strategi tetap efektif dan mendukung pencapaian hasil yang 

optimal. 
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a. Pentingnya Evaluasi Berkala 

1) Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Kondisi pasar, 

teknologi, regulasi, dan kebutuhan stakeholder terus berubah, 

sehingga organisasi harus reflektif dan responsif melalui evaluasi 

rutin. 

2) Mengukur Pencapaian Tujuan Evaluasi membantu organisasi 

menilai sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai 

dan mengidentifikasi hambatan atau keberhasilan dalam 

implementasi. 

3) Memperkuat Komitmen Organisasi Proses evaluasi dan revisi 

secara berkala melibatkan pemangku kepentingan yang 

memperkuat keterlibatan dan dukungan terhadap visi dan misi 

organisasi. 

4) Meningkatkan Kejelasan dan Fokus Strategi Menyempurnakan 

rumusan visi, misi, dan tujuan dapat membantu organisasi tetap 

fokus pada hal-hal strategis dan menghindari penyimpangan arah. 

b. Tahapan Evaluasi dan Revisi 

1) Pengumpulan Data dan Informasi Mengumpulkan data kinerja, 

feedback stakeholder, dan analisis lingkungan secara kuantitatif dan 

kualitatif sebagai dasar evaluasi. 

2) Penilaian Kesesuaian dan Efektivitas Membandingkan hasil aktual 

dengan standar atau target yang telah ditetapkan, serta menilai 

apakah visi dan misi masih relevan dan menginspirasi. 

3) Forum Diskusi dan Konsultasi Melibatkan manajemen dan 

stakeholder dalam dialog untuk menggali pandangan dan 

rekomendasi terkait revisi. 

4) Perumusan Ulang (Jika Diperlukan) Melakukan revisi pada 

rumusan agar lebih sesuai dengan konteks terkini, baik berupa 

penyesuaian kecil maupun perubahan mendasar. 

5) Sosialisasi dan Implementasi Mengkomunikasikan hasil revisi 

kepada seluruh anggota organisasi dan mengintegrasikannya dalam 

perencanaan dan operasional. 
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E. Visi dan Misi sebagai Pedoman dalam Perencanaan Mutu 

Dalam upaya mencapai keunggulan mutu dan keberlanjutan organisasi, visi dan 

misi berperan sebagai pedoman utama dalam perencanaan mutu. Visi memberikan 

gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi, sementara misi 

menjabarkan tujuan dan nilai-nilai yang menjadi landasan operasional sehari-hari. 

Kejelasan dan konsistensi dalam visi dan misi sangat penting untuk memastikan 

seluruh strategi mutu dan aktivitas organisasi terarah dengan baik dan selaras dengan 

cita-cita yang ingin dicapai. Menurut Evans (2004), visi dan misi yang terdefinisi 

dengan baik tidak hanya menginspirasi tetapi juga menjadi pendorong komitmen 

seluruh anggota organisasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan. 

Lebih lanjut, Goetsch dan Davis (2014) menegaskan bahwa dalam perencanaan 

mutu, visi dan misi harus menjadi acuan dalam menentukan standar mutu, kebijakan, 

dan prosedur yang efektif. Dengan demikian, perencanaan mutu yang berlandaskan 

visi dan misi dapat menghasilkan proses yang terstruktur, konsisten, dan adaptif 

terhadap kebutuhan pelanggan serta perubahan lingkungan. 

1. Fungsi Visi dan Misi dalam Menetapkan Standar Mutu  

a. Menjadi Panduan dalam Penetapan Standar Visi menetapkan arah aspiratif 

yang mendorong organisasi untuk menetapkan standar mutu yang 

ambisius namun realistis. Misi menjabarkan pendekatan operasional untuk 

mencapai visi tersebut, termasuk bagaimana mutu harus dijaga dan 

dikembangkan. 

b. Menyelaraskan Standar Mutu dengan Tujuan Strategis Standar mutu yang 

ditetapkan berdasarkan visi dan misi lebih cenderung untuk mendukung 

pencapaian tujuan jangka panjang organisasi, sehingga tidak hanya fokus 

pada kepatuhan teknis tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi 

pelanggan dan stakeholder. 

c. Menjamin Konsistensi dan Integritas Mutu Ketika standar mutu 

didasarkan pada visi dan misi, hal ini menjamin bahwa seluruh proses dan 

hasil kerja organisasi konsisten dengan identitas dan komitmen yang sudah 

disepakati, serta menjaga integritas mutu dalam semua lini operasi. 

d. Memudahkan Pengukuran dan Evaluasi Mutu Visi dan misi yang jelas 

memungkinkan organisasi untuk menetapkan indikator kinerja mutu yang 

spesifik dan terukur, sehingga hasil evaluasi mutu dapat memberikan 

gambaran yang akurat tentang kemajuan terhadap visi dan misi organisasi. 

2. Peran Visi dan Misi dalam Mendorong Budaya Mutu  

a. Membangun Kesamaan Persepsi dan Nilai Visi dan misi membantu 

menyatukan persepsi seluruh anggota organisasi tentang pentingnya mutu, 

sehingga tercipta budaya bersama yang menghargai kualitas dan 

keunggulan. 
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b. Menjadi Landasan Komitmen Terhadap Mutu Dengan memiliki visi dan 

misi yang berfokus pada mutu, organisasi menanamkan komitmen jangka 

panjang dari semua pihak untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu. 

c. Mendorong Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Visi dan misi yang 

mengedepankan mutu mengajak setiap individu untuk berperan aktif 

dalam menjaga mutu proses dan produk melalui sikap proaktif dan 

kolaboratif. 

d. Menguatkan Pengambilan Keputusan Berbasis Mutu Organisasi yang 

memiliki visi dan misi kuat dalam mutu akan menggunakan nilai-nilai 

tersebut sebagai acuan dalam setiap keputusan manajerial maupun 

operasional, memastikan bahwa mutu tetap menjadi prioritas utama. 

e. Mendorong Budaya Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement) 

Visi dan misi yang menanamkan pentingnya mutu secara berkelanjutan 

memotivasi organisasi untuk terus mencari inovasi dan peningkatan mutu 

dalam seluruh aktivitasnya. 

3. Implementasi Visi dan Misi dalam Sistem Manajemen Mutu  

a. Pengembangan Kebijakan Mutu Berdasarkan Visi dan Misi Kebijakan 

mutu dirumuskan dengan merujuk pada visi jangka panjang dan misi 

operasional organisasi, sehingga kebijakan tersebut relevan dan 

mendukung tujuan strategis yang diinginkan. 

b. Penetapan Standar dan Prosedur Mutu Standar mutu dan prosedur kerja 

dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

komitmen yang terkandung dalam visi dan misi, baik dalam hal kualitas 

produk, layanan, maupun proses internal. 

c. Penyelarasan Tujuan Mutu dengan Visi dan Misi Sasaran dan indikator 

mutu dikembangkan dari visi dan misi yang ada, memungkinkan evaluasi 

kinerja mutu yang terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. 

d. Pelatihan dan Pengembangan SDM Visi dan misi dijadikan pedoman 

dalam merancang program pelatihan dan pengembangan kemampuan 

sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan 

dalam menerapkan standar mutu. 

e. Komunikasi dan Sosialisasi Visi dan Misi Penting dilakukan komunikasi 

efektif dan penguatan internalisasi visi dan misi kepada seluruh anggota 

organisasi agar mereka memahami peran dan kontribusinya terhadap 

sistem manajemen mutu. 

f. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Implementasi visi dan misi 

diantaranya diwujudkan melalui mekanisme evaluasi rutin dan perbaikan 

berkelanjutan, yang menjadi bagian integral dari sistem manajemen mutu 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar. 
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g. Evaluasi Efektivitas Visi dan Misi dalam Mendukung Mutu Strategi untuk 

menilai sejauh mana visi dan misi berkontribusi pada pencapaian mutu 

organisasi. 

Dengan berlandaskan visi dan misi yang jelas dan terinternalisasi, organisasi 

dapat menetapkan standar mutu yang konsisten, mengembangkan budaya mutu yang 

kuat, serta mengarahkan seluruh sistem manajemen mutu secara terpadu dan 

berkelanjutan. Implementasi visi dan misi dalam perencanaan mutu tidak hanya 

memastikan keselarasan tujuan strategis tetapi juga mendukung peningkatan kualitas 

produk, layanan, dan proses organisasi secara keseluruhan. 
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PENERAPAN  MANAJEMEN MUTU 

TERPADU DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

ISLAM 
 

 

 

 

A. Proses Implementasi TQM dalam Pendidikan Islam 

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, 

kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu hal yang mutlak dan 

tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem 

pendidikan nasional perlu menerapkan berbagai pendekatan manajemen mutu untuk 

menjamin kualitasnya. Salah satu pendekatan yang banyak diadopsi adalah Total 

Quality Management (TQM), yang menitikberatkan pada perbaikan berkelanjutan 

dan partisipasi semua elemen dalam organisasi pendidikan. Menurut Dale H. 

Besterfield et al. (2003), TQM adalah suatu pendekatan manajerial yang 

mengintegrasikan fungsi-fungsi dan proses dalam organisasi untuk meningkatkan 

mutu produk dan layanan secara menyeluruh. 

Lebih jauh, Evans dan Lindsay (2005) menyatakan bahwa inti dari TQM adalah 

fokus pada pelanggan (customer focus), keterlibatan seluruh anggota organisasi (total 

involvement), dan strategi perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), yang 

sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan Islam guna menciptakan 

lembaga yang unggul dan berdaya saing  

Implementasi TQM dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada hasil 

akademik semata, melainkan juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai Islami 

yang menjadi landasan moral peserta didik. Oleh karena itu, proses implementasi 

TQM harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam agar 

mutu pendidikan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan berkah. Dengan adanya 

pemahaman dan penerapan TQM yang tepat, diharapkan pendidikan Islam dapat 

mengoptimalkan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

pembangunan sumber daya manusia unggul dan berakhlakul karimah. 

1. Persiapan Implementasi TQM 

a. Identifikasi kebutuhan dan tujuan mutu dalam konteks pendidikan Islam 

adalah proses awal yang penting untuk menentukan standar kualitas yang 

ingin dicapai oleh lembaga pendidikan Islam. Hal ini melibatkan 

pemahaman mendalam terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan 

nilai-nilai Islami yang harus diintegrasikan dalam pendidikan. Tujuan 
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mutu dirumuskan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran mampu 

menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga 

memiliki akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, identifikasi 

ini menjadi langkah awal yang menentukan dalam merancang dan 

melaksanakan program mutu pendidikan yang efektif dan relevan. 

Proses identifikasi dalam konteks Pendidikan Islam: 

1) Melakukan analisis kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar 

sebagai dasar penentuan fokus mutu. 

2) Mengintegrasikan prinsip maqasid syariah (tujuan syariah) sebagai 

landasan filosofis tujuan mutu. 

3) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam dialog bersama 

untuk merumuskan kebutuhan dan tujuan mutu secara inklusif. 

4) Menetapkan tujuan mutu yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam yang menekankan pengembangan holistik individu. 

Identifikasi kebutuhan dan tujuan mutu bukan hanya teknis manajerial, 

tetapi juga bersifat spiritual dan normatif, sehingga pendidikan Islam 

memiliki ciri khas yang membedakan dari sistem pendidikan lainnya. Ini 

menjadi fondasi penting agar implementasi TQM dalam pendidikan Islam 

berjalan optimal dan menghasilkan kualitas peserta didik yang unggul 

secara keilmuan dan keimanan. 

b. Pembentukan tim mutu dan penentuan peran serta tanggung jawab dalam 

implementasi TQM di pendidikan Islam adalah   dimulai dengan memilih 

individu yang kompeten dan memahami prinsip mutu serta nilai-nilai 

Islam, yang kemudian dibentuk menjadi tim dengan struktur jelas. Setiap 

anggota tim mendapatkan peran spesifik sesuai keahlian dan tanggung 

jawab yang dibebankan secara tegas agar sinergi kerja terjaga. Penetapan 

peran meliputi fungsi koordinasi, monitoring, pelaporan, dan evaluasi 

mutu, sehingga tim dapat bekerja efektif dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan secara berkelanjutan. 

Pembentukan tim mutu yang solid dan terstruktur dengan penentuan peran 

jelas menjadi kunci keberhasilan implementasi TQM dalam pendidikan 

Islam. Tim ini tidak hanya berfungsi secara teknis manajerial tetapi juga 

wajib menginternalisasi nilai-nilai Islami agar proses mutu berjalan selaras 

dengan misi pendidikan Islam. 

c. Penyusunan kebijakan mutu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah 

proses perumusan aturan, prinsip, dan pedoman yang mengatur 

pelaksanaan manajemen mutu dalam pendidikan Islam, dengan landasan 

utama adalah ajaran dan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini harus 

mencerminkan komitmen untuk mencapai keunggulan akademik 

sekaligus menjaga integritas spiritual dan moral peserta didik. Kebijakan 
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disusun secara partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

agar nilai-nilai Islami seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan 

menjadi pijakan dalam seluruh proses pendidikan dan pengelolaan 

lembaga. 

Kebijakan mutu adalah dokumen resmi yang menjadi panduan umum 

tentang bagaimana mutu pendidikan dikelola dan dikembangkan. Dalam 

konteks pendidikan Islam, kebijakan ini harus terintegrasi dengan nilai-

nilai Islam yang menjadi dasar pembentukan karakter dan akhlak peserta 

didik. 

Langkah-langkah penyusunan kebijakan mutu: 

1) Analisis kebutuhan dan konteks 

2) Keterlibatan pemangku kepentingan 

3) Merumuskan pernyataan kebijakan 

4) Menetapkan prinsip dan standar 

5) Sosilasi dan publikasi kebijakan 

6) Evaluasi dan revisi berkala 

Tujuan kebijakan mutu di lembaga Pendidikan Islam 

1) Menjamin kualitas pembelajaran yang holistik, tidak hanya 

kecerdasan akademik tetapi juga karakter Islami. 

2) Membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif dan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam dan  budaya bangsa  

3) Memberikan acuan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

mutu pendidikan. 

4) Mendorong budaya mutu yang berlandaskan amanah dan ihsan. 

d. Sosialisasi konsep Total Quality Management (TQM) kepada seluruh 

pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan staf merupakan 

langkah untuk membangun pemahaman bersama dan dukungan terhadap 

penerapan prinsip-prinsip mutu di pendidikan Islam. Proses ini dilakukan 

dengan pendekatan komunikatif dan edukatif sehingga setiap pihak 

memahami arti penting TQM, peran masing-masing, serta bagaimana 

nilai-nilai Islam menjadi landasan dalam meningkatkan mutu secara 

menyeluruh. Sosialisasi yang efektif melibatkan berbagai metoda seperti 

pelatihan, workshop, seminar, komunikasi rutin, dan materi edukasi yang 

sesuai dengan karakteristik setiap kelompok pemangku kepentingan. 
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Tujuan sosialisasi TQM 

1) Membangun kesadaran dan pemahaman yang sama tentang konsep 

mutlak TQM. 

2) Menanamkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam penerapan 

TQM. 

3) Memotivasi semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam proses 

peningkatan mutu. 

4) Mengurangi resistensi perubahan dengan memberikan informasi yang 

komprehensif dan transparan. 

Sosialisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat penting untuk 

memastikan bahwa semua pemangku kepentingan paham dan mendukung 

implementasi TQM berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan proses 

peningkatan mutu lebih inklusif, harmonis, dan berdampak nyata pada 

kualitas pendidikan. 

2. Perencanaan dan Pengorganisasian Implementasi TQM 

a. Penyusunan rencana aksi penerapan Total Quality Management (TQM) 

melibatkan identifikasi langkah-langkah strategis yang harus dilakukan, 

penetapan timeline waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang 

spesifik untuk mengukur pencapaian tujuan. Rencana aksi TQM harus 

mencakup analisis kebutuhan, pelatihan, implementasi proses perbaikan 

kualitas, dan evaluasi secara berkala dengan indikator seperti peningkatan 

kepuasan pelanggan, pengurangan cacat produk, dan efisiensi operasional. 

Timeline dibagi dalam fase-fase: persiapan, pelaksanaan, dan peninjauan 

hasil.  

Penyusunan rencana aksi TQM: 

1) Analisis dan Perencanaan 

Langkah awal adalah melakukan analisis situasi organisasi dan 

kebutuhan kualitas. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan 

serta sumber daya yang tersedia. Buat rencana strategis yang 

mencakup tujuan jangka pendek dan panjang. 

2) Penyusunan Tim dan Pelatihan 

Susun tim yang akan bertanggung jawab dalam penerapan TQM. 

Berikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip TQM, seperti fokus pada 

pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh 

karyawan. 
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3) Pelaksanaan Implementasi 

Mulailah penerapan sistem pengendalian kualitas secara menyeluruh, 

termasuk perbaikan proses, pengukuran kinerja, dan penggunaan 

alat-alat manajemen kualitas. Jadwalkan pelaksanaan secara bertahap 

sesuai timeline. 

4) Evaluasi dan Pengendalian 

Lakukan evaluasi berkala menggunakan indikator keberhasilan untuk 

mengukur efektivitas pelaksanaan TQM. 

b. Pengorganisasian sumber daya (SDM, anggaran, infrastruktur) untuk 

mendukung implementasi 

1) Sumber Daya Manusia (SDM): 

a) Melakukan identifikasi dan penempatan SDM yang memiliki 

kompetensi dan komitmen pada kualitas di posisi strategis. 

b) Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan 

terkait prinsip dan teknik TQM untuk seluruh karyawan yang 

terlibat. 

c) Membentuk tim lintas fungsi yang bertugas mengawasi dan 

menjalankan program kualitas. 

d) Mengimplementasikan mekanisme motivasi dan penghargaan 

untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama karyawan. 

2) Anggaran 

a) Menyusun rencana anggaran yang mencakup semua kebutuhan 

TQM seperti pelatihan, alat kontrol kualitas, dan biaya 

monitoring. 

b) Mengalokasikan dana secara tepat waktu sesuai tahapan 

implementasi TQM. 

c) Melakukan kontrol dan evaluasi penggunaan anggaran guna 

menjaga efisiensi dan efektivitas pengeluaran. 

3) Infrastruktur 

a) Menyediakan fasilitas produksi dan peralatan yang sesuai 

standar kualitas untuk mendukung proses produksi berkualitas. 

b) Mengadopsi teknologi informasi dan sistem pendukung untuk 

pengumpulan data dan pelaporan kualitas secara real-time. 

c) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kolaborasi 

dan perbaikan berkelanjutan. 
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d) Menyiapkan sistem dokumentasi dan prosedur kerja terintegrasi 

untuk mendukung operasional TQM. 

e) Pelatihan dan pembinaan kompetensi terkait manajemen mutu 

dan prinsip Islam 

f) Membangun sistem komunikasi efektif antar elemen lembaga 

pendidikan 

3. Pelaksanaan Implementasi TQM 

a. Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses pembelajaran berfokus 

pada penerapan prinsip dan metode Total Quality Management (TQM) 

untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini 

meliputi perencanaan pembelajaran yang sistematis, pelaksanaan yang 

terpadu dengan standar mutu, pengawasan dan evaluasi berkala, serta 

tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Tujuan utamanya adalah 

memastikan proses pembelajaran efektif, efisien, serta dapat 

meningkatkan kompetensi peserta didik dan kepuasan semua pihak terkait. 

Adapun penerapan system manajemen mutu dalam proses pembelajaran 

mencakup: 

1) Perencanaan Mutu Pembelajaran 

a) Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran yang sesuai 

dengan standar pendidikan dan kebutuhan peserta didik. 

b) Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan 

relevan dengan kompetensi yang diharapkan. 

c) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

yang berkualitas. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

a) Menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif 

untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. 

b) Memastikan ketercapaian indikator mutu selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

c) Melibatkan semua tenaga pendidik yang kompeten dan 

berkomitmen terhadap mutu. 

3) Pengawasan dan Evaluasi 

a) Melakukan monitoring terhadap proses dan hasil pembelajaran 

secara berkala untuk mendeteksi kendala dan hambatan. 
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b) Menggunakan berbagai instrumen evaluasi untuk mengukur 

prestasi dan perkembangan peserta didik serta efektivitas 

pembelajaran. 

c) Melibatkan umpan balik dari siswa, guru, dan pihak lain yang 

terkait. 

4) Perbaikan Berkelanjutan 

a) Menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan area yang perlu 

perbaikan. 

b) Merencanakan dan menerapkan tindakan korektif dan preventif. 

c) Melakukan pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan 

peningkatan sarana/prasarana pembelajaran secara 

berkelanjutan. 

b. Pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan 

orang tua dalam upaya peningkatan mutu sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan 

berkelanjutan. Pelibatan ini dilakukan melalui komunikasi terbuka, 

kolaborasi dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran, serta partisipasi 

dalam kegiatan pengembangan mutu. Dengan keterlibatan yang aktif, 

semua pihak memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai 

tujuan mutu pendidikan. 

1) Guru 

a) Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. 

b) Berkontribusi dalam pengembangan kurikulum dan metode 

pembelajaran inovatif. 

c) Aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk 

peningkatan kompetensi. 

2) Siswa 

a) Memberi umpan balik mengenai proses pembelajaran dan 

lingkungan sekolah. 

b) Terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif dan 

inisiatif perbaikan proses belajar. 

c) Mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran. 
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3) Orang Tua 

a) Berpartisipasi dalam komunikasi rutin dengan guru dan pihak 

sekolah. 

b) Mendukung kegiatan belajar di rumah dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

c) Terlibat dalam komite sekolah atau forum orang tua untuk 

mendiskusikan perbaikan mutu. 

         Pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis akan 

memperkuat implementasi sistem manajemen mutu dan memastikan 

keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan.  

c. Penggunaan alat dan teknik Total Quality Management (TQM) seperti 

PDCA (Plan-Do-Check-Act), benchmarking, dan pengendalian mutu 

berbasis data sangat penting untuk meningkatkan kualitas secara 

sistematis. PDCA digunakan sebagai siklus perbaikan berkelanjutan 

dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengecekan hasil, dan tindakan 

perbaikan. Benchmarking membantu organisasi membandingkan proses 

dan hasilnya dengan standar terbaik dari luar guna menemukan peluang 

perbaikan. Pengendalian mutu berbasis data mengandalkan pengumpulan 

dan analisis data untuk memantau kinerja dan memastikan standar mutu 

terpenuhi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam mengelola 

peningkatan mutu yang terstruktur dan berbasis fakta. 

1) PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

a) Plan: Menetapkan tujuan kualitas dan merancang proses serta 

indikator keberhasilan. 

b) Do: Melaksanakan proses sesuai rencana yang telah dibuat. 

c) Check: Mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan 

untuk mengevaluasi efektivitas. 

d) Act: Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 

untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan. 

2) Benchmarking 

a) Identifikasi proses atau hasil terbaik dari organisasi lain yang 

relevan. 

b) Bandingkan kinerja dan praktik yang ada dengan standar terbaik 

tersebut. 

c) Pelajari dan terapkan praktik-praktik unggul yang dapat 

meningkatkan mutu di organisasi sendiri. 
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d) Pantau hasil setelah penerapan benchmarking secara rutin. 

3) Pengendalian Mutu Berbasis Data 

a) Kumpulkan data kualitas secara sistematis dari proses dan hasil. 

b) Gunakan alat statistik dan analisis data untuk mengidentifikasi 

tren, penyimpangan, dan akar masalah. 

c) Implementasikan sistem pengendalian berbasis data untuk 

mencegah kesalahan dan memastikan konsistensi mutu. 

d) Laporkan hasil pengendalian mutu kepada seluruh pemangku 

kepentingan untuk transparansi dan perbaikan bersama. 

Penggunaan PDCA, benchmarking, dan pengendalian mutu berbasis 

data secara terpadu memungkinkan organisasi melakukan 

peningkatan kualitas yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis 

bukti. 

d. Integrasi nilai-nilai Islami dalam setiap praktik manajemen dan 

pembelajaran melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika, moral, dan 

spiritual Islam untuk membentuk budaya organisasi dan proses 

pembelajaran yang berlandaskan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan 

kasih sayang. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai seperti amanah 

(kepercayaan), ikhlas (ketulusan), musyawarah (konsultasi), dan ihsan 

(unggul dalam berbuat), yang diterjemahkan dalam pengambilan 

keputusan, pola interaksi, dan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, 

manajemen dan pembelajaran tidak hanya mengejar mutu secara teknis 

tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik serta seluruh 

anggota organisasi. 

Adapun Landasan Nilai Islami dalam Manajemen dan Pembelajaran: 

1) Amanah (Kepercayaan) 

a) Mengelola sumber daya dan proses pembelajaran dengan rasa 

tanggung jawab yang tinggi sebagai bentuk pengabdian dan 

kepercayaan dari Allah dan masyarakat. 

b) Menjadi teladan dalam integritas dan konsistensi perilaku. 

2) Ikhlas (Ketulusan) 

a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanpa mengharapkan 

pamrih dunia semata, melainkan sebagai ibadah kepada Tuhan. 

b) Menumbuhkan suasana kerja dan belajar yang positif dan penuh 

ketulusan. 
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3) Musyawarah (Konsultasi) 

a) Mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap keputusan 

manajerial maupun pembelajaran untuk mencapai kesepakatan 

yang adil dan bijaksana. 

b) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam dialog dan 

kolaborasi. 

4) Ihsan (Kualitas Unggul) 

a) Mendorong semua pihak agar selalu berusaha memberikan yang 

terbaik dalam setiap aspek manajemen dan pembelajaran. 

b) Meninjau dan memperbaiki kualitas secara berkelanjutan dengan 

tujuan mencapai kesempurnaan. 

Sedangkan Implementasi nilai-nilai Islam dalam Praktik meliputi: 

1) Dalam Manajemen 

a) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan nilai-

nilai Islam. 

b) Menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya. 

c) Membina hubungan kerja yang harmonis dan saling 

menghormati antar anggota organisasi. 

2) Dalam Pembelajaran 

a) Membumikan materi pembelajaran dengan nilai-nilai Islam yang 

relevan. 

b) Melakukan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan 

akhlak mulia dan karakter Islami. 

c) Mendorong sikap empati, tolong-menolong, dan rasa keadilan di 

antara peserta didik. 

Integrasi ini tidak hanya memperkuat mutu dari sisi teknis dan akademik, 

tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik serta 

pengelola, sehingga menghasilkan lingkungan pembelajaran dan 

organisasi yang sehat dan beretika.  

4. Pengendalian dan Monitoring Mutu 

a. Pemantauan proses secara kontinu menggunakan indikator mutu yang 

telah ditetapkan. Pemantauan proses secara kontinu menggunakan 

indikator mutu yang telah ditetapkan adalah kegiatan berkelanjutan untuk 

mengukur dan mengevaluasi kinerja proses berdasarkan standar mutu 
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yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan indikator mutu 

sebagai alat ukur yang objektif, melakukan pengumpulan data dan 

pemantauan secara rutin, serta menganalisis hasil untuk mengidentifikasi 

deviasi atau penyimpangan dari target mutu. Dengan pemantauan yang 

kontinu, organisasi dapat segera mengambil tindakan perbaikan dan 

memastikan proses berjalan sesuai standar yang diharapkan. 

Pemantauan Proses Secara Kontinu Menggunakan Indikator Mutu: 

1) Penetapan Indikator Mutu: Memilih indikator yang relevan, spesifik, 

dapat diukur, dan mencerminkan aspek penting dari proses yang akan 

dipantau. Indikator dapat berupa kuantitatif (misalnya persentase 

keberhasilan, waktu penyelesaian) maupun kualitatif (misalnya 

tingkat kepuasan pelanggan). 

2) Pengumpulan Data Secara Rutin: Melakukan pencatatan dan 

pengumpulan data indikator mutu secara sistematis dan 

terjadwal.Menggunakan teknologi atau sistem informasi untuk 

mempermudah proses pengumpulan data. 

3) Analisis dan Evaluasi: Menganalisis data yang terkumpul untuk 

mengidentifikasi tren, pola, serta penyimpangan dari standar atau 

target mutu. Menggunakan teknik statistik dan alat bantu manajemen 

mutu untuk evaluasi yang lebih mendalam. 

4) Tindak Lanjut dan Perbaikan: Segera mengambil tindakan perbaikan 

bila ditemukan deviasi atau masalah dalam proses. Melakukan review 

secara periodik untuk menyesuaikan indikator mutu sesuai kebutuhan 

dan perkembangan proses. Melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan untuk pengambilan keputusan berbasis data hasil 

pemantauan. 

Pemantauan proses yang kontinu dengan indikator mutu memberikan 

dasar yang kuat untuk pengendalian kualitas dan peningkatan 

berkelanjutan, sehingga organisasi dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu layanan atau produk secara efektif. 

b. Audit internal mutu secara berkala adalah proses evaluasi yang dilakukan 

oleh tim internal organisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan sistem 

manajemen mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta 

mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Audit ini melibatkan 

pemeriksaan dokumen, wawancara, pengamatan, dan pengujian proses 

atau hasil kerja untuk menemukan ketidaksesuaian serta area yang 

memerlukan peningkatan. Dengan audit internal yang rutin, organisasi 

dapat memitigasi risiko, meningkatkan kualitas, dan memastikan 

kepatuhan terhadap kebijakan mutu yang berlaku. 
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1) Tujuan Audit Internal: Memastikan kesesuaian penerapan sistem 

manajemen mutu dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. 

Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan, dan potensi risiko 

dalam proses dan pelaksanaan mutu.Mencari peluang perbaikan 

1)untuk peningkatan kinerja dan efektivitas sistem mutu. 

2) Pelaksanaan Audit: Penjadwalan audit internal secara rutin (misalnya 

setiap 3 atau 6 bulan). Pembentukan tim audit yang berkompeten dan 

independen dari unit yang diaudit. Persiapan checklist audit berdasar 

standar mutu dan dokumen terkait. Pelaksanaan audit melalui review 

dokumen, wawancara dengan pihak terkait, pengamatan langsung, 

dan pengujian proses. 

3) Identifikasi dan Pelaporan Temuan: Mencatat temuan audit berupa 

ketidaksesuaian (non-conformance), observasi, dan praktik baik. 

Mendokumentasikan secara rinci dengan bukti yang mendukung. 

Melaporkan hasil audit kepada manajemen dan pihak terkait secara 

transparan. 

4) Tindak Lanjut dan Perbaikan: Menyusun rencana tindakan korektif 

dan preventif berdasarkan temuan audit. Memantau pelaksanaan 

perbaikan dan efektivitasnya. Melakukan audit susulan untuk 

memastikan masalah telah tertangani dengan baik. 

c. Penggalian umpan balik dari peserta didik dan stakeholder lainnya 

merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memanfaatkan masukan guna meningkatkan mutu pembelajaran dan 

layanan. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, 

wawancara, diskusi kelompok, dan media komunikasi lain yang relevan, 

yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, 

serta permasalahan yang dihadapi. Hasil umpan balik digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan, perbaikan berkelanjutan, dan 

pengembangan sistem pembelajaran yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan semua pihak. 

Penggalian Umpan Balik dari Peserta Didik dan Stakeholder 

1) Metode Pengumpulan Umpan Balik: 

a) Survei dan Kuesioner: Membagikan formulir tertulis atau digital 

yang berisi pertanyaan terkait aspek pembelajaran, fasilitas, dan 

layanan. 

b) Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD): Mengadakan 

pertemuan tatap muka dengan peserta didik, guru, orang tua, dan 

pihak terkait lain untuk menggali pandangan secara mendalam. 
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c) Kotak Saran dan Media Digital: Menyediakan ruang atau 

platform online bagi stakeholder untuk memberikan masukan 

kapan saja. 

d) Observasi dan Penilaian: Melibatkan pengamatan langsung atau 

penilaian oleh pihak internal maupun eksternal sebagai bagian 

dari umpan balik kualitatif. 

2) Analisis dan Pengolahan Data 

a) Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyusunnya 

secara sistematis. 

b) Menggunakan teknik analisis statistik atau kualitatif untuk 

mengidentifikasi tren, kebutuhan, dan isu kritis. 

c) Menyajikan hasil dalam bentuk laporan yang mudah dipahami 

oleh pengambil keputusan. 

3) Tindak Lanjut 

a) Mengomunikasikan hasil umpan balik kepada seluruh pemangku 

kepentingan. 

b) Menyusun dan melaksanakan rencana perbaikan berdasarkan 

masukan yang diterima. 

c) Melakukan evaluasi kembali secara berkala untuk mengukur 

efektivitas perbaikan dan penyesuaian kebijakan. 

Dengan penggalian umpan balik yang terstruktur dan komunikasi yang 

baik, organisasi pembelajaran dapat memastikan bahwa kebijakan dan 

praktik yang dijalankan selalu relevan dan mampu memenuhi kebutuhan 

peserta didik serta stakeholder lain secara optimal. 

d. Pengelolaan dokumentasi dan pelaporan hasil mutu adalah proses 

sistematis untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menyajikan dokumen-

dokumen terkait mutu serta hasil evaluasi kualitas secara terstruktur dan 

mudah diakses. Proses ini meliputi pencatatan data mutu, pengelolaan 

arsip dokumen sesuai standar, serta penyusunan laporan hasil mutu yang 

akurat, tepat waktu, dan informatif untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan perbaikan berkelanjutan. 

1) Pengelolaan Dokumentasi Mutu 

a) Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen: Membuat dan 

mengupdate dokumen standar, prosedur, instruksi kerja, dan 

form/formulir terkait mutu. Mengumpulkan dokumen hasil 

monitoring, audit, evaluasi, dan kegiatan mutu lainnya secara 

sistematis. 
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b) Pengorganisasian dan Penyimpanan: Mengelompokkan 

dokumen berdasarkan jenis, periode, dan aspek mutu untuk 

kemudahan pencarian. Menyimpan dokumen dalam format fisik 

dan/atau digital dengan sistem backup dan keamanan data yang 

memadai. 

c) Pemeliharaan dan Pengendalian: Mengatur akses dokumen agar 

hanya pihak berwenang yang dapat mengedit atau mengubah. 

Melakukan review rutin untuk memastikan dokumen selalu up-

to-date dan relevan dengan kondisi saat ini. 

d) Menerapkan versi kontrol untuk mendokumentasikan perubahan 

dan revisi dokumen. 

2) Pelaporan Hasil Mutu meliputi: 

a) Penyusunan Laporan: Mengolah data dan hasil evaluasi mutu 

menjadi laporan yang ringkas, jelas, dan terstruktur.  

Memuat informasi penting seperti capaian indikator mutu, 

temuan audit, umpan balik, serta rekomendasi perbaikan. 

b) Distribusi dan Komunikasi: Menyampaikan laporan kepada 

manajemen, tim mutu, dan pemangku kepentingan lain sesuai 

kebutuhan dan jadwal. Menggunakan media komunikasi yang 

efektif baik dalam bentuk cetak maupun digital. 

3) Tindak Lanjut 

a) Menindaklanjuti hasil pelaporan dengan perencanaan perbaikan 

dan pengembangan mutu. 

b) Memantau implementasi tindakan perbaikan berdasarkan data 

dan laporan yang telah dibuat. 

Pengelolaan dokumentasi dan pelaporan hasil mutu yang efektif adalah 

fondasi penting untuk transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan 

kualitas secara berkelanjutan dalam organisasi atau institusi pendidikan. 

5. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 

a. Analisis hasil pengendalian mutu dan evaluasi kinerja pendidikan 

dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas proses 

pendidikan. Data kuantitatif biasanya berupa angka dan statistik yang 

menggambarkan capaian indikator seperti nilai ujian, tingkat kelulusan, 

partisipasi siswa, dan kehadiran guru, sedangkan data kualitatif berupa 

wawancara, observasi, dan studi dokumen yang memberikan konteks 

mendalam mengenai pengalaman peserta didik dan tenaga kependidikan. 

Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, analisis dapat menilai 
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kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan 

pendidikan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran. 

1) Analisis kuantitatif melibatkan pengolahan dan interpretasi data 

numerik yang dapat diukur secara objektif.  meliputi: 

a) Nilai ujian dan tes standar: Menilai capaian akademik siswa 

secara sistematis. 

b) Tingkat kelulusan dan drop-out: Mengukur keberhasilan sistem 

pendidikan dalam mempertahankan dan menyelesaikan peserta 

didik. 

c) Data kehadiran dan absensi guru serta siswa: Memantau disiplin 

dan keterlibatan dalam proses belajar. 

d) Survei kuantitatif: Mengumpulkan persepsi dan kepuasan 

stakeholder dengan skala likert atau nilai numerik. 

Penggunaan statistik deskriptif (rata-rata, median, persentase) serta 

analisis inferensial (uji-t, regresi) memungkinkan penafsiran 

perbedaan, tren, dan korelasi yang penting untuk pengambilan 

keputusan. 

2) Analisis Berdasarkan Data Kualitatif. Data kualitatif memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, proses, dan faktor 

yang mempengaruhi kinerja pendidikan. Metode pengumpulan data 

kualitatif meliputi: 

a) Wawancara mendalam: Dengan guru, siswa, orang tua, dan 

pengelola pendidikan untuk mendapatkan pandangan subjektif. 

b) Observasi lapangan: Melihat langsung proses pembelajaran dan 

interaksi yang terjadi. 

c) Studi dokumen: Menelaah laporan, nota, dan catatan yang 

relevan. 

Analisis data kualitatif dilakukan melalui pengkodean, tematik, dan 

naratif untuk mengidentifikasi pola, isu kritis, dan konteks yang 

mendasari angka-angka kuantitatif. 

3) Integrasi dan Evaluasi Kinerja 

Penggabungan kedua jenis data ini dikenal dengan pendekatan 

mixed-method, di mana hasil kuantitatif memberikan gambaran luas 

dan validasi numerik, sedangkan hasil kualitatif memberikan 

penjelasan mendalam yang memperkaya interpretasi. Analisis hasil 

pengendalian mutu dan evaluasi kinerja pendidikan berdasarkan 

kedua jenis data ini memungkinkan: 
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a) Identifikasi masalah yang terukur dan faktor penyebab di 

baliknya. 

b) Pemantauan efektivitas program pendidikan dan kebijakan. 

c) Penyusunan rekomendasi berbasis bukti yang holistik dan 

implementatif. 

d) Peningkatan mutu berkelanjutan melalui feedback dari berbagai 

sumber. 

b. Pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan dan inovasi 

berkelanjutan dilakukan melalui proses yang sistematis dan analitis, yang 

mencakup pengumpulan data yang relevan, evaluasi alternatif solusi, serta 

pertimbangan dampak jangka panjang. Keputusan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan efektivitas organisasi dengan memperhatikan 

kebutuhan saat ini dan perubahan lingkungan eksternal, sehingga inovasi 

dapat terintegrasi secara berkesinambungan dalam operasional. 

1) Pemahaman dan Pengumpulan Data 

Langkah awal dalam pengambilan keputusan strategis adalah 

memahami konteks dan kebutuhan organisasi. Ini dicapai melalui: 

a) Identifikasi masalah atau peluang perbaikan berdasarkan data 

kinerja, evaluasi, dan umpan balik stakeholder. 

b) Pengumpulan informasi baik kuantitatif (data statistik, indikator 

kinerja) maupun kualitatif (pandangan, pengalaman, dan 

kebutuhan pengguna). 

2) Analisis dan Evaluasi Alternatif 

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis mendalam untuk: 

a) Menilai penyebab masalah dan potensi dampak jika tidak segera 

diperbaiki. 

b) Mengembangkan beberapa alternatif solusi atau inovasi yang 

mungkin diterapkan. 

c) Evaluasi alternatif berdasarkan berbagai kriteria seperti biaya, 

manfaat, risiko, dan kesiapan sumber daya. 

3) Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan melibatkan: 

a) Melibatkan pihak-pihak terkait dalam diskusi untuk 

mendapatkan perspektif yang luas dan dukungan. 
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b) Menggunakan metode pengambilan keputusan yang tepat, 

seperti matriks keputusan, analisis SWOT, atau metode lainnya 

yang menjamin keputusan objektif dan berdasarkan data. 

c) Memilih solusi yang paling efektif dan berkelanjutan. 

4) Implementasi dan Monitoring Berkelanjutan 

a) Keputusan yang telah diambil harus dijalankan dengan: 

b) Perencanaan implementasi yang jelas, termasuk penentuan 

target, jadwal, dan tanggung jawab. 

c) Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur 

efektivitas dan dampak dari inovasi. 

d) Adaptasi dan penyesuaian strategi sesuai dengan hasil 

monitoring guna memastikan perbaikan dan inovasi terus 

berjalan. 

5) Budaya Inovasi Berkelanjutan 

a) Keberhasilan pengambilan keputusan strategis juga bergantung 

pada: 

b) Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, 

keterbukaan terhadap perubahan, dan pembelajaran terus-

menerus. 

c) Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber 

daya manusia agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam 

proses perbaikan. 

Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan strategis tidak hanya 

menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga mendorong 

pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan untuk masa depan 

organisasi. 

c. Pengembangan program tindakan perbaikan (corrective and preventive 

action) adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, 

dan memperbaiki masalah yang telah terjadi (corrective action) serta 

merencanakan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya masalah 

serupa di masa depan (preventive action). Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan keandalan proses atau produk melalui evaluasi 

akar penyebab masalah dan implementasi solusi yang efektif. 

1) Identifikasi Masalah dan Akar Penyebab 

Langkah awal adalah mengenali masalah yang muncul berdasarkan 

temuan audit, keluhan pelanggan, insiden, atau hasil evaluasi mutu. 
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Setelah itu dilakukan analisis akar penyebab menggunakan teknik 

seperti: 

a) Diagram sebab-akibat (fishbone diagram) 

b) Analisis 5 Whys 

c) Diagram Pareto 

Tujuannya adalah menemukan sumber masalah secara mendalam, 

bukan hanya gejala yang terlihat. 

2) Perencanaan Tindakan Perbaikan 

Setelah akar penyebab diidentifikasi, langkah berikutnya adalah 

merancang tindakan perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah 

tersebut. Perencanaan ini mencakup: 

a) Penentuan tindakan spesifik yang harus dilakukan. 

b) Penetapan tanggung jawab dan sumber daya yang dibutuhkan. 

c) Menentukan jadwal pelaksanaan. 

Tindakan ini bersifat korektif, artinya fokus pada pemecahan masalah 

yang telah terjadi. 

3) Perencanaan Tindakan Pencegahan 

Selanjutnya adalah merancang tindakan preventif untuk mencegah 

masalah yang sama atau serupa terjadi kembali. Ini bisa berupa: 

a) Perubahan prosedur kerja 

b) Pelatihan ulang staf 

c) Penyesuaian sistem pengendalian mutu 

d) Pemantauan lebih ketat terhadap proses kritis 

Tindakan preventif berorientasi pada pengendalian risiko di masa 

depan. 

4) Implementasi dan Monitoring 

Program tindakan perbaikan harus diimplementasikan sesuai rencana 

dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitasnya. 

Monitoring dilakukan dengan: 

a) Evaluasi hasil setelah tindakan dijalankan. 

b) Pengumpulan data dan feedback dari pihak terkait. 

c) Penyesuaian jika diperlukan agar solusi benar-benar efektif. 
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5) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan 

Hasil monitoring menjadi dasar evaluasi program. Jika tindakan 

perbaikan dan pencegahan berhasil, maka standar baru dapat dibuat 

sebagai bagian dari prosedur tetap organisasi. Jika belum efektif, 

siklus perbaikan diulang kembali dengan pendekatan berbeda. 

Dengan cara ini, organisasi dapat terus meningkatkan mutu dan 

mencegah masalah berulang. 

d. Penjaminan kesinambungan penerapan Total Quality Management (TQM) 

melalui revisi kebijakan dan prosedur dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan prinsip-prinsip TQM ke dalam kebijakan organisasi 

secara formal, serta memperbarui dan menyesuaikan prosedur operasional 

agar mendukung peningkatan kualitas berkelanjutan. Revisi ini 

memastikan bahwa perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan 

dan meningkatkan mutu menjadi bagian yang permanen dan 

terstandardisasi dalam operasional organisasi. 

1) Revisi Kebijakan sebagai Landasan TQM 

Kebijakan organisasi perlu direvisi untuk secara eksplisit 

mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip TQM, seperti 

orientasi pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan berkelanjutan, 

dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Revisi kebijakan ini 

meliputi: 

a) Menyusun atau memperbarui dokumen kebijakan kualitas yang 

menggarisbawahi visi, misi, dan tujuan mutu organisasi. 

b) Menetapkan standar mutu dan target yang terukur sebagai acuan 

seluruh aktivitas. 

c) Menjamin dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan 

TQM. 

2) Penyesuaian Prosedur Operasional 

Prosedur kerja harus diperbaharui untuk memastikan kesesuaian 

dengan kebijakan baru dan mendukung praktik TQM, antara lain: 

a) Menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja 

kualitas secara rutin. 

b) Melibatkan karyawan dalam proses evaluasi dan perbaikan 

prosedur. 

c) Memasukkan langkah-langkah untuk identifikasi dan 

penanganan masalah secara proaktif. 

d) Mengintegrasikan proses komunikasi dan pelaporan yang 

transparan dan sistematis. 
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3) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan 

Penjaminan kesinambungan memerlukan pengawasan berkala atas 

pelaksanaan kebijakan dan prosedur, dengan tujuan: 

a) Memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah 

direvisi. 

b) Menilai efektivitas penerapan TQM dalam meningkatkan 

kualitas. 

c) Mengidentifikasi kebutuhan revisi lebih lanjut melalui audit 

internal dan umpan balik. 

4) Budaya Kualitas Berkelanjutan 

Selain kebijakan dan prosedur, penjaminan TQM juga bergantung 

pada pembentukan budaya organisasi yang mendukung mutu 

berkelanjutan, yaitu: 

a) Mendorong keterlibatan aktif seluruh level organisasi dalam 

perbaikan mutu. 

b) Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait 

TQM. 

c) Mengapresiasi dan menghargai kontribusi perbaikan dari seluruh 

anggota organisasi. 

Dengan melakukan revisi kebijakan dan prosedur secara terstruktur 

serta didukung budaya kualitas, organisasi dapat memastikan 

penerapan TQM tidak hanya berjalan sesaat, tetapi berkelanjutan dan 

adaptif terhadap perubahan serta kebutuhan kualitas masa depan. 

6. Pengembangan Budaya Mutu Berbasis Nilai Islam 

a. Pembinaan sikap proaktif dan kepedulian terhadap mutu di antara tenaga 

pendidik dan peserta didik dilakukan melalui pengembangan kesadaran, 

motivasi, serta peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, sehingga 

mereka dapat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. Upaya ini melibatkan komunikasi efektif, pelatihan, 

penghargaan, dan budaya kolaboratif di lingkungan pendidikan untuk 

membangun komitmen bersama terhadap mutu. 

1) Pengembangan Kesadaran dan Pemahaman 

Pembinaan sikap proaktif dan kepedulian dimulai dengan 

membangun kesadaran yang kuat tentang pentingnya mutu 

pendidikan pada tenaga pendidik dan peserta didik melalui: 
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a) Sosialisasi tujuan mutu dan standar yang diharapkan. 

b) Penguatan pemahaman tentang dampak mutu terhadap hasil 

belajar dan pengembangan diri. 

c) Penyampaian visi dan misi pendidikan yang menekankan 

kualitas dan tanggung jawab bersama. 

2) Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi 

Untuk membekali tenaga pendidik dan peserta didik agar mampu 

bertindak proaktif serta peduli mutu, diselenggarakan program 

pelatihan dan pengembangan, seperti: 

a) Workshop dan pelatihan tentang praktik terbaik pengelolaan 

mutu. 

b) Pengembangan keterampilan komunikasi, kerja sama, dan 

problem solving. 

c) Pembelajaran yang mendorong sikap inisiatif dan kreatif dalam 

aktivitas sehari-hari. 

3) Komunikasi dan Keterlibatan Aktif 

Pembinaan sikap juga didukung oleh membangun komunikasi yang 

terbuka dan mendorong kolaborasi: 

a) Forum diskusi dan feedback antara guru, siswa, dan manajemen. 

b) Kegiatan bersama yang melibatkan peran serta aktif dalam 

pengembangan mutu. 

c) Penyediaan ruang bagi peserta didik dan tenaga pendidik 

mengemukakan gagasan dan solusi. 

4) Penghargaan dan Pengakuan 

Memberikan motivasi dengan cara: 

a) Mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas kontribusi dan 

inisiatif dalam mempertahankan serta meningkatkan mutu. 

b) Mempromosikan contoh teladan dari individu atau kelompok 

yang menunjukkan sikap proaktif. 

c) Mendorong budaya penghargaan yang menumbuhkan semangat 

kompetisi sehat dan peningkatan kinerja. 

5) Pembentukan Budaya Mutu Berkelanjutan 

Yang terpenting adalah menanamkan budaya mutu yang 

berkelanjutan dengan: 
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a) Menjadikan mutu sebagai nilai dan kebiasaan dalam aktivitas 

pendidikan. 

b) Memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan dan refleksi untuk 

perbaikan diri. 

c) Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan 

tanggung jawab bersama. 

Dengan pendekatan menyeluruh ini, tenaga pendidik dan peserta 

didik diharapkan tidak hanya peduli pada mutu, tetapi juga mampu 

bertindak proaktif sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas 

pendidikan yang berkesinambungan. 

b. Pengintegrasian nilai akhlaq dan etika Islami dalam budaya organisasi 

pendidikan dilakukan dengan memasukkan prinsip-prinsip moral dan etika 

Islam secara sistematis ke dalam visi, misi, kebijakan, dan praktik sehari-

hari di lingkungan pendidikan, sehingga menciptakan suasana 

pembelajaran yang harmonis, bermartabat, dan berkarakter kuat 

berdasarkan ajaran Islam. Hal ini mencakup pengembangan kesadaran 

spiritual, pemodelan perilaku oleh pimpinan, serta penguatan aturan dan 

budaya yang mendukung nilai-nilai akhlaq Islami. 

1) Landasan Nilai Islami dalam Organisasi Pendidikan 

Pengintegrasian dimulai dengan menetapkan nilai-nilai akhlaq dan 

etika Islami sebagai fondasi utama budaya organisasi. Contohnya: 

a) Menyusun visi dan misi pendidikan yang mencerminkan tujuan 

mendidik generasi berakhlak mulia sesuai Islam. 

b) Merumuskan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung 

jawab, hormat, kedisiplinan, dan keadilan yang menjadi 

pedoman dalam semua aktivitas. 

2) Implementasi dalam Kebijakan dan Prosedur 

Kebijakan dan prosedur organisasi disesuaikan untuk mendukung 

penerapan nilai Islami, misalnya: 

a) Menetapkan aturan yang mendorong sikap saling menghormati 

dan empati antarpeserta didik dan tenaga pendidik. 

b) Prosedur pengambilan keputusan yang berorientasi pada nilai 

keadilan dan musyawarah. 

c) Program pembinaan karakter Islami secara rutin sebagai bagian 

dari kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. 

 



Manajemen Mutu Terpadu | 101  

3) Model Perilaku oleh Pimpinan dan Staf 

Pemimpin dan tenaga pendidik memainkan peran penting sebagai 

teladan dalam menerapkan akhlaq Islami: 

a) Mempraktikkan etika kerja yang jujur, adil, dan sabar. 

b) Menunjukkan sikap saling menghargai, rendah hati, dan 

bertanggung jawab. 

c) Memberikan bimbingan dan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip 

Islam. 

4) Penguatan Melalui Pendidikan dan Budaya Organisasi 

Organisasi menciptakan lingkungan yang mendukung internalisasi 

nilai akhlaq dan etika Islami melalui: 

a) Pendidikan karakter yang konsisten, termasuk pembelajaran 

tentang nilai-nilai Islam. 

b) Kegiatan keagamaan dan sosial yang mengembangkan empati 

dan solidaritas. 

c) Penghargaan terhadap perilaku yang mencerminkan akhlaq 

Islami. 

5) Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan 

Pengintegrasian nilai Islami juga diawasi dan dikembangkan secara 

berkelanjutan dengan: 

a) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap budaya organisasi 

dan perilaku civitas pendidikan. 

b) Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait etika 

dan akhlaq Islam. 

c) Menyesuaikan kebijakan dan program sesuai kebutuhan dan 

perkembangan zaman. 

Dengan pendekatan yang terpadu dan konsisten, nilai akhlaq dan 

etika Islami dapat benar-benar mengakar dalam budaya organisasi 

pendidikan, membentuk lingkungan belajar yang tidak hanya fokus 

pada kecerdasan akademik tetapi juga karakter dan moral yang kuat. 

c. Penguatan leadership Islami yang berorientasi pada pelayanan dan 

keadilan dilakukan dengan menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan 

dalam Islam yang mengutamakan sikap melayani, amanah, adil, dan 

bertanggung jawab kepada seluruh anggota organisasi pendidikan. 

Kepemimpinan ini membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, dan 
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menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan 

pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia. 

1) Landasan Kepemimpinan Islami 

Kepemimpinan Islami didasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis 

yang menekankan nilai: 

a) Pelayanan (khidmah) sebagai bentuk pengabdian kepada umat 

dan pencipta. 

b) Keadilan (‘adl) sebagai prinsip utama dalam pengambilan 

keputusan. 

c) Amanah sebagai tanggung jawab moral dan profesional. 

d) Musyawarah sebagai pola pengambilan keputusan yang 

partisipatif. 

2) Orientasi Pelayanan dalam Kepemimpinan 

Pemimpin Islami harus memiliki orientasi melayani dengan: 

a) Mengutamakan kesejahteraan semua pihak, terutama tenaga 

pendidik dan peserta didik. 

b) Mendengarkan dan merespon kebutuhan serta aspirasi anggota 

organisasi. 

c) Menjadi teladan dalam sikap rendah hati, sabar, dan ikhlas dalam 

menjalankan tugas. 

3) Penegakan Keadilan 

Keadilan dalam kepemimpinan Islami mencakup: 

a) Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi kepada seluruh civitas 

akademika. 

b) Transparansi dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. 

c) Penanganan masalah dan konflik dengan objektif dan sesuai nilai 

moral. 

4) Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pemimpin berperan dalam memberdayakan anggota organisasi 

melalui: 

a) Pengembangan kompetensi dan spiritual melalui pelatihan dan 

pembinaan. 
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b) Mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif. 

c) Membentuk budaya kerja yang mengedepankan etika dan 

kinerja. 

5) Evaluasi dan Refleksi Berkelanjutan 

Pemimpin Islami juga melakukan evaluasi diri dan organisasi secara 

berkala untuk: 

a) Menilai efektivitas kepemimpinan dalam pelayanan dan 

keadilan. 

b) Mengadaptasi gaya dan strategi kepemimpinan sesuai kebutuhan 

zaman. 

c) Menjaga komitmen pada nilai-nilai Islami sebagai pijakan 

utama. 

Dengan penguatan leadership Islami yang berorientasi pada 

pelayanan dan keadilan, organisasi pendidikan tidak hanya 

menghasilkan output akademik yang baik tetapi juga 

membentuk karakter pemimpin masa depan yang berintegritas 

dan berakhlak mulia. 

d) Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif untuk peningkatan 

mutu secara berkelanjutan melibatkan penyusunan dan 

pelaksanaan strategi yang mencakup aspek fisik, psikologis, 

sosial, dan budaya guna mendukung proses belajar yang efektif 

dan menyenangkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. 

Pendekatan ini menitikberatkan pada penyediaan fasilitas yang 

memadai, pengembangan hubungan interpersonal yang positif, 

serta penerapan metode pembelajaran inovatif yang dapat 

memperkuat keterlibatan dan motivasi belajar. 

6) Aspek Fisik Lingkungan Belajar 

a) Menyediakan ruang kelas yang nyaman, aman, dan bersih yang 

mampu menunjang aktivitas pembelajaran. 

b) Menjamin fasilitas pendukung seperti perpustakaan, 

laboratorium, ruang multimedia, serta akses teknologi yang 

memadai. 

c) Pengaturan tata letak ruang belajar yang fleksibel untuk 

mendukung berbagai metode pembelajaran. 
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7) Aspek Psikologis dan Sosial 

a) Membangun suasana belajar yang mendukung rasa aman, 

percaya diri, dan saling menghormati antar peserta didik dan 

guru. 

b) Menanamkan sikap toleransi, empati, dan komunikasi efektif 

yang baik dalam interaksi sosial. 

c) Mengadakan program pendampingan dan pengembangan 

karakter agar peserta didik merasa diperhatikan dan termotivasi 

secara emosional. 

8) Metode dan Strategi Pembelajaran 

a) Mengembangkan metode pembelajaran aktif dan kontekstual 

yang melibatkan partisipasi peserta didik secara langsung. 

b) Memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran untuk 

membuat pengalaman belajar lebih menarik dan mudah 

dipahami. 

c) Mengintegrasikan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas 

pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan. 

9) Keterlibatan dan Dukungan Seluruh Pihak 

a) Mendorong kolaborasi antara tenaga pendidik, peserta didik, 

orang tua, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan belajar 

yang suportif. 

b) Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk tenaga pendidik 

dalam mengelola kelas dan mengembangkan keterampilan 

profesional. 

c) Membangun budaya organisasi yang menekankan kualitas, 

inovasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan pendidikan. 

10) Monitoring dan Pengembangan Berkelanjutan 

a) Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi lingkungan belajar 

secara rutin. 

b) Mengadakan forum diskusi dan inovasi untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan solusi terkait mutu pembelajaran. 

c) Melaksanakan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 

untuk menjaga kualitas lingkungan belajar. 
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Dengan pendekatan komprehensif ini, lingkungan belajar yang 

kondusif akan mampu mendukung pertumbuhan mutu pendidikan 

secara berkelanjutan, meningkatkan prestasi akademik sekaligus 

pengembangan karakter peserta didik. 

 

B. Peran Kepemimpinan dalam Implementasi Mutu 

Kepemimpinan dalam implementasi mutu sebagai selalu menjadi topik yang 

menarik untuk di bahas, bebagai pendapat para ahli manajemen serta penelitian yang 

dilakukan oleh para akademisi terkait kepemimponan tersebut dan mereka sepakat 

bahwa  kepemimpinan memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan 

keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai standar kualitas yang diharapkan. 

Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengarah, tetapi juga 

sebagai penggerak budaya mutu serta inovasi berkelanjutan dalam organisasi. 

Menurut Bass dan Avolio (1994), kepemimpinan transformasional yang inspiratif 

dapat meningkatkan kinerja dan komitmen anggota organisasi sehingga implementasi 

mutu dapat berjalan secara optimal. Selain itu, Oakland (2014) menegaskan bahwa 

kepemimpinan adalah elemen utama dalam mengintegrasikan sistem manajemen 

mutu di seluruh aspek operasional organisasi guna memastikan keberlanjutan 

peningkatan kualitas. 

Dalam konteks pendidikan dan organisasi, kepemimpinan bukan hanya 

mengatur proses, tetapi juga menciptakan visi mutu yang jelas, membangun budaya 

yang mendukung, serta mengarahkan sumber daya untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Dengan demikian, studi tentang peran kepemimpinan dalam implementasi 

mutu sangat penting untuk memahami bagaimana pemimpin dapat memberikan 

dampak positif bagi pengembangan mutu organisasi secara berkelanjutan. 

1. Pengertian Kepemimpinan dalam Konteks Mutu 

a. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu proses atau kemampuan untuk 

mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar mencapai 

tujuan bersama secara efektif dan efisien. Ini melibatkan komunikasi yang 

baik, pengambilan keputusan, pemberian motivasi, serta koordinasi di 

antara anggota kelompok agar sinergi dapat tercapai. Seorang pemimpin 

berperan sebagai penggerak yang dapat menginspirasi dan memfasilitasi 

timnya dalam menghadapi tantangan serta mengambil peluang. Menurut 

Maxwel (2007) Kepemimpinan adalah kapasitas dan kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain menuju pencapaian tujuan. 

Pernyataan tersebut seirama dengan Sutarto Wijono (2018) yang 

menyatakan bahwa, kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas 

penataan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain 

agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.  
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Kepemimpinan bukan hanya posisi atau jabatan, tapi lebih pada 

kemampuan secara personal dan interpersonal untuk mengarahkan atau 

memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan Bersama, hal tersebut 

senada dengan pendapat Peter Drucer (2000), kepemimpinan adalah 

mengangkat visi ke tingkat kenyataan dan membawa orang bersama-sama. 

Kepemimpinan dapat muncul dalam berbagai konteks, baik organisasi, 

komunitas, maupun kehidupan sehari-hari. 

Kepemimpinan pada dasarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain, suatu hubungan pemimpiin (leader) dan pengikut atau bawahan 

(follower) dalam mewujudkan tujuan. Sebagaimana yang dinyatakan 

Robbin (2006), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

kelompok menuju pencapaian sasaran. Prinsip kepemimpinan dari aspek 

ajaran Islam adalah Iman dan Takwa yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin, yaitu seorang pemimpin yang mendahulukan iman, sedangkan 

ilmu digunakan sebagai ajaran dari Allah SWT. Yang dibingkai dengan 

keseimbangan antara hablumminallah dan hablum minannas. Sikap 

tersebut yang akan mempengaruhi sikap lainnya dari seorang pemimpin. 

Dari beberapa penjelasan tentang definisi kepemimpinan maka, yang 

dimaksud dengan kepemimpinan adalah perilaku seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

b. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Mutu Pendidikan 

Mutu lembaga pendidikan maupun mutu pendidikan itu sendiri akan 

dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, karena kepemimpinan yang 

efektif sangat menentukan kualitas dan hasil yang dicapai organisasi atau 

lembaga pendidikan tersebut. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi 

staf dan anggota organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, 

serta mengarahkan semua sumber daya menuju peningkatan mutu dan 

pencapaian tujuan bersama secara optimal. Pengaruh kepemimpinan 

terhadap mutu meliputi: 

1) Motivasi dan Komitmen. Pemimpin yang efektif mampu 

meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai atau tenaga pendidik. 

Semangat kerja yang tinggi mendorong kinerja lebih baik dan hasil 

yang berkualitas. 

2) Visi dan Arah Organisasi. Kepemimpinan menetapkan visi serta 

tujuan yang jelas. Dengan visi yang terarah, organisasi atau lembaga 

pendidikan dapat berfokus pada perbaikan berkelanjutan yang 

berkontribusi pada mutu. 

3) Pengelolaan Sumber Daya. Seorang pemimpin yang kompeten 

mampu mengelola sumber daya manusia, finansial, dan material 
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dengan efisien dan efektif sehingga dapat mendukung pencapaian 

mutu yang diharapkan. 

4) Budaya Organisasi. Kepemimpinan yang mendukung budaya kualitas 

(quality culture) seperti inovasi dan kolaborasi dapat menciptakan 

suasana kerja produktif dan adaptif terhadap perubahan. 

Dalam pendidikan, pemimpin seperti kepala sekolah atau dekan bertindak 

sebagai agen perubahan yang menentukan kualitas pendidikan melalui 

pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, dan lingkungan belajar. 

1) Pengembangan Profesional Guru: Kepemimpinan yang mendorong 

pengembangan kemampuan tenaga pendidik berkontribusi pada 

peningkatan mutu pembelajaran. 

2) Evaluasi dan Akreditasi: Pemimpin berperan dalam memastikan 

standar mutu terpenuhi melalui proses evaluasi berkala. 

3) Fasilitas Inovasi Pembelajaran: Inovasi dalam metode dan teknologi 

pembelajaran dapat dikembangkan dengan dukungan kepemimpinan 

yang visioner. 

2. Karakteristik Kepemimpinan yang Efektif dalam Implementasi Mutu 

Ciri-ciri pemimpin yang mendukung peningkatan mutu meliputi sifat dan 

perilaku yang menekankan pada kualitas, inovasi, dan kolaborasi, sehingga 

mampu mendorong kemajuan organisasi atau lembaga secara berkelanjutan. 

Pemimpin tersebut tidak hanya fokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada 

proses yang berkualitas dan pemberdayaan anggota timnya untuk mencapai 

standar mutu yang tinggi. 

a. Ciri-ciri pemimpin yang mendukung peningkatan mutu 

1) Berorientasi pada Kualitas. Pemimpin yang fokus pada mutu selalu 

mengutamakan standar tinggi dalam setiap aspek pekerjaan dan 

pelayanan. Ia memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai 

standar dan terus melakukan perbaikan demi hasil terbaik. 

2) Visioner dan Inovatif. Pemimpin semacam ini memiliki pandangan 

jauh ke depan dan berani mencoba metode baru atau teknologi yang 

dapat meningkatkan mutu organisasi. Ia selalu mendorong penciptaan 

solusi kreatif untuk mengatasi tantangan. 

3) Keterbukaan dan Transparansi. Mendorong komunikasi yang jujur 

dan terbuka di dalam organisasi agar semua anggota dapat 

mengetahui tujuan mutu, perkembangan, serta adanya hambatan yang 

harus diatasi bersama. 

4) Partisipatif dan Kolaboratif. Selalu melibatkan anggota tim dalam 

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan 



108 | Manajemen Mutu Terpadu 

mutu sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan 

semangat kerja yang tinggi. 

5) Berorientasi pada Pengembangan SDM. Pemimpin yang efektif 

mendukung pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kompetensi 

anggota tim untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang 

dicapai. 

6) Komitmen terhadap Perubahan dan Perbaikan Berkelanjutan. 

Memiliki tekad kuat untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan 

agar mutu organisasi tidak stagnan dan selalu mengalami 

peningkatan. 

7) Memberikan Motivasi dan Apresiasi. Pemimpin yang mendukung 

mutu mampu memotivasi serta memberi penghargaan atas prestasi 

dan kontribusi anggota, sehingga menumbuhkan semangat dan 

loyalitas. 

8) Mengambil Keputusan Berdasarkan Data dan Fakta. Menjalankan 

pengambilan keputusan yang rasional dan objektif berdasarkan bukti 

nyata supaya langkah-langkah yang diambil efektif dalam 

peningkatan mutu. 

Ciri-ciri tersebut secara bersama-sama membentuk kepemimpinan yang 

tidak hanya mampu menggerakkan organisasi menuju hasil yang lebih 

baik, tetapi juga menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan di 

dalamnya. 

b. Kompetensi dan sikap yang dibutuhkan 

1) Kompetensi yang Dibutuhkan 

a) Kompetensi Teknis dan Manajerial. Pemimpin harus memiliki 

pengetahuan yang mendalam tentang bidang organisasi atau 

pendidikan yang dipimpinnya, serta keterampilan manajemen 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan 

evaluasi untuk memastikan mutu tercapai. 

b) Kompetensi Interpersonal. Kemampuan berkomunikasi secara 

efektif, membangun hubungan yang harmonis, mendengarkan 

dan memahami kebutuhan anggota tim, serta memotivasi mereka 

adalah hal penting untuk mencapai hasil berkualitas. 

c) Kompetensi Pengambilan Keputusan dan Pemecahan 

Masalah.Pemimpin harus mampu menganalisis data dan situasi 

secara objektif, membuat keputusan yang tepat, serta mengatasi 

hambatan dengan solusi yang inovatif. 

d) Kompetensi Pengembangan dan Pembinaan SDM. Mampu 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memberi bimbingan, 
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serta mendukung perkembangan profesional anggota tim agar 

kinerja dan mutu kerja meningkat secara berkelanjutan. 

2) Sikap yang Diperlukan 

a) Integritas dan Etika Profesional.Pemimpin harus menunjukkan 

kejujuran, kebijaksanaan, dan komitmen pada nilai-nilai 

organisasi serta standar mutu yang berlaku, menjadi teladan bagi 

anggota tim. 

b) Terbuka terhadap Kritik dan Perubahan. Memiliki sikap 

fleksibel dan tidak defensif saat menerima masukan atau 

menghadapi perubahan, sehingga dapat melakukan perbaikan 

dan inovasi secara berkelanjutan. 

c) Kemauan untuk Belajar dan Berkembang. Pemimpin yang baik 

terus menerus mengembangkan diri secara profesional dan 

pribadi, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang 

relevan dengan tugasnya. 

d) Komitmen Tinggi pada Peningkatan Mutu. Selalu fokus dan 

berdedikasi untuk mencapai hasil terbaik serta memperbaiki 

segala kekurangan yang ditemui dalam proses kerja dan 

pelayanan. 

e) Empati dan Kepedulian. Memperhatikan kesejahteraan anggota 

tim dan kondisi organisasi secara menyeluruh agar tercipta 

suasana kerja yang sehat dan produktif. 

Kompetensi dan sikap sebagaimana tersebut secara sinergis membentuk 

fondasi kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan mutu secara 

berkesinambungan dalam organisasi maupun lembaga pendidikan. 

3. Peran Strategis Pemimpin dalam Mendorong Budaya Mutu 

Peran strategis pemimpin dalam mendorong budaya mutu sangat penting 

karena pemimpin berfungsi sebagai motor penggerak utama yang menetapkan 

arah, nilai, dan praktik yang mendukung peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Pemimpin strategis 

tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga membangun iklim organisasi 

yang kondusif untuk partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas dalam upaya 

mencapai mutu unggul. 

a. Penetapan Visi dan Komitmen terhadap Mutu 

Pemimpin strategis menetapkan visi mutu yang jelas dan meyakinkan 

seluruh anggota organisasi agar memahami dan berkomitmen terhadap 

pentingnya kualitas dalam setiap aspek pekerjaan dan layanan. Visi ini 

menjadi pedoman utama arah pengembangan organisasi. 
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b. Membangun Lingkungan yang Kondusif untuk Mutu 

Menciptakan suasana kerja yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan 

pemberdayaan anggota tim. Lingkungan ini mendorong setiap individu 

untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu serta merasa memiliki 

tanggung jawab atas hasil kerja. 

c. Pengembangan Sistem dan Proses yang Mendukung Mutu 

Pemimpin strategis merancang dan mengimplementasikan sistem 

manajemen mutu yang efektif, termasuk standar operasional, monitoring, 

dan evaluasi yang berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan 

mutu secara sistematis. 

d. Penggerak Inovasi dan Pembelajaran Berkelanjutan 

Memotivasi seluruh anggota organisasi untuk selalu mencari cara baru dan 

lebih baik dalam melaksanakan tugas. Pemimpin ini memberikan contoh 

tentang pentingnya pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan 

adaptasi terhadap perubahan. 

e. Pengambilan Keputusan Strategis Berdasar Data dan Fakta 

Pemimpin menggunakan data dan informasi yang valid untuk membuat 

keputusan strategis yang jangka panjang demi perbaikan kualitas layanan 

dan hasil kerja organisasi. 

f. Kepemimpinan Teladan dan Inspirasi 

Menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai mutu dengan integritas, 

dedikasi, dan konsistensi. Sikap dan perilaku pemimpin ini menjadi 

inspirasi yang mendorong budaya mutu melekat kuat di seluruh level 

organisasi. 

g. Penguatan Akuntabilitas dan Tanggung Jawab 

Memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab 

mereka dalam proses pencapaian mutu, serta menanamkan budaya 

evaluasi diri dan pertanggungjawaban atas hasil kerja. 

h. Menanamkan nilai-nilai mutu diseluruh tingkatan organisasi.  

Menanamkan nilai-nilai mutu di seluruh tingkatan organisasi berarti 

membangun dan menginternalisasi komitmen terhadap kualitas yang 

konsisten di setiap level organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga 

staf lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, dan 

budaya organisasi terkait mutu, memberikan pelatihan, mengembangkan 

sistem dan prosedur yang mendukung mutu, serta melakukan evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh anggota organisasi. 
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Nilai-nilai mutu harus menjadi bagian yang melekat dalam budaya 

organisasi. Artinya, mutu bukan hanya sebuah tujuan yang harus dicapai, 

tapi juga menjadi cara pandang dan perilaku dalam bekerja sehari-hari. 

Dengan integrasi nilai-nilai mutu di seluruh tingkatan, organisasi dapat 

menciptakan budaya kerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang 

berkualitas tinggi. 

Peran strategis pemimpin ini tidak hanya berfungsi untuk mencapai 

standar mutu saat ini, tetapi juga membangun fondasi budaya mutu yang 

berkelanjutan, sehingga organisasi mampu beradaptasi dan terus 

berkembang menghadapi tantangan masa depan. 

4. Kepemimpinan dalam Perencanaan dan Pengorganisasian Mutu 

Perencanaan dan pengorganisasian mutu untuk mencapai standar mutu yang 

diinginkan dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari peran 

kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menetapkan visi dan tujuan mutu yang 

jelas, mengarahkan sumber daya secara efektif, serta memotivasi tim untuk 

bekerja sesuai dengan rencana mutu yang telah disusun. Selain itu, pemimpin 

juga berperan dalam memastikan setiap proses pengorganisasian berjalan 

dengan tertib dan berdasarkan prinsip-prinsip mutu yang telah ditetapkan. 

a. Peran Kepemimpinan dalam Perencanaan Mutu. 

Pemimpin bertanggung jawab dalam menetapkan visi dan tujuan mutu 

yang konkret dan terukur. Mereka harus memahami kebutuhan pelanggan 

dan standar mutu yang berlaku, lalu mengintegrasikan hal ini dalam 

perencanaan strategis organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan 

memastikan bahwa rencana mutu tidak hanya sekadar dokumen, tetapi 

menjadi panduan operasional yang dipahami dan dijalankan oleh seluruh 

anggota organisasi. 

b. Kepemimpinan dalan Pengorganisasian Mutu. 

Dalam tahap pengorganisasian, pemimpin memastikan struktur organisasi 

dan sumber daya (manusia, finansial, teknologi) dialokasikan dengan 

efisien untuk mencapai tujuan mutu. Mereka juga harus membentuk tim 

yang kompeten dengan peran dan tanggung jawab yang jelas terkait 

pengelolaan mutu. Kepemimpinan yang baik akan membangun budaya 

mutu yang mendukung keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi dalam 

menjaga dan meningkatkan mutu produk atau layanan. 

c. Pengawasan dan Evaluasi oleh Pemimpin. 

Selain perencanaan dan pengorganisasian, pemimpin berperan mengawasi 

pelaksanaan dan melakukan evaluasi. Ini termasuk monitoring progres, 

mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian agar mutu dapat 

dicapai secara optimal. Kepemimpinan yang responsif akan mendorong 
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inovasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam 

sistem mutu organisasi. 

5. Kepemimpinan yang Menginspirasi dan Memotivasi Tim 

Guna menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif tidak terlepas 

dari peran pemimipin dalam memberikan motivasi dan inspirasi dari 

pemimpinan.  Pemimpin yang inspiratif mampu menumbuhkan semangat, 

memberikan visi yang jelas, serta mendorong setiap anggota tim untuk 

berkontribusi secara maksimal melalui motivasi yang tepat dan pemberdayaan. 

Kepemimpinan semacam ini tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga 

memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan individu dalam tim. 

a. Ciri Kepemimpinan yang Menginspirasi 

Pemimpin yang menginspirasi biasanya menunjukkan integritas, 

komunikasi yang efektif, dan keteladanan. Mereka mampu menunjukkan 

komitmen tinggi terhadap visi dan tujuan organisasi, sehingga 

memunculkan rasa percaya dan rasa hormat dari tim. Melalui visi yang 

kuat dan narasi yang menggugah, pemimpin mampu memotivasi anggota 

tim untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat dan dedikasi. 

b. Pendekatan dan Memotivasi Tim 

Motivasi yang diberikan oleh pemimpin tidak hanya bersifat instruktif, 

tetapi juga bersifat suportif dan empowering. Pemimpin memberikan 

ruang bagi anggota tim untuk berkembang, berinovasi, serta mengatasi 

tantangan dengan percaya diri. Selain penghargaan dan pengakuan atas 

pencapaian kerja, pemimpin juga berperan aktif dalam memberikan 

dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan tim 

c. Membangun Keterlibatan dan Komitmen. 

Kepemimpinan yang menginspirasi memfasilitasi keterlibatan aktif 

anggota tim melalui komunikasi terbuka, kolaborasi, dan pemberian 

tanggung jawab. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen 

terhadap tugas dan tujuan organisasi. Dengan begitu, tim merasa dihargai 

dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka secara 

berkelanjutan. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif 

Lingkungan kerja yang positif dan produktif didukung oleh budaya yang 

inklusif, komunikasi yang baik, penghargaan terhadap kontribusi individu, 

serta fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keselamatan kerja. 

Pemimpin dan manajemen harus aktif membangun suasana yang 

memotivasi, mengurangi konflik, dan memperkuat kolaborasi agar 

produktivitas dapat tercapai secara optimal. 
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Untuk menciptalan lingkungan kerja yang positif dan produktif yaitu 

denhgn membangun: 

1) Budaya Kerja Positif. Menciptakan budaya kerja yang positif 

melibatkan pengembangan nilai-nilai organisasi seperti saling 

menghargai, keterbukaan, dan kepercayaan. Hal ini berarti 

mendorong perilaku yang mendukung kolaborasi, menghargai 

perbedaan, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk 

berkembang. Budaya positif menjadi landasan agar karyawan merasa 

nyaman dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. 

2) Komunikasi Efektif dan Terbuka. Lingkungan kerja yang baik 

ditandai dengan komunikasi yang efektif dan terbuka antara seluruh 

anggota organisasi. Pemimpin berperan penting dalam memastikan 

informasi disampaikan dengan jelas dan transparan, serta mendorong 

dialog dua arah. Komunikasi yang baik dapat mengurangi 

kesalahpahaman, meningkatkan kerja sama, serta memperkuat rasa 

kebersamaan.  

3) Membangun Hubungan dan Kolaborasi. Fasilitasi hubungan kerja 

yang harmonis antar individu dan tim dengan kegiatan team building, 

mentoring, dan dukungan sosial. Rasa solidaritas dan kebersamaan 

membantu mengatasi stress kerja dan memperkuat kebersamaan yang 

mendorong hasil kerja lebih baik. 

4) Fasilitas dan Konsisi Kerja Mendukung. Faktor fisik juga sangat 

berpengaruh dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. 

Fasilitas yang memadai dan nyaman, termasuk pencahayaan yang 

baik, suhu ruang yang ideal, serta fasilitas kesehatan dan keselamatan 

kerja, membantu karyawan menjaga fokus dan energi mereka. 

Lingkungan kerja yang bersih dan aman juga memberikan kontribusi 

pada kesejahteraan psikologis karyawan. 

5) Penghargaan dan Pengakuan. Mengapresiasi dan memberikan 

pengakuan atas pencapaian serta kontribusi karyawan dapat 

meningkatkan motivasi dan loyalitas. Penghargaan bisa berupa 

bonus, penghargaan non-finansial, atau kesempatan untuk 

pengembangan karir. Lingkungan kerja yang memberikan 

penghargaan secara konsisten akan memupuk semangat kerja dan 

produktivitas yang tinggi. 

e. Memberdayakan Tim dalam Menjalankan Program Mutu 

Memberdayakan tim dalam menjalankan program mutu berarti 

memberikan dukungan, kepercayaan, dan wewenang kepada anggota tim 

agar mereka dapat secara aktif terlibat dan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan, pemantauan, dan peningkatan mutu. Dengan 

memberdayakan, tim tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi juga 
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berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan budaya mutu yang 

berkelanjutan, sehingga tujuan mutu organisasi dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. 

Memberdayakan tim dalam menjalankan program mutu melalui: 

1) Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab. Memberdayakan tim 

dimulai dengan memberikan wewenang yang jelas sesuai dengan 

peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Hal ini 

mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil kerja 

serta proses mutu yang dijalankan. Pemimpin harus mempercayai 

kemampuan tim dan memberikan kebebasan dalam pengambilan 

keputusan terkait program mutu. 

2) Penyediaan Pelatihan dan Pengembangan. Agar tim dapat 

menjalankan program mutu secara optimal, mereka perlu dilengkapi 

dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai. 

Program pelatihan rutin dan pengembangan kompetensi menjadi hal 

penting agar seluruh anggota tim memahami standar mutu, alat yang 

digunakan, serta metode perbaikan mutu. 

3) Komunikasi dan Keterlibatan Aktif. Memberdayakan juga berarti 

menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan sehingga semua 

anggota dapat menyampaikan ide, kritik, dan saran terkait 

pelaksanaan mutu. Keterlibatan aktif ini mendorong kolaborasi dan 

inovasi dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 

4) Fasiltasi Feedback dan Continuous Improvement. Tim yang 

diberdayakan diberi ruang untuk melakukan evaluasi secara mandiri 

dan memberikan feedback terhadap proses maupun hasil program 

mutu. Pemimpin harus mendukung dan memfasilitasi proses 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dengan 

mendengarkan masukan tim dan meresponnya secara konstruktif. 

5) Pengakuan dan Motivasi. Memberikan penghargaan atas kontribusi 

dan pencapaian tim dalam menjalankan program mutu dapat 

meningkatkan semangat dan motivasi. Pengakuan ini dapat berupa 

apresiasi formal maupun informal yang mendorong semangat kerja 

sama dan komitmen dalam menjaga kualitas. 

6. Tantangan dan Solusi Kepemimpinan dalam Implementasi Mutu 

Kepemimpinan dalam implementasi mutu  guna mencapai keberhasilan 

program mutu dalam organisasi seringkali menghadapi tantangan yang 

berpotensi menghambat tingkat keberhasilan, oleh karena itu kepemimpinan 

harus mampu mengidentifikasi kendala yang ada, mengelola resistensi 

perubahan, serta menyediakan arahan yang jelas dan dukungan yang konsisten 

agar proses implementasi mutu berjalan lancar dan efektif. Solusi yang tepat 
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akan membantu mengatasi hambatan tersebut sehingga tujuan mutu dapat 

tercapai dengan optimal. 

Adapun tantangan dan solusi kepemimpinan dalam implementasi mutu yaitu: 

a. Tantangan yang dihadapi pemimpin dalam implementasi mutu 

1) Resistensi terhadap Perubahan: Anggota organisasi atau tim 

terkadang enggan menerima perubahan dalam prosedur atau standar 

mutu yang baru. Ini dapat muncul dari ketidakpastian, kurangnya 

pemahaman, atau ketakutan kehilangan kenyamanan. 

2) Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi mutu seringkali 

memerlukan sumber daya tambahan, baik dari segi waktu, tenaga 

kerja, maupun biaya yang terkadang tidak mencukupi. 

3) Kurangnya Dukungan dari Pihak Manajemen: Jika pimpinan puncak 

atau manajemen tidak secara konsisten mendukung program mutu, 

maka motivasi dan komitmen tim pun akan menurun. 

4) Komunikasi yang Tidak Efektif: Informasi terkait tujuan, proses, dan 

manfaat program mutu yang kurang jelas dapat menimbulkan 

kesalahpahaman dan kebingungan di antara staf. 

5) Pengukuran dan Evaluasi yang Tidak Akurat: Sulitnya menentukan 

indikator kinerja yang tepat dan objektif dapat menyulitkan dalam 

memantau progres dan melakukan perbaikan mutu secara 

berkelanjutan. 

b. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Kepemimpinan dalam Implementasi 

Mutu 

1) Manajemen Perubahan yang Efektif: Pemimpin perlu membangun 

budaya keterbukaan dan komunikasi yang transparan untuk 

mengedukasi tim tentang manfaat mutu, serta melibatkan mereka 

secara aktif dalam proses perubahan agar tercipta rasa memiliki. 

2) Pengalokasian Sumber Daya yang Optimal: Prioritaskan penggunaan 

sumber daya dan cari peluang efisiensi dalam proses. Pemimpin harus 

mampu bernegosiasi dengan manajemen untuk mendapatkan 

dukungan sumber daya yang diperlukan. 

3) Dukungan Manajemen yang Konsisten: Pemimpin perlu 

menunjukkan komitmen tinggi melalui tindakan nyata, seperti 

keterlibatan langsung, pengawasan, dan pemberian penghargaan atas 

pencapaian mutu. 
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4) Meningkatkan Komunikasi: Gunakan berbagai saluran komunikasi 

dan metode yang sesuai untuk menyampaikan pesan secara jelas dan 

rutin, serta membuka ruang untuk feedback agar tercipta dialog dua 

arah. 

5) Pendekatan Evaluasi yang Sistematis: Terapkan sistem pengukuran 

kinerja yang relevan dan mudah dipahami, serta lakukan evaluasi 

secara periodik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan 

mendorong perbaikan berkelanjutan. 

c. Strategi mengatasi tantangan dalam meningkatkan mutu 

Strategi mengatasi tantangan dalam meningkatkan mutu melibatkan 

pendekatan sistematis dan holistik untuk memastikan kualitas produk atau 

layanan dapat terus diperbaiki kendati menghadapi berbagai hambatan. 

Strategi ini mencakup penguatan budaya mutu, peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan proses 

secara berkelanjutan yang didukung oleh komunikasi efektif dan 

kepemimpinan yang kuat. 

7. Pengembangan Kepemimpinan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan 

Pengembangan Kepemimpinan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan adalah 

proses strategis yang bertujuan membentuk dan memperkuat kemampuan 

pemimpin dalam mendorong organisasi agar senantiasa memperbaiki kualitas 

produk, layanan, dan proses secara berkelanjutan. Hal ini melibatkan 

peningkatan keterampilan kepemimpinan, pemahaman mendalam tentang 

kualitas, serta kemampuan untuk menginspirasi dan menggerakkan tim menuju 

standar mutu yang tinggi secara konsisten. 

a. Filosofi Pengembangan Kepemimpinan Berkelanjutan 

Pengembangan kepemimpinan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, 

tetapi juga pada peningkatan sikap, nilai, dan budaya yang mendukung 

kualitas tinggi dan inovasi berkelanjutan. Pemimpin yang efektif harus 

memiliki visi jangka panjang terkait mutu dan mampu mendorong adaptasi 

dan pembelajaran dalam organisasi. 

b. Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan 

Pengembangan kepemimpinan meliputi pelatihan yang spesifik pada 

aspek pengelolaan mutu, manajemen perubahan, komunikasi efektif, dan 

pengambilan keputusan berbasis data. Pemimpin juga perlu 

mengembangkan soft skills seperti kemampuan memotivasi, mengelola 

konflik, serta membangun tim yang kolaboratif dan produktif. 

c. Implementasi Continuous Leadership Development 

Proses pengembangan kepemimpinan harus berkelanjutan dan dinamis, 

menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan 
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eksternal. Hal ini dapat diwujudkan melalui coaching, mentoring, 

workshop, serta evaluasi berkala yang mengukur efektivitas 

kepemimpinan dalam mencapai tujuan mutu. 

d. Mendorong Budaya Kepemimpinan yang Terbuka dan Partisipatif 

Pemimpin harus membangun kultur yang membuka ruang bagi 

keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses perbaikan mutu. Ini 

menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif sehingga 

peningkatan mutu menjadi bagian dari rutinitas kerja sehari-hari. 

e. Inovasi sebagai Bagian dari Kepemimpinan Mutu 

Pengembangan kepemimpinan juga mencakup kemampuan 

mengidentifikasi peluang inovasi dan mendorong eksperimen yang tepat 

guna meningkatkan kualitas. Pemimpin harus mampu memfasilitasi ide-

ide baru dan mengelola risiko yang terkait dengan implementasi inovasi. 

f. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kepemimpinan 

Pengukuran keberhasilan pengembangan kepemimpinan dilakukan 

melalui indikator kinerja kepemimpinan dan hasil peningkatan mutu yang 

tercapai. Feedback dari tim dan stakeholder menjadi sumber penting untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

 

C. Pengembangan Tim Pengelola Mutu di Lembaga Pendidikan Islam 

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dilakukan 

diantaranya  dengan melalui pengembangan tim pengelola mutu di lembaga 

pendidikan. Tim pengelola mutu tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga 

sebagai motor penggerak inovasi dan evaluasi mutu di lembaga pendidikan. Menurut 

Dale H. Besterfield et al. (2003), pengelolaan mutu yang efektif memerlukan 

kolaborasi tim yang solid dan terstruktur dengan baik untuk mencapai standar mutu 

yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2010), yang 

menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dan tim pengelola adalah 

kunci utama dalam menjamin mutu pendidikan di setiap lembaga. 

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengembangan tim pengelola mutu 

haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral dan etika, 

sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Abduh dan al-Jabiri (2015), yang 

menekankan pentingnya integrasi antara nilai keislaman dan peningkatan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan tim pengelola mutu 

yang mampu menggabungkan prinsip manajemen mutu modern dengan nilai-nilai 

keislaman sangat diperlukan agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara 

optimal. 
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Kesimpulannya, pengembangan tim pengelola mutu di lembaga pendidikan 

Islam bukan hanya tentang aspek teknis manajemen mutu, tetapi juga memerlukan 

pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi lembaga 

tersebut. Dengan demikian, diharapkan tim pengelola mutu dapat menjalankan 

fungsinya secara efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan Islam secara menyeluruh. 

1. Pengertian dan Peran Tim Pengelola Mutu 

a. Definisi tim pengelola mutu 

Tim pengelola mutu adalah kelompok atau unit kerja yang dibentuk secara 

khusus dalam sebuah lembaga untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang berkaitan 

dengan pengelolaan mutu di institusi tersebut. Tim ini memiliki tanggung 

jawab utama untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan 

dapat tercapai dan dipertahankan melalui kerja sama, koordinasi, dan 

inovasi yang berkelanjutan. 

Dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan 

Islam, tim pengelola mutu berfungsi sebagai motor penggerak dalam 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mulai dari proses 

pembelajaran hingga pengelolaan sumber daya secara keseluruhan. Peran 

tim ini sangat strategis karena bertugas mengimplementasikan sistem 

penjaminan mutu internal yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai 

keislaman di lembaga tersebut. 

Evans dan Lindsay (2014), menyatakan bahwa tim pengelola mutu adalah 

kelompok profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan 

mengendalikan proses mutu dalam organisasi agar produk atau layanan 

yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditentukan. Tim ini 

melibatkan kolaborasi berbagai ahli dari berbagai bidang untuk 

memastikan keberhasilan sistem pengelolaan mutu. 

Oakland (2003), menyebutkan bahwa tim pengelola mutu bertugas untuk 

mengintegrasikan kegiatan perbaikan mutu secara terus menerus melalui 

metode sistematis dan pendekatan yang melibatkan seluruh anggota 

organisasi. Oakland juga menekankan pentingnya kepemimpinan dan 

peran aktif anggota tim dalam membangun budaya mutu di dalam 

organisasi. 

Dengan mengacu pada pernyataan pakar-pakar di atas, tim pengelola mutu 

dapat dipahami sebagai kelompok kerja yang kompeten dan terorganisir 

untuk mengelola, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara 

sistematis dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga 

pendidikan Islam. Pengelolaan mutu ini mencakup aspek teknis maupun 

kolaboratif yang menuntut sinergi antar anggota tim di berbagai tingkat. 
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b. Fungsi dan tanggung jawab tim pengelola mutu 

Fungsi utama tim pengelola mutu adalah sebagai koordinator dan 

pelaksana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

evaluasi mutu di lembaga pendidikan. Tim ini bertanggung jawab 

memastikan bahwa standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan bisa 

dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam hal ini, tim 

pengelola mutu berperan sebagai penghubung antara kebijakan 

manajemen dengan implementasi teknis di lapangan. 

Secara lebih rinci, fungsi tim pengelola mutu meliputi: 

1) Perencanaan mutu: Menyusun rencana strategis dan operasional 

pengelolaan mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai 

lembaga pendidikan Islam. 

2) Pelaksanaan mutu: Mengimplementasikan kebijakan mutu dan 

standar operasional yang telah disusun dengan bekerja sama dalam 

tim serta melibatkan seluruh unsur lembaga. 

3) Pengendalian mutu: Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan mutu, serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai 

dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. 

4) Evaluasi dan perbaikan mutu: Mengevaluasi hasil pelaksanaan mutu 

secara berkala, mengidentifikasi kendala dan hambatan, serta 

mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan mutu 

berkesinambungan. 

Tanggung jawab tim pengelola mutu meliputi: 

1) Menetapkan standar mutu pendidikan yang jelas dan terukur. 

2) Membuat dan mengelola dokumen mutu, termasuk instrumen 

pengukuran dan alat evaluasi. 

3) Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota tim 

serta staf terkait. 

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal sebagai bagian 

dari sistem penjaminan mutu. 

5) Melaporkan hasil pengelolaan mutu kepada pimpinan lembaga dan 

memberi rekomendasi perbaikan. 

6) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah 

pengelolaan mutu agar sesuai dengan karakter lembaga pendidikan 

Islam. 

Dengan demikian, fungsi dan tanggung jawab tim pengelola mutu adalah 

untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pendidikan dengan 
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pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berlandaskan nilai-nilai 

keislaman. Tim ini menjadi garda terdepan dalam menjamin mutu 

pendidikan yang berorientasi pada keberhasilan dan keberlanjutan 

lembaga. 

c. Peran tim dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam 

Tim pengelola mutu memiliki peran strategis dan sentral dalam 

mendorong peningkatan kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Tim ini menjadi ujung tombak untuk mengkoordinasikan 

berbagai kegiatan dan upaya yang berkaitan dengan peningkatan mutu, 

agar proses pendidikan yang dijalankan selaras dengan standar pendidikan 

yang telah ditetapkan serta nilai-nilai keislaman. 

Peran penting tim dalam konteks lembaga pendidikan Islam meliputi: 

1) Pengembang Standar dan Kebijakan Mutu: Tim bertugas 

mengembangkan dan menetapkan standar mutu pendidikan yang 

tidak hanya memenuhi persyaratan akademik tetapi juga 

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran 

dan pengelolaan lembaga. 

2) Penggerak Implementasi Sistem Penjaminan Mutu: Tim memastikan 

penerapan sistem penjaminan mutu internal berjalan efektif dan 

konsisten, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, 

hingga evaluasi hasil belajar dan kegiatan akademik lainnya. 

3) Fasilitator Peningkatan Sumber Daya: Tim berperan memfasilitasi 

pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan staf melalui pelatihan, 

workshop, dan pemberdayaan, agar mereka mampu menerapkan 

metode pendidikan yang inovatif, profesional, dan berbasis nilai 

keislaman. 

4) Pengawal Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Tim melakukan 

evaluasi secara rutin terhadap seluruh aspek pendidikan dan 

administrasi, mengidentifikasi kendala, kemudian 

mengkoordinasikan perbaikan yang diperlukan agar mutu pendidikan 

terus meningkat dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. 

5) Pembina Budaya Mutu dan Keislaman: Tim memupuk budaya mutu 

di lingkungan lembaga dengan menanamkan nilai-nilai integritas, 

tanggung jawab, dan pelayanan prima yang sesuai dengan prinsip 

ajaran Islam, sehingga menghasilkan output pendidikan yang 

berkualitas dan berakhlak mulia. 

Dengan demikian, tim pengelola mutu berperan sebagai motor penggerak 

yang integral bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam, melalui sinergi 

antara aspek manajerial, teknis, dan nilai-nilai keagamaan yang melekat di 

setiap proses pendidikan. 
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2. Struktur dan Komposisi Tim Pengelola Mutu 

a. Unsur-unsur anggota tim pengelola mutu 

Anggota tim pengelola mutu terdiri dari berbagai unsur yang memiliki 

peran dan keahlian berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk 

mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan secara terkoordinasi dan 

efektif. Unsur-unsur ini merupakan komponen penting yang harus 

diperhatikan agar tim dapat bekerja secara sinergis dan produktif. 

1) Pimpinan Tim (Koordinator Tim) 

a) Berfungsi sebagai pemimpin yang mengarahkan, 

mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh proses pengelolaan 

mutu. 

b) Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan 

menjembatani komunikasi antara tim pengelola mutu dengan 

pimpinan lembaga. 

c) Harus memiliki wawasan luas mengenai manajemen mutu dan 

nilai-nilai keislaman. 

2) Anggota Tim Akademik 

a) Beranggotakan guru, dosen, atau tenaga pendidik yang bertugas 

memberikan masukan teknis mengenai standar pembelajaran, 

kurikulum, dan proses evaluasi akademik. 

b) Bertanggung jawab dalam memastikan prosedur pengajaran dan 

metode pembelajaran sesuai dengan standar mutu dan prinsip 

pendidikan Islam. 

3) Anggota Tim Administrasi dan Dokumentasi 

a) Bertugas mengelola segala dokumen terkait mutu, termasuk 

kebijakan mutu, laporan hasil evaluasi, catatan audit mutu, dan 

arsip yang diperlukan. 

b) Memastikan ketersediaan data yang valid dan sistem 

pengelolaan dokumen yang rapi dan mudah diakses. 

4) Anggota Tim Pengembangan dan Pelatihan 

a) Fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik 

anggota tim maupun staf pendukung lainnya. 

b) Melaksanakan pelatihan, workshop, dan kegiatan peningkatan 

kompetensi yang berkaitan dengan mutu pendidikan dan nilai-

nilai keislaman. 
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5) Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi 

a) Memegang peranan dalam melakukan pengawasan, monitoring 

implementasi mutu, dan evaluasi hasil pelaksanaan program 

mutu. 

b) Menyusun laporan evaluasi dan analisis yang menjadi bahan 

perbaikan serta rekomendasi bagi peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

6) Anggota Tim Penghubung dengan Stakeholder 

a) Berkomunikasi dengan semua pihak terkait, seperti siswa, orang 

tua/wali, komunitas, dan instansi terkait. 

b) Mengumpulkan feedback serta membangun relasi yang baik 

guna mendukung pengembangan mutu lembaga. 

b. Karakteristik Anggota Tim yang Efektif 

1) Memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan manajerial dalam 

bidang mutu pendidikan. 

2) Memahami nilai-nilai dan budaya organisasi, terutama prinsip-

prinsip Islam yang menjadi dasar lembaga. 

3) Memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan mutu dan 

kemauan untuk bekerja sama secara tim. 

4) Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik antar 

anggota dan dengan pihak-pihak luar. 

5) Bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas dengan 

integritas. 

Dengan memenuhi unsur-unsur anggota tim pengelola mutu yang 

komprehensif tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat membentuk tim 

yang solid, efektif, dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan mutu 

secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan kualitas 

pendidikan yang tidak hanya terpenuhi secara akademis tetapi juga sesuai 

dengan nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. 

3. Proses Pembentukan dan Pengembangan Tim 

a. Tahapan pembentukan tim pengelola mutu 

Pembentukan tim pengelola mutu merupakan langkah strategis awal yang 

sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Proses ini harus dilakukan 

secara sistematis agar tim dapat terbentuk dengan anggota yang kompeten, 

komitmen tinggi, serta memahami tugas dan tujuan pengelolaan mutu. 
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Berikut tahapan umum yang biasanya dilalui dalam pembentukan tim 

pengelola mutu: 

1) Perencanaan dan Persiapan 

a) Menyusun rencana pembentukan tim dengan menentukan 

tujuan, ruang lingkup tugas, dan kebutuhan sumber daya 

manusia. 

b) Mengidentifikasi kriteria anggota tim yang ideal berdasarkan 

kompetensi, pengalaman, dan kapasitas dalam manajemen mutu 

dan pendidikan Islam. 

c) Mengumumkan pembentukan tim secara resmi di lingkungan 

lembaga agar seluruh stakeholder mengetahui dan mendukung 

proses ini. 

2) Seleksi dan Penetapan Anggota Tim 

a) Melakukan proses seleksi anggota tim sesuai kriteria yang sudah 

ditetapkan, bisa melalui penunjukan langsung, pemilihan 

internal, atau kombinasi keduanya. 

b) Memastikan keterwakilan dari unsur pimpinan, tenaga pendidik, 

staff administrasi, dan pihak lain yang relevan. 

c) Melakukan penetapan secara formal melalui surat keputusan 

atau dokumen resmi lembaga. 

3) Sosialisasi dan Orientasi 

a) Melaksanakan sosialisasi peran, fungsi, dan tanggung jawab tim 

kepada seluruh anggota tim pengelola mutu. 

b) Memberikan orientasi tentang konsep manajemen mutu, standar 

mutu yang berlaku, dan nilai-nilai keislaman sebagai landasan 

kerja. 

c) Mengadakan pelatihan dasar untuk meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan anggota tim sebelum mulai bekerja. 

4) Pembentukan Struktur dan Pembagian Tugas 

a) Menyusun struktur organisasi tim pengelola mutu, termasuk 

penunjukan koordinator dan pembagian peran sesuai bidang 

keahlian. 

b) Membuat jadwal kerja, mekanisme koordinasi, dan sistem 

pelaporan yang jelas. 

c) Menetapkan aturan kerja, tata tertib, serta etika kerja tim yang 

sesuai dengan budaya lembaga. 
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5) Pelaksanaan Tugas Awal dan Evaluasi 

a) Tim mulai menjalankan tugas awal seperti menyusun rencana 

kerja pengelolaan mutu jangka pendek dan jangka panjang. 

b) Melakukan evaluasi awal terhadap kesiapan tim, kendala yang 

dihadapi, dan kebutuhan pendukung agar tim dapat bekerja 

optimal. 

c) Menyesuaikan mekanisme kerja berdasarkan feedback untuk 

meningkatkan efektivitas kinerja tim. 

Dengan mengikuti tahapan pembentukan tim pengelola mutu secara 

terencana dan terstruktur, lembaga pendidikan Islam dapat 

menciptakan tim yang tangguh, profesional, dan fokus pada 

peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai nilai-

nilai Islam. 

b. Pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota tim 

Pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota tim pengelola mutu adalah 

proses yang sangat penting untuk membekali anggota tim dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan guna menjalankan 

fungsi pengelolaan mutu secara optimal dan berkelanjutan. Proses ini 

membantu memastikan bahwa anggota tim selalu up to date dengan 

metode, standar, dan teknologi terbaru dalam manajemen mutu serta 

mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dalam konteks pendidikan. 

1) Tujuan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 

a) Meningkatkan pemahaman anggota tim terhadap konsep, 

prinsip, dan standar mutu pendidikan. 

b) Membekali anggota dengan keterampilan teknis dalam 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu, seperti monitoring, 

evaluasi, dan audit mutu. 

c) Mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan 

yang mendukung koordinasi dan kolaborasi tim. 

d) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Islam yang 

menjadi landasan dalam proses pengelolaan mutu di lembaga 

pendidikan Islam. 

e) Membentuk budaya kerja yang profesional, inovatif, dan 

berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. 
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2) Bentuk Pelatihan dan Pengembangan 

a) Workshop dan Seminar: Kegiatan pembelajaran singkat yang 

fokus pada topik-topik spesifik seperti teknik audit mutu, 

penggunaan alat penilaian kualitas, dan integrasi nilai-nilai Islam 

dalam pendidikan. 

b) Pelatihan Teknis dan Manajerial: Program yang dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan teknis, seperti pengumpulan dan 

analisis data mutu, serta keterampilan manajemen proyek dan 

kepemimpinan. 

c) Study Banding dan Benchmarking: Mengajak anggota tim untuk 

belajar dan bertukar pengalaman dengan lembaga lain yang telah 

berhasil mengelola mutu dengan baik. 

d) Pendampingan dan Coaching: Memberikan bimbingan secara 

langsung kepada anggota tim untuk mengatasi kendala dan 

meningkatkan kinerja melalui pendekatan personal. 

e) E-learning dan Pelatihan Online: Memanfaatkan teknologi 

digital untuk memberikan pelatihan yang fleksibel, mudah 

diakses, dan sesuai dengan kebutuhan anggota tim yang sibuk. 

3) Strategi Pengembangan Kapasitas yang Efektif 

a) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Melakukan analisis kebutuhan 

pelatihan secara berkala untuk menyesuaikan materi dan metode 

dengan kondisi dan perkembangan lembaga. 

b) Penyusunan Rencana Pelatihan Terstruktur: Membuat program 

pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan peran 

dan tanggung jawab anggota tim. 

c) Evaluasi dan Feedback: Melakukan evaluasi efektivitas 

pelatihan dan mengumpulkan masukan dari peserta untuk 

perbaikan di masa mendatang. 

d) Fasilitasi Motivasi dan Komitmen: Mendorong anggota tim agar 

tetap termotivasi untuk belajar dan berkembang dengan 

memberikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian 

pelatihan. 

e) Integrasi Nilai Keislaman: Selalu mengintegrasikan pelatihan 

dengan nilai-nilai Islam, sehingga anggota tim tidak hanya 

kompeten secara teknis tapi juga kuat secara moral dan spiritual. 

4) Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas 

a) Meningkatkan kualitas hasil kerja tim pengelola mutu sehingga 

lembaga dapat mencapai standar pendidikan yang diinginkan. 
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b) Membantu mempercepat adaptasi terhadap perubahan 

perubahan kebijakan pendidikan dan perkembangan teknologi. 

c) Meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan 

terciptanya tim yang harmonis dan profesional. 

d) Menghasilkan proses pengelolaan mutu yang berlandaskan nilai-

nilai keislaman, sehingga pendidikan yang diberikan tidak hanya 

berkualitas secara akademik tetapi juga bernilai spiritual dan 

moral. 

Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota 

tim pengelola mutu adalah investasi strategis yang mutlak dilakukan 

oleh lembaga pendidikan Islam untuk mencapai dan mempertahankan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan dan terpadu dengan nilai-nilai 

keislaman. 

c. Metode dan Alat untuk Pengelolaan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam 

Metode dan alat pengelolaan mutu di lembaga pendidikan Islam berfungsi 

untuk menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan 

secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam 

setiap tahapannya. Metode-metode tersebut menggunakan siklus 

manajemen mutu yang sistematis, sementara alat-alat menjadi instrumen 

yang membantu pelaksanaan metode tersebut secara efektif. 

1) Metode Pengelolaan Mutu 

a) Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act): Metode ini merupakan 

pendekatan berkelanjutan yang meliputi tahapan perencanaan 

mutu, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, serta 

tindak lanjut berupa perbaikan dan inovasi. Siklus ini 

memastikan lembaga mampu melakukan perbaikan secara terus-

menerus dengan menyelaraskan standar mutu dan nilai Islam. 

b) Pendekatan Sistemik dan Terpadu: Melibatkan semua komponen 

dalam lembaga—dari pimpinan, guru, staf, siswa, hingga 

masyarakat—untuk berpartisipasi dalam pengelolaan mutu. 

Semua elemen ini saling mendukung dan berperan aktif dalam 

mewujudkan visi, misi, dan standar pendidikan Islam yang 

berkualitas. 

c) Benchmarking dan Studi Banding: Membandingkan praktik 

pengelolaan mutu dengan lembaga lain yang sudah maju guna 

mengadopsi praktik terbaik sambil tetap menjunjung nilai-nilai 

keislaman. 

d) Partisipasi dan Musyawarah: Melibatkan diskusi kolektif dan 

musyawarah mufakat sebagai metode pengambilan keputusan, 

sesuai dengan prinsip Islam. 
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2) Alat Pengelolaan Mutu 

a) Instrumen Audit Mutu Internal (AMI): Digunakan untuk menilai 

kesesuaian pelaksanaan program pendidikan dengan standar 

mutu dan nilai keislaman serta mendeteksi area yang perlu 

perbaikan. 

b) Indikator dan Standar Mutu: Alat ukur terperinci yang mencakup 

aspek akademik dan spiritual untuk menilai pencapaian target 

mutu lembaga. 

c) Survei Kepuasan Stakeholder: Mengumpulkan data umpan balik 

dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mengukur 

efektivitas layanan pendidikan dan integrasi nilai Islami. 

d) Sistem Informasi Manajemen Mutu (SIMM): Teknologi digital 

untuk mengelola data mutu secara terpusat dan mendukung 

pengambilan keputusan berbasis data. 

e) Formulir dan Lembar Evaluasi: Alat praktis untuk 

mengumpulkan data observasi, evaluasi pembelajaran, dan 

kinerja yang membantu pemantauan kualitas. 

f) Rapat dan Forum Musyawarah: Media alat komunikasi dan 

koordinasi yang efektif dalam proses perencanaan dan evaluasi 

mutu. 

g) Metode Analisis Data Mutu: Teknik seperti diagram sebab-

akibat, histogram, dan analisis SWOT yang membantu 

memahami masalah mutu untuk merumuskan solusi. 

Dengan menggabungkan metode yang sistematis dan partisipatif serta 

alat yang terstruktur dan efisien, lembaga pendidikan Islam dapat 

menjamin mutu pendidikan yang berkualitas sekaligus membentuk 

karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini 

bukan hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memastikan 

integrasi moral dan spiritual dalam setiap proses pengelolaan mutu. 

d. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Tim Pengelola Mutu 

Tantangan utama yang dihadapi tim pengelola mutu meliputi aspek 

sumber daya manusia, budaya organisasi, komunikasi, dan adaptasi 

terhadap perubahan. Sementara itu, solusi yang tepat perlu dirancang agar 

tim dapat efektif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. 

1) Tantangan dalam Pengembangan Tim Pengelola Mutu 

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya anggota yang 

memiliki kompetensi teknis dan pemahaman nilai keislaman 



128 | Manajemen Mutu Terpadu 

yang memadai. Beban kerja yang tinggi menyebabkan kurang 

fokus dalam pengelolaan mutu. 

b) Kurangnya Motivasi dan Komitmen: Anggota tim kurang 

termotivasi atau kurang menyadari pentingnya pengelolaan 

mutu. Komitmen yang rendah berdampak pada konsistensi dan 

keberlanjutan program mutu. 

c) Hambatan Komunikasi dan Koordinasi: Sulitnya menjalin 

komunikasi efektif dan koordinasi antar anggota tim maupun 

dengan pihak lain. Perbedaan pandangan atau interpretasi 

terhadap standar mutu dan nilai Islam. 

d) Budaya Organisasi yang Kurang Mendukung: Tidak adanya 

budaya mutu yang kuat di lembaga. Resistensi terhadap 

perubahan yang diperkenalkan oleh pengelolaan mutu. 

e) Adaptasi Terhadap Perubahan dan Inovasi: Kesulitan dalam 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan metode dan 

teknologi pengelolaan mutu. Kurangnya pelatihan dan 

pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. 

2) Solusi untuk Mengatasi Tantangan 

a) Penguatan Kompetensi dan Kapasitas: Menyelenggarakan 

pelatihan rutin tentang teknik pengelolaan mutu dan integrasi 

nilai Islam. Rekrutmen anggota tim dengan latar belakang dan 

kompetensi yang sesuai. 

b) Membangun Motivasi dan Komitmen: Menumbuhkan kesadaran 

pentingnya mutu melalui sosialisasi dan pemberian 

penghargaan. Melibatkan anggota dalam pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki. 

3) Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi 

a) Menerapkan forum rutin, rapat efektif, dan media komunikasi 

yang terstruktur.  

b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk 

mempercepat arus informasi. 

4)  Menanamkan Budaya Mutu dan Keterbukaan 

a) Memulai dengan perubahan budaya secara bertahap melalui 

pelibatan semua pihak. 

b) Mendorong prinsip musyawarah dan evaluasi berkelanjutan 

dalam setiap kegiatan. 
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5) Adaptasi dan Inovasi Berkelanjutan 

a) Melaksanakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk 

pembaruan metode dan penggunaan alat pengelolaan mutu. 

b) Mendorong tim untuk melakukan benchmarking dan studi 

banding sebagai sumber inovasi. 

Pengembangan tim pengelola mutu membutuhkan perhatian serius 

terhadap berbagai tantangan yang ada, mulai dari penguatan kompetensi, 

pembentukan budaya mutu, hingga peningkatan komunikasi. Dengan 

menerapkan solusi-solusi yang tepat, lembaga pendidikan Islam dapat 

memperkuat tim pengelola mutu sehingga mampu menjalankan peran 

strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berkualitas dan 

berakar pada nilai keislaman. 

e. Peran Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Tim 

Teknologi berperan sangat penting dan strategis dalam mendukung 

pengembangan tim pengelola mutu, dengan memberikan fasilitas yang 

mempercepat komunikasi, memperkuat koordinasi, meningkatkan 

efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui 

pemanfaatan teknologi digital, tim dapat meningkatkan kapasitas dan 

kolaborasi secara lebih efektif dan dinamis, sekaligus memudahkan 

integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap proses pengelolaan mutu 

pendidikan. 

1) Mempercepat Komunikasi dan Koordinasi 

a) Penggunaan platform komunikasi digital seperti aplikasi pesan 

instan, video conference, dan email memudahkan pertukaran 

informasi secara real-time tanpa batasan ruang dan waktu.  

b) Mengurangi miskomunikasi dan mempercepat pengambilan 

keputusan dalam tim. 

2) Mendukung Manajemen Data dan Dokumentasi 

a) Sistem informasi manajemen mutu (SIMM) memungkinkan 

pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan data mutu 

secara terpusat dan terstruktur. 

b) Memudahkan pelacakan kinerja, evaluasi, serta pelaporan 

berkelanjutan yang dapat diakses kapan pun oleh anggota tim. 

3) Meningkatkan Kapasitas melalui Pelatihan Digital 

a) Pemanfaatan e-learning, webinar, dan modul pelatihan online 

untuk meningkatkan kompetensi anggota tim dalam pengelolaan 

mutu dan pemahaman nilai keislaman. 



130 | Manajemen Mutu Terpadu 

b) Fleksibilitas waktu dan tempat pembelajaran yang mendukung 

pengembangan kapasitas tanpa hambatan geografis. 

4) Memfasilitasi Kolaborasi dan Perencanaan 

a) Penggunaan tools kolaboratif seperti Google Workspace, 

Microsoft Teams, atau aplikasi manajemen proyek untuk 

menyusun rencana mutu, berbagi dokumen, dan mengelola tugas 

bersama. 

b) Membantu mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku 

kepentingan secara lebih mudah dan transparan. 

5) Mempercepat Proses Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 

a) Teknologi analitik dan visualisasi data membantu tim dalam 

memahami tren mutu, mengidentifikasi kendala, dan 

merumuskan strategi perbaikan lebih tepat sasaran. 

b) Penggunaan dashboard dan laporan real-time meningkatkan 

responsivitas tim terhadap dinamika pendidikan. 

Teknologi menjadi enabler utama yang memberdayakan tim pengelola 

mutu agar berfungsi secara lebih optimal dan efisien. Dengan teknologi, 

komunikasi dan koordinasi menjadi lancar, pengelolaan data menjadi rapi 

dan akurat, serta pembelajaran kapasitas anggota tim menjadi lebih mudah 

diakses. Semua ini mendukung tim dalam menjaga dan meningkatkan 

kualitas pendidikan Islam yang holistik, menggabungkan aspek akademik 

dan nilai spiritual secara seimbang. 

f. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan Tim Pengelola Mutu 

Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan merupakan proses penting 

untuk memastikan tim pengelola mutu dapat mempertahankan kinerja 

yang optimal, terus beradaptasi dengan perubahan, serta selalu berinovasi 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui evaluasi yang 

sistematis dan pengembangan kapasitas yang berkesinambungan, tim 

dapat menjaga efektivitasnya dalam menjalankan fungsi pengelolaan mutu 

yang selaras dengan nilai-nilai Islam. 

4. Evaluasi Tim Pengelola Mutu 

a. Evaluasi Kinerja 

1) Melakukan penilaian secara periodik terhadap pencapaian target 

mutu dan efektivitas kerja tim. 

2) Menggunakan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators, 

KPI) yang spesifik dan relevan dengan tujuan pengelolaan mutu. 
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3) Melibatkan seluruh anggota tim serta pemangku kepentingan untuk 

mendapatkan umpan balik yang komprehensif. 

b. Evaluasi Proses dan Sistem 

1) Meninjau proses kerja, prosedur, dan sistem pengelolaan mutu untuk 

menemukan kendala atau hambatan. 

2) Mengevaluasi kesiapan dan pemanfaatan sarana/prasarana teknologi 

yang mendukung pengelolaan mutu. 

3) Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan terus-menerus (continuous 

improvement). 

c. Evaluasi Kepuasan Stakeholder 

1) Mengukur tingkat kepuasan siswa, guru, orang tua, dan pihak lain 

terhadap hasil dan proses pendidikan. 

2) Memanfaatkan survei, wawancara, dan forum diskusi untuk 

memperoleh data kualitatif dan kuantitatif. 

5. Pengembangan Berkelanjutan Tim Pengelola Mutu 

a) Pengembangan Kompetensi 

1) Menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan workshop secara berkala 

untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan anggota tim. 

2) Mengintegrasikan aspek pengembangan nilai-nilai Islam dalam 

pelatihan untuk memastikan keselarasan misi pendidikan. 

b) pembaharuan Metode dan Teknologi 

1) Mengadopsi metode pengelolaan mutu terbaru dan teknologi terkini 

untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan. 

2) Melakukan benchmarking dengan lembaga lain untuk mendapatkan 

wawasan dan inovasi baru. 

b) Penguatan Motivasi dan Semangat Kerja 

1) Memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan kontribusi 

anggota tim. 

2) Membuka ruang dialog untuk meningkatkan rasa memiliki dan 

komitmen terhadap tujuan bersama. 

c)  Evaluasi dan Tindak Lanjut Berkelanjutan 

1) Menetapkan mekanisme evaluasi berkelanjutan dengan siklus Plan-

Do-Check-Act (PDCA) agar tim selalu melakukan perbaikan secara 

sistematis. 
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2) Membuat laporan evaluasi berkala yang dilengkapi dengan 

rekomendasi dan rencana aksi. 

Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga 

efektivitas dan inovasi tim pengelola mutu dalam lembaga pendidikan 

Islam. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan pengembangan yang 

konsisten, tim dapat memastikan bahwa pengelolaan mutu tidak hanya 

berjalan sesuai standar, tetapi juga terus berkembang dan mampu 

menjawab tantangan zaman dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. 

 

D. Program Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi 

strategis untuk meningkatkan kualitas organisasi, termasuk lembaga pendidikan.  

Menurut Mangundjaya (2017), pelatihan dapat dilatakan sebagai salah satu media, 

alat atau sarana dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM di suatu organisasi.  

Program ini bertujuan menutup kesenjangan kompetensi (knowledge, skills, attitude) 

sesuai kebutuhan jabatan dengan memadukan proses analisis kebutuhan, desain, 

implementasi, serta evaluasi dan transfer pembelajaran. 

Dalam konteks teori model pelatihan, Sahir, dkk (2023) mengungkapkan 

bahwa kerangka struktur pelatihan terdiri dari model pra pelatihan, pelatihan di  

lapangan, hard skill, serta soft skill, dapat meningkatkan efektifitas program dan 

motivasi kerja peserta. Demikiian pula dari aspek manajerial dan tehnis pengelolaan 

program pelatihan  sebagai langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan, 

perencanaan, hingga evaluasi, seta penerapan tren seperti pelatihan berbasis teknologi 

dan coaching . Ini menunjukan bagaimana lembaga pendidikan dapat mengadobsi 

strategi serupa untuk peningkatan standar proses belajar-mengajar dan pengembangan 

karier. 

1. Analisis Kebutuhan Pelatihan 

Analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis) adalah proses 

sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesenjangan angara 

kompetensi yang dimiliki individu ataupun kelompok saat ini dengan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara optimal. Tujuan 

utamanya adalah untuk merancang pelatihan yang tepat sasaran, efektif, dan 

berdampak terhadap peningkatan kinerja. 

Berikut ini proses nalisis kebutuhan pelatihan secara umum: 

a. Identifikasi Tujuan Organisasi 

Langkah pertama adalah memahami visi, misi, tujuan strategis, dan 

prioritas organisasi. Ini penting agar pelatihan yang dirancang selaras 

dengan arah dan kebutuhan organisasi secara keseluruhan. 
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b. Analisis Kinerja Saat Ini 

Evaluasi kinerja individu, tim, atau unit kerja dibandingkan dengan 

standar atau target yang telah ditetapkan. Ini bisa di lakukan melalui: 

Penilaian kinerja, hasil kerja, dan umpan balik  dari atasan atau 

pelanggan. 

c. Identifikasi kesenjangan Kompetensi 

Tentuksn kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang 

dbutuhkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan, lalu bandingkan 

dengan kompetensi aktual. Kesenjangan  ini yang menjadi dasar 

kebutuhan pelatihan. 

Contoh: Jika stadar kompetensi untuk guru mencakup keterampilan 

menggunakan teknologi pembelajaran digital, namun sebagian besar  

guru belum menguasainya, maka ada kebutuhan pelatihan di bidang TIK 

pendidikan. 

d. Pengumpulan Data 

Gunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi terkait 

kebutuhan pelatihan, seperti: wawancara dengan pegawai dan atasan, 

kuisioner atau survei kebutuhan pelatihan, observasi langsung di 

lapangan,  dan data hasil evaluasi sebelumnya atau audit internal. 

e. Analisis Data dan Penetuan Prioritas 

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan analisis untuk: 

1) Menyususn daftar kebutuhan pegawai 

2) Menentukan pelatihan mana yang paling mendesak atau berdampak 

besar. 

3) Memilih antara kebutuhan pelatihan teknis, manajerial,  ataupun 

perilaku. 

f. Perencanaan Tundak Lanjut 

Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk: 

1) Menyusun prgram pelatihan. 

2) Merancang modul, metode, dan media pelatihan. 

3) Menentukan peserta,  waktu, dan anggaran. 

Analisis kebutuhan pelatihan adalah fondasi penting manajemen dalam 

manajemen  SDM atau peninngkatan mutu. Tanpa analisis yang tepat, pelatihan 

beresiko tidak relevan, tidak efektif, dan tidak efisien. Oleh karena itu, proses 

ini harus dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis data. 
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2. Perencanaan Program Pelatihan 

Perencanaan program pelaihan merupakan proses yang dirancang untuk 

memastikan bahwa pelatihan yang diberikan efektif, relevan, dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta srta tujuan organisasi. Berikut tahapan dan penjelasan 

bagaimana perencanaan program pelatihan dilakukan. 

a. Analisis Kebutuhan Pelatihan  

1) Analisis Organisasi: Menentukan tujuan strategis perusahaan dan 

bagaimana pelatihan mendukungnya. 

2) Analisis tugas/pekerjaan: Mengidentifikasi keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan tertentu. 

3) Analisis Individu: Menilai kesenjangan antara kemampuan SDM 

saat ini dan yang dibutuhkan. 

b. Menentukan Tujuan Pelatihan 

Setelah mengetahui kebutuhan, tetapkan tujuan spesifik pelatihan, 

seperti: 

1) Meningkatkan keterampilan tehns tertentu. 

2) Meningkatkan kemampuan manajerial atau kepemimpinan. 

3) Meningkatkan produktifitas atau kuialitas kerja. 

c. Menyusun Materi dan Metode Pelatihan 

Materi pelatihan disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode pelatihan dapat berupa: Kelas tatap muka, Pelatihan onlone/e-

learning, simulasi dan role play, DDTK (Diklat Di Tempat Kerja), dan 

monitoring dan coaching. 

d. Menentukan Peserta dan nstruktur 

1) Identifikasi siapa yang harus mengikuti pelatihan. 

2) Pilih instruktur atau fasilitator yang kompeten, baik dan internal 

maupun eksternal. 

e. Menentukan Waktu, Tempat, dan Anggaran 

1) Tentuksn jsdwsl yang tidak mengganggu produktivitas kerja. 

2) Pilih lokasi pelatihan yang nyaman dan mendukung. 

3) Susun anggaran yang mencakup biaya instruktur, materi, konsumsi, 

akomodasi, transfortasi (jika diperlukan), dll. 
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f. Pelaksanaan Pelatihan 

1) Pastikan semua sumber daya tersedia dan berjalan sesuai rencana. 

2) Fasilitator memberikan pelatihan sesuai metode yang dipilih. 

3) Lakukan monitoring untuk memastikan keterlibatan peserta. 

g. Evaluasi Pelatihan 

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektifitas pelatihan. Biasanya 

mencakup: 

1) Reaksi peserta (apakah mereka merasa pelatihan bermanfaat?). 

2) Pembelajaran (Apakah peserta mendapat pengetahuan dan 

keterampilan baru?). 

3) Perilaku (apakah terjadi perubahan dalam pekerjaan?). 

4) Hasil (apakah pengetahuan berdampakpositif terhadap organisasi?). 

Metode evaluasi yang umum digunakan adalah kirkpatric Model (4 

level). 

3. Pelaksanaan Program Pelatihan 

Pelaksanaan program pelatihan merupakan kelanjutan dari perencanaan 

prgram pelatihan, dan sebagai tahapan dalam siklus manajemen pelatihan yang 

berfokus pada kegiatan nyata memberikan materi atau keterampilan kepada 

peserta. Berikut bagaimana program pelatihan dilakukan. 

a. Persiapan sebelum pelaksanaan. 

Sebelum pelaksanaan dimulai sejumlah persiapan dilakukan antara lain: 

1) Pastikan jadwal dan lokasi. 

2) Ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan. 

3) Kesiapan insttruktur/fasiliator/narasumber. 

4) Kepastian kehadiran peserta. 

b. Pembukaan Pelatihan 

1) Susunan acara dan petugas/pengsi acara pembukaan 

2) Penjelasan tujuan, jadwal, dan tata tertib pelatihan. 

3) Penjelasan pre test jika diperlukan untuk mengukur kemampuan 

awal peserta. 
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c. Pelaksanaan Inti Pelatihan 

1) Penyampaian materi: Pastikan materi disampaikan dengan berbagai 

metode s\yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelatihan. 

2) Interaksi dan partisipasi seluruh peserta pelatihan. 

3) Pendampingan dan evaluasi harian. 

d. Evaluasi  Akhir. 

1) Dilakukan post test untuk menilai peningkatan pengetahuan/ 

keterampilan. 

2) Pengisian kuesioner evaluasi pelatihan oleh peserta terkait kualitas 

materi, penyampaian, dan fasilitas. 

3) Seringkali disertai dengan presentasi hasil kerja atau ujian praktik. 

e. Penutupan Pelatihan 

1) Penyampaian kesimpulan atau hasil akhir. 

2) Pemberian sertifikat kepada peserta yang dinyatakan lulus. 

3) Ucapan terima kasih dan tindak lanjut dari peserta. 

f. Tindak Lanjut Peserta Pelatihan (Follw Up). 

1) Monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk mengetahui 

penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. 

2) Coaching atau mentoring tambahan jika diperlukan. 

4. Evaluasi dan Monitoring Pelatihan 

Setelah pelaksaan program pelatihan selanjutnya adalah evaluasi dan 

monitoring pelatihan yang bertujuan untuk memastikan bahwa program 

pelatihan berjalan efektif, efisien, dan memeberikan hasil sebagaimana yang 

diharapkan sesuai tujuan dilaksanakannya pelatihan. Berikut mengenai masing-

masing aspek. 

a. Monitoring Pelatihan 

Monitoring adalah proses pengawasan secara berkala selama pelatihan 

berlangsung untuk memastikan pelaksanaan sesai rencana.  

1) Tujuan dilaksanakannya monitoring untuk menilai kepatuhan 

terhadap jadwal, materi, dan metode pelatihan, mengidentifikais 

masalah atau hambatan yang muncul selama pelatihan, dan 

menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan. 
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2) Aktivitas monitoring dengan melakukan observasi langsung di sesi 

pelatihan, pengumpulan data kehadiran, wawancara atau survei 

singkat terhadap peserta dan fasilitator, serta melakukan pencatatan 

kesuaian pelaksanaan dengan rencana pelatihan (modul, durasi, 

metode, dll). 

3) Alat monitoring, yaitu daftar observasi, daftar hadir, jurnal 

pelatihan, dan laporan harian. 

b. Evaluasi Pelatihan 

Evaluasi adalah proses untuk menilai efektifittas pelatihan setelah atau 

selama pelatihan, guna mengetahui sejauhmana pelatihan tercapai. 

Tujuan evaluasi untuk menulai kompetensi peserta (pengetahuan, 

kegterampilan, dan sikap). 

c. Hubungan Monitoring dan Evaluasi. 

1) Monitoring lebih fokus pada proses, berlangsung selama pelatihan. 

2) Evaluasi fokus pada hasi; dan dampak, dilakukan setelah pelatihan. 

3) Keduanya saling melengkapi untuk memastikan kualitas pelatihan 

dari awal hingga akhir. 

5. Pengembangan Karier dan Kompetensi Lanjutan 

Pengembangan karier dan kompetesnsi lanjutan adalah proses yang 

terencana dan berkelanjutan untuk meningkstksn kemampuan profesional, 

memperluas pengetahuan, serta mencapai tujuan karier jangka panjang 

seseorang. 

a. Pengembangan Karier 

Pengembangan  karier mencakup berbagai upaya yang dilakukan 

individu atau organiasasi untuk meningkatkan posisi, peran, dan 

tanggung jawab seseorang di dunia kerja. Proses ini melibatkan: 

1) Perencanaan karier. Mdenetapkan tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang dalam pekerjaan atau profesi. 

2) Pelatihan dan pendidikan. Mengikuti pelatihan teknis, seminar, 

workshop, atau melanjutkan pendidikan formal. 

3) Monitoring dan coaching. Mendapat bimbingan dari atasan atau 

profesional berpengalaman. 

4) Evaluasi kinerja. Umpan balik dari atasan atau rekan kerja yang 

membantu menlai dan memperbaiki kinerja. 
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b. Pengembangan Kompetensi Lanjutan 

Kompetensi lanjutan adalah kemampuan tambahan atau mendalam yang 

dibutuhkan untuk menghadapi tantangan peekerjaan yang lebih 

kompleks. Pengembangannya mencakup beberapa aspek. 

1) Spesialisasi keahlian. Menguasai bidang tertentu secara mendalam. 

2) Sertifikasi profesional. Mengikuti program sertufikasi untuk 

menambah kredibilitas dan daya saing. 

3) Penggunaan teknologi baru. Menguasai alat digital dan teknologi 

terbaru yang relevan denagn profesi. 

4) Pembelajaran berkelanjutan (life long education). Mengadobsi 

mindset untuk terus belajar, baik secara formal mapun informal. 

Pengembangan karier dan kompetensi lanjutan adalah bagian penting 

dari kesuksesan profesional. Dengan kombinasi antara tujuan yang jelas, 

pembelajaran berkelanjutan, dan dukungan lingkungan kerja, sesorang dapat 

meninngkatkan kapasitas dirinya serta beradabtasi dengan perubahan dunia 

kerja yang cepat. 

6. Dampak Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap Lembaga 

Pendidikan  

Program pelatihan dan pengembangan terhadap lembaga pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap lembaga pendidikan dari berbagai aspek, baik dari 

sisi tenaga pendidik, manajemen lembaga, hingga peserta didik. Dampak 

tersebut sebagaimana berikut: 

a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Program pelatihan dan pengembangan meningkatkan kemampuan 

profesional gru, dosen, dan staf. Dampaknya antara lain: 

1) Meningkatkan kompetensi profesional. 

2) Penguasaan teknologi pendidikan. 

3) Inovasi metode mengajar. 

b. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 

Pelatihan yang sefektif berkontribusi langsung pada kualitas layanan dan 

kinerja lembaga pendidikan: 

1) Kepuasan peserta didik 

2) Reputasi Institusi. 
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c. Adabtasi terhadap Perubahan Kurikulum dan Kebijakan 

Program pengembangan memungkinkan lembaga: 

1) Mengikuti regulasi terbaru 

2) Responsif terhadap kebutuhan zaman 

3) Peningkatan ketahanan lembaga 

d. Pengembangan Budaya Kerja Profesional 

1) Peningkatan motivasi dan setos kerja. 

2) Peningkatan komunikasi dan kerja sama. 

3) Kolaborasi antar pendidik 

e. Dampak Langsung ada Prestasi Peserta Didik 

1) Peningkatan hasil belajar 

2) Pembentukan karakter dan keterampilan. 

Program pelatihan dan pengembangan  bukan hanya investasi untuk 

meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga strategi penting dalam 

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga pendidikan secara 

keseluruhan. Dampaknya secara sistemik dan berjangka panjang. 

 

E. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Mutu 

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi faktor utama dalam upaya dalam 

peningkatan mutu di berbagai kehidupan. Penggunaan teknologi tidak hana terbatas 

pada industri dan kkomunikasi, tetapi juga menambah ke bidang pendidikan, 

kesehatan, pertanian, pemerintahan, hingga pelayanan publik. Salah satu manfaat 

utama dari penerapan teknologi adalah peningkatan mutu, baik mutu produk, layanan, 

maupun proses kerja secara keseluruhan.  

Peningkatan mutu melalui teknologi tercermin dalam efisiensi operasional, 

ketepatan data, inovasi produk, serta kemampuan untuk merespon kebutuhan 

tuntuntan pasar secara lebih cepat dan tepat. Dalam konteks organisasi dan institusi, 

teknologi  dapat digunakan untuk memperbaiki sistem manajemen mutu, 

mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan 

atau pemangku kepentingan. 

Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan teknologi  secara tepat menjadi 

kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa kualitas yang dihasilkan mampu 

besaing dan memenuhi standar yang diharapkan. Penggunaan teknologi digunakan 

secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu di berbagai sektor, tantangan 



140 | Manajemen Mutu Terpadu 

yang mungkin dihadapi, serta peluang yang dapat dimafaatkan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif di tengah dinamika perubahan zaman.   

1. Pengertian dan Peran Teknologi dalam Peningkatan Mutu 

Teknologi tidak lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian 

integral dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Secara 

konseptual, teknologi pendidikan tidak hanya merujuk pada perangkat keras 

(hardware), tetapi juga melibatkan perangkat lunak (software), sumber daya 

manusia (brainware), setta teori dan praktek dalam merancang, menerapkan, 

dan mengevaluasi prosesds belajar mengajar secara sistematis. Menurut 

Abdullah dan Darmawan (2013) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terpadu yang 

melibatkan SDM, prosedure, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisis 

masalah, menacari solusi, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola semua 

aspek yang menyangkut proses belajar. Pernyataan ini menekankan bahwa 

teknolgi pendidikan mencakup penembangan sumber belajar, pengelolaan 

organisasi pendidikan, hingga evaluasi dan penelitian untuk menjaga efektifitas 

dan efisiensi pembelajaran. Lebih lanjut Assocition for Educational 

Communication and Technology (AECT) menegaskan dimensi etis dan 

sistematis dari teknologi pendidikan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan 

kinerja dan pemberdayaan peserta didik. 

Peran teknologi pendidikan dalam Peningkatan Mutu: 

a. Optimalisasi Proses Pembelajaran 

Teknologi pendidikan menbantu menciptakan desain dan media 

pembelajaran yang lebih interaktif dan adabtif. Dari awal analisis 

kebutuhan, perancangan kurikulum, hingga evaluasi hasil belajar, semua 

dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terukur. Hal tersebut selaras 

dengan definisi AECT yang menekankan perancangan (design), 

pengembangan (development), pemanfaatan (utilization), manajemen 

(management), serta evaluasi (evaluation). 

b. Efisiensi dan Akurasi 

Dengan pemanfaatan perangkat digital, waktu dan tenaga dalam 

penyampaian materi dan pengumpulan data menjadi lebih optimal. 

Misdsalnya menggunakan Learning Management System (LMS) 

memudahkan distribusi monten, penilaian otomatis, dan pemantauan 

perkembangan peserta didik secara real time. 

c. Pemecahan Masalah Secara Sistematis 

Teknologi pendidikan memungkinkan identifikasi permasalahan belajar 

secara cepat, pengujian model pembelajaran, hingga re-evaluasi hasil 

melalui siklus berkelanjutan. Hal ini penting agar mutupembelajaran 

selalu dtingkatkan berdasarkan bukti nyata. 



Manajemen Mutu Terpadu | 141  

d. Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Peserta Didik 

Melalui teknologi, belajar menjadi lebih mandiri, kreatif, dan relevan 

dengan kebutuhan zaman. AECT juga menyoroti aspek peningkatan 

kineja dan pemberdayaan melalui desain pengalaman belajar yang tepat. 

2. Jenis Teknologi yang Mendukung Peningkatan Mutu 

Pendidikan berperan besar dalam peningkatan mutu di berbagai sektor, 

termasuk pendidikan. Berikut jenis-jenis teknologi yang mendukung 

peningkatan mutu. 

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

TIK mencakup perangkat keras dan lnak seperti komputer, jaringan 

internet, email, dan aplikasi manajemen. Adapaun peran TIK dalam 

peningkatan mutu: 

1) Mempercepat proses pengolahan data mutu. 

2) Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal 

b. Sistem Manajemen Mutu Digital (e-QMS) 

Sistem ini digunakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi 

mutu secara digital, s-QMS dalam meningkatkan mutu: 

1) Menstandarisasi prosedure mutu. 

2) Mempermudah pelaporan dan audit. 

3) Mengurangi kesalahan manual. 

c. Internet of Things (LoT) 

Perangkat yang saling terhubung dan dapat mengirimkan data secara 

otomatis, seperti sensor suhu, RFID, alat pemantau produksi. Peran LoT 

dalam meningkatkan mutu: 

1) Meningkatkan akurasi pemantauan mutu. 

2) Memberi peringatan dini terhadap potensi kegagalan. 

3) Meningkatkan efisiensi operasional. 

d. Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning 

Sistem cerdas yang dapat menganalisis data dan membuat keputusan 

secara otimatis, seperti Chatbot, sistem prediksi kualitas produk.  AI dan 

Machine Learning. Peran sistem ini dalam meningkatkan mutu: 

1) Mendeteksi cacat produk lebih cepat. 

2) Mempredeksi masalah mutu 
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3) Mengotomatisasi analisis data mutu. 

e. Big Data dan Analitik 

Teknologi ini untuk mengolah dan menganalisis data besar secara 

efisien, perannya dalam meningkatkan mutu: 

1) Menyediakan wawasan dari data mutu. 

2) Membantu pengambilan keputusan berbasis data. 

3) Mengidentifikasi tren dan penyimpangan mutu. 

f. Teknologi Otomatisasi dan Robotika 

Mesin dan robot yang digunakan untuk melakukan proses secara 

otomatis, seperti robot produksi, dan mesin inspeksi otomatis. Peran 

teknologi ini dalam mengingkatkan mutu: 

1) Menjaga konsistensi dan presisi produk. 

2) Mengrangi human error. 

3) Meningkatkan kecepatan produksi tanpa menurunkan mutu. 

g. Cloud Computing 

Teknologi penyimpanan dan pengolahan data di internet, seperti google 

drive, microsoft Azure, dan AWS. Peran teknologi ini dalam 

meningkakan mutu: 

1) Mempermudah kolborasi dan akses data mutu dari mana saja. 

2) Meningkatkan keamanan dan bacup data mutu. 

3) Menyediakan palatform fleksibel untuk pelaporan dan monitoring 

mmutu. 

h. Teknologi Blokckchain 

Sistem pencatatan digital yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, 

contoh penggunaan untuk logistik, rantai pasok, dan audit mutu. Peran 

teknologi ini dalam meningkatkan mutu: 

1) Menjamin keaslian dan transparansi data mutu. 

2) Meningkatkan kepercayaan dalam sistem mutu. 

3) Mencegah manipulasi data mutu. 
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3. Dampak Penggunaan Teknologi Terhadap Mutu Pendidikan 

Penggunaan teknologi dalam peningkatan mutu pendidikan  memiliki 

pengaruh atau konsekuensi dari cara dan intensitas penggunaan suatu produk, 

layanan, sistem,  atau sumber daya pendidikan baik bersifat positif maupun 

negatif terhadap kualitas atau mutu dari hal tersebut. Berikut dampak 

penggunaan teknologi terhadap mutu pendidikan. 

a. Dampak Positif Teknologi terhadap Mutu Pendidikan: 

1) Akses informasi yang lebih luas dan cepat: Teknologi 

memungkinkan siswa dan guru mengakses  berbagai sumber belajar 

secara mudah dan cepat. 

2) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik: Penggunaan 

multimedia membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan mudah dipahami, terutama untuk materi yang kompleks. 

3) Pembelajaran jarak jauh (online): Pembelajaran yang tidak 

memungkin dilaksanakan secara dengan tatap muka atau klasikal 

seperti ketika masa pandemi, tetap dapat dilakukan dengan cara 

jarak jauh yang tidak terikat dengan ruang dan jarak. 

4) Personalisasi pembelajaran: Teknologi memungkinkan pendekatan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar 

peserta didik, seperti melalui adabtive learning atu AI tutor. 

5) Peningkatan efisiensi guru: Tenaga pendidikak bisa lebih efisien 

dalam menusun materi, pemberian tugas, dan melakukan penilaian 

dengan bantuan perangkat lunak dan platform digital. 

6) Kolaborasi digital: Peserta didik bisa berinteraksi dan berkolaborasi 

dengan pesera didik dari daerah lain bahkan antar negara melalui 

proyek digital atau forum pendidikan global. 

b. Dampak Negatif Teknologi terhadap Mutu Pendidikan: 

1) Ketimpangan akses teknologi (digital divide): Tidak semua peserta 

didik memiliki akses ke perangkat atau internet yang memadai, 

sehingga menciptakan kesenjangan dalam mutu pendidikan. 

2) Ketergantungan pada teknologi: Penggunaan teknologi secara 

belebihan dapak mengurangi keterampilan dasar seperti menulis 

tangan, membaca buku fisik atau berinteraksi secara langsung. 

3) Disiplin dan manajemen waktu yang kurang baik: Tanpa 

pengawasan yang baik, peserta didik bisa terganngu oleh media 

sosial atau game saat menggunakan perangkat untuk belajar. 

4) Kualitas materi yang tidak terjamin: Tidak semua informasi yang 

tersedia di internet akurat sesuai kurikulum. Peserta didik bisa saja 
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terpapar konten yang salah atau tidak sesuai dengan yang 

sebenarnya. 

5) Kurangnya interaksi sosial langsung: Pembelajaran online yang 

terlalu lama bisa mengurangi keterampilan komunikasi langsung 

dan kerjasama sosial peserta didik. 

Teknologi dapat meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan jika 

digunakan secara bijak dan merata. Kunci utamanya adalah pada pemanfaatan 

yang tepat, pengawasan yang baik, dan penyediaan akses yang adil. Pendidikan 

berbasis teknologi sebaiknya menjadi pelengkap. Bukan pengganti sepenuhnya 

dari interaksi pendidikan konvensional. 

4. Strategi Implementasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan 

Strategi implentasi teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dapat dilihat dari nerbagai aspek praktik di sekolah maupun di institusi 

pendidikan, seperti Google Classroom, Mppdle, Edmondo. 

a. Penggunaan Learning Management System (LMS) 

Penggunaan LMS dapat meningkatkan efisiensi manajemen 

pembelajaran dan memudahkan monitoring kemajuan siswa. 

Implementasi LMS antara lain: 

1) Guru membagikan materi, tugas, dan ujian secara digital. 

2) Siswa dapat mmengakses materi kapan saja dan dari mana saja. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi. 

b. Pembelajaran Daring dan Hybrid (Blanded Learning) 

Fleksibelitas waktu belajar dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan 

berbagai kondisi, seperti zoom, Microsoft Teams, Ruangguru. 

Implementasinya antara lain: 

1) Siswa mengikuti pembelajaran secara langsung (live) atau tunda 

(recorded). 

2) Model blended menggabunhkan kelas tatap muka dengan daring. 

c. Penggunaan Aplikasi Edukasi Interaktif 

Membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan partisipasi 

aktif siswa. Implementasinya: 

1) Digunakan sebagai media evaluasi, latihan, dan pembelajaran 

berbasis permainan. 

2) Meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. 
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d. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran 

Pembelajaran dengan pemanfaatan AI menjadi lebih personal dan 

efisien. Implentasinya: 

1) AI digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan peserta didik, 

memberi umpan balik otomatis, hingga membuat soal. 

2) AI tutor membantu peserta didik belajar mandiri secara adaptif. 

e. Digitalisasi Administrasi Sekolah 

Transparansi dan akurasi data meninkat, serta mengurangi beban 

administratif guru. Seperti Aplikasi e-Raport, Sistem Informasi 

Akademik (SIA). Implementasinya: Pengolahan nilai, absensi, hingga 

komunikasi dengan orang tua yang dilakukan secara digital. 

f. Penggunaan Perangkat TIK di Kelas (Smart Classroom) 

TIK meningkatkan pemahaman konsep melalui visualisasi dan praktik 

langsung, seperti proyektor interaktif, papan tulis digital, tablet siswa. 

Implementasinya: 

1) Guru menggunakan teknologi untuk presentasi, simulasi, dan 

eksperimen digital. 

2) Siswa dapat mengajarkan tugas secara real-time di perangkat 

masing-masing. 

g. Pelatihan Guru dalam Literasi Digital 

Meningkkatkan kompetensi gru dalam mengintegrasikan teknologi ke 

dalam pembelajaran. Implementasinya: 

1) Guru dilatih menggunakan teknologi pembelajaran seperti Canva, 

Power Point Interaktif, coding  dasar, dsb. 

2) Pelatihan dilakukan secara berkala melalui workshop atau kursus 

online. 

Implementasi teknologi dalam pendidikan mencakup media 

pembelajaran, metode evaluasi, sistem manajemen, dan penguatan kapasitas 

SDM. Agar teknologi benar-benar meningkatkan mutu pendidikan, perlu 

didukung oleh infrastruktur yang memadai (internet, perangkat), pelatihan guru 

dan siswa, kurikulum yang adaptif, dan dukungan kebijakan pemerintah. 
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F. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Mutu 

Salah satu indikator yang menentukan keberhasilan suatu lembaga adalah dari 

aspek mutu, baik di bidang pendidikan, pelayanan publik maupun sektor lainnya. 

Dalam upaya mencapai mutu yang diharapkan, dibutuhkan perencanaan yang 

sistimatis, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan 

rencana aksi peningkatan mutu menjadi langkah yang strategis yang harus dilakukan 

secara terpadu oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Penyusunan rencana aksi peningkatan mutu bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang ada, menetapkan prioritas perbaikan, serta menentukan langkah-

langkah konkrit yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, pelaksanaannya 

menuntut komitmen, kerja sama, dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan bahwa 

setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan dan memberi dampak positif yang nyata. 

1. Konsep Dasar Aksi Peningkatan Mutu 

Aksi peningkatan mutu merupakan serangkaian upaya sistematis, 

berkelanjutan, dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkankualitas 

layanan, proses, atau produk dalam suatu organisasi. Konsep dasar ini 

menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, keterlibatan semua pihak, 

serta evaluasi berkala guna mencapai hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu, 

dan  berakar pada prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) 

dan pendekatan contimous quality improvement (CQI), yang menekankan 

keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam proses perbaikan berkelanjutan. 

Berikut mengenai konsep  dasar aksi peningkatan mutu. 

a. Orientasi pada pelanggan (customer fokus) 

Peningkatan mutu berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan dan 

ekspektasi pelanggan (baik eksternal maupun internal). Dalam hal ini, 

pelanggan menjadi pusat dari semua proses peningkatan mutu. 

Keberhasilan mutu dinilai berdasarkan tingkat kepuasan dan loyalitas 

pelanggan (ISO9001). 

b. Pendekatan berbasis proses (Process Approach) 

Setiap aktivitas dalam organisasi dipandang sebagai bagian dari suatu 

sistem proses yang saling berkaitan. Peningkatan mutu dilakukan dengan 

memahami, memetakan, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi input, output, dan 

kontrol terhadap variabilitas proses. 

c. Perbaikan berkelanjutan  (continous Improvement) 

Organisasi didorong untuk  secara terus menerus mencari cara-cara baru 

untuk meningkatkan kinerja, baik melalui inovasi incremental (bertahan) 

maupun transformasional. Siklus PDCA yang diperkenalkan W. Edward 
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Daming menjadi kerangka kerja yang umum digunakan untuk 

mengimplementasikan berbaikan berkelanjutan. 

d. Pengambilan keputusan berbasis data (Evident Based Decesion Making) 

Keputusan dalam peningkatan mutu harus didasarkan pada data yang 

valid dan dapat diverifikasi. Alat statistik seperti control caharts, root 

cause analysis, Pareto Analysis, dan scatter diagrams digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, serta memantau hasil 

dari intervensi perbaikan. 

e. Keterlibatan SDM 

Peningkatan mutu membtuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota 

organisasi. Diperlukan pemberdayaan, pelatihan, serta penciptaan 

budaya mutu yang mendorong inovasi dan tanggung jawab kolektif 

terhadap kualitas. Prinsip ini sejalan dengan teori partisifatif dalam 

manajemen organisasi. 

f. Pendekatan sistemik terhadap manajemen 

Aksi peningkatan mutu memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap 

interdependensi antar bagian dalam sistem organisasi. Dengan 

menggunakan pendekatan sistemik, organisasi dapat menghindari 

perbaikan lokal yang bersifat sub-optimal dan mendorong perbaikan 

yang bersifat holistik. 

g. Pencegahan sebagai strategi utama 

Selain koreksi terhadap kesalahan terhadap mutu juga menekankan 

pentingnya tindakan preventif. Hal ini dilakukan melalui identifikasi 

potensi resiko, analisis kegagalan dan penerapan quality assurance untuk  

mencegah terjadinya deviasi mutu di masa depan. 

Dalam konteks pendidikan manajemen mutu secara umum, aksi 

peningkatan mutu mencakup langkah-langkah seperti: 

a. Identifikasi masalah atau area yang perlu ditingkatkan. 

b. Analisis akar penyebab masalah. 

c. Perencanaan tindakan perbaikan (action plan). 

d. Implementasi tindakan perbaikan. 

e. Monitoring dan evaluasi hasil tindakan. 

f. Standarisasi keberhasilan dan tindak lanjut. 

Dewata (2012), menekankan bahwa peningkatan mutu adalah proses 

berkelanjutan yang tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi 

membutuhkan  perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara 
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berkelanjutan. Hal tersebut memerlukan komitmen dari seluruh elemen 

organisasi secara berkesinambungan. Senada dengan itu Sagala (2010) 

menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, aksi dan peningkatan mutu 

harus didasarkan pada prinsip-pronsip manajemen berbasis sekolah, dimana 

pasrtisipasi semua pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan 

dari apa yang diupayakan tersebut. 

Aksi peninkatan mutu merupakan fondasi dari organisasi yang ingin 

bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif dan dinamis. 

Dengan prinsip-prinsip sitemik, pengambilan keputusan berbasis data, dan 

perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat secara efektif meningkatkan kinerja 

operasional, nilai tambah, dan kepuasan pemangku kepentingan secara 

menyeluruh. 

Konsep dasar aksi peningkatan mutu berfokus pada proses berkelanjutan 

hyang sistematis untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pendapat para ahli 

Indoensia menunjukan bahwa mutu merupakan hasil dari kerja kolektif yang 

direncanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya 

peningkatan mutu bukan hanya tugas manajemen puncak, tetapi seluruh elemen 

dalam organisasi harus terlibat dalam proses ini. 

2. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan 

Identifikasi masalah merupakan proses awal yang bertujuan untuk 

menemukan, merumuskan, dan mendinisikan persoalan yang terjadi dalam 

suatu sistem, organisasi, atau lembaga. Masalah dalam hal ini adalah 

kesenjangan antara kondidi aktual atau hambatan dan kondidi ideal yang 

berdampak terhadap kinerja atau pencapaian tujuan. Tujuan identifikasi 

masalah untuk menggambarkan secara jelas situasi atau hambatan yang 

menghambat pencapaian target atau sasaran, dan memberi dasar logis bagi 

perencanaan solusi yang efektif. 

Langkah-langkah identifikasi masalah antara lain: 

a. Pengumpulan data awal. Menggunakan metode kualitatif maupun 

kuantitatif seperti observasi, wawancara, FGD, dan survei. 

b. Perumusan masalah. Menggambarkan masalah secara spesifik, terukur, 

dan kontekstual. 

c. Penentuan akar masalah. Menggunakan teknik seperti Root Cause 

Analysis atau fishibone diagram untuk membedakan gejala dari 

penyebab utama. 

d. Validasii masalah. Melibatkan stakeholder untuk memastikan bahwa 

masalah yang diidentifikasi benar-benar signifikan dan memerlukan 

penanganan. 
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Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk menentukan dan 

memprioritaskan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang 

diharapkan, serta menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk 

menjembatani kesenjangan tersebut. Tujuan analisis kebutuhan adalah untuk 

menyediakan kebutuhan dasar ilmiah dan empiris bagi perencanaan program, 

pelatihan, kebijakan, atau intervensi lannya, dan menentukan apa yang 

dibutuhkan oleh siapa, mengapa, dan bagaimana pemenuhannya dilakukan. 

Tahapan analisis kebutuhan antara lain: 

a. Penetapan tujuan analisis. Menentukan ruang lingkup dan sasaran dari 

kegiatan analisis. 

b. Pengumpulan data. Mengggunakan tehnik seperti survei, kuesioner, 

wawancara, FGD, dokumentasi, atau benchmarking. 

c. Analisis kesenjangan. Membandingkan  situasi aktual dengan standar, 

regulasi,  atau targer performa (kinerja). 

d. Onterpretasi data. Menilai penyebab, dampak, dan konteks 

darikebutuhan yang muncul. 

e. Prioritisasi kebutuhan.  Menentukan kebutuhan yang paling penting dan 

mendesak untuk ditindak lanjuti. 

f. Rekomendasi  strategis. Menyusun rencana tindak lanjut atau intervensi 

berdasarkan hasil analisis. 

Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan adalah komponen 

dalamperencanaan berbasis data dan bukti empiris. Keduanya membantu 

organisasi memahami konteks aktual, menetapkan prioritas, serta merancang 

solusi yang tepat guna dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya mendeteksi 

kesenjangan, tetapi juga membangun dasar strategis untuk pengambilan 

keputusan yang lebih akurat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata. 

3. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Mutu 

Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Mutu adalah proses yang 

bertujuan untuk merancang langkah-langkah konkret dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan atau kinerja lembaga, baik di tingkat satuan pendidikan, 

dinas pendidikan, maupun organisasi lain yang bergerak di bidang mutu. Proses 

ini bersifat partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan 

berkelanjutan. 

Berikut adalah deskripsi tahapan penyusunan Rencana Aksi Peningkatan 

Mutu: 

a. Analisis Kondisi Awal (Evaluasi Diri) 

Tahap awal dimulai dengan identifikasi kondisi eksisting melalui 

pengumpulan dan analisis data mutu. Ini dapat mencakup hasil evaluasi 
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diri sekolah (EDS), rapor mutu, atau data lainnya seperti hasil asesmen 

nasional, akreditasi, atau supervisi. Fokus utamanya adalah mengenali 

kelebihan dan kelemahan satuan pendidikan. 

b. Identifikasi Permasalahan Prioritas 

Berdasarkan hasil evaluasi diri, tim peningkatan mutu mengidentifikasi 

masalah utama yang menjadi penghambat pencapaian mutu. 

Permasalahan disusun secara prioritas berdasarkan dampaknya terhadap 

mutu pendidikan dan tingkat urgensinya untuk ditangani. 

c. Penentuan Tujuan dan Indikator Keberhasilan 

Setelah masalah teridentifikasi, ditentukan tujuan spesifik peningkatan 

mutu yang ingin dicapai. Tujuan ini harus SMART (Spesifik, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Indikator keberhasilan 

ditetapkan sebagai alat ukur untuk memantau kemajuan pelaksanaan. 

d. Penyusunan startegi dan kegiatan 

Di tahap ini disusun langkah-langkah strategis atau kegiatan nyata yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 

dilengkapi dengan: Penanggung jawab, waktu pelaksanaan, sumber daya 

(manusia, aggaran, sarana), dan indikator  capaian. 

e. Penjadwalan dan Pembiayaan 

Setiap kegiatan dirinci dalam jadwal pelaksanaan (timeline) dan 

kebutuhan pembiayaannya. Ini membantu memastikan keterlaksanaan 

rencana dan menjadi dasar dalam pengajuan anggaran atau dukungan 

sumber daya. 

f. Pemantauan dan Evaluasi 

Rencana aksi juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi untuk 

menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap 

peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk 

mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. 

g. Dokumentasi dan Pelaporan 

Seluruh proses dan hasil pelaksanaan rencana aksi didokumentasikan 

secara sistematis dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan sebagai 

bentuk akuntabilitas serta bahan refleksi untuk siklus peningkatan mutu 

berikutnya. 

4. Pelaksanaan Aksi Peningkatan Mutu 

Pelaksanaan Aksi Peningkatan Mutu merupakan tahap eksekusi dari 

rencana aksi yang telah disusun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas 

kinerja dan layanan pendidikan. Fokus utamanya adalah menjalankan kegiatan-
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kegiatan yang telah dirancang secara sistematis, terkoordinasi, dan terukur 

demi mencapai target mutu yang ditetapkan. 

Berikut adalah deskripsi pelaksanaan aksi peningkatan mutu: 

a. Sosialisasi Rencana Aksi 

Sebelum kegiatan dimulai, rencana aksi disosialisasikan kepada seluruh 

warga sekolah dan pihak terkait agar semua pihak memahami tujuan, 

peran masing-masing, serta alur kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal 

ini bertujuan membangun komitmen dan kolaborasi. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Jadwal 

Setiap kegiatan yang telah dirancang dilaksanakan sesuai dengan waktu, 

metode, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. 

Contoh kegiatan dapat meliputi: 1) Pelatihan guru, 2) Pengembangan 

perangkat ajar, 3) Peningkatan sarana-prasarana, 4) Penguatan 

manajemen sekolah, 5) Kegiatan literasi dan numerasi siswa, 6) 

Supervisi pembelajaran. 

c. Pemanfaatan Sumber Daya 

Dalam pelaksanaan aksi, semua sumber daya (manusia, anggaran, 

sarana) digunakan secara efisien dan efektif. Koordinasi antar unit kerja, 

guru, dan tenaga kependidikan penting untuk memastikan kegiatan 

berjalan lancar. 

d. Monitoring Berkala 

Selama proses berlangsung, dilakukan pemantauan berkala untuk 

memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi 

kendala yang muncul. Monitoring ini bisa berupa observasi, laporan 

kegiatan, dokumentasi, maupun diskusi reflektif. 

e. Penyesuaian (Refleksi Tindakan) 

Jika ditemukan hambatan dalam pelaksanaan, dilakukan evaluasi dan 

penyesuaian strategi atau metode pelaksanaan. Fleksibilitas dalam 

menyempurnakan kegiatan sangat penting agar tetap relevan dengan 

kondisi nyata. 

f. Dokumentasi dan Bukti Fisik 

Semua proses pelaksanaan didokumentasikan dalam bentuk: 1) Laporan 

kegiatan, 2) Foto/video pelaksanaan, 3) Daftar hadir, 4) Notulen rapat, 

5) Produk hasil kerja (modul, perangkat ajar, dll). Dokumentasi ini 

penting sebagai bukti akuntabilitas dan bahan evaluasi mutu. 
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g. Pelibatan Stakeholder 

Pelaksanaan aksi melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (guru, 

siswa, orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan). Keterlibatan ini 

menciptakan rasa memiliki dan dukungan moral serta material dalam 

pelaksanaan peningkatan mutu. 

h. Evaluasi Dampak Sementara 

Di akhir tahapan pelaksanaan (misalnya per kuartal atau per semester), 

dilakukan evaluasi terhadap kemajuan capaian indikator mutu. Ini 

menjadi dasar untuk pelaporan awal dan persiapan tahap refleksi serta 

perbaikan lebih lanjut. 

5. Monitoring dan Evaluasi Aksi Mutu 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Peningkatan Mutu adalah proses 

penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan peningkatan mutu berjalan 

sesuai rencana, mencapai tujuan yang ditetapkan, serta memberikan dampak 

nyata terhadap kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Monev 

dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan berbasis data. 

Berikut adalah deskripsi lengkap proses Monitoring dan Evaluasi Aksi 

Mutu: 

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk: 1) Menilai tingkat 

keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi, 2) Mengidentifikasi 

hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan, 3) Mengukur 

capaian hasil (outcomes) dan dampak terhadap mutu pendidikan, 4) 

Memberikan dasar untuk refleksi dan perbaikan berkelanjutan. 

b. Monitoring: Pemantauan Pelaksanaan 

Monitoring dilakukan selama proses aksi berlangsung. Fokus utama 

monitoring adalah pada: 1) Keberlangsungan kegiatan (apakah kegiatan 

dilakukan sesuai jadwal), 2) Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana 

aksi, 3) Partisipasi dan keterlibatan semua pihak, 4) Pemanfaatan sumber 

daya (anggaran, waktu, SDM). Metode monitoring meliputi: 1) 

Observasi langsung, 2) Wawancara atau diskusi reflektif, 3) Checklist 

pelaksanaan, 4) Laporan berkala dari pelaksana kegiatan. 

c. Evaluasi: Penilaian Hasil 

Evaluasi dilakukan pada akhir periode pelaksanaan untuk menilai: 1) 

Ketercapaian tujuan dan indikator keberhasilan, 2) Dampak terhadap 

peningkatan mutu, seperti peningkatan hasil belajar siswa, 

profesionalisme guru, atau efisiensi manajemen, 3) Efektivitas strategi 

yang digunakan, dan 4) Kesesuaian antara rencana dan realisasi. Jenis 
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evaluasi: 1) Evaluasi formatif: dilakukan selama proses berlangsung 

untuk perbaikan segera, dan 2) Evaluasi sumatif: dilakukan setelah 

kegiatan selesai untuk mengukur hasil secara keseluruhan. 

d. Instrumen dan Data Pendukung 

Monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang terstandar 

seperti: 1) Lembar observasi, 2) Formulir evaluasi kegiatan, 3) Kuesioner 

kepuasan atau dampak, 4) Data hasil belajar/asesmen siswa, dan 5) 

Laporan pelaksanaan dan dokumentasi fisik. Data dikumpulkan dari 

berbagai sumber: guru, siswa, kepala sekolah, komite, bahkan dinas 

pendidikan. 

e. Pelibatan Tim Monev 

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari 

unsur pimpinan sekolah, guru, komite, atau pengawas. Tim ini bertugas 

mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun laporan monev secara 

objektif. 

f. Pelaporan Hasil Monev 

Hasil monitoring dan evaluasi dirangkum dalam laporan tertulis yang 

mencakup: 1) Ringkasan pelaksanaan kegiatan, 2) Tingkat pencapaian 

indikator, 3) Analisis kendala dan solusi, dan 4) Rekomendasi untuk 

perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada pemangku kepentingan 

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk siklus peningkatan mutu 

selanjutnya. 

g. Tindak Lanjut Evaluasi 

Setelah evaluasi dilakukan, disusun langkah-langkah tindak lanjut 

seperti: 1) Penyesuaian rencana kegiatan, 2) Penguatan kapasitas 

pelaksana, 3) Perbaikan metode pelaksanaan, 4) Replikasi strategi yang 

berhasil. 

6. Tinda Lanjut dan  Reflekasi 

Tindak lanjut dan refleksi merupakan tahapan akhir sekaligus tahapan 

kunci dalam proses peningkatan mutu. Pada tahap ini, satuan pendidikan atau 

tim pelaksana secara sadar mengevaluasi pengalaman pelaksanaan aksi, lalu 

menyusun langkah-langkah perbaikan atau pengembangan berdasarkan temuan 

selama proses berjalan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peningkatan 

mutu bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada satu siklus kegiatan. 

a. Refleksi Pelaksanaan 

Refleksi adalah proses merenung secara kritis dan jujur terhadap seluruh 

kegiatan yang telah dilakukan. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana 

bersama seluruh pemangku kepentingan: 1) Mengulas kembali tujuan 
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dan rencana yang telah dibuat, 2) Menilai apa yang berhasil dan belum 

berhasil, 3) Menggali penyebab keberhasilan dan hambatan, dan 4) 

Mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari proses pelaksanaan. 

Refleksi bisa dilakukan melalui: 1) Diskusi reflektif internal tim, 2) 

Forum guru atau komunitas belajar, 3) Kegiatan evaluasi dengan 

melibatkan siswa, guru, kepala sekolah, komite, dan Intansi terkait.. 

b. Penyusunan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil refleksi, disusun rencana tindak lanjut yang berisi 

langkah konkret untuk: 1) Memperbaiki aspek-aspek yang belum 

optimal, 2) Menguatkan strategi atau program yang efektif, 3) 

Mengembangkan kegiatan baru yang lebih relevan, dan 4) Menyesuaikan 

kebijakan atau kebiasaan kerja. Tindak lanjut ini bisa berupa: 1) Revisi 

rencana aksi atau SOP, 2) Penguatan pelatihan guru, 3) Perbaikan sarana-

prasarana, 4) Penjadwalan ulang kegiatan, dan 5) Pengajuan dukungan 

ke pihak luar 

c.  Dokumentasi dan Integrasi ke Rencana Berikutnya 

Seluruh proses refleksi dan tindak lanjut didokumentasikan sebagai: 1) 

Bahan pelaporan kegiatan peningkatan mutu, 2) Acuan untuk siklus 

peningkatan mutu berikutnya, dan 3) Bukti praktik baik yang bisa 

direplikasi di tempat lain. Refleksi dan tindak lanjut ini menjadi bagian 

penting dari budaya mutu: setiap aksi harus membawa pembelajaran dan 

setiap pembelajaran harus melahirkan pengembangan. 
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PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

MUTU PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 

Pendidikan Islam  membentuk karakter, akhlak, dan intelektual peserta didik 

yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman. Dalam rangka 

menjamin tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berkualitas, diperlukan sistem 

pengawasan dan pengendalian mutu yang terstruktur, berkelanjutan, dan responsif 

terhadap dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Pengawasan dan pengendalian mutu tidak hanya menjadi instrumen 

administratif semata, melainkan merupakan bagian integral dari manajemen 

pendidikan Islam yang bertujuan menjaga konsistensi mutu proses, output, dan 

outcome pendidikan. Melalui pendekatan evaluatif dan reflektif, pengawasan 

memungkinkan identifikasi dini atas kelemahan dan peluang perbaikan, sedangkan 

pengendalian mutu menjadi upaya sistematis untuk memastikan bahwa standar mutu 

pendidikan tetap terjaga atau bahkan meningkat. 

 

A. Konsep Pengawasan Mutu Dalam Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pengawasan Mutu dalam Pendidikan Islam 

Secara umum, pengawasan mutu (quality control atau quality assurance) 

adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu 

produk, layanan, atau kegiatan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 

Dalam konteks pendidikan, pengawasan mutu merujuk pada serangkaian 

aktivitas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan proses 

pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan, standar, dan indikator mutu yang 

telah dirumuskan. 

Pengawasan mutu dalam pendidikan Islam merupakan suatu proses 

sistematis untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, standar mutu yang ditetapkan, serta tujuan pendidikan 

Islam secara menyeluruh. Pengawasan ini bukan hanya berorientasi pada aspek 

administratif atau formalitas, melainkan juga menekankan pada nilai-nilai 

spiritual, moral, dan akhlak sebagai indikator keberhasilan pendidikan. 

Secara konseptual, pengawasan mutu dalam pendidikan Islam dapat 

dimaknai sebagai upaya pengawalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
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pendidikan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam, mengarah pada 

pencapaian tujuan tarbiyah Islami, serta memenuhi standar mutu pendidikan 

yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan 

zaman. 

Dalam perspektif Islam, konsep pengawasan tidak hanya dilakukan oleh 

manusia (horizontal) tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban 

vertikal kepada Allah SWT. Ini memberi dimensi etis dan spiritual terhadap 

seluruh proses pendidikan, termasuk dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, 

pengawasan mutu dalam pendidikan Islam harus mengedepankan nilai-nilai 

amanah, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. 

Pengawasan mutu mencakup berbagai aspek, antara lain: 

a. Pengawasan terhadap proses pembelajaran, agar metode dan materi yang 

digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. 

b. Pengawasan terhadap tenaga pendidik, baik dari segi kompetensi 

profesional maupun akhlakul karimah. 

c. Pengawasan terhadap kurikulum dan manajemen sekolah, agar tetap 

terarah pada pengembangan karakter dan keilmuan Islam. 

d. Pengawasan terhadap output dan outcome, untuk memastikan lulusan 

memiliki kualitas spiritual dan intelektual yang seimbang. 

Dengan demikian, konsep pengawasan mutu dalam pendidikan Islam 

bukan hanya berorientasi pada pencapaian standar teknis atau administratif, 

melainkan berakar pada semangat islah (perbaikan), ihsan (kesungguhan), dan 

taqwa (kesadaran ilahiah) dalam menjalankan amanah pendidikan. 

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Mutu 

a. Tujuan Pengawasan Mutu:  

1) Menjamin kualitas pendidikan Islam sesuai tujuan . 

2) Menjaga konsestensi terhadap standar mutu. 

3) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

4) Mrningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga 

5) Sebagai sara evaluasi dan berbaikan berkelanjutan. 

b. Fungsi Pengawasan Mutu 

1) Fungsi Evaluatif:  

2) Fungsi korektif 

3) Fungsi freventif 
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4) Fungsi pengembangan 

5) Fungsi pembinaan 

Pengawasan mutu bukan sekadar prosedur administratif, melainkan 

sebuah amanah strategis dan spiritual dalam menjaga kualitas lembaga 

pendidikan Islam. Dengan pengawasan yang baik, pendidikan Islam tidak 

hanya akan memenuhi standar formal, tetapi juga mencetak generasi berilmu, 

berakhlak, dan bertanggung jawab di dunia dan akhirat. 

3. Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Pendidikan Islam 

Pengawasan dalam pendidikan adalah proses penting untuk memastikan 

bahwa kegiatan belajar mengajar, manajemen sekolah, dan seluruh aspek 

pendidikan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik dan berdampak 

positif, maka harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang menjamin 

keterbukaan, keadilan, dan perbaikan berkelanjutan. 

Pengawasan dalam pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai 

proses teknis dan administratif, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung 

jawab moral, etis, dan spiritual untuk menjaga agar pelaksanaan pendidikan 

tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan 

pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam harus dilandasi oleh prinsip-

prinsip yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, keadilan, dan 

profesionalisme. 

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pengawasan pendidikan 

Islam: 

a. Prinsip amanah: Pengawasan merupakan bentuk amanah yang harus 

dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. 

Pengawas memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa 

seluruh proses pendidikan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. 

b. Prinsip objektivitas: Pengawasan harus dilakukan berdasarkan data yang 

valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan indikator kinerja yang terukur. 

Pengawas tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, asumsi, atau 

kepentingan tertentu. Objektivitas menjamin bahwa penilaian terhadap 

proses dan kinerja bersifat adil dan profesional. 

c. Prinsip Keadilan: Pengawasan dalam Islam menuntut sikap adil, 

objektif, dan tidak memihak. Pengawas harus menilai berdasarkan bukti, 

fakta, dan standar yang berlaku, tanpa diskriminasi atau tekanan pribadi. 

Keadilan merupakan pilar utama dalam setiap bentuk pengambilan 

keputusan dalam Islam: 

d. Prinsip Transparans dan Akuntabilitas): Pengawasan harus dijalankan 

secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh 

pemangku kepentingan, baik secara administratif maupun spiritual. 
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Transparansi ini membangun kepercayaan dan memudahkan evaluasi 

secara objektif. 

e. Prinsip Partisipatif: Pengawasan yang baik melibatkan partisipasi aktif 

dari semua pihak yang terkait, seperti guru, kepala sekolah, dan tenaga 

kependidikan. Pendekatan partisipatif ini menciptakan rasa memiliki, 

saling percaya, dan komitmen untuk melakukan perbaikan secara 

bersama. 

f. Prinsip pembinaan (Tarbiyah): Pengawasan dalam pendidikan Islam 

tidak bersifat menghukum atau menghakimi, tetapi lebih menekankan 

pada fungsi pembinaan dan perbaikan. Pengawas berperan sebagai 

pembimbing yang membantu guru dan lembaga pendidikan mencapai 

mutu yang lebih baik secara berkelanjutan. 

g. Prinsip efektifitas dan efisisensi: Pengawasan harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan penggunaan waktu, sumber daya, dan metode secara 

optimal. Kegiatan pengawasan harus membawa hasil yang signifikan 

bagi perbaikan mutu, tidak sekadar formalitas atau rutinitas 

administratif. 

h. Prinsip kontinuitas: Pengawasan sebaiknya dilakukan secara 

berkelanjutan dan sistematis, bukan hanya sesekali atau reaktif. 

Monitoring rutin membantu mendeteksi masalah sejak dini, mengamati 

kemajuan, dan memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu. 

4. Model dan Pendekatan Pengawasan Mutu 

Pengawasan mutu dalam pendidikan adalah proses yang bertujuan 

memastikan seluruh elemen pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan serta berorientasi pada peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan. Untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, digunakan berbagai 

model dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, konteks 

kelembagaan, serta nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri.Peran dan Tanggung 

Jawab Pengawas atau Pimpinan Lembaga. 

Berikut beberapa model utama pengawasan mutu dalam pendidikan: 

a. Model Supervisi Klinis (Clinical Supervision): 1) Fokus pada interaksi 

langsung antara pengawas dan guru dalam proses pembelajaran, 2) 

Bertujuan membina guru melalui observasi, dialog reflektif, dan umpan 

balik, 3) Cocok untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan 

pembelajaran berbasis kelas, 4) Menekankan kerja sama, bukan 

penilaian semata. 

b. Model Supervisi Kolaboratif: 1) Melibatkan kerja sama antara pengawas 

dan pihak yang diawasi (guru atau kepala sekolah) dalam menyusun 

perencanaan, observasi, hingga refleksi, 2) Menekankan pendekatan 
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partisipatif dan non-hierarkis, 3) Cocok untuk menciptakan budaya mutu 

dan pengembangan profesional berbasis komunitas. 

c. Model Supervisi Administratif: 1) Fokus pada evaluasi kinerja dan 

kepatuhan terhadap regulasi serta standar manajerial, 2) Menilai aspek 

seperti perencanaan, pelaporan, penggunaan anggaran, dan manajemen 

sarana prasarana, 3)  Sesuai untuk penjaminan mutu secara str 

d. uktural dan formal.Model Supervisi Akademik: 1) Menitikberatkan pada 

kualitas proses pembelajaran, seperti perencanaan, strategi pengajaran, 

evaluasi belajar, dan pengelolaan kelas, 2) Bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi guru secara substantif dan pedagogis, 3) 

Sering diterapkan oleh pengawas mata pelajaran atau kepala sekolah. 

Setiap model pengawasan dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, 

yaitu: 

a. Pendekatan Preventif: 1) Pengawasan dilakukan dengan tujuan 

mencegah masalah sebelum terjadi, 2) Dilakukan melalui pembinaan, 

pelatihan, penyusunan SOP, dan penyamaan persepsi, 3) Menekankan 

pentingnya perencanaan dan kesiapan sistem. 

b. Pendekatan Korektif: 1) Dilakukan setelah ditemukan kesalahan atau 

penyimpangan, 2) Bertujuan untuk memperbaiki masalah dan mencegah 

pengulangan kesalahan, 3) Biasanya melalui evaluasi, teguran, revisi 

program, atau pelatihan ulang. 

c. Pendekatan Konstruktif: 1)  Bersifat membina dan memberdayakan, 

bukan hanya menilai, 2) Pengawas bertindak sebagai fasilitator yang 

membantu guru dan kepala sekolah mencapai mutu terbaik, 3) 

Mendorong partisipasi aktif dan pengembangan diri secara 

berkelanjutan. 

d. Pendekatan Evaluatif: 1) Pengawasan berfungsi untuk menilai 

pencapaian standar dan indikator mutu, 2) Hasil evaluasi digunakan 

untuk pengambilan keputusan, akreditasi, dan pelaporan ke pemangku 

kepentingan. 

Dalam pendidikan Islam, pendekatan pengawasan juga dipadukan 

dengan nilai-nilai spiritual dan moral, seperti: Ihsan: Kesungguhan dalam 

menjalankan tugas seolah-olah diawasi oleh Allah., Syura: Musyawarah dan 

dialog antara pengawas dan guru., dan Tazkiyah: Pembinaan akhlak dan 

karakter, tidak hanya kompetensi teknis.. 

Model dan pendekatan pengawasan mutu harus dipilih dan diterapkan 

secara tepat sesuai kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan. Dalam 

pendidikan Islam, pengawasan tidak hanya berorientasi pada standar teknis, 

tetapi juga pada pembinaan nilai, akhlak, dan profesionalisme Islami. Dengan 
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menerapkan pendekatan yang tepat, pengawasan dapat menjadi sarana 

transformasi mutu yang berkelanjutan. 

5. Landasan Normatif dan Yuridis Pengawasan Mutu Pendidikan Islam 

a. Islam memiliki dasar yang kuat baik secara normatif maupun yuridis. 

Secara normatif, pengawasan mutu pendidikan Islam berlandaskan pada 

ajaran Al-Qur’an, Sunnah, dan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam 

yang menekankan pada pentingnya amanah, tanggung jawab, keadilan, 

serta peningkatan kualitas manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai 

normatif ini menegaskan bahwa setiap aktivitas pendidikan harus 

diarahkan pada pencapaian tujuan utama pendidikan Islam, yaitu 

membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. 

Pengawasan mutu pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses 

teknis untuk menjaga standar kualitas, tetapi juga merupakan amanah yang 

memiliki dimensi spiritual. Dalam perspektif Islam, pengawasan 

(supervision) berakar pada prinsip hisbah, yaitu aktivitas untuk 

memastikan segala sesuatu berjalan sesuai aturan Allah dan memberi 

kemaslahatan bagi umat. 

Al-Qur’an menegaskan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan evaluasi 

dalam setiap aktivitas manusia, termasuk pendidikan. QS. An-Nisa’ 

(4:58): “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil.” Ayat ini menekankan bahwa pengawasan pendidikan merupakan 

amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan tanggung 

jawab. QS. At-Taubah (9:105): “…Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin…Ayat ini menunjukkan 

konsep evaluasi bahwa setiap amal akan diperiksa, sejalan dengan prinsip 

monitoring dalam pengawasan mutu pendidikan. 

Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya tanggung jawab dan 

akuntabilitas:“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa kepala sekolah, guru, maupun 

pengelola pendidikan Islam berkewajiban menjaga mutu dan 

mempertanggungjawabkan hasilnya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara 

kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (tepat, 

teliti, dan penuh kualitas).” (HR. Thabrani). 

Hadis ini menekankan standar mutu dalam setiap pekerjaan, termasuk 

dalam proses pendidikan dan pengawasan. 
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Implikasi dalam pengawasan, bawa pengawasan mutu pendidikan Islam 

bukan hanya untuk memastikan pencapaian akademik, tetapi juga untuk 

menjaga nilai akhlak, integritas, dan keimanan peserta didik. Setiap 

pengawas, guru, dan pemimpin pendidikan dituntut untuk berlaku adil, 

jujur, dan teliti dalam melaksanakan evaluasi agar sesuai dengan prinsip 

amanah yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah. 

b. Selain memiliki dasar normatif yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Sunnah, pengawasan mutu pendidikan Islam juga berlandaskan pada 

aturan hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Landasan yuridis 

ini memberikan kepastian hukum, standar, serta mekanisme yang jelas 

dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan agar berjalan sistematis, 

objektif, dan akuntabel. 

Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan 

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta 

akhlak mulia. Hal ini menjadi dasar konstitusional bagi pengawasan mutu 

pendidikan,termasuk pendidikan Islam, agar sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas): UU ini mengatur bahwa pendidikan harus 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup standar 

isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pengawasan mutu 

pendidikan Islam diatur agar selaras dengan SNP, sehingga mutu 

madrasah, pesantren, maupun lembaga pendidikan Islam lainnya terukur 

dan dapat dievaluasi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo. PP Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Standar Nasional Pendidikan: PP ini menegaskan 

pentingnya sistem penjaminan mutu, baik internal maupun eksternal. 

Lembaga pendidikan Islam diwajibkan memiliki mekanisme evaluasi diri, 

sementara pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M dan 

BAN-PT) serta Kementerian Agama melakukan pengawasan eksternal. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren: UU ini 

memberikan pengakuan resmi terhadap pesantren sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional. Pengawasan mutu pesantren tetap mengacu 

pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta relevansi dengan kebutuhan 

masyarakat dan kemaslahatan umat. 

Peraturan Menteri Agama (PMA): PMA mengatur lebih teknis 

mengenai standar mutu pendidikan Islam, kurikulum madrasah, serta 

mekanisme evaluasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian 

Agama. Seperti PMA No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Madrasah. 
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Implikasi Landasan Yuridis pengawasan mutu pendidikan Islam 

menjadi bagian dari sistem nasional yang memiliki legalitas kuat. 

Lembaga pendidikan Islam tidak hanya dinilai dari sisi spiritual dan moral, 

tetapi juga harus memenuhi standar hukum dan regulasi negara. Regulasi 

tersebut mendorong lembaga pendidikan Islam untuk terus meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan, transparan dalam pengelolaan, dan akuntabel 

dalam mempertanggung jawabkan hasil pendidikan. 

Llandasan yuridis menegaskan bahwa pengawasan mutu pendidikan 

Islam adalah kewajiban formal yang diatur negara, sekaligus 

instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang 

berkarakter Islami, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan zaman. 

Dengan demikian, perpaduan antara landasan normatif dan yuridis 

menjadikan pengawasan mutu pendidikan Islam tidak hanya sekadar 

kewajiban formal, tetapi juga tanggung jawab moral-spiritual yang 

bertujuan untuk mencetak generasi berkualitas, berdaya saing, sekaligus 

berkarakter Islami. 

6. Kendala dan Tantangan dalam Pengawasan Mutu Pendidikan Islam 

Pengawasan mutu pendidikan Islam bertujuan untuk menjaga kualitas 

proses dan hasil pendidikan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan 

sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan. Kendala tersebut dapat dilihat dari aspek teknis, struktural, maupun 

kultural. 

a. Kendala Teknis: 1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Masih 

ada pengawas atau tenaga pendidik yang kurang kompeten dalam 

melakukan evaluasi berbasis standar mutu. 2). Kurangnya Sarana dan 

Prasarana: Fasilitas pengawasan, seperti perangkat teknologi, instrumen 

evaluasi, dan akses data pendidikan, seringkali tidak memadai. 3) 

Keterbatasan Dana: Anggaran pengawasan mutu pendidikan Islam relatif 

terbatas sehingga berdampak pada keterbatasan monitoring dan 

pembinaan berkelanjutan. 

b. Kendala Struktural: 1) Birokrasi yang Panjang: Proses pengawasan 

seringkali terhambat oleh prosedur administrasi yang rumit dan berbelit-

belit. 2). Koordinasi Antar-Lembaga: Lemahnya sinergi antara 

Kementerian Agama, dinas pendidikan, dan lembaga akreditasi 

menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. 3) Standar yang Belum 

Seragam: Perbedaan standar mutu antara lembaga pendidikan Islam 

formal (madrasah, perguruan tinggi Islam) dan nonformal (pesantren) 

membuat pengawasan sering tidak konsisten. 

c. Kendala Kultural: 1) Resistensi terhadap Evaluasi: Beberapa lembaga 

pendidikan Islam masih menganggap pengawasan sebagai bentuk kontrol 

yang menekan, bukan sebagai upaya perbaikan mutu. 2) Budaya Kerja 
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yang Kurang Transparan: Masih terdapat sikap tertutup dalam 

memberikan data atau informasi, sehingga menyulitkan proses evaluasi. 

3). Pengaruh Tradisi dan Lokalitas: Nilai-nilai budaya lokal kadang 

berbenturan dengan standar mutu modern, sehingga implementasi 

pengawasan tidak sepenuhnya diterima. 

Kendala dan tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan mutu 

pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan perangkat regulasi, tetapi juga 

dukungan sumber daya, koordinasi yang baik, serta perubahan budaya kerja di 

lingkungan pendidikan. Upaya perbaikan harus bersifat komprehensif, mulai 

dari peningkatan kapasitas SDM pengawas, penyediaan sarana yang memadai, 

hingga menumbuhkan budaya mutu di setiap lembaga pendidikan Islam. 

 

B. Pengawasan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian 

1. Pengawasan Kurikulum 

Pengawasan kurikulum merupakan proses sistematis untuk memastikan 

bahwa kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan di lembaga 

pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, serta nilai-nilai yang 

ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, pengawasan kurikulum memiliki 

peran penting karena tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga 

pembentukan akhlak, iman, dan kepribadian Islami peserta didik. 

a. Makna Pengawasan Kurikulum 

Pengawasan kurikulum adalah serangkaian kegiatan evaluasi, 

monitoring, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kurikulum.Tujuannya 

adalah menjamin bahwa kurikulum tidak hanya terlaksana secara formal, 

tetapi juga mencapai relevansi, efektivitas, dan kualitas sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. 

b. Aspek yang Diawasi dalam Kurikulum 

1) Kesesuaian dengan Tujuan Pendidikan: Apakah kurikulum 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan 

pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, 

berilmu, dan berakhlak mulia. 

2) Kelengkapan Materi: Apakah materi ajar yang disampaikan 

mencakup ilmu pengetahuan umum, keislaman, keterampilan, serta 

nilai-nilai karakter. 

3) Metode dan Strategi Pembelajaran: Apakah metode yang digunakan 

relevan dengan karakter peserta didik dan sesuai prinsip 

pembelajaran aktif, kreatif, dan Islami. 



164 | Manajemen Mutu Terpadu 

4) Evaluasi Pembelajaran: Apakah penilaian dilakukan secara objektif, 

adil, dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

c. Tujuan Pengawasan Kurikulum 

1) Menjamin keterlaksanaan kurikulum sesuai dengan regulasi yang 

berlaku (normatif dan yuridis).Meningkatkan mutu pendidikan 

melalui perbaikan berkelanjutan terhadap isi, metode, dan proses 

pembelajaran. 

2) Menjaga keseimbangan antara pengetahuan umum dan pendidikan 

agama Islam. 

3) Menumbuhkan budaya mutu di kalangan pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

d. Tantangan dalam Pengawasan Kurikulum 

1) Perbedaan kualitas guru dalam memahami kurikulum. 

2) Keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. 

3) Perubahan regulasi yang menuntut adaptasi cepat dari lembaga 

pendidikan. 

4) Resistensi sebagian guru atau lembaga dalam menerima evaluasi 

kurikulum. 

Pengawasan kurikulum dalam pendidikan Islam merupakan upaya 

strategis untuk menjamin bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan 

tujuan Islam dan regulasi negara. Dengan pengawasan yang baik, kurikulum 

tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar terimplementasi 

dalam praktik pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan berorientasi pada 

pembentukan generasi berakhlak mulia serta berdaya saing. 

2. Pengawasan Pengajaran 

Pengawasan pengajaran adalah proses pemantauan, penilaian, dan 

pembinaan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. 

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan 

efektif, sesuai dengan kurikulum, serta mampu mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, pengawasan pengajaran bukan 

hanya menilai aspek akademik, tetapi juga akhlak, keteladanan, serta 

pembinaan spiritualitas peserta didik. 

Pengawasan pengajaran mencakup beberapa aspek utama, yaitu: 

a. Perencanaan Pembelajaran: Menilai kesiapan guru dalam menyusun 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), silabus, dan bahan ajar. 
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b. Proses Pembelajaran: Mengawasi interaksi guru dan peserta didik, 

penggunaan metode, media, serta pendekatan pembelajaran yang 

diterapkan. 

c. Kualitas Materi: Memastikan materi sesuai dengan standar kurikulum 

dan kebutuhan peserta didik, serta relevan dengan nilai-nilai Islam. 

d. Pengelolaan Kelas: Mengamati keterampilan guru dalam menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, disiplin, dan mendukung perkembangan 

karakter peserta didik. 

e. Penilaian Hasil Belajar: Mengawasi bagaimana guru melakukan 

evaluasi, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, secara adil 

dan transparan. 

Tujuan Pengawasan Pengajaran 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

b. Membantu guru dalam mengatasi kelemahan dan mengembangkan 

potensi profesionalnya. 

c. Menjamin keterlaksanaan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan 

nasional dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. 

d. Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang 

berkualitas. 

e. Membentuk ilim belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

Islam, yakni pembinaan akhlak dan intelektual. 

Metode Pengawasan Pengajaran 

a. Observasi Kelas: Pengawas atau kepala sekolah hadir di kelas untuk 

mengamati langsung proses pembelajaran. 

b. Diskusi dan Wawancara: Dialog dengan guru dan peserta didik untuk 

mengetahui efektivitas pengajaran. 

c. Analisis Dokumen: Menelaah perangkat pembelajaran yang disiapkan 

guru. 

d. Supervisi Klinis: Memberikan bimbingan langsung dan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi guru dalam mengajar. 

Tantangan dalam Pengawasan Pengajaran 

a. Perbedaan kompetensi guru dalam menguasai materi dan metode. 

b. Keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. 

c. Resistensi sebagian guru terhadap evaluasi atau supervisi. 
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d. Kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan realitas pelaksanaan di kelas 

Pengawasan pengajaran merupakan instrumen penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Dengan pengawasan yang sistematis, objektif, 

dan berorientasi pada pembinaan, guru dapat lebih termotivasi untuk 

meningkatkan profesionalismenya. Dalam pendidikan Islam, pengawasan 

pengajaran juga berfungsi memastikan bahwa proses belajar mengajar sejalan 

dengan misi utama pendidikan, yaitu membentuk insan beriman, berilmu, dan 

berakhlak mulia. 

3. Pengawasan Penilaian 

Pengawasan penilaian adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan 

evaluasi terhadap proses serta hasil penilaian belajar peserta didik yang 

dilakukan oleh guru. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa penilaian 

dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, valid, dan sesuai standar. Dalam 

konteks pendidikan Islam, pengawasan penilaian juga menekankan nilai 

amanah, kejujuran, dan keadilan, sehingga hasil penilaian tidak hanya 

mencerminkan kemampuan akademik, tetapi juga pertumbuhan akhlak dan 

kepribadian peserta didik. 

Pengawasan penilaian mencakup beberapa aspek penting, yaitu: 

a. Instrumen Penilaian: Apakah soal, rubrik, atau alat ukur yang digunakan 

sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

b. Pelaksanaan Penilaian: Memastikan penilaian dilaksanakan dengan 

prosedur yang benar, tanpa diskriminasi, manipulasi, atau kecurangan. 

c. Kriteria dan Standar: Menilai kesesuaian kriteria penilaian dengan 

standar yang berlaku, baik nasional maupun lembaga pendidikan. 

d. Objektivitas Guru: Mengawasi agar guru menilai berdasarkan hasil 

belajar nyata, bukan atas dasar subjektivitas atau faktor eksternal. 

e. Keadilan dan Transparansi: Memastikan semua peserta didik 

mendapatkan kesempatan yang sama dan mengetahui hasil penilaian 

secara terbuka. 

Tujuan Pengawasan Penilaian 

a. Menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil belajar peserta didik. 

b. Meningkatkan kualitas instrumen dan teknik penilaian yang digunakan 

guru. 

c. Menghindarkan penyalahgunaan wewenang guru dalam menilai peserta 

didik. 
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d. Mendorong terciptanya sistem penilaian yang akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam (jujur, adil, amanah) dalam proses 

penilaian. 

Metode Pengawasan Penilaian 

a. Analisis Dokumen: Memeriksa kisi-kisi soal, lembar ujian, rubrik 

penilaian, dan catatan hasil belajar. 

b. Monitoring Pelaksanaan: Mengamati langsung proses penilaian, baik 

ujian tertulis, lisan, praktik, maupun proyek. 

c. Wawancara dan Diskusi: Melibatkan guru dan peserta didik untuk 

memperoleh gambaran objektif tentang pelaksanaan penilaian. 

d. Supervisi Akademik: Memberikan arahan, bimbingan, dan solusi bagi 

guru terkait teknik penilaian yang efektif dan sesuai standar. 

e. Audit Akademik: Menelaah kesesuaian nilai dengan kriteria dan 

kebijakan lembaga pendidikan. 

Tantangan dalam Pengawasan Penilaian 

a. Subjektivitas guru yang masih tinggi, terutama dalam penilaian sikap 

atau keterampilan. 

b. Keterbatasan instrumen penilaian yang valid dan reliabel. 

c. Adanya praktik ketidakjujuran, baik dari pihak peserta didik 

(mencontek) maupun guru (memanipulasi nilai). 

d. Kurangnya pemahaman guru tentang prinsip penilaian berbasis 

kompetensi. 

e. Tekanan administratif yang membuat penilaian lebih berorientasi pada 

angka daripada perkembangan holistik peserta didik. 

Pengawasan penilaian merupakan bagian penting dari pengawasan mutu 

pendidikan Islam. Melalui pengawasan yang sistematis, objektif, dan bernuansa 

nilai Islam, proses penilaian dapat menjadi alat yang adil, jujur, dan bermanfaat 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk karakter peserta 

didik. Dengan demikian, hasil penilaian tidak hanya menggambarkan capaian 

akademik, tetapi juga keberhasilan pendidikan dalam membentuk insan kamil 

yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. 
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C. Audit Mutu Internal dan Eksternal 

1. Audit Mutu Internal 

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pemeriksaan sistematis, 

independen, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan 

di suatu lembaga telah dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang 

ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, AMI tidak hanya menilai 

kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional, tetapi juga 

memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, 

keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. 

Tujuan Audit Mutu Internal 

a. Menjamin Kepatuhan: Memastikan semua kegiatan akademik dan non-

akademik sesuai dengan standar, regulasi, dan pedoman yang berlaku. 

b. Meningkatkan Mutu: Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam 

pengelolaan lembaga untuk perbaikan berkelanjutan. 

c. Akuntabilitas: Memberikan bukti pertanggungjawaban lembaga kepada 

pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah, 

masyarakat, dan orang tua peserta didik. 

d. Evaluasi Efektivitas: Menilai efektivitas kebijakan, kurikulum, 

pembelajaran, dan manajemen pendidikan. 

e. Peningkatan Budaya Mutu: Menumbuhkan kesadaran sivitas akademika 

terhadap pentingnya mutu dan integritas dalam pendidikan. 

Prinsip Audit Mutu Internal 

a. Independensi: Auditor harus bersikap objektif, bebas dari konflik 

kepentingan. 

b. Keterbukaan: Semua proses dan temuan audit harus transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

c. Profesionalisme: Audit dilaksanakan oleh tim yang kompeten dan 

memahami standar mutu pendidikan. 

d. Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement): Temuan audit 

digunakan untuk mendorong perbaikan, bukan sekadar mencari 

kesalahan. 

e. Nilai Islami: Menjunjung tinggi amanah, keadilan, kejujuran, dan 

musyawarah dalam memberikan rekomendasi perbaikan. 
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Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 

a. Kurikulum: Kesesuaian kurikulum dengan standar nasional, visi-misi 

lembaga, dan kebutuhan masyarakat. 

b. Pembelajaran: Efektivitas metode, media, evaluasi, serta pencapaian 

kompetensi peserta didik. 

c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Kualifikasi, kompetensi, dan 

profesionalisme guru serta staf. 

d. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan 

fasilitas pendidikan. 

e. Manajemen dan Tata Kelola: Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

pengelolaan lembaga. 

f. Nilai dan Karakter Islami: Implementasi pendidikan akhlak, spiritualitas, 

serta suasana religius di lembaga. 

Tahapan Audit Mutu Internal 

a. Perencanaan Audit: Menentukan tujuan, ruang lingkup, metode, serta tim 

auditor. 

b. Persiapan Audit: Menyusun instrumen audit, mengumpulkan dokumen, 

dan menetapkan jadwal. 

c. Pelaksanaan Audit: Observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk 

memeriksa kesesuaian dengan standar. 

d. Pelaporan Audit: Menyusun laporan hasil audit yang memuat temuan, 

analisis, serta rekomendasi perbaikan. 

e. Tindak Lanjut: Lembaga pendidikan menindaklanjuti rekomendasi 

auditor untuk peningkatan mutu. 

f. Monitoring dan Evaluasi: Auditor memantau implementasi tindak lanjut 

agar perbaikan benar-benar terwujud. 

Tantangan Audit Mutu Internal dalam Pendidikan Islam 

a. Kurangnya Pemahaman: Sebagian pendidik dan tenaga kependidikan 

belum memahami pentingnya AMI. 

b. Budaya Mutu yang Lemah: Lembaga masih berorientasi pada 

administrasi, bukan peningkatan kualitas nyata. 

c. Keterbatasan Auditor Kompeten: Auditor internal kadang belum 

memiliki keahlian khusus di bidang mutu pendidikan. 
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d. Resistensi: Ada pihak yang enggan diaudit karena merasa diawasi 

sebagai bentuk mencari kesalahan. 

e. Integrasi Nilai Islam: Tantangan menjaga agar AMI tidak hanya 

administratif, tetapi juga sarat nilai kejujuran, tanggung jawab, dan 

keadilan. 

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan instrumen penting dalam 

menjamin mutu pendidikan Islam yang berkelanjutan. Melalui AMI, lembaga 

dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, pembelajaran, 

manajemen, hingga penguatan nilai Islami. Dengan penerapan yang konsisten, 

AMI akan menjadi motor penggerak budaya mutu, akuntabilitas, dan 

profesionalisme lembaga pendidikan Islam, sehingga mampu mencetak lulusan 

yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. 

 

D. Pengendalian Kualitas Pembelajaran dan Infrastruktur 

1. Pengendalian Kualitas Pembelajaran 

Pengendalian kualitas pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk 

memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan sesuai standar 

mutu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Dalam pendidikan Islam, pengendalian kualitas tidak hanya 

berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup pembentukan 

akhlak, spiritualitas, dan karakter Islami peserta didik. 

Tujuan Pengendalian Kualitas Pengajaran 

a. Menjamin Standar: Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum, regulasi, dan visi-misi lembaga pendidikan. 

b. Meningkatkan Efektivitas: Membantu guru dan peserta didik mencapai 

target capaian pembelajaran. 

c. Akuntabilitas Pendidikan: Memberikan pertanggungjawaban mutu 

pembelajaran kepada masyarakat, orang tua, dan pemerintah. 

d. Perbaikan Berkelanjutan: Mengidentifikasi kelemahan pembelajaran 

untuk dilakukan perbaikan terus-menerus (continuous improvement). 

e. Penguatan Karakter Islami: Menjamin bahwa pembelajaran 

menanamkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan 

keteladanan. 
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Prinsip Pengendalian Kualitas Pembelajaran 

a. Keterpaduan: Menyelaraskan aspek kurikulum, strategi mengajar, 

evaluasi, dan manajemen kelas. 

b. Partisipatif: Melibatkan guru, peserta didik, kepala sekolah, dan pihak 

terkait dalam proses pengendalian mutu. 

c. Objektivitas: Pengendalian dilakukan dengan standar jelas, bukan 

berdasarkan subjektivitas penilai. 

d. Transparansi: Hasil pengendalian mutu dapat diketahui dan 

ditindaklanjuti oleh pihak terkait. 

e. Nilai Islami: Pengendalian mengacu pada etika dan prinsip Islam, seperti 

musyawarah, keadilan, dan kejujuran. 

Aspek yang Dikendalikan dalam Pembelajaran 

a. Perencanaan Pembelajaran:  

1) Kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

kurikulum. 

2) Integrasi nilai-nilai Islam dalam tujuan dan materi pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran: 

1) Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan guru. 

2) Keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. 

3) Pemanfaatan media, teknologi, dan sumber belajar. 

c. Evaluasi Pembelajaran: 

1) Kesesuaian instrumen penilaian dengan tujuan pembelajaran. 

2) Objektivitas dan keadilan dalam pemberian nilai. 

3) Penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif 

(akhlak) dan psikomotorik. 

d. Lingkungan Belajar: 

1) Suasana kelas yang kondusif, inklusif, dan Islami. 

2) Hubungan guru-peserta didik yang harmonis, penuh penghargaan, 

dan teladan akhlak. 
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Metode Pengendalian Kualitas Pembelajaran 

a. Supervisi Akademik: Kepala sekolah atau pengawas melakukan 

observasi terhadap praktik mengajar guru. 

b. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Dilakukan secara berkala untuk 

memantau perkembangan proses belajar. 

c. Umpan Balik (Feedback): Guru menerima masukan dari peserta didik, 

rekan sejawat, atau pimpinan. 

d. Lesson Study: Guru bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, 

dan merefleksi pembelajaran. 

e. Audit Mutu Internal: Pengecekan sistematis terhadap standar 

pembelajaran di lembaga pendidikan. 

Tantangan dalam Pengendalian Kualitas Pembelajaran 

a. Keterbatasan Kompetensi Guru: Sebagian guru masih lemah dalam 

penguasaan pedagogik dan teknologi pembelajaran. 

b. Kurangnya Sumber Belajar: Fasilitas dan sarana prasarana yang terbatas 

memengaruhi mutu pembelajaran. 

c. Resistensi Guru: Ada guru yang enggan dievaluasi atau merasa 

pengawasan hanya mencari kesalahan. 

d. Fokus Administratif: Kadang pengendalian mutu hanya menekankan 

dokumen, bukan kualitas praktik di kelas. 

e. Integrasi Nilai Islam: Tantangan untuk memastikan pengendalian mutu 

tidak hanya teknis, tetapi juga spiritual dan moral. 

Pengendalian kualitas pembelajaran merupakan upaya strategis untuk 

memastikan proses belajar-mengajar berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan 

standar mutu yang diharapkan. Dalam pendidikan Islam, pengendalian mutu 

harus menekankan keterpaduan antara capaian akademik dan pembentukan 

akhlak mulia. Dengan prinsip profesional, transparan, dan berlandaskan nilai 

Islam, pengendalian mutu akan mendorong lahirnya generasi yang cerdas, 

beriman, dan berakhlak karimah. 

2. Pengandalian Kualitas Insprastruktur 

Pengendalian kualitas infrastruktur adalah proses untuk memastikan 

bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia—mulai dari gedung, 

ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas ibadah, hingga teknologi 

pembelajaran—berfungsi optimal, sesuai standar, aman, dan mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. 
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Dalam konteks pendidikan Islam, infrastruktur tidak hanya dinilai dari 

aspek fisik, tetapi juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islami, seperti 

keberadaan masjid/musholla, lingkungan yang kondusif, dan fasilitas yang 

mendukung pembinaan akhlak dan spiritualitas peserta didik. 

Tujuan Pengendalian Kualitas Infrastruktur 

a. Menjamin Standar Mutu: Memastikan seluruh fasilitas pendidikan sesuai 

standar nasional pendidikan (SNP) dan kebutuhan lembaga pendidikan 

Islam. 

b. Menjamin Keamanan & Kenyamanan: Menciptakan lingkungan belajar 

yang sehat, aman, dan kondusif bagi guru maupun peserta didik. 

c. Mendukung Proses Pembelajaran: Menyediakan sarana prasarana yang 

relevan dengan kurikulum, baik umum maupun keagamaan. 

d. Efisiensi Penggunaan: Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur secara 

optimal tanpa pemborosan. 

e. Keberlanjutan dan Perawatan: Menjamin keberlangsungan fasilitas 

melalui perawatan, renovasi, dan pengembangan berkelanjutan. 

Aspek yang Dikendalikan 

a. Sarana Fisik 

1) Ruang kelas yang layak dan memenuhi standar kapasitas. 

2) Laboratorium IPA, komputer, dan bahasa yang representatif. 

3) Perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan umum yang 

memadai. 

4) Tempat ibadah (masjid/musholla) yang bersih, nyaman, dan aktif 

digunakan. 

5) Asrama (jika ada) yang sehat dan mendukung pembinaan karakter 

Islami. 

b. Prasarana Penunjang 

1) Listrik, air bersih, dan sanitasi yang memadai. 

2) Akses internet dan teknologi digital sebagai penunjang 

pembelajaran. 

3) Fasilitas olahraga dan seni untuk pengembangan bakat siswa. 
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c. Lingkungan Sekolah 

1) Area hijau dan kebersihan lingkungan sekolah. 

2) Keamanan lingkungan dari gangguan eksternal. 

3) Penataan ruang yang rapi, nyaman, dan mencerminkan nilai-nilai 

Islam. 

Prinsip Pengendalian Kualitas Infrastruktur 

a. Kesesuaian dengan Standar: Infrastruktur memenuhi standar nasional 

pendidikan dan kebutuhan kurikulum Islam. 

b. Keamanan & Keselamatan: Semua fasilitas harus aman digunakan, baik 

dari sisi konstruksi maupun kesehatan. 

c. Ketersediaan & Aksesibilitas: Fasilitas tersedia secara adil dan dapat 

diakses oleh seluruh peserta didik. 

d. Efisiensi & Keberlanjutan: Infrastruktur dikelola dengan baik, hemat 

biaya, dan berorientasi pada jangka panjang. 

e. Nilai Islami: Lingkungan fisik mencerminkan budaya Islami, bersih, 

tertib, dan mendukung kegiatan spiritual. 

Metode Pengendalian 

a. Audit Fasilitas: Pemeriksaan berkala kondisi sarana-prasarana untuk 

menilai kelayakan dan kebutuhan perbaikan. 

b. Monitoring & Evaluasi (Monev): Menilai pemanfaatan infrastruktur 

apakah sesuai fungsinya. 

c. Survey Kepuasan Pengguna: Mendapatkan masukan dari guru, siswa, 

dan tenaga kependidikan terkait kenyamanan fasilitas. 

d. Checklist Standar Infrastruktur: Membandingkan kondisi riil dengan 

standar mutu nasional maupun internal lembaga. 

e. Sistem Pemeliharaan Berkala: Menetapkan jadwal perawatan 

(maintenance) agar infrastruktur selalu dalam kondisi optimal. 

Tantangan dalam Pengendalian Infrastruktur 

a. Keterbatasan Anggaran: Banyak lembaga pendidikan Islam 

(madrasah/pesantren) menghadapi keterbatasan dana untuk 

pemeliharaan. 

b. Perbedaan Standar: Tidak semua lembaga pendidikan mampu memenuhi 

standar infrastruktur nasional. 
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c. Kurangnya SDM Teknis: Minimnya tenaga ahli dalam perencanaan, 

pemeliharaan, dan pengelolaan fasilitas. 

d. Faktor Lingkungan: Lokasi sekolah yang rawan bencana atau sulit akses 

dapat menghambat kualitas infrastruktur. 

e. Budaya Pemeliharaan yang Lemah: Ada kecenderungan lebih fokus pada 

pembangunan baru daripada perawatan fasilitas lama. 

Pengendalian kualitas infrastruktur merupakan aspek penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan Islam. Infrastruktur yang terawat baik, aman, dan 

sesuai standar akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara 

menyeluruh. Lebih jauh, pengendalian infrastruktur yang berbasis nilai Islami 

memastikan bahwa lingkungan belajar tidak hanya mendukung aspek 

akademik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, akhlak, dan 

spiritualitas peserta didik. 
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RENCANA STRATEGIS MANAJEMEN 

MUTU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM 
 

 

 

 

A. Penyusunan Visi dan Misi Pendidikan 

1. Pengertian Visi dan Misi Pendidikan 

a. Devinisi Visi dalam Konteks Pendidikan 

Visi dalam konteks pendidikan adalah gambaran ideal, cita-cita, atau arah 

masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu lembaga pendidikan. Visi 

bukan hanya sekadar pernyataan formal, tetapi merupakan panduan 

filosofis dan inspiratif yang memberikan arah bagi seluruh aktivitas 

pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. 

Dalam dunia pendidikan, visi berfungsi sebagai “kompas” yang 

menunjukkan ke mana lembaga pendidikan akan bergerak dan 

berkembang. Visi bersifat jangka panjang, menggambarkan kondisi ideal 

yang diharapkan di masa depan, serta memuat nilai-nilai dasar yang 

diyakini dapat mewujudkan tujuan pendidikan.Contoh dalam pendidikan 

Islam, visi dapat diarahkan pada pembentukan insan kamil yang beriman, 

berilmu, dan berakhlak mulia, sedangkan dalam pendidikan umum dapat 

berupa pengembangan peserta didik yang unggul, kreatif, dan berdaya 

saing global.Dengan demikian, visi pendidikan bukan hanya sekadar 

slogan, melainkan tekad yang terarah, sistematis, dan mengikat semua 

komponen pendidikan agar bekerja bersama untuk mewujudkan cita-cita 

yang telah dirumuskan. 

b. Definisi misi dalam konteks pendidikan. 

Misi dalam konteks pendidikan adalah pernyataan yang menjelaskan tugas 

pokok, peran, dan komitmen suatu lembaga pendidikan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan melalui visi. Jika visi menggambarkan arah 

dan cita-cita besar yang ingin diwujudkan di masa depan, maka misi 

berfungsi sebagai jalan atau langkah strategis yang harus ditempuh untuk 

mewujudkan visi tersebut. 

Dengan kata lain, misi pendidikan merupakan rumusan tentang apa yang 

harus dilakukan lembaga pendidikan dalam memberikan layanan, 

menciptakan suasana belajar, membentuk karakter, serta meningkatkan 
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mutu sumber daya manusia sesuai dengan nilai, kebutuhan masyarakat, 

dan perkembangan zaman.. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, misi biasanya dirumuskan dalam 

bentuk kalimat operasional yang menekankan pada: 

1) Orientasi layanan – siapa yang dilayani (peserta didik, masyarakat, 

bangsa, atau umat manusia). 

2) Fokus utama – bidang garapan lembaga (pendidikan, pengajaran, 

penelitian, pengabdian, atau pengembangan karakter). 

3) Nilai yang diusung – landasan moral, etika, agama, atau budaya yang 

menjadi  ciri khas lembaga pendidikan tersebut. 

4) Tujuan jangka menengah – langkah nyata menuju visi jangka 

panjang. 

c. Perbedaan antara visi dan misi. 

Visi dan misi dalam konteks pendidikan memiliki perbedaan mendasar 

yang saling melengkapi. Visi adalah gambaran ideal tentang cita-cita, arah, 

dan kondisi masa depan yang ingin dicapai lembaga pendidikan. Visi 

bersifat jangka panjang, normatif, singkat, padat, serta inspiratif sehingga 

dapat menjadi motivasi dan panduan bagi seluruh komponen pendidikan. 

Sementara itu, misi merupakan pernyataan yang menjelaskan tugas pokok, 

langkah, dan strategi nyata yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi 

tersebut. Misi lebih bersifat jangka menengah atau pendek, operasional, 

dan dirumuskan dalam beberapa kalimat yang lebih realistis serta dapat 

diukur pencapaiannya. 

Dengan demikian, visi berfungsi sebagai arah besar dan tujuan utama 

yang hendak dituju, sedangkan misi menjadi jalan atau strategi kerja yang 

ditempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. Misalnya, sebuah sekolah memiliki 

visi “menjadi sekolah unggul dalam prestasi akademik dan akhlak mulia di 

tingkat nasional.” Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan dapat 

berupa penyelenggaraan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, penanaman 

nilai-nilai keagamaan dan karakter bangsa, serta peningkatan kompetensi guru 

dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Dari uraian ini dapat dipahami 

bahwa visi menjawab pertanyaan “ke mana lembaga pendidikan ini akan 

pergi,” sedangkan misi menjawab pertanyaan “bagaimana cara 

mencapainya.” 

2. Landasan Penyusunan Visi dan Misi 

a. Landasan filosofis (nilai, ideologi, pandangan hidup bangsa). 

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari nilai, 

ideologi, dan pandangan hidup bangsa yang menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini penting karena pendidikan 
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tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

jati diri, budaya, serta cita-cita bangsa. Dalam konteks Indonesia, landasan 

filosofis pendidikan berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi 

nasional, dan pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai 

fundamental yang harus diinternalisasikan melalui pendidikan, seperti 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. 

Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan karakter 

peserta didik, tetapi juga sebagai arah kebijakan pendidikan agar selaras 

dengan identitas bangsa. 

Selain Pancasila, landasan filosofis pendidikan juga mencakup nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Pendidikan harus 

menghargai keberagaman, menjunjung tinggi moralitas, serta 

menanamkan sikap gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk 

manusia seutuhnya yang berkarakter sesuai dengan cita-cita bangsa. 

Dengan berpegang pada landasan filosofis ini, pendidikan di Indonesia 

diarahkan untuk menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, 

cerdas, berkepribadian, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa 

kehilangan identitas kebangsaan. 

b. Landasan normatif  

Landasan normatif adalah dasar penyelenggaraan pendidikan yang 

bersumber dari aturan hukum, peraturan perundang-undangan, serta 

kebijakan resmi negara. Landasan ini memberikan arah, batasan, dan 

legitimasi terhadap seluruh praktik pendidikan agar berjalan sesuai 

ketentuan yang sah, adil, dan terstruktur. Jika landasan filosofis lebih 

menekankan pada nilai dan ideologi bangsa, maka landasan normatif 

berfungsi untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam aturan tertulis 

yang mengikat secara formal. 

Di Indonesia, landasan normatif pendidikan tercermin dalam berbagai 

produk hukum, di antaranya: UUD 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta pemerintah 

wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) menjadi pedoman utama yang mengatur tujuan, 

fungsi, prinsip, kurikulum, pendidik, hingga evaluasi pendidikan. 

Landasan normatif juga mencakup peraturan pemerintah, peraturan 

menteri, hingga kebijakan teknis yang mengatur jalannya proses 

pendidikan secara lebih rinci. 

Dengan adanya landasan normatif, pendidikan dapat dijalankan secara 

terarah, terukur, dan akuntabel, serta menjamin adanya kesetaraan dan 

keadilan bagi seluruh warga negara. Landasan ini juga memastikan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berlandaskan cita-cita, tetapi 
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juga memiliki pijakan hukum yang kuat sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun legal. 

c. Landasan sosiologis dan kebutuhan masyarakat. 

Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah dasar pemikiran yang 

bersumber dari realitas sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat. 

Pendidikan lahir dari masyarakat, dijalankan untuk masyarakat, dan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk hasil berupa sumber daya 

manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus 

menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang, baik 

dalam aspek budaya, ekonomi, politik, maupun teknologi. Pendidikan 

tidak boleh terlepas dari kebutuhan nyata masyarakat, karena 

keberadaannya bertujuan untuk menjawab tantangan sosial dan 

mempersiapkan generasi yang mampu hidup serta berkontribusi di 

dalamnya.. 

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam 

menentukan arah dan isi pendidikan. Misalnya, masyarakat membutuhkan 

tenaga kerja yang terampil, maka pendidikan harus menyediakan program 

keterampilan dan kejuruan. Jika masyarakat menuntut penguasaan 

teknologi, maka pendidikan harus menekankan literasi digital dan inovasi. 

Demikian pula dalam aspek moral dan budaya, pendidikan harus 

menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, serta 

tanggung jawab sosial agar peserta didik mampu hidup harmonis dalam 

masyarakat yang majemuk. 

Dengan demikian, landasan sosiologis menegaskan bahwa pendidikan 

bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga alat pembudayaan, transformasi 

sosial, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Pendidikan harus adaptif 

terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berakar pada identitas sosial-budaya 

bangsa. Artinya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat, mempersiapkan generasi untuk menghadapi 

masa depan, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur yang telah 

menjadi jati diri bangsa. 

3.  Prinsip-Prinsip Penyusunan Visi dan Misi 

a. Relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. 

Visi dan misi harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional. Artinya, arah yang ditetapkan lembaga pendidikan harus 

mendukung pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

membentuk karakter peserta didik, serta mengembangkan potensi mereka 

agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, 

dan bertanggung jawab. 
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b. Kejelasan arah dan orientasi masa depan. 

Visi dan misi harus memberikan gambaran yang jelas mengenai arah 

perkembangan lembaga pendidikan di masa depan. Kejelasan ini akan 

menjadi pedoman dalam setiap langkah strategis yang diambil, sehingga 

seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama terhadap 

tujuan yang ingin dicapai. 

c. Realistis dan dapat dicapai. 

Penyusunan visi dan misi harus mempertimbangkan kondisi nyata, 

potensi, serta keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. 

Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak bersifat utopis, melainkan 

realistis dan dapat diwujudkan melalui usaha yang terencana, sistematis, 

dan berkesinambungan. 

d. Inspiratif dan memotivasi. 

Visi dan misi hendaknya mampu memberikan semangat, dorongan, serta 

motivasi kepada seluruh warga sekolah atau lembaga pendidikan. 

Rumusannya harus mampu menginspirasi, menumbuhkan rasa memiliki, 

dan membangkitkan energi kolektif untuk bersama-sama mewujudkan 

cita-cita yang telah ditentukan. 

e. Berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. 

Visi dan misi harus bersifat dinamis, berorientasi jangka panjang, dan 

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Dengan sifat 

adaptif ini, lembaga pendidikan tetap relevan dan mampu menghadapi 

tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan arah tujuan. 

4. Tahap-Tahap Penyusunan Visi dan Misi 

a. Identifikasi kebutuhan dan tantangan pendidikan. 

Tahap pertama adalah mengenali kebutuhan nyata peserta didik, 

masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, baik pada 

tingkat lokal, nasional, maupun global. Proses ini penting agar visi dan 

misi yang dirumuskan mampu menjawab persoalan aktual serta 

mengantisipasi perkembangan zaman. 

b. Analisis lingkungan internal dan eksternal (strength, weakness, 

opportunity, threat). 

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis SWOT untuk memahami 

kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan 

ancaman (threat) yang ada. Analisis ini membantu lembaga pendidikan 

dalam menentukan posisi strategis, serta merumuskan visi dan misi yang 

sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi. 
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c. Perumusan pernyataan visi yang singkat, jelas, dan bermakna. 

Visi harus dirumuskan secara padat, mudah dipahami, serta sarat makna 

agar dapat menggambarkan cita-cita dan orientasi jangka panjang lembaga 

pendidikan. Visi yang baik akan menjadi sumber inspirasi sekaligus 

pedoman dalam setiap pengambilan keputusan strategis. 

d. Penyusunan misi yang menjabarkan langkah strategis pencapaian visi. 

Misi disusun untuk menjelaskan secara operasional bagaimana visi dapat 

diwujudkan. Pernyataan misi biasanya memuat langkah-langkah strategis, 

sasaran jangka menengah dan pendek, serta prinsip kerja yang akan 

dijalankan oleh lembaga pendidikan. 

e. Uji publikasi dan sosialisasi visi dan misi kepada seluruh stakeholder. 

Tahap terakhir adalah menguji dan mensosialisasikan visi dan misi kepada 

seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan 

masyarakat. Dengan sosialisasi yang baik, visi dan misi akan lebih mudah 

dipahami, diterima, dan dihayati bersama sehingga seluruh pihak dapat 

berkomitmen untuk mewujudkannya. 

5. Peran Stakeholder dalam Penyusunan Visi dan Misi 

a. Kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi. 

Kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi berperan sebagai motor 

penggerak dalam perumusan visi dan misi. Mereka bertanggung jawab 

memberikan arah, memfasilitasi proses diskusi, serta memastikan visi dan 

misi yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan 

kebutuhan lembaga. Selain itu, pemimpin lembaga juga berperan dalam 

memastikan implementasi visi dan misi dapat berjalan konsisten. 

b. Guru/dosen dan tenaga kependidikan. 

Guru, dosen, serta tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam 

memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam 

proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Mereka membantu 

merumuskan visi dan misi yang realistis, sesuai dengan kondisi di 

lapangan, serta menjadi pelaksana utama dalam mewujudkan misi melalui 

kegiatan pembelajaran, layanan, dan administrasi pendidikan. 

c. Peserta didik. 

Sebagai subjek utama pendidikan, peserta didik turut menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan visi dan misi. Peran mereka tercermin 

melalui aspirasi, kebutuhan, dan potensi yang harus diakomodasi. 

Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan juga menumbuhkan 

rasa memiliki, sehingga mereka terdorong untuk ikut aktif mewujudkan 

cita-cita lembaga pendidikan. 
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d. Orang tua dan masyarakat. 

Orang tua serta masyarakat berperan sebagai mitra strategis yang 

mendukung lembaga pendidikan. Keterlibatan mereka dalam penyusunan 

visi dan misi memberikan perspektif tentang harapan, nilai, serta 

kebutuhan sosial yang relevan. Selain itu, dukungan masyarakat sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi, baik melalui 

partisipasi langsung maupun kontribusi sumber daya. 

e. Pemerintah dan lembaga terkait. 

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran dalam memberikan 

regulasi, standar, serta kebijakan pendidikan yang menjadi acuan utama. 

Mereka juga dapat memberikan pendampingan, supervisi, serta bantuan 

dalam hal sarana, prasarana, maupun program strategis. Dengan demikian, 

visi dan misi lembaga pendidikan tetap selaras dengan arah pembangunan 

nasional dan kebijakan pendidikan yang berlaku. 

6. Implementasi dan Evaluasi Visi dan Misi 

a. Strategi menginternalisasikan visi dan misi ke seluruh program 

pendidikan. 

Implementasi visi dan misi dimulai dengan mengintegrasikannya ke dalam 

seluruh aspek program pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. 

Hal ini dilakukan melalui penyusunan kurikulum, pengembangan budaya 

sekolah atau kampus, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembiasaan nilai-

nilai yang sesuai dengan visi lembaga. Selain itu, sosialisasi yang 

berkelanjutan kepada guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat 

menjadi strategi penting agar visi dan misi benar-benar dipahami, dihayati, 

dan dijalankan oleh seluruh warga pendidikan. 

b. Indikator keberhasilan implementasi. 

Keberhasilan implementasi visi dan misi dapat diukur melalui berbagai 

indikator, seperti meningkatnya kualitas lulusan, tercapainya tujuan 

pembelajaran, terbangunnya budaya akademik dan karakter positif, serta 

terjalinnya kerja sama yang baik dengan masyarakat dan dunia kerja. 

Selain itu, indikator keberhasilan juga tampak dari konsistensi perilaku, 

program, dan kebijakan lembaga pendidikan yang selalu merujuk pada visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

c. Mekanisme evaluasi, revisi, dan pembaruan visi dan misi sesuai 

perkembangan zaman. 

Evaluasi dilakukan secara periodik melalui rapat kerja, forum akademik, 

maupun survei terhadap stakeholder untuk menilai sejauh mana visi dan 

misi telah terimplementasi dengan baik. Jika ditemukan adanya 

ketidaksesuaian dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan dinamika masyarakat, maka dilakukan revisi 
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atau pembaruan. Mekanisme ini memastikan bahwa visi dan misi bersifat 

adaptif, dinamis, dan tetap relevan dengan tantangan pendidikan di masa 

kini maupun masa depan. 

 

B. Penetapan Tujuan Mutu Pendidikan 

Penetapan tujuan mutu pendidikan merupakan sebagai upaya untuk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terarah, dan berkesinambungan. Tujuan 

mutu tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, tetapi 

juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program, kebijakan, serta strategi 

pengembangan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Dengan adanya tujuan 

mutu yang jelas, proses pendidikan dapat lebih fokus untuk menghasilkan lulusan 

yang kompeten, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, 

penetapan tujuan mutu juga memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan selaras 

dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga 

pendidikan dapat berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus 

meningkatkan daya saing di era global. 

1. Pengertian Tujuan Mutu Pendidikan 

a. Definisi tujuan mutu dalam konteks pendidikan. 

Tujuan mutu dalam konteks pendidikan adalah arah atau sasaran yang 

ingin dicapai oleh lembaga pendidikan untuk menjamin terselenggaranya 

proses pembelajaran yang berkualitas, terukur, dan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Tujuan mutu berfungsi sebagai pedoman dalam 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program pendidikan 

agar menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, serta mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dalam 

praktiknya, tujuan mutu tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil 

akademik, tetapi juga mencakup pengembangan sikap, keterampilan, 

nilai-nilai moral, serta tata kelola lembaga yang efektif dan akuntabel. 

Dengan demikian, tujuan mutu pendidikan menjadi tolok ukur 

keberhasilan lembaga dalam memberikan layanan pendidikan yang 

relevan, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan 

pendidikan nasional. 

b. Hubungan tujuan mutu dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan mutu memiliki hubungan yang erat dengan visi, misi, dan tujuan 

pendidikan nasional karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

saling melengkapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Visi memberikan 

gambaran ideal tentang arah dan cita-cita lembaga pendidikan di masa 

depan, sedangkan misi menjabarkan langkah strategis yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan mutu hadir sebagai 

sasaran konkret yang terukur, menjadi tolok ukur keberhasilan 

pelaksanaan misi, sekaligus indikator sejauh mana visi dapat diwujudkan. 
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Di sisi lain, tujuan pendidikan nasional berfungsi sebagai landasan utama 

yang mengarahkan seluruh lembaga pendidikan agar sejalan dengan cita-

cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia 

yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta 

bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan mutu tidak berdiri sendiri, 

melainkan harus disusun selaras dengan visi dan misi lembaga pendidikan, 

sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

2. Landasan Penetapan Tujuan Mutu 

a. Landasan filosofis (nilai dan pandangan hidup bangsa). 

Landasan filosofis dalam pendidikan adalah dasar pemikiran yang 

bersumber dari nilai-nilai luhur, ideologi, dan pandangan hidup bangsa 

yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Di 

Indonesia, landasan filosofis ini berakar pada Pancasila sebagai dasar 

negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menuntun pendidikan agar 

tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual semata, tetapi juga 

menanamkan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan 

keadilan sosial. Dengan landasan ini, pendidikan dipahami sebagai sarana 

untuk membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki 

kecerdasan, keterampilan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan 

kebangsaan. Dengan kata lain, landasan filosofis memastikan bahwa 

segala arah, tujuan, dan praktik pendidikan tetap selaras dengan nilai-nilai 

dasar bangsa sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter dan 

berdaya saing tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. 

b. Landasan normatif (aturan dan regulasi pendidikan). 

Landasan normatif dalam pendidikan adalah dasar pijakan yang bersumber 

dari aturan hukum, regulasi, dan kebijakan resmi yang mengatur 

penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, landasan 

normatif pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

khususnya Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk 

memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, regulasi penting lainnya adalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) yang memuat prinsip, tujuan, serta arah 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbagai peraturan pemerintah, 

peraturan menteri, serta standar nasional pendidikan juga menjadi bagian 

dari landasan normatif yang memastikan pendidikan berjalan sesuai 

kaidah hukum. Dengan adanya landasan normatif ini, penyelenggaraan 

pendidikan memiliki kepastian hukum, arah yang jelas, serta jaminan 

kesesuaian dengan tujuan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara 

adil, terarah, dan akuntabel. 
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c. Landasan sosiologis (kebutuhan dan harapan masyarakat). 

Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah dasar yang berhubungan 

dengan kebutuhan, kondisi, dan harapan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai 

sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses 

pembudayaan, pewarisan nilai, serta pengembangan potensi manusia agar 

dapat hidup bermakna dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan harus 

mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan 

teknologi yang terus berkembang. Harapan masyarakat terhadap 

pendidikan mencakup terciptanya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, 

memiliki keterampilan sesuai tuntutan zaman, serta mampu berkontribusi 

dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain, landasan sosiologis 

menegaskan bahwa pendidikan harus relevan dengan realitas sosial, 

menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadi instrumen untuk 

memajukan kehidupan bersama menuju kesejahteraan dan kemajuan 

bangsa. 

3. Prinsip-Prinsip Penetapan Tujuan Mutu 

a. Relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

Pendidikan harus dirancang agar relevan dengan kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat, artinya kurikulum, metode pembelajaran, serta layanan 

pendidikan harus sesuai dengan perkembangan potensi, minat, dan bakat 

peserta didik sekaligus mampu menjawab tantangan serta tuntutan 

kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi dalam masyarakat. Bagi 

peserta didik, relevansi ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya 

memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis, nilai 

moral, dan kecakapan hidup yang berguna dalam menghadapi masa depan. 

Bagi masyarakat, pendidikan diharapkan melahirkan generasi yang 

mampu berkontribusi dalam pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, 

serta menjaga identitas dan budaya bangsa. Dengan demikian, prinsip 

relevansi ini menegaskan bahwa pendidikan harus adaptif, kontekstual, 

dan bermanfaat langsung baik bagi individu peserta didik maupun 

masyarakat luas. 

b. Realistis, terukur, dan dapat dicapai. 

Prinsip realistis, terukur, dan dapat dicapai menekankan bahwa tujuan, 

visi, maupun misi pendidikan harus dirumuskan secara masuk akal sesuai 

dengan kondisi nyata lembaga pendidikan, sumber daya manusia, sarana 

prasarana, serta lingkungan sosial yang ada. Tujuan yang realistis 

menghindarkan lembaga dari cita-cita yang terlalu muluk tanpa 

mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki. Sementara itu, tujuan yang 

terukur berarti dirumuskan dengan indikator yang jelas sehingga 

pencapaiannya dapat dievaluasi secara objektif, baik melalui hasil belajar 

peserta didik, kinerja guru, maupun pencapaian mutu lembaga. Prinsip 
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dapat dicapai menegaskan bahwa setiap target yang ditetapkan harus 

bersifat attainable, artinya memungkinkan untuk diwujudkan melalui 

perencanaan, strategi, dan kerja sama yang baik. Dengan demikian, prinsip 

ini menjaga agar pendidikan tetap berada pada jalur yang rasional, fokus 

pada pencapaian yang nyata, serta berkelanjutan dalam meningkatkan 

mutu. 

c. Berorientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan. 

Prinsip berorientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan menekankan 

bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian tertentu, 

melainkan harus selalu mengalami perbaikan, pembaruan, dan 

pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta 

didik, serta tuntutan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip 

continuous improvement, yaitu upaya sistematis dan konsisten untuk 

meningkatkan mutu proses, layanan, dan hasil pendidikan. Dalam 

praktiknya, peningkatan berkelanjutan dapat dilakukan melalui evaluasi 

rutin, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, 

pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian strategi pembelajaran dengan 

dinamika sosial dan global. Dengan orientasi ini, lembaga pendidikan 

tidak hanya menjaga kualitas yang sudah ada, tetapi juga memastikan 

relevansi, daya saing, dan keberlangsungan pendidikan dalam jangka 

panjang. 

d. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Prinsip selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengikuti, 

mengintegrasikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta 

teknologi dalam setiap aspek penyelenggaraannya. Hal ini penting agar 

peserta didik tidak tertinggal dari dinamika global dan memiliki 

kompetensi yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Selaras berarti 

pendidikan tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga 

mendorong inovasi, kreativitas, dan pemikiran kritis dalam 

penggunaannya. Contohnya, pemanfaatan teknologi digital dalam 

pembelajaran, pengembangan riset berbasis sains dan teknologi, serta 

penerapan metode pembelajaran inovatif yang mendukung lifelong 

learning. Dengan demikian, pendidikan yang selaras dengan 

perkembangan IPTEK akan melahirkan generasi yang adaptif, kompetitif, 

dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di era 

globalisasi. 

4. Proses Penetapan Tujuan Mutu Pendidikan 

a. Analisis kebutuhan dan harapan stakeholder 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 

serta harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan, 
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seperti peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, 

dunia kerja, pemerintah, dan lembaga terkait. Analisis ini penting untuk 

memastikan bahwa tujuan mutu yang ditetapkan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan nyata di lapangan serta mampu menjawab tantangan 

perkembangan zaman dan tuntutan global.. 

b. Penetapan indikator mutu pendidikan (input, proses, output, dan outcome). 

Setelah kebutuhan dan harapan stakeholder terpetakan, langkah berikutnya 

adalah menetapkan indikator mutu pendidikan yang mencakup empat 

aspek utama: 

1) Input, meliputi kualitas peserta didik baru, kualifikasi pendidik, 

kurikulum, sarana prasarana, dan sumber daya pendidikan lainnya. 

2) Proses, mencakup pelaksanaan pembelajaran, manajemen sekolah, 

penerapan teknologi, serta iklim akademik yang kondusif. 

3) Output, yaitu hasil langsung dari proses pendidikan, misalnya prestasi 

akademik, keterampilan peserta didik, serta karakter yang terbentuk.. 

4) Outcome, merupakan dampak jangka panjang dari pendidikan, 

seperti keberhasilan lulusan di dunia kerja, kontribusi sosial, dan 

kemandirian dalam kehidupan. 

c. Penyusunan tujuan mutu yang bersifat SMART (Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Time-bound). 

Langkah terakhir adalah merumuskan tujuan mutu dengan prinsip 

SMART. Artinya, tujuan yang disusun harus: 

1) Specific: jelas dan terarah pada aspek tertentu dari mutu pendidikan. 

2) Measurable: dapat diukur dengan indikator yang konkret dan objektif. 

3) Achievable: realistis untuk dicapai sesuai kondisi dan sumber daya 

yang tersedia. 

4) Relevant: selaras dengan visi, misi, serta kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

5) Time-bound: memiliki batas waktu pencapaian yang terukur agar 

dapat dievaluasi secara periodik. 

Dengan melalui proses tersebut, tujuan mutu pendidikan yang ditetapkan 

akan lebih terstruktur, terukur, serta mampu menjadi pedoman dalam 

peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan. 
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5. Ruang Lingkup Tujuan Mutu Pendidikan 

a. Peningkatan kualitas akademik peserta didik. 

Tujuan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian prestasi akademik 

yang optimal. Hal ini meliputi penguasaan kompetensi dasar, keterampilan 

berpikir kritis, kreativitas, kemampuan problem solving, serta penguasaan 

teknologi. Peningkatan kualitas akademik menjadi indikator utama 

keberhasilan lembaga pendidikan dalam melahirkan lulusan yang unggul 

dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. 

b. Pengembangan karakter dan kepribadian. 

Selain akademik, pendidikan juga berorientasi pada pembentukan karakter 

mulia, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap toleran. 

Pengembangan karakter dan kepribadian menjadi bagian penting agar 

peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang 

secara emosional, sosial, dan spiritual. 

c. Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

Mutu pendidikan juga ditentukan oleh kualitas guru dan tenaga 

kependidikan. Oleh karena itu, ruang lingkup tujuan mutu mencakup 

peningkatan profesionalisme pendidik, baik dalam penguasaan materi, 

metodologi pembelajaran, maupun pengembangan kompetensi melalui 

pelatihan, sertifikasi, dan penelitian. Tenaga kependidikan juga perlu 

ditingkatkan kemampuannya dalam mendukung layanan administrasi dan 

manajerial. 

d. Kualitas sarana, prasarana, dan lingkungan belajar. 

Faktor penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, 

teknologi pendidikan, serta lingkungan belajar yang aman dan kondusif 

menjadi bagian penting dari tujuan mutu pendidikan. Lingkungan yang 

nyaman, inklusif, dan ramah anak akan mendorong peserta didik lebih 

termotivasi dan optimal dalam belajar. 

e. Tata kelola manajemen pendidikan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel. 

Aspek terakhir dari ruang lingkup mutu pendidikan adalah manajemen 

lembaga yang profesional. Tata kelola yang efektif meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan. Transparansi 

dalam penggunaan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaporan kinerja 

memastikan bahwa lembaga pendidikan berjalan sesuai prinsip good 

governance. 

 



Manajemen Mutu Terpadu | 189  

Dengan cakupan ruang lingkup tersebut, tujuan mutu pendidikan 

menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan hasil akademik, 

tetapi juga menyeluruh pada aspek karakter, pendidik, sarana, dan tata kelola, 

sehingga tercipta sistem pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada 

kualitas. 

6. Implementasi Tujuan Mutu Pendidikan 

a. Integrasi tujuan mutu ke dalam program kerja dan kurikulum. 

Implementasi tujuan mutu dilakukan dengan memasukkan sasaran mutu 

ke dalam perencanaan program kerja sekolah/madrasah dan kurikulum 

yang digunakan. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran, 

pengembangan peserta didik, serta manajemen lembaga pendidikan 

sejalan dengan tujuan mutu yang telah ditetapkan. Integrasi ini juga 

tampak pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

kegiatan ekstrakurikuler, dan program pengembangan sekolah. 

b. Strategi pelaksanaan dan pembiasaan budaya mutu di lembaga pendidikan. 

Tujuan mutu hanya dapat tercapai apabila seluruh warga sekolah 

membiasakan diri dengan budaya mutu. Strateginya mencakup 

peningkatan disiplin, inovasi pembelajaran, penerapan manajemen 

berbasis sekolah, serta peningkatan layanan pendidikan yang berorientasi 

pada kepuasan peserta didik dan orang tua. Budaya mutu ditanamkan 

melalui pembiasaan sikap profesional, tanggung jawab, kerja sama, dan 

evaluasi berkelanjutan di setiap lini lembaga pendidikan. 

c. Peran stakeholder dalam mewujudkan tujuan mutu. 

Stakeholder pendidikan memiliki peran penting, baik internal maupun 

eksternal. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan berperan 

sebagai pelaksana utama mutu pendidikan. Orang tua dan masyarakat 

berperan dalam mendukung, mengawasi, serta memberikan masukan. 

Pemerintah dan dunia usaha/industri berperan menyediakan regulasi, 

pendanaan, serta peluang bagi lulusan. Sinergi antarpihak inilah yang 

mempercepat tercapainya tujuan mutu pendidikan. 

7.  Evaluasi dan Pengendalian Tujuan Mutu Pendidikan 

a. Indikator keberhasilan pencapaian tujuan mutu. 

Keberhasilan tujuan mutu dapat diukur melalui indikator yang mencakup 

peningkatan prestasi akademik peserta didik, terbentuknya karakter yang 

baik, meningkatnya profesionalisme guru, tersedianya sarana-prasarana 

yang memadai, serta terwujudnya tata kelola yang efektif dan transparan. 

Indikator ini digunakan sebagai acuan dalam menilai sejauh mana tujuan 

mutu telah dicapai. 
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b. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

Pengendalian mutu dilakukan melalui mekanisme monitoring secara 

berkala, evaluasi hasil capaian, serta pelaporan yang transparan. 

Monitoring dilaksanakan dengan observasi, pengumpulan data, dan 

analisis kinerja. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program, 

sedangkan pelaporan disusun secara sistematis agar dapat dijadikan bahan 

pertanggungjawaban kepada stakeholder sekaligus dasar perbaikan 

berkelanjutan. 

c. Strategi perbaikan dan penjaminan mutu berkelanjutan. 

Apabila terdapat ketidaksesuaian atau tujuan mutu belum tercapai, 

lembaga pendidikan perlu melakukan tindakan korektif dan preventif. 

Strategi perbaikan meliputi penyusunan program remedial, pelatihan 

lanjutan bagi guru, peningkatan sarana belajar, serta penyempurnaan 

kurikulum. Penjaminan mutu berkelanjutan dilakukan melalui siklus 

Plan–Do–Check–Action (PDCA) agar lembaga pendidikan selalu 

bergerak dinamis mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

C. Penyusunan Rencana Aksi Mutu 

Penyusunan rencana aksi mutu merupakan langkah berikutnya setelah 

penetapan tujuan mutu pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas melalui perencanaan yang terarah, sistematis, dan berkesinambungan. 

Rencana aksi mutu berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjabarkan tujuan 

mutu pendidikan ke dalam program, kegiatan, serta langkah nyata yang dapat 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Dengan adanya rencana aksi mutu, setiap 

unsur dalam lembaga pendidikan memiliki acuan yang jelas mengenai apa yang harus 

dilakukan, bagaimana melakukannya, serta target yang ingin dicapai. Hal ini tidak 

hanya memastikan terciptanya konsistensi dalam pelaksanaan program, tetapi juga 

memungkinkan adanya pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar 

mutu pendidikan selalu relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. 

1. Pengertian Rencana Aksi Mutu 

a. Definisi rencana aksi mutu dalam konteks pendidikan. 

Rencana aksi mutu adalah dokumen perencanaan yang memuat langkah-

langkah strategis, program, dan kegiatan terukur untuk mencapai tujuan 

mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, 

rencana aksi mutu berfungsi sebagai panduan sistematis bagi lembaga 

pendidikan untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terarah, 

konsisten, dan berkesinambungan. 
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b. Peran rencana aksi mutu sebagai instrumen implementasi penjaminan 

mutu. 

Rencana aksi mutu menjadi instrumen utama dalam 

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui 

rencana aksi, setiap sasaran mutu diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata, 

indikator pencapaian, serta mekanisme evaluasi. Dengan demikian, 

rencana aksi mutu membantu lembaga pendidikan memastikan bahwa 

peningkatan kualitas berlangsung terstruktur, dapat dipantau, dan 

berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 

2. Landasan Penyusunan Rencana Aksi Mutu 

a. Landasan normatif: regulasi dan standar pendidikan nasional. 

Penyusunan rencana aksi mutu harus berpedoman pada Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta 

kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan. Landasan 

ini memastikan bahwa rencana aksi sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku. 

b. Landasan filosofis: nilai dan tujuan pendidikan. 

Rencana aksi mutu didasarkan pada nilai-nilai fundamental pendidikan, 

seperti humanisme, demokrasi, keadilan, dan pengembangan potensi 

peserta didik secara utuh. Filosofi ini memberi arah agar rencana aksi tidak 

hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan 

kepribadian. 

c. Landasan praktis: kebutuhan lembaga dan harapan stakeholder. 

Selain regulasi dan nilai, rencana aksi mutu juga disusun berdasarkan 

kebutuhan riil lembaga pendidikan, kondisi sumber daya, serta harapan 

stakeholder, seperti orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah. 

Hal ini membuat rencana aksi lebih kontekstual dan aplikatif. 

3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Aksi Mutu 

Penyusunan rencana aksi mutu pendidikan perlu berlandaskan prinsip-

prinsip yang memastikan dokumen tersebut tidak hanya menjadi perencanaan 

administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan secara berkesinambungan. Adapun prinsip-prinsip tersebut 

adalah: 

a. Relevan dengan visi, misi, dan tujuan mutu pendidikan. 

Rencana aksi mutu harus disusun sejalan dengan visi dan misi lembaga 

pendidikan, serta tujuan mutu yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar 

setiap program dan kegiatan memiliki arah yang jelas dan konsisten dalam 
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mewujudkan cita-cita lembaga pendidikan, sehingga tidak keluar dari jalur 

strategis yang sudah direncanakan. 

b. Realistis dan dapat diimplementasikan. 

Prinsip realisme menekankan bahwa rencana aksi harus 

mempertimbangkan kondisi nyata lembaga, termasuk sumber daya 

manusia, sarana prasarana, dan pendanaan. Program yang terlalu ambisius 

tanpa memperhatikan kapasitas justru berisiko tidak terlaksana. Oleh 

karena itu, setiap rencana harus praktis, sesuai kemampuan lembaga, 

namun tetap berorientasi pada pencapaian mutu. 

c. Terukur dengan indikator keberhasilan yang jelas. 

Agar dapat dievaluasi, setiap program dalam rencana aksi mutu perlu 

memiliki indikator keberhasilan yang konkret dan terukur. Indikator ini 

berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan, 

sekaligus memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

d. Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. 

Rencana aksi mutu harus disusun dengan ruang fleksibilitas sehingga 

mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan internal 

maupun eksternal. Misalnya, adanya kebijakan baru dari pemerintah, 

perkembangan teknologi, atau dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan 

fleksibilitas, lembaga pendidikan dapat tetap relevan dan responsif 

terhadap tantangan zaman. 

e. Berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (continuous improvement). 

Prinsip ini menekankan bahwa rencana aksi mutu tidak bersifat statis, 

tetapi harus selalu diperbarui melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, dan perbaikan (Plan–Do–Check–Act/PDCA). Dengan demikian, 

mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai 

perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

4. Tahap-Tahap Penyusunan Rencana Aksi Mutu 

Penyusunan rencana aksi mutu pendidikan dilakukan melalui tahapan 

sistematis agar dokumen yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi pedoman 

pelaksanaan peningkatan mutu yang terarah dan terukur. Tahapan tersebut 

meliputi: 

a. Identifikasi masalah dan kebutuhan mutu. 

Langkah awal adalah melakukan analisis terhadap kondisi nyata lembaga 

pendidikan, baik dari segi input, proses, maupun output. Identifikasi ini 

mencakup kelemahan yang perlu diperbaiki, tantangan yang dihadapi, 

serta kebutuhan pengembangan mutu sesuai standar nasional pendidikan 
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maupun tuntutan stakeholder. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam 

menyusun rencana aksi yang tepat sasaran. 

b. Penetapan tujuan dan sasaran mutu. 

Setelah masalah dan kebutuhan terpetakan, tahap berikutnya adalah 

merumuskan tujuan umum yang ingin dicapai, serta sasaran khusus yang 

lebih spesifik. Tujuan menggambarkan arah besar peningkatan mutu, 

sedangkan sasaran memberikan rincian yang lebih fokus sehingga mudah 

diukur keberhasilannya. 

c. Penyusunan strategi dan program kegiatan. 

Tahap ini merupakan perumusan langkah konkret yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran mutu. Strategi disusun dalam bentuk 

program dan kegiatan operasional, baik di bidang akademik, non-

akademik, pengembangan SDM, maupun tata kelola lembaga. Setiap 

strategi harus selaras dengan visi lembaga dan dapat dilaksanakan secara 

praktis. 

d. Penetapan indikator, target, dan standar pencapaian. 

Agar rencana aksi dapat dievaluasi, diperlukan indikator yang jelas 

sebagai tolok ukur keberhasilan. Selain itu, target dan standar pencapaian 

juga ditentukan agar hasil program bisa diukur secara objektif. Misalnya, 

target peningkatan nilai rata-rata ujian, persentase kelulusan, jumlah 

pelatihan guru, atau tingkat kepuasan stakeholder. 

e. Penyusunan jadwal pelaksanaan dan alokasi sumber daya. 

Tahap terakhir adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang rinci serta 

menetapkan alokasi sumber daya yang diperlukan. Jadwal memuat waktu 

pelaksanaan setiap kegiatan, sementara alokasi sumber daya mencakup 

kebutuhan anggaran, tenaga, sarana prasarana, dan dukungan teknologi. 

Perencanaan ini penting agar implementasi rencana aksi mutu berjalan 

efektif, efisien, dan terukur dalam batas waktu yang ditentukan. 

5. Ruang Lingkup Rencana Aksi Mutu 

Rencana aksi mutu pendidikan mencakup berbagai bidang yang saling 

berkaitan untuk memastikan mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara 

menyeluruh, baik dari aspek akademik, non-akademik, sumber daya manusia, 

maupun tata kelola lembaga. Ruang lingkup tersebut antara lain: 

a. Bidang akademik (kurikulum, pembelajaran, evaluasi). 

Pada bidang akademik, rencana aksi mutu berfokus pada pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dan kebutuhan 

peserta didik. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran diarahkan agar lebih 

inovatif, interaktif, dan berbasis teknologi. Evaluasi hasil belajar 
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dilakukan secara objektif, transparan, dan berkesinambungan, sehingga 

kualitas akademik peserta didik dapat diukur dan ditingkatkan. 

b. Bidang non-akademik (karakter, ekstrakurikuler, layanan siswa). 

Mutu pendidikan juga ditentukan oleh aspek non-akademik, seperti 

pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan siswa. Melalui 

kegiatan non-akademik, peserta didik diarahkan untuk mengembangkan 

soft skills, kepemimpinan, kreativitas, serta kepribadian yang 

berintegritas. Layanan siswa yang baik, seperti bimbingan konseling dan 

kegiatan penunjang lainnya, juga menjadi bagian dari rencana aksi mutu. 

c. Penyusunan strategi dan program kegiatan 

Ruang lingkup ini mencakup perumusan strategi dan program yang 

konkret untuk mencapai tujuan mutu pendidikan. Program tersebut harus 

disusun secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga. 

Strategi ini mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, 

sehingga pelaksanaan peningkatan mutu berjalan bertahap namun 

berkesinambungan. 

d. Pengembangan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. 

Rencana aksi mutu mencakup pengembangan kompetensi guru dan tenaga 

kependidikan, baik melalui pelatihan, workshop, sertifikasi, maupun 

kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan SDM yang 

profesional, proses pendidikan akan lebih berkualitas, inovatif, dan 

relevan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Pengelolaan sarana, prasarana, dan lingkungan belajar. 

Sarana prasarana dan lingkungan belajar yang memadai merupakan 

penunjang utama keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, ruang lingkup 

rencana aksi mutu juga mencakup pemeliharaan, peningkatan, dan 

optimalisasi fasilitas pendidikan. Lingkungan belajar harus diciptakan 

agar aman, nyaman, inklusif, serta mendukung tumbuhnya budaya belajar 

yang positif. 

f. Tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan. 

Rencana aksi mutu juga menyentuh aspek manajerial, yaitu pengelolaan 

lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi 

program secara berkesinambungan. Dengan manajemen yang profesional, 

lembaga pendidikan dapat menjamin kualitas layanan serta meningkatkan 

kepercayaan stakeholder. 

Dengan ruang lingkup yang komprehensif ini, rencana aksi mutu tidak 

hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mencakup pengembangan 

karakter, peningkatan kompetensi pendidik, sarana-prasarana, serta tata kelola 
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lembaga. Hal ini memastikan mutu pendidikan dapat terwujud secara holistik 

dan berkesinambungan. 

6. Implementasi Rencana Aksi Mutu 

Pada tahap ini, rencana yang telah disusun diterjemahkan ke dalam 

tindakan nyata yang terintegrasi dengan program lembaga, dikelola melalui 

koordinasi yang baik, serta melibatkan partisipasi aktif semua pihak terkait. 

a. Integrasi rencana aksi ke dalam program kerja lembaga. 

Rencana aksi mutu harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam 

program kerja lembaga pendidikan. Artinya, setiap kegiatan, baik di 

bidang akademik, non-akademik, pengembangan SDM, maupun tata 

kelola lembaga, harus selaras dengan tujuan mutu yang telah ditetapkan. 

Integrasi ini memastikan bahwa rencana aksi tidak berjalan terpisah, 

melainkan menjadi bagian integral dari kebijakan, kurikulum, dan 

program kerja tahunan lembaga pendidikan. 

b. Mekanisme koordinasi antarunit/lembaga. 

Keberhasilan implementasi rencana aksi mutu sangat bergantung pada 

mekanisme koordinasi yang efektif antarunit di dalam lembaga 

pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, bagian kurikulum, 

kesiswaan, sarana-prasarana, serta manajemen sekolah. Koordinasi 

dilakukan melalui rapat rutin, pembagian peran yang jelas, serta 

penggunaan sistem informasi manajemen mutu. Dengan koordinasi yang 

baik, pelaksanaan program menjadi lebih terarah, efisien, dan tidak 

tumpang tindih. 

c. Peran aktif stakeholder dalam pelaksanaan rencana aksi mutu. 

Stakeholder internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam 

implementasi rencana aksi mutu. Guru dan tenaga kependidikan berperan 

sebagai pelaksana utama, peserta didik berperan sebagai subjek sekaligus 

objek peningkatan mutu, sementara kepala sekolah bertindak sebagai 

pengarah dan pengendali kebijakan. Orang tua, masyarakat, pemerintah, 

serta dunia usaha/industri juga diharapkan berperan aktif melalui 

dukungan moral, finansial, maupun penyediaan peluang kerja sama. 

Sinergi antar stakeholder inilah yang memastikan rencana aksi mutu 

terlaksana secara optimal dan berkesinambungan. 

7. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa rencana aksi mutu yang telah 

disusun benar-benar dilaksanakan, dievaluasi hasilnya, serta diperbaiki secara 

berkelanjutan agar mutu pendidikan terus meningkat. 
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a. Sistem pemantauan capaian program. 

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan program secara 

berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sistem pemantauan biasanya 

mencakup pengumpulan data, observasi kegiatan, serta laporan 

pelaksanaan dari setiap unit atau penanggung jawab program. Melalui 

monitoring, lembaga dapat mengetahui sejauh mana rencana aksi berjalan 

sesuai target, sekaligus mendeteksi sejak dini apabila terdapat hambatan 

atau penyimpangan dari rencana. 

b. Evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas. 

Evaluasi dilakukan pada periode tertentu untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan program dan pencapaian tujuan mutu. Evaluasi ini mencakup 

analisis ketercapaian indikator, kesesuaian program dengan kebutuhan, 

serta dampak yang dihasilkan terhadap peserta didik maupun lembaga. 

Hasil evaluasi menjadi dasar dalam memberikan penilaian obyektif 

terhadap keberhasilan maupun kelemahan program yang telah dijalankan. 

c. Strategi tindak lanjut berupa revisi, perbaikan, atau pembaruan rencana 

aksi mutu. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperlukan tindak lanjut agar 

mutu pendidikan terus berkembang. Tindak lanjut dapat berupa revisi 

rencana aksi, perbaikan strategi, penyesuaian target, hingga pembaruan 

program sesuai kebutuhan terkini. Prinsip continuous improvement 

(perbaikan berkelanjutan) diterapkan agar lembaga pendidikan senantiasa 

adaptif terhadap perubahan lingkungan, kebijakan, maupun tantangan baru 

yang muncul. 

 

D. Pengelolaan Risiko dalam Implementasi Manajemen Mutu 

Pengelolaan risiko dalam implementasi manajemen mutu merupakan aspek  

yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan untuk memastikan 

tercapainya tujuan mutu secara efektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, setiap 

program atau kegiatan pendidikan tidak terlepas dari potensi risiko, baik yang 

bersumber dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan 

manajemen, maupun dari faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan 

kebijakan, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah 

sistematis berupa identifikasi, analisis, mitigasi, hingga evaluasi risiko agar tantangan 

yang muncul tidak menghambat pencapaian standar mutu, melainkan dapat dikelola 

menjadi peluang untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan secara 

berkesinambungan. 
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1. Konsep dan Pentingnya Pengelolaan Risiko 

a. Pengertian risiko dalam manajemen mutu. 

Risiko dalam manajemen mutu adalah kemungkinan terjadinya hambatan, 

ketidakpastian, atau penyimpangan yang dapat memengaruhi pencapaian 

standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Risiko bisa berupa 

kegagalan dalam proses pembelajaran, keterbatasan sumber daya, 

perubahan kebijakan, maupun faktor eksternal lainnya yang berpengaruh 

terhadap mutu. Dengan kata lain, risiko merupakan potensi ancaman yang 

dapat menghambat tercapainya tujuan mutu apabila tidak diidentifikasi 

dan dikelola dengan baik. 

b. Pentingnya pengelolaan risiko bagi keberhasilan implementasi mutu 

pendidikan. 

Pengelolaan risiko memiliki peran penting dalam menjamin keberhasilan 

implementasi mutu pendidikan. Melalui pengelolaan risiko, lembaga 

pendidikan dapat: 

1) Mengantisipasi potensi masalah sejak dini sehingga tidak menghambat 

pencapaian tujuan. 

2) Meminimalkan dampak negatif dari hambatan yang muncul, baik dari 

dalam maupun luar lembaga. 

3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar lebih efektif dan efisien. 

4) Meningkatkan kepercayaan stakeholder, seperti peserta didik, orang tua, 

dan masyarakat, terhadap kualitas layanan pendidikan. 

5) Menjamin keberlanjutan mutu pendidikan melalui strategi adaptif dan 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). 

Dengan demikian, pengelolaan risiko bukan hanya sekadar menghindari 

masalah, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem 

penjaminan mutu pendidikan agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing. 

2. Jenis dan Sumber Risiko 

a. Risiko internal: keterbatasan SDM, sarana prasarana, pendanaan, dan 

manajemen. 

Reisiko internal adalah potensi hambatan yang berasal dari dalam lembaga 

pendidikan itu sendiri. Beberapa contohnya meliputi: 

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah tenaga pendidik 

dan kependidikan yang tidak memadai, kurangnya kompetensi 

profesional, atau rendahnya motivasi kerja. 



198 | Manajemen Mutu Terpadu 

2) Sarana dan prasarana: fasilitas belajar yang tidak lengkap atau tidak 

sesuai standar, keterbatasan akses teknologi, serta lingkungan belajar 

yang kurang mendukung. 

3) Pendanaan: keterbatasan anggaran operasional dan investasi, 

sehingga program peningkatan mutu tidak dapat berjalan optimal. 

4) Manajemen: lemahnya tata kelola, sistem administrasi yang tidak 

efisien, serta kurangnya koordinasi antarunit yang menghambat 

implementasi kebijakan mutu. 

b. Risiko eksternal: kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, tuntutan 

masyarakat, dan globalisasi. 

Risiko eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar lembaga 

pendidikan, yang sering kali berada di luar kendali manajemen. Beberapa 

di antaranya adalah: 

1) Kebijakan pemerintah: perubahan regulasi, kurikulum, atau sistem 

evaluasi pendidikan yang mendadak dan menuntut penyesuaian 

cepat. 

2) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK): laju 

inovasi teknologi pendidikan yang menuntut adaptasi kurikulum, 

metode pembelajaran, dan keterampilan digital. 

3) Tuntutan masyarakat: harapan orang tua, dunia kerja, dan masyarakat 

yang semakin tinggi terhadap kualitas lulusan, layanan pendidikan, 

serta keterampilan abad 21. 

4) Globalisasi: persaingan pendidikan antarbangsa, standar 

internasional, serta masuknya nilai-nilai baru yang menuntut lembaga 

pendidikan mampu berdaya saing global tanpa kehilangan identitas 

budaya. 

Dengan memahami risiko internal dan eksternal, lembaga pendidikan 

dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat sasaran sehingga 

kualitas pendidikan tetap terjaga dan tujuan mutu dapat tercapai. 

3. Prinsip dan Tahapan Pengelolaan Risiko 

a. Prinsip proaktif, sistematis, dan berorientasi pencegahan. 

Dalam manajemen mutu pendidikan, pengelolaan risiko harus 

berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 

1) Proaktif: dilakukan secara dini dengan mengantisipasi potensi risiko 

sebelum menimbulkan masalah serius, bukan hanya bereaksi setelah 

risiko terjadi. 
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2) Sistematis: dijalankan melalui prosedur yang terstruktur, jelas, dan 

berkesinambungan sehingga seluruh potensi risiko dapat terpetakan 

dengan baik. 

3) Berorientasi pada pencegahan: lebih menekankan langkah-langkah 

pencegahan daripada sekadar penanggulangan, sehingga dampak 

negatif dapat diminimalisasi. 

b. Tahapan: identifikasi, analisis, penetapan prioritas, mitigasi, dan 

monitoring. 

Pengelolaan risiko dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling 

berkaitan, yaitu: 

1) Identifikasi Risiko 

Mengidentifikasi berbagai potensi risiko, baik internal maupun 

eksternal, yang dapat memengaruhi mutu pendidikan. Proses ini 

melibatkan analisis kebutuhan, evaluasi kondisi, dan masukan dari 

stakeholder. 

2) Analisis Risiko 

Menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya 

(probabilitas) dan besar dampaknya terhadap mutu pendidikan. 

Analisis ini membantu memahami risiko mana yang paling kritis 

untuk ditangani terlebih dahulu. 

3) Penetapan Prioritas Risiko 

Setelah dianalisis, risiko dikelompokkan berdasarkan tingkat urgensi 

dan prioritas. Risiko dengan potensi dampak besar dan kemungkinan 

tinggi ditempatkan sebagai prioritas utama untuk segera ditangani. 

4) Mitigasi Risiko 

Menyusun strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi, 

mengendalikan, atau mencegah risiko. Misalnya, peningkatan 

kompetensi guru, diversifikasi sumber pendanaan, pemanfaatan 

teknologi, atau memperkuat manajemen internal. 

5) Monitoring dan Evaluasi Risiko 

Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas 

strategi mitigasi yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan secara 

periodik untuk menilai keberhasilan pengelolaan risiko dan 

melakukan penyesuaian jika diperlukan. 
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4. Strategi Mitigasi Risiko 

a. Strategi preventif (pencegahan). 

Strategi ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya risiko sejak 

awal. Langkah-langkah yang dilakukan biasanya bersifat proaktif agar 

potensi masalah dapat dihindari. Misalnya, organisasi menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) yang ketat, melakukan pelatihan dan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, melakukan pemeriksaan 

rutin terhadap peralatan atau infrastruktur, serta membangun budaya kerja 

yang disiplin. Dengan strategi preventif, fokus utama adalah menutup 

celah atau peluang munculnya risiko sehingga kemungkinan terjadinya 

peristiwa yang merugikan dapat ditekan sekecil mungkin. 

b. Strategi reduktif (pengurangan dampak). 

Apabila risiko tetap terjadi meskipun telah ada upaya pencegahan, strategi 

reduktif dijalankan untuk meminimalisasi dampak atau kerugian yang 

ditimbulkan. Strategi ini berorientasi pada pengendalian agar akibat yang 

muncul tidak terlalu besar dan masih dapat ditangani. Bentuk 

penerapannya antara lain penyediaan asuransi untuk menanggung 

kerugian finansial, penggunaan sistem cadangan atau backup data, 

diversifikasi program/kegiatan untuk menghindari ketergantungan pada 

satu sumber, serta penyusunan rencana darurat (contingency plan) yang 

dapat segera dijalankan jika risiko benar-benar terjadi. 

c. Strategi adaptif (penyesuaian dengan perubahan). 

Strategi adaptif dilakukan ketika risiko yang muncul menyebabkan adanya 

perubahan lingkungan, kondisi, atau sistem yang harus dihadapi. 

Tujuannya adalah agar organisasi tetap bisa bertahan, menyesuaikan diri, 

bahkan bertransformasi untuk menghadapi situasi baru. Strategi ini 

menuntut fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan, keterbukaan 

terhadap inovasi, serta kemampuan untuk mengantisipasi perubahan ke 

depan. Contohnya adalah penyesuaian metode pembelajaran ketika terjadi 

disrupsi teknologi atau pandemi, penerapan regulasi baru sesuai ketentuan 

pemerintah, serta pengembangan produk atau layanan baru untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. 

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan 

a. Indikator keberhasilan pengelolaan risiko. 

Indikator keberhasilan pengelolaan risiko digunakan untuk menilai sejauh 

mana strategi mitigasi yang diterapkan mampu mencapai tujuan. Indikator 

ini dapat berupa menurunnya frekuensi terjadinya risiko, berkurangnya 

dampak kerugian yang ditimbulkan, meningkatnya tingkat kepatuhan 

terhadap prosedur, tersedianya sistem cadangan yang berfungsi dengan 

baik, hingga meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap kinerja 
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organisasi. Indikator tersebut membantu menilai efektivitas sistem 

pengelolaan risiko sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah 

perbaikan. 

b. Mekanisme evaluasi rutin. 

Evaluasi rutin dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem 

pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana. Mekanisme ini meliputi 

kegiatan monitoring, audit internal, peninjauan ulang kebijakan, hingga 

forum diskusi dengan tim pelaksana maupun stakeholder terkait. Evaluasi 

bisa dilakukan setiap periode tertentu (misalnya triwulan atau tahunan) 

atau setiap kali terjadi perubahan signifikan pada lingkungan organisasi. 

Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, 

menemukan peluang perbaikan, serta menyesuaikan strategi pengelolaan 

risiko agar tetap relevan. 

c. Perbaikan dan pembaruan strategi sesuai kebutuhan. 

Setelah evaluasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

perbaikan dan pembaruan strategi sesuai kebutuhan organisasi. Perbaikan 

ini bisa berupa penyempurnaan prosedur, peningkatan kompetensi SDM, 

penambahan sumber daya, atau pengadopsian teknologi baru yang lebih 

efektif dalam mengelola risiko. Pembaruan strategi juga mencakup 

penyesuaian terhadap kondisi eksternal, seperti perubahan regulasi, 

perkembangan teknologi, atau dinamika sosial-ekonomi. Dengan adanya 

perbaikan dan pembaruan berkelanjutan, sistem pengelolaan risiko akan 

selalu adaptif, efektif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan 

organisasi dalam jangka panjang. 

 

E.  Evaluasi dan Penyesuaian Strategi 

Evaluasi dan penyesuaian strategi merupakan tahap penting dalam manajemen 

mutu pendidikan yang bertujuan memastikan setiap program dan kegiatan berjalan 

sesuai dengan rencana serta memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan 

mutu. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta relevansi strategi 

yang telah diimplementasikan, sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun 

hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, lembaga pendidikan 

dapat melakukan penyesuaian strategi agar lebih adaptif terhadap dinamika 

lingkungan internal maupun eksternal, termasuk perkembangan teknologi, perubahan 

kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi dan penyesuaian 

strategi tidak hanya menjadi mekanisme kontrol, tetapi juga instrumen perbaikan 

berkelanjutan yang menjamin mutu pendidikan selalu relevan dan responsif terhadap 

tantangan zaman. 
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1. Pengertian dan Tujuan Evaluasi Strategi 

a. Definisi evaluasi dalam konteks manajemen mutu pendidikan. 

Evaluasi dalam konteks manajemen mutu pendidikan adalah suatu proses 

sistematis untuk menilai sejauh mana program, kebijakan, atau strategi 

yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup penilaian 

terhadap input, proses, output, dan outcome pendidikan. Melalui evaluasi, 

dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, serta keberlanjutan 

suatu program dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, 

evaluasi menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan. 

b. Tujuan evaluasi sebagai alat ukur keberhasilan dan perbaikan 

berkelanjutan. 

Tujuan utama evaluasi adalah sebagai alat ukur keberhasilan dalam 

pencapaian mutu pendidikan sekaligus sarana untuk mendorong perbaikan 

secara berkelanjutan. Evaluasi membantu memastikan bahwa setiap 

kegiatan yang dilakukan selaras dengan standar mutu, kebutuhan 

stakeholder, dan perkembangan zaman. Selain itu, evaluasi juga berfungsi 

memberikan umpan balik (feedback) bagi pengambil keputusan untuk 

menyusun kebijakan yang lebih tepat, menyempurnakan strategi, serta 

mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dengan adanya evaluasi 

yang terukur dan berkesinambungan, lembaga pendidikan dapat menjaga 

kualitas, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin tercapainya tujuan 

pendidikan secara efektif. 

2. Prinsip-Prinsip Evaluasi Strategi 

a. Objektif, sistematis, dan berbasis data. 

Prinsip pertama dalam evaluasi strategi adalah objektif, sistematis, dan 

berbasis data. Evaluasi harus dilakukan dengan mengedepankan kejujuran, 

keadilan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Prosesnya harus 

mengikuti langkah-langkah yang terencana, mulai dari pengumpulan 

informasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, hasil evaluasi 

harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi 

nyata di lapangan. 

b. Transparan dan partisipatif melibatkan stakeholder. 

Evaluasi strategi juga harus dilaksanakan secara transparan dan 

partisipatif. Transparansi berarti seluruh proses dan hasil evaluasi dapat 

diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, 

partisipatif menekankan pentingnya melibatkan berbagai stakeholder, 

seperti pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, hingga 
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masyarakat. Keterlibatan stakeholder tidak hanya meningkatkan 

keakuratan informasi, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung 

jawab bersama terhadap hasil evaluasi. 

c. Berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan. 

Prinsip terakhir adalah berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan. 

Evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai penilaian keberhasilan atau 

kegagalan, melainkan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki 

kelemahan dan mengembangkan potensi. Hasil evaluasi harus dijadikan 

dasar dalam menyusun strategi baru, memperkuat sistem, dan 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus-menerus. Dengan 

demikian, evaluasi benar-benar menjadi motor penggerak peningkatan 

mutu pendidikan yang berkesinambungan. 

3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi 

a. Perencanaan evaluasi (penentuan indikator dan instrumen). 

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan evaluasi. Pada tahap ini, ditentukan tujuan evaluasi, indikator 

keberhasilan, serta instrumen yang akan digunakan. Indikator berfungsi 

sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana strategi atau program telah 

berjalan sesuai harapan, sementara instrumen digunakan untuk 

mengumpulkan data yang valid dan reliabel. Perencanaan yang baik 

memastikan evaluasi berlangsung terarah, sistematis, dan mampu 

memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Pelaksanaan evaluasi (pengumpulan dan analisis data). 

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan evaluasi yang mencakup proses 

pengumpulan data sesuai instrumen yang telah disusun, baik melalui 

observasi, kuesioner, wawancara, maupun studi dokumentasi. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara objektif untuk menilai efektivitas 

program atau strategi yang dijalankan. Analisis ini bertujuan 

mengidentifikasi keberhasilan, menemukan kendala, serta memahami 

faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

hasil evaluasi dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi yang 

terjadi di lapangan. 

c. Pelaporan hasil evaluasi (penyampaian temuan dan rekomendasi). 

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan evaluasi yang berisi temuan, 

kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan harus disusun secara 

jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh stakeholder yang 

berkepentingan. Penyampaian hasil evaluasi dilakukan secara transparan 

agar semua pihak mengetahui kekuatan maupun kelemahan program yang 

dievaluasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi menjadi dasar 
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penting dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan strategi, dan 

perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu pendidikan. 

4. Penyesuaian dan Revisi Strategi 

a. Identifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. 

Langkah pertama dalam penyesuaian dan revisi strategi adalah 

mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan berdasarkan hasil 

evaluasi. Proses ini dilakukan dengan menelaah aspek-aspek yang belum 

optimal, hambatan yang muncul, serta faktor-faktor yang menyebabkan 

kurang tercapainya tujuan. Di sisi lain, evaluasi juga membantu 

menemukan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

efektivitas strategi. Identifikasi yang tepat akan menjadi dasar penting 

dalam merumuskan langkah perbaikan yang lebih relevan dan terarah. 

b. Penyesuaian program sesuai hasil evaluasi. 

Setelah kelemahan dan peluang perbaikan ditemukan, tahap berikutnya 

adalah melakukan penyesuaian terhadap program yang sudah berjalan. 

Penyesuaian ini dapat berupa perbaikan pada metode pelaksanaan, 

penguatan sumber daya manusia, penambahan sarana pendukung, maupun 

perubahan pola kerja agar lebih efisien. Dengan demikian, program tetap 

selaras dengan tujuan yang ditetapkan sekaligus responsif terhadap temuan 

evaluasi. Penyesuaian program juga memastikan bahwa organisasi mampu 

meningkatkan kualitas layanan dan kinerjanya secara berkelanjutan. 

c. Revisi strategi agar adaptif terhadap perubahan lingkungan internal 

maupun eksternal. 

Tahap terakhir adalah melakukan revisi strategi secara menyeluruh agar 

tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan internal maupun 

eksternal. Lingkungan internal meliputi aspek manajemen, struktur 

organisasi, maupun kemampuan sumber daya, sedangkan lingkungan 

eksternal mencakup perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta 

kebutuhan masyarakat. Revisi strategi dilakukan untuk memastikan 

organisasi mampu bertransformasi sesuai tantangan yang ada, sehingga 

tetap kompetitif, efektif, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan. 

5.  Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan 

a. Implementasi strategi baru atau hasil revisi. 

Tahap tindak lanjut dimulai dengan penerapan strategi baru atau hasil 

revisi dari evaluasi sebelumnya. Strategi yang diperbarui harus 

diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aspek program atau 

kegiatan agar tujuan perbaikan dapat tercapai. Implementasi ini mencakup 

penyesuaian kebijakan, metode kerja, alokasi sumber daya, serta 

keterlibatan seluruh pihak terkait. Dengan langkah ini, organisasi 
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memastikan bahwa hasil evaluasi tidak hanya berhenti pada rekomendasi, 

tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. 

b. Monitoring efektivitas perubahan. 

Setelah strategi baru diterapkan, langkah berikutnya adalah melakukan 

monitoring untuk menilai efektivitas perubahan yang telah dilakukan. 

Monitoring berfungsi memastikan bahwa strategi yang direvisi 

memberikan dampak positif sesuai target yang diharapkan. Proses ini 

melibatkan pengumpulan data, observasi, serta pelaporan berkala untuk 

mengetahui apakah terdapat peningkatan kinerja, penurunan risiko, atau 

perbaikan mutu yang signifikan. Jika hasil monitoring menunjukkan 

adanya kekurangan, maka perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut. 

c. Penguatan budaya mutu melalui siklus evaluasi dan penyesuaian yang 

berulang. 

Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada satu 

siklus evaluasi, tetapi harus menjadi bagian dari budaya mutu organisasi. 

Hal ini dilakukan dengan membangun pola kerja yang selalu terbuka 

terhadap evaluasi, pembelajaran dari pengalaman, dan kesiapan 

melakukan perubahan. Siklus evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan yang 

berulang akan menciptakan budaya mutu yang kuat, di mana setiap 

anggota organisasi memiliki kesadaran dan komitmen untuk terus 

meningkatkan kualitas secara konsisten. Dengan demikian, organisasi 

mampu menjaga keberlanjutan mutu sekaligus beradaptasi terhadap 

dinamika lingkungan yang terus berubah. 
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